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Tanggal Efektif ; 31 Oktober 2022 Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri |

Masa Penawaran Umum 1 1 -7 November 2022 Pasar Reguler dan Negosiasi 4 5 November 2024
Tanggal Penjatahan ; 7 November 2022 Pasar Tunai ; 7 November 2024
Tanggal Distribusi Saham = 8 November 2022 Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri | : 9 Mei 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia - 9 November 2022 Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri | ; 8 November 2024
Tanggal Awal Perdagangan Waran Sen | : 9 November 2022 Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri | 4 8 November 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PURI SENTUL PERMAI TBK (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMIS| EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INL.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

am’ T

PT Puri Sentul Permai Tbk
Kegiatan Usaha Utama :
Bergerak dibidang jasa penyedia akomodasi berupa hotel dan jasa penyediaan makan minum berupa restoran
Kantor Pusat dan Lokasi Hotel

JI. Surya Raya, Kav. Commercial Area 1
Olympic CBD Sentul, Desa Sentul
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Begor 16810
Tel.: (021) 8790 5100
Fax - (021) 8790 5200
Website : www.kedaton8.com
Email : corsec@kedaton8.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari
modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25 - (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang
Ditawarkan’), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150 - (seratus lima puluh Rupiah) setiap
saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan
yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan unfuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar
Rp37.500.000.000 - (tiga puluh tujuh miliar ima ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri | sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri |, atau setara dengan sebanyak-banyaknya
5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri
|. Pada setiap 5 (lima) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri | dimana setiap 1 (satu) Waran Seri | dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa
atas nama. Waran Seri | adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar
Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp180 - (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah dana dari Waran Seri
| adalah sebanyak-banyaknya Rp9.000.000.000.- (sembilan milliar Rupiah). Penerbitan Saham Baru hasil konversi Waran Seri | tersebut telah memperoleh persetujuan
pemegang saham Perseroan danlatau pelaksanaan penerbitannya telah didelegasikan kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperiukan berdasarkan
RUPS Perseroan.

Perseroan mengadakan Progam ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 333,000 (tga ratus tiga puluh tiga ribu) saham atau sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen)
dari jumiah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan saham dengan harga Penawaran.

Perseroan juga menerbitkan opsi saham untuk Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3,00% (tiga koma nol nol persen) saham dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang
tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
victoria-{-sekuritas

PT Victoria Sekuritas Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA
DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN
YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU
BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT
MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAP| SAHAM-
SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2022



PT Puri Sentul Permai Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pemnyataan Pendaftaran sehubungan
dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”") di Jakarta dengan surat No. 099A/K8/LO/
VIII/22 tanggal 24 Agustus 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10
November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan
peraturan-peraturan pelaksanaannya (“‘UUPM").

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan
Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 26 September 2022 melalui surat No. S-08039/BEI.PP3/09-2022, apabila
memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka
Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan
kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor [X.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan
kedudukannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta
standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan
keterangan dan/atau pemyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi
dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai
dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang
Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH
INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK
MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN
BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA
MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN
INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospekius, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai
berikut:

“Afiliasi” . Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Angka 1 UUPMyaitu:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan
keturunan sampai derajat kedua, baik secara
horisontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara pihak dengan pegawai,
Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana
terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau
Dewan Komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak,
baik langsung maupun tidak langsung,
mengendalikan atau  dikendalikan  oleh
perusahaan tersebut

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang
dikendalikan baik langsung maupun tidak
langsung oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang
sahamutama.

“Bank Kustodian” . Berartibank umumyang memperoleh persetujuan dari
OJK untuk memberikan jasa penitipan atau
melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud

dalamUUPM.

"Biro Administrasi Efek” atau “BAE” . Berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Datindo
Entrycom, berkedudukan di Jakarta.

‘BNRY’ . Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

“Bursa Efek” atau “BEI” . Berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1 angka4 UUPM, yang diselenggarakan
oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan
Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham
Perseroan akan dicatatkan.

"Daftar Pemegang Saham” atau “DPS” . Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang
memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh
Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI
berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang
Rekening kepada KSEI.

‘Efek” . Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang,
surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda buk
utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif,
Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.

"Efektif’ . Berarti  efektifnya  Pernyataan  Pendaftaran

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor
IX.A.2, yaitu:



‘Harga Penawaran”

"Hari Bursa”

"Hari Kalender”

"Hari Kerja”

!lKSElu

“Konfirmasi Tertulis”

‘Manajer Penjatahan”

“Masa Penawaran”

1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a.45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal
Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara
lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria
yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait
dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum dan peraturan yang terkait
dengan Penawaran Umum; atau

b.45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal
perubahan terakhir yang disampaikan
Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi;
atau

2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa
tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan
informasi lebih lanjutyang diperlukan.

Berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan
dalam Penawaran Umum Perdana Saham, vyaitu
sebanyak Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah).

Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan
efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat
kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional
atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan
Gregorian Calender tanpa kecuali, termasuk hari
Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan
sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali
hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia.

Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek
Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan
penyimpanan Efek  berdasarkan  Perjanjian
Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang
diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan
di Jakarta.

Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI
dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek
untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar
Sekunder.

Berarti PT Victoria Sekuritas Indonesia yang
bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai
dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam
Peraturan Nomor IX.A.7.

Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



"Masyarakat’

“Menkumham”

“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”

“Pasar Sekunder”

"Pemegang Rekening”

“Penawaran Awal”

“Penawaran Umum Perdana Saham” atau

“Penawaran Umum’

“Penitipan Kolektif’

‘Penjamin Emisi Efek”

“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”

Berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia
maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum,
baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum
asing, baik yang bertempattinggal atau berkedudukan
hukumdi Indonesia ataupun diluar negeri.

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama
Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah
nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan
Republik Indonesia).

Berarti lembaga independen yang menjadi penerus
BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di sekfor Pasar Modal
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang
dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik
Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian
dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang
disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
Peraturan KSEI.

Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan menggunakan Prospektus Awal
yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat
calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan
dan/atau perkiraan harga penawaran efek.

Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan
yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham
kepada Masyarakatberdasarkan tata cara yang diatur
dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang
dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya
diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam
UUPM.

Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan
Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi
kepentingan Perseroan dengan untuk membeli sisa
Efek yang tidak terjual.

Berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan
pengelolaan danpenyelenggaraan Penawaran Umum
Perdana Saham yang dalam hal ini adalah
PT Victoria Sekuritas Indonesia.



“Peraturan Nomor VII.G.12"

“Peraturan Nomor IX.A.2”

“Peraturan Nomor IX.A.7”

“Peraturan Nomor 1X.J.1”

“Perjanjian Pendaftaran Efek”

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE”

“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau
PPAS’

Vi

Berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIIL.G.12,
Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-
17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman
Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Berarti Peraturan No. IXA.2, Lampiran Keputusan
Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009
tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran
DalamRangka Penawaran Umum.

Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan
Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-691/BL/2011
tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berarti Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008,
tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran
Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas
di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah
tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
No. 22 tanggal 18 Agustus 2022, sebagaimana telah
diubah dengan Addendum | Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No.
25 tanggal 9 September 2022, sebagaimana telah
diubah dengan Addendum Il Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan No. 11 tanggal 5 Oktober 2022 terakhir
telah diubah dengan Addendum Ill dan Pernyataan
Kembali  Perjanjian Penjaminan Emisi  Efek
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.43
tanggal 28 Oktober2022 yang dibuatoleh danantara
pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin
Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan
Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini
Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.

Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi
Saham Perseroan No. 19 tanggal 18 Agustus 2022,
sebagaimana telah diubah dengan Addendum |
Perjanjian  Pengelolaan  Administrasi ~ Saham
Perseroan No. 22 tanggal 9 September 2022
sebagaimana telah diubah dengan Addendum I
Perjanjian  Pengelolaan  Administrasi  Saham
Perseroan No. 8 tanggal 5 Oktober 2022
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Addendum
Il dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham Perseroan No. 40 tanggal 28



“Perjanjian Pengelolaan Adiministrasi Waran Seri
I” atau "PPAW”

“Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau "PPW”

‘Pernyataan Pendaftaran”

"Perseroan”

"Perusahaan Efek”

“Peraturan OJK No. 7/2017”
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Oktober 2022 yang dibuatoleh dan antara PT Datindo
Entrycom dan Perseroan sehubungan dengan
Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini
Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur.

Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi
Waran Seri | No. 21 tanggal 18 Agustus 2022,
sebagaimana telah diubah dengan Addendum |
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri |
No. 24 tanggal 9 September 2022, sebagaimana telah
diubah dengan Addendum Il Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Waran Seri | No. 10 tanggal 5 Oktober
2022 sebagaimana terakhir telah diubah dengan
Addendum Il dan Pernyataan Kembali Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Waran Seri | Perseroan No.
42 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat oleh dan
antara Perseroan dengan
PT Datindo Entrycom di hadapan Rini Yulianti, SH.,
Notaris di Kota Jakarta Timur.

Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri |
No. 20 tanggal 18 Agustus 2022, sebagaimana telah
diubah dengan Addendum | Pernyataan Penerbitan
Waran Seri | No. 23 tanggal 9 September 2022,
sebagaimana telah diubah dengan Addendum I
Pernyataan Penerbitan Waran Seri | No. 11 tanggal
5 Oktober 2022 sebagaimana terakhir telah diubah
dengan Addendum Il dan Pernyataan Kembali
Perjanjian Pernyataan Penerbitan Waran Seri |
Perseroan No. 41 tanggal 28 Oktober 2022 yang
dibuatoleh dan antara Perseroan dengan PT Datindo
Entrycom di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris
di Kota Jakarta Timur.

Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroandalam rangka
Penawaran Umum.

Berarti PT Puri Sentul Permai Thk, suatu Perseroan
Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia dan berkedudukan di Sentul, Jakarta,
Indonesia.

Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai
penjamin emisi efek, perantara pedagang efek
dan/atau manajer investasi sebagaimana yang
ditentukan dalam UUPM.

berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang
Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat
Utang, dan/atau Sukuk.



“Peraturan OJK No. 8/2017"

‘POJK No.17 Tahun 2020”

‘POJK No. 25 Tahun2017"

‘POJK No. 30 Tahun2015”

‘POJK No. 33 Tahun2014”

‘POJK No. 34 Tahun2014”

‘POJK No. 35 Tahun 2014¢

‘POJK No. 41 Tahun 2020

‘POJK No. 42 Tahun 2020

‘POJK No. 55 Tahun2014”

‘POJK No. 56 Tahun2014”

"Prospektus”
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berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang
Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospekius Ringkas
Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat
Ekuitas.

Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK/04/2020 tanggal
21 April 2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha, yang merupakan
peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.E.2.

Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal
21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang
Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana
Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK
No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No.
IX.A.6 yang merupakan lampirannya.

Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasl
Penawaran Umumtanggal 22 Desember2015.

Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik tanggal 8 Desember2014.

Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang
Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau
Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan
Publiktanggal 8 Desember2014.

Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk
secara Elektronik.

Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang
Transaksi  Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.

Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit tanggal 29 Desember2015.

Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam
Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan
penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain
membeli efek.



“Prospektus Awal”

‘PSAK”

‘Rekening Efek”

‘RUPS”
‘RUPSLB’

“Saham”

“Saham Baru”

‘Saham Yang Ditawarkan”

SEOJK No. 20/2021

“Sertifikat Jumbo”

“Surat Kolektif Saham”

“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”

Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh kecuali
informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga
Penawaran Saham Baru, Penjamin Emisi Efek, atau
hal lain yang berhubungan dengan persyaratan
penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai
dengan Peraturan OJKNo. 23/2017.

Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan,
yang diterapkan oleh lkatan Akuntan Indonesia, dan
berlaku umum di Indonesia.

Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham
dan/atau dana milik pemegang saham yang
diadministrasikan oleh KSEl atau Pemegang
Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening
efek yang ditandatangani pemegang saham dan
perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

Berarti RapatUmum Pemegang Saham.
Berarti RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa.

Berarti seluruh saham-saham atasnama Perseroan
baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.

Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham
yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Berarti Saham Baru atas nama yang diterbitkan oleh
Perseroan yang akan ditawarkan dan dijual kepada
Masyarakatmelalui Penawaran Umum, atau sebanyak
250.000.000 (duaratuslima puluh juta) saham dengan
nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap
saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa
Efek Indonesia (BEI) pada tanggal pencatatan.

Berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021
tentang Kebijakan Stimulis dan Relaksasi Ketentuan
Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat
Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan
Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan
pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan
UUPM ketentuan KSEI.

Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
Perseroan.

Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk
kepentingan pemegang saham dengan



“Tanggal Pembayaran”

“Tanggal Pencatatan”

“Tanggal Penjatahan”

‘UUPM’

‘UUPT”

memperhatikan peraturan  perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

Berarti tanggal pada saathasil penjualan Saham Yang
Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan
disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek
kepada Perseroan paling lambat sebelum pencatatan
Efek di Bursa Efek

Berarti tanggal pencatatan Saham  untuk
diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu
selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah
Tanggal Penyerahan Efek.

Berarti tanggal penjatahan efek untuk suatu
Penawaran Umum Efek yang wajib diselesaikan
di hari terakhir masa Penawaran Umum Perdana
Saham.

Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam
Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republk
Indonesia No. 64 Tahun 1995.

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40
Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang
Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan
No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 106 Tahun 2007.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan
keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam
Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting
bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai
dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

o KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Puri Sentul Permai Tbk (“Perseroan”) didirikan pada tanggal 8 Juli 2008 berdasarkan akta notaris No. 28 dari
Ernie, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam
Surat Keputusannya No. AHU-93059.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 3 Desember 2008. Anggaran dasar
Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 31 tanggal 23 Maret 2022 dibuat di hadapan Rini Yulianti,
S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan
Menkumham Nomor: AHU-0020714.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 23 Maret 2022 dan telah diberitahukan,
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) sebagaimana
dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-
AH.01.03-0193372 tanggal 23 Maret 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0056904.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 23 Maret 2022. (“Akta No. 31/2022”)

Sehubungan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) dan untuk mengantisipasi diperolehnya pernyataan efektif dari OJK terhadap pernyataan pendaftaran
atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melebihi tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan setelah tanggal
persetujuan Menkumham tersebut, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah kembali menjadi Anggaran Dasar
Perusahaan Tertutup yang dinyatakan dalam akta No. 4 tanggal 8 Agustus 2022 (“Akta 4/2022"), dibuat
dihadapan Rini Yulianti, SH., yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya
No. AHU-0055762.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 8 Agustus 2022.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, maka Anggaran Dasar yang telah diubah tersebut diubah
kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta No 5 tanggal 8 Agustus 2022
(“Akta 5/2022”), dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH. mengenai perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar
sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah
memperoleh persetujuannya dari Menkumham berdasarkan surat nomor AHU-0055897.AH.01.02.TAHUN 2022
tanggal 8 Agustus 2022, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0276594 tertanggal
8 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154253.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal
8 Agustus 2022.

Rincian mengenai keterangan singkat mengenai Perseroan ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.
e KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Puri Sentul Permai Tbk berdasarkan Akta Pendirian PT. Puri Sentul Permai
Nomor 28 tertanggal 08 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Emie,SH di Jakarta dan telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusannya tertanggal
03 Desember 2008 dengan No. AHU-0117780.AH.01.09. Perseroan memiliki kegiatan usaha utama pada bidang
jasa akomodasi industri perhotelan dimana Perseroan merupakan pemilik langsung dari usaha hotel dengan nama
Kedaton 8 Hotel, Restaurant & Business Lounge yang berlokasi di Kawasan Olympic CBD - Sentul, Kabupaten
Bogor. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki visi yaitu “Menjadi pemimpin pasar dan jaringan hotel
ekspress dengan okupansi tertinggi di Indonesia melalui ekspansi cepat dan keunggulan layanan”.
Untuk mencapai visi Perseroan tersebut, Perseroan memiliki misi mmenyediakan dan mengoperasikan layanan
perhotelan menggunakan platform teknologi dengan mengutamakan privasi, kemudahan dan kenyamanan
pelanggan.
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Di dalam memberikan pelayanannya Kedaton 8 Hotel menerapkan standar yang tinggi yang tetap mengacu
kepada peraturan pemerintah yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan diraihnya sertifikat CHSE (Cleanliness,
Healthy, Safety, Environment) dan Sertifikat Indonesia Care yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan PT Sucofindo didalam pelaksanaan auditnya, Kedaton 8 Hotel
Restaurant & Business Lounge tersertifikasi sebagai Hotel Bintang dengan kategori Resiko Menengah Rendah.

Kedaton 8 Hotel berlokasi di Jalan Surya Raya, Kav. Commercial Area 1, Olympic CBD Sentul, Desa Sentul,
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor (“Hotel Perseroan”). Hotel Perseroan mulai beroperasi pada
tahun 2011 dengan nama Sentul 8 Hotel yang kemudian berganti nama menjadi Kedaton 8 Hotel pada tanggal
25 Mei 2021. Hotel Perseroan memiliki 69 unit kamar berbagai macam fasilitas dengan kualitas servis berstandar
internasional.

Pada awal tahun 2022, Perseroan melebarkan segmen bisnis baru yaitu dengan mendirikan Fu Hotpot & Grill yang
berlokasi di kawasan yang sama dengan Hotel Perseroan. Fu Hotpot & Grill mempunyai area yang luas dan
dilengkapi dengan fasilisitas lengkap seperti area play ground, area tenis meja, area taman yang tertata rapi dan
area parkiran yang mampu menampung sampai dengan 60 kendaraan roda 4 (empat). Fu Hotpot & Girill tersedia
juga via online — Gofood.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan telah membangun K8 Xpress Hotel dan diresmikan langsung oleh Bupati
Bekasi Bpk. H Ahmad Marzuki dan merupakan hotel pertama di Indonesia yang dibangun di rest area. Saat ini,
Perseroan memiliki 1 (satu) Ekspres hotel yang berlokasi di rest area KM 19, ruas tol Jakarta — Cikampek dengan
konsep short term stay dan berbasis teknologi.

K8 Xpress Hotel didedikasikan untuk para pengguna jalan tol, yang mana diharapkan Perseroan kedepan
pengguna jalan tol dapat mendapatkan tempat beristirahat yang representatif, guna mengurangi risiko kecelakaan
karena mengantuk.

K8 Xpress Hotel memberlakukan tarif yang atraktif dan kompetitif dengan maksimal waktu menginap selama
12 jam, juga dilengkapi dengan 12 (dua belas) unit kamar dan 2 (dua) meeting room yang dapat digunakan dan
disewa oleh para tamu baik dari pengguna jalan tol maupun corporate.

Penjelasan atas kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

o PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kombinasi pemulihan ekonomi global, stimulus fiskal domestik untuk mendukung konsumsi, pengendalian
pandemi Covid-19 dan tingkat vaksinasi yang meningkat memungkinkan kegiatan ekonomi untuk bergerak lebih
jauh. Hal ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menunjukan adanya perbaikan dibandingkan
tahun 2020. Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar
berlaku mencapat Rp16.970,8 triliun dan PDB, per kapita mencapat Rp62,2 juta atau US$4.349,5. Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia triwulan [V-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen
(9-to-q). Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020
yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022
diprakirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5%, sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak
pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapat 5,01 persen
pada kuartal I-2022 atau setara year on year (yoy). Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan kuartal | - 2021 yang
terkontraksi minus 0,70 persen. (sumber : Badan Pusat Statistik)

Menurut Bank Indonesia (“Bl”), Perekonomian Jawa Barat pada triwulan |1 2022 mencatatkan pertumbuhan positif
sebesar 5,68% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan | 2022 yang tumbuh sebesar 5,61% (yoy). Pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi tersebut merupakan manifestasi dari kondisi perekonomian yang terus membaik pada
triwulan 1l 2022 seiring dengan melandainya kasus covid-19, peningkatan aktivitas dan mobilisasi masyarakat
akibat relaksasi aturan perjalanan salah satunya pada momen ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional
|dulfitri. (sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Agustus 2022)
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Kedatangan turis asing di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 13,62% pada Januari 2022 dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2021, hal ini karena pembatasan Covid-19 mulai berkurang di seluruh negeri
sejalan dengan meningkatnya program vaksinasi. Jumlah kedatangan melalui udara di Jakarta melonjak 1.037
persen menjadi 14,1 ribu dan yang mencapat Sulawesi Utara naik 7,6 persen menjadi 466. Selain itu, jumlah
kedatangan melalui darat di atambua naik 5.750 persen menjadi 234. Wisatawan meningkat terutama dari Filipina,
Thailand dan Vietnam. Pada tahun 2021, kunjungan wisatawan turun 61,57 persen menjadi 1,56 juta.

Penjelasan atas prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

a.

@ "0 aooT

Jumlah Saham Yang Ditawarkan . Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham
Baru yang merupakan saham biasaatas nama
Persentase Saham Yang Ditawarkan  :  20% (dua puluh persen)
Nilai Nominal . Rp25,- (dua puluh lima Rupiah)
Harga Penawaran : Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah)
Nilai Emisi . Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar Rupiah)
Masa Penawaran Umum : 1 =7 November 2022
Tanggal Pencatatan . 9 November 2022
RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk:

1.

Sekitar 86,56% (delapan puluh enam koma lima enam persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha
dalam bentuk pembangunan 5 (lima) outlet K8 Xpress Hotel baru yang akan dibangun
di rest area yang berbeda yang rencananya masing-masing akan memiliki sekitar 12 kamar dan dilengkapi
sampai dengan 2 (dua) fasilitas ruang meeting diantaranya :

a.

b.

C.

Hotel K8 Xpress pada rest area KM 166 tol Cipali, yang ditargetkan pembangunannya pada kuartal
keempat tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2023;

Hotel K8 Xpress pada rest area KM 164 tol Cipali, yang ditargetkan pembangunannya pada pada kuartal
keempat tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2023;

Hotel K8 Xpress pada rest area KM 439+400(A) JI. Tol Semarang Solo, Jawa Tengah, dimana Perseroan
telah membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)/ MoU dengan Nomor
012/SPK/PSP/III/2022 tertanggal 15 Maret 2022, sebagaimana telah diubah sebagian dan diperpanjang
berdasarkan Addendum MoU Nomor 020/SPK/PSP/IX/22 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai
cukup. yang ditargetkan pembangunannya pada kuartal kedua tahun 2023 dan direncanakan akan
selesai pada kuartal keempat tahun 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum
terdapat perjanjian antara pihak, MOU tersebut merupakan dokumen terkini yang berisi kesepakatan
pendahuluan dan belum terdapat perizinan hotel K8 Xpress pada rest area KKM 439+400(A);

2 (dua) Hotel K8 Xpress lainnya sedang dalam tahap penjajakan MoU dengan perkiraan akan selesai
paling lambat pada bulan April 2023. Rencana pembangunan 2 (dua) Hotel K8 Express lainnya ini berada
di lokasi rest area type A yang strategis dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2024.
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan belum terdapat kesepakatan baik berupa
MOU/Perjanjian antara para pihak dan belum terdapat perizinan atas rencana pembangunan 2 (dua) hotel
K8 Xpress tersebut;

Status kepemilikan tanah atas seluruh Kedaton 8 Xpress Hotel baru adalah milik lessor sedangkan

bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan aset tetap dari Perseroan sampai dengan
perjanjian sewa atau bagi hasil selesai dan berakhir.

Sekitar 5,97% (lima koma sembilan tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan 2 (dua) suite room
di Kedaton 8 — Family Hotel yang pembangunannya direncanakan akan selesai pada kuartal keempat
tahun 2022. Perseroan telah memiliki perizinan dalam rangka pembangunan 2 (dua) suite room tersebut
berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau sekarang dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung.
Perseroan tidak memerlukan izin lain terkait dengan pembangunan suite room tersebut.
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3. Sekitar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan
Management system & Information, Communication and Technologies (ICT) untuk pengembangan aplikasi
self check-in untuk 5 (lima) lokasi K8 Xpress Hotel yang akan dibangun di rest area baru yang berbeda dan
pengembangan sistem IT yang ada di Kedaton 8 Family Hotel di Sentul;

4. Sekitar 4,48% (empat koma empat delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti
penyediaan perlengkapan kebutuhan hotel, biaya marketing dan promosi, biaya penyelenggaraan pelatihan
maupun operasional kantor pada 5 (lima) hotel Kedaton 8 Xpress baru yang akan dibangun di rest area yang
berbeda.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri |, seluruhnya akan digunakan oleh
Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional diantaranya namun
tidak terbatas untuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, penyediaan perlengkapan kebutuhan hotel, biaya
marketing dan promosi, biaya penyelenggaraan pelatihan maupun operasional kantor.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab Il dari
Prospektus ini.

o STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta No. 5/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan
Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp25,- per saham

G Jumlah Saham  Jumlah Nominal (Rp) %
Modal Dasar 4.000.000.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
1. PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 40,00
2. PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 30,00
3. PT Cahayasakti Investindo Sukses Thk 300.000.000 7.500.000.000 30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000.000.000 25.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 3.000.000.000 75.000.000.000

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang
dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama
dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor
penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Nilai Nominal Rp25,- per saham

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Keterangan Perdana Saham Perdana Saham
Jumlah Saham ~ JumIan "°"‘('£;; % Jumlah Saham  Jumiah ”°“‘('|;‘:; %
Modal Dasar 4.000.000.000  100.000.000.000 4.000.000.000  100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
1. PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 40,00 400.000.000 10.000.000.000 32,00
2. PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 30,00 300.000.000 7.500.000.000 24,00
3. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 300.000.000 7.500.000.000 30,00 300.000.000 7.500.000.000 24,00

4. Masyarakat - - - 250.000.000 6.250.000.000 20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000.000.000 25.000.000.000 100,00  1.250.000.000 31.250.000.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 3.000.000.000 75.000. 000.000 2.750.000.000 68.750.000.000

Penerbitan Waran Seri |

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri | sebanyak 50.000.000
(lima puluh juta) Waran Seri |, atau setara dengan sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan
Penerbitan Waran Seri |. Pada setiap 5 (lima) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri |
dimana setiap 1 (satu) Waran Seri | dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri | adalah
efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama
dengan nilai nominal sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar
Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.
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Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri | oleh para pemegang waran, maka struktur
permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan
Waran secara proforma adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp25,- per saham

Setelah Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
K Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan
eterangan W
aran Waran

Jumiah Saham ~ JUMIan ”°"‘(',;‘;; %  JumlahSaham Umian N°’“('|;‘;;
Modal Dasar 4.000.000.000  100.000.000.000 4.000.000.000  100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
1. PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 32,00 400.000.000 10.000.000.000 30,77
2. PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 24,00 300.000.000 7.500.000.000 23,08
3. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 300.000.000 7.500.000.000 24,00 300.000.000 7.500.000.000 23,08

4. Masyarakat 250.000.000 6.250.000.000 20.00 250.000.000 6.250.000.000 19,23
5. Pemegang Waran Seri | - 50.000.000 1.250.000.000 3,84

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.250.000.000 31.250.000.000 100,00 1.300.000.000 32.500.000.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 2.750.000.000 68.750.000.000 2.700.000.000 67.500.000.000

Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Penjatahan Saham untuk Karyawan
(Employee Stock Allocation atau Program ESA)

Perseroan mengadakan Progam ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 333.000 (tiga ratus tiga puluh
tiga ribu) saham atau sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan saham dengan harga Penawaran.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan
dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum
dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi
sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp25,- per saham

Setelah Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Keteranaan Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan
9 Waran dan Sebelum program ESA Waran dan Setelah program ESA
Jumlah Saham M Nom(lgs; % Jumlah Saham A NOITI(I;:; %
Modal Dasar 4.000.000.000  100.000.000.000 4.000.000.000  100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
1. PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 30,77 400.000.000 10.000.000.000 30,77
2. PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 23,08 300.000.000 7.500.000.000 23,08
3. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 300.000.000 7.500.000.000 23,08 300.000.000 7.500.000.000 23,08
4. Masyarakat 250.000.000 6.250.000.000 19,23 249.667.000 6.241.675.000 19,21
5. Pemegang Waran Seri | 50.000.000 1.250.000.000 3,85 50.000.000 1.250.000.000 3,84
6. Peserta program ESA - - - 333.000 8.325.000 0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.300.000.000 32.500.000.000 100,00 1.300.000.000 32.500.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 2.700.000.000 67.500.000.000 2.700.000.000 67.500.000.000

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and
Employee Stock Option Plan (“MESOP”)

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Puri Sentul Permai Tbk
No. 5 tanggal 8 Agustus 2022, di buat di hadapan Rini Yulianti, Notaris di Jakarta Timur, para pemegang saham
Perseroan telah menyetujui pelaksanaan Program MESOP. Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta
Program MESOP dapat digunakan untuk membeli Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan
jumlah sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran
Umum Saham Perdana, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa
Efek Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya
37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Baru.
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Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, telah
dilaksanakannya Waran Seri |, Setelah Program ESA dan dengan dilaksanakannya Program MESOP, maka
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana
Saham, telah dilaksanakannya Waran Seri |, pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP, secara proforma
menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp25,- per saham

Setelah Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan
Keterangan Waran, Setelah program ESA dan Sebelum Waran, Setelah program ESA dan Setelah
MESOP MESOP
Jumlah Nominal Jumlah Nominal

Jumlah Saham % Jumlah Saham %

(Rp) (Rp)
Modal Dasar 4.000.000.000  100.000.000.000 4.000.000.000  100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
1. PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 30,77 400.000.000 10.000.000.000 29,91
2. PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 23,08 300.000.000 7.500.000.000 22,43
3. PT Cahayasakti Investindo Sukses Thk 300.000.000 7.500.000.000 23,08 300.000.000 7.500.000.000 22,43
4. Masyarakat 249.667.000 6.241.675.000 19,21 249.667.000 6.241.675.000 18,67
5. Pemegang Waran Seri | 50.000.000 1.250.000.000 3,84 50.000.000 1.250.000.000 3,74
6. Peserta program ESA 333.000 8.325.000 0,02 333.000 8.325.000 0,02
7. MESOP - - 37.500.000 937.500.000 2,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.300.000.000 32.500.000.000 100,00  1.337.500.000 33.437.500.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 3.000.000.000 75.000.000.000 2.662.500.000 66.562.500.000

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini dapat dilihat pada Bab | dari Prospektus ini.

o IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Audit Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan
opini tanpa modifikasian oleh Akuntan Publik Tjun Tjun dengan Nomor Izin Akuntan Publik : AP.1115 pada tanggal
9 September 2022. Ikhitsar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019 disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit dan
memiliki opini tanpa modifikasian oleh Kantor Audit Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang
ditandatangani oleh Eishennoraz dengan Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1155 pada tanggal 18 April 2022.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan
posisi keuangan dan laboran laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai
dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang
Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(“POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten
Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus
Disease2019 (“SEOJK No. 04/2022"). Laporan keuangan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaduit atau
direviu oleh Akuntan Publik.

(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
2022) 2022 2021 2020 2019
Jumlah Aset 45.367.912.371 45.178.882.300 43.261.724.289 35.294.245.060 37.892.148.212
Jumlah Liabilitas 15.230.430.759 15.352.761.390 13.936.807.665 14.392.265.126 16.830.571.207
Jumlah Ekuitas 30.137.481.612 29.826.120.910 29.324.916.624 20.901.979.934 21.061.577.005

) Tidak Diaudit
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Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah penuh)
Keterangan ) 30 Juni . 31 Maret 31 Desember
2022) 20219 2022 2021%) 2021 2020 2019
Pendapatan 11.720.717.966  11.252.321.657 5.984.333.946 5.860.997.254  20.436.457.449  17.511.205.960 24.125.770.131
Beban Langsung (5794.548.774)  (4.974.475450)  (2,850,358,472)  (2,393,388,910)  (8,985,224,808)  (7,808,170,298)  (9,628,604,926)
Laba (rugi) kotor 5.926.169.192 6.277.846.207 3.133.975.474 3.476.608.344  11,451,232,641 0.703.035.662  14.497.165.205
Laba (rugi) usaha 1.777.583.512 2.285.625.498 1.051.068.247 1.603.352.727  18.416.291.204 3.973.319.560  6.756.274.581
Laba (rugi) sebelum pajak 1.334.160.136 1.730.068.432 809.882.192 1.325.933.844  17.360.956.490 2693.723.863  5.231.859.112
Laba (rugi) tahun berjalan 1.024.168.625 1.363.001.483 678.630.106 1.104.407.078  16.557.538.470 2.049.910.741  3.967.575.083
Jumlah laba (rugi)
komprehensif tahun berjalan 812.564.988 1.556.232.763 501.204.286 1.135.822.358  16.683.199.590 1.847.835.361  3.877.120.583
Laba (rugi) per saham 1,34 1,78 0,68 1,10 16,56 3,97
Dividen per Saham - - - - 1.000.000 -
) Tidak Diaudit
Rasio Keuangan Penting
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
2022 2022 2021 2020 2019
Rasio Pertumbuhan
Pendapatan 4,16% 1,95% 16,71% -27,42% 0,86%
Beban langsung 16,49% 19,09% 15,78% -18,91% -0,67%
Laba (rugi) kotor -5,60% -9,86% 17,45% -33,07% 1,91%
Beban usaha 4,19% 11,20% 7,50% -19,64% 0,37%
Laba (rugi) usaha -22,23% -34,45% 363,50% -41,19% 477%
Laba (rugi) tahun berjalan -24,86% -38,55% 707,72% -48,33% 11,93%
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun
berjalan -47,79% -55,87% 802,85% -52,34% 7,85%
Jumnlah aset 31,17% 4,43% ™ 22,57% -6,86% 0,90%
Jumlah liabilitas 16,00% 6,67 *) -3,16% -14,49% -10,90%
Jumlah ekuitas 40,45% 42,70% ™) 40,30% -0,76% 12,72%
Rasio Bisnis
Laba bruto/pendapatan (Gross Profit
Margin) 50,56% 52,37% 55,76% 55,41% 60,09%
Laba (rugi) usaha/pendapatan
(Operating Profit Margin) 15,17% 17,56% 90,11% 22,69% 28,00%
Laba (rugi) tahun berjalan/pendapatan
(Net Profit
Margin) 8,74% 11,34% 81,02% 11,71% 16,45%
Jumlah laba komprehensif tahun
berjalan /pendapatan 6,93% 8,38% 81,63% 10,55% 16,07%
Laba bruto/aset 13,06% 6,94% 26,34% 27,49% 38,26%
Laba bruto/ekuitas 19,66% 10,51% 38,86% 46,42% 68,83%
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun
berjalan/ekuitas 2,70% 1,68% 56,89% 8,84% 18,41%
Laba (rugi) sebelum pajak/aset 2,94% 1,79% 40,13% 7,63% 13,81%
Laba (rugi) sebelum pajak/ekuitas 4,43% 2,72% 59,20% 12,89% 24,84%
Laba (rugi) tahun berjalan/ekuitas
(Return On Equity) 3,40% 2,28% 56,46% 9,81% 18,84%
Laba (rugi) tahun berjalan/aset (Return
On Asset) 2,26% 1,50% 38,27% 5,81% 10,47%
Rasio Keuangan
Rasio lancar (Current Ratio) 2,22x 1,14x 1,64x 0,38x 0,97x
Solvabilitas ekuitas (Debt fo Equity
Ratio) 0,51x 0,51x 0,48x 0,69x 0,80x
Solvabilitas aset (Debt to Asset Ratio) 0,34x 0,34x 0,32x 0,41x 0,44x
Earning Before Interest, Taxes,
Depreciation, and Amortization
(EBITDA) 2.304.746.933  1.687.270.253 20.435.076.238  5.875.419.038 8873718381
Interest coverage ratio 551,51% 445,70% 1918,92% 324,01% 449,10%
Debt Service coverage ratio 18,90% 16,14% 331,75% 68,37% 184,70%

") Tidak diaudit

“)Perhitungan pertumbuhan 31 Maret 2022 dengan membandingkan 31 Desember 2021
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e FAKTORRISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan
apabila tidak diantisipasi dengan baik. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan
risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko
yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan
Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap
kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Berikut adalah
risiko-risiko yang dihadapi Perseroan yang telah diurutkan berdasarkan peringkat risiko tertinggi sampai terendah:

A. Risiko yang Berkaitan Dengan Bisnis Perseroan

Risiko Utama
1. Risiko persaingan usaha
2. Risiko tidak diperpanjangnya masa berlaku lahan

Risiko Usaha

1. Risiko sumber daya manusia
2. Risiko pengadaan barang

3. Risiko pengembangan bisnis
4. Risiko wabah penyakit

Risiko Umum

1. Kondisi Perekonomian Global

2. Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

3. Gugatan Hukum

4. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Risiko yang Berkaitan dengan Saham Perseroan

Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham
Risiko fluktuasi harga saham

Risiko pembagian dividen

Sl * ¥

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.
o KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama
yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat
termasuk hak atas pembagian dividen.

Pembayaran dividen akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan
tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam
rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 60% dari laba bersih Perseroan
mulai dari tahun buku 2022 (audited), setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus.
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I.  PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau
sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah
Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham
(“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat
dengan Harga Penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui
Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana
Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan
pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp37.500.000.000,-
(tiga puluh tujuh miliar lima ratus juga Rupiah) per saham.

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri | sebanyak 50.000.000 (lima puluh
juta) Waran Seri |, atau setara dengan sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan
disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri |.
Pada setiap 5 (lima) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri | dimana setiap 1 (satu)
Waran Seri | dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri | adalah efek yang memberikan
hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar
Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh
Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri | seluruhnya
berjumlah sebanyak-banyaknya Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) yang dapat dilaksanakan selama
berlakunya pelaksanaan yaitu sejak 6 (enam) bulan setelah efek diterbitkan, mulai dari tanggal 9 Mei 2023 sampai
dengan tanggal 8 November 2024. Pemegang Waran Seri | tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham,
termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri | tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Baru.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 110/K8/LO/VIII/2022, bersamaan dengan Penawaran Umum
Perdana Saham, Perseroan mengadakan Progam ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 333.000
(tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham atau sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dari jumlah
Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan saham dengan harga Penawaran
sama dengan harga Penawaran Umum.

Perseroan juga menerbitkan opsi saham untuk Program MESOP sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham PT Puri Sentul Permai Tbk No. 5 tanggal 8 Agustus 2022, di buat di hadapan Notaris Rini
Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui Program MESOP dengan
jumlah sebanyak-banyaknya 3,00% (tiga koma nol nol persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta
lima ratus ribu) saham.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada
pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk
mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD).



Puri Sentul Permai

PT Puri Sentul permai Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dibidang jasa penyedia akomodasi berupa hotel, dan jasa penyediaan makan minum berupa restoran

Kantor Pusat dan Lokasi Hotel
J. Surya Raya, Kav. Commercial Area 1
Olympic CBD Sentul, Desa Sentul
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor 16810
Tel.: (021) 8790 5100
Fax: (021) 8790 5200
Website : www.kedaton8.com
Email : corsec@kedaton8.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA.
KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI
PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA
SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN
PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA
SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA
TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK
TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN
DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM
PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI
DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.




Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana
Saham

Berdasarkan Akta No. 5/2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada
tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Nilai Nominal Rp25,- per saham
Keterangan Jumlah Nominal

Jumlah Saham (Rp) %
Modal Dasar 4.000.000.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
1. PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 40,00
2. PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 30,00
3. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 300.000.000 7.500.000.000 30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000.000.000 25.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 3.000.000.000 75.000.000.000

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 250.000.000
(dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp25,-
(dua puluh lima Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan
permodalan saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma
akan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp25,- per saham

PR Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
9 Perdana Saham Perdana Saham

Jumlah Saham  Jumiah N°“‘('£;; %  JumlahSaham umiah "°“‘('|;‘;; %
Modal Dasar 4.000.000.000  100.000.000.000 4.000.000.000  100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
1. PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 40,00 400.000.000 10.000.000.000 32,00
2. PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 30,00 300.000.000 7.500.000.000 24,00
3. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 300.000.000 7.500.000.000 30,00 300.000.000 7.500.000.000 24,00

4. Masyarakat 250.000.000 6.250.000.000 20,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000.000.000 25.000.000.000 100,00 1.250.000.000 31.250.000.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 3.000.000.000 75.000. 000.000 2.750.000.000 68.750.000.000

Penerbitan Waran Seri |

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta)
Waran Seri |. Waran Seri | diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan (‘DPS Penjatahan”) secara cuma-cuma dengan
ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan
memperoleh 1 (satu) Waran Seri |.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri | oleh para pemegang waran, maka struktur
permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan
Waran secara proforma adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp25,- per saham

Setelah Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Keterangan Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan
Waran Waran

Jumlah Saham ~ JUmM1an N°"'('|;‘;; % Jumlah Saham  UMIan N°"‘('|;‘;; %
Modal Dasar 4.000.000.000  100.000.000.000 4.000.000.000  100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
1. PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 32,00 400.000.000 10.000.000.000 30,77
2. PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 24,00 300.000.000 7.500.000.000 23,08
3. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 300.000.000 7.500.000.000 24,00 300.000.000 7.500.000.000 23,08
4. Masyarakat 250.000.000 6.250.000.000 20.00 250.000.000 6.250.000.000 19,23



Nilai Nominal Rp25,- per saham

Setelah Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Keterangan Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan
Waran Waran
Jumlah Nominal Jumlah Nominal

Jumlah Saham % Jumlah Saham (Rp) %

(Rp)
5. Pemegang Waran Seri | - - 50.000.000 1.250.000.000 3,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.250.000.000 31.250.000.000 100,00  1.300.000.000 32.500.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 2.750.000.000 68.750.000.000 2.700.000.000 67.500.000.000

Keterangan mengenai Waran Seri | di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran
Seri | No. 20 tanggal 18 Agustus 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum | Pernyataan Penerbitan Waran
Seri | No. 23 tanggal 9 September 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Il Pernyataan Penerbitan Waran
Seri | No. 11 tanggal 5 Oktober 2022 terakhir diubah dengan Addendum Ill dan Pernyataan Kembali Penerbitan
Waran Seri | No. 41 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom
di hadapan Rini Yulianti, Notaris di Kota Jakarta Timur, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari
keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

A. Definisi

1. Waran Seri | berarti efek yang diterbitkan oleh emiten sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran
Seri | atau 5,00% (ima koma nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada
saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan, yang
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian
Penerbitan Waran Seri |.

2. Surat Kolektif Waran Seri | berarti bukti pemilikan sebanyak-banyaknya Waran Seri | dalam kelipatan
tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri | serta
keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

3. Pelaksanaan Waran Seri | berarti pelaksanaan hak membeli Saham Baru oleh Pemegang Waran Seri
l.

4. Harga Pelaksanaan berarti Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) yang harus dibayar pada saat
pelaksanaan Waran Seri | menjadi saham Perseroan.

5. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil
Pelaksanaan Waran Seri | dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi
bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan
sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat
dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor
penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang
berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri |

1. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar
Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek
pada Tanggal Penjatahan 7 November 2022 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri | yang diberikan
cuma-cuma.

2. Selama Waran Seri | belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi Saham Baru, pemegang Waran
Seri | tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai
hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan
saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak
memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.



Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri | yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI,
Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri |, melainkan akan didistribusikan secara
elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri | ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing pemegang Waran Seri | di KSEI dan dibuktikan
dengan Surat Konfirmasi Waran Seri |.

b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI,
maka Waran Seri | akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri | yang mencantumkan nama
dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk
membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri |, maka setiap Waran Seri | yang belum dilaksanakan
menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dari pemegang Waran
tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan
alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru
Hasil Pelaksanaan Waran Seri |. Selama Pelaksanaan Waran Seri | belum dilakukan oleh pemegan Waran
Seri | menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri |, maka pemegang Waran Seri | tidak berhak
untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen
dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri |

1. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri | yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri | berhak untuk
membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri |, setiap Hari Kerja
selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri | dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar
Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
Penerbitan Waran Seri I.

2. Pemegang Waran Seri | berhak melaksanakan Waran Seri | menjadi Saham selama Jangka Waktu
Pelaksanaan Waran Seri | yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

3. Setiap Waran Seri | Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan
Kondisi yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 8 November 2024 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu
Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan
apapun juga dan Pemegang Waran Seri | tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi
berupa apapun dari Perseroan.

Jangka Waktu Waran Seri |

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri | adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dicatatkan sampai
dengan satu hari sebelum ulang tahun ke-2 pencatatan di bursa yaitu tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan
8 November 2024.

Prosedur Pelaksanaan Waran Seri |

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran
Seri | dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri | menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham
portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam
Perjanjian Penerbitan Waran Seri |.

2. Pelaksanaan Waran Seri | dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.

3. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri | yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri
| nya menjadi Saham Baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi



10.

1.

12.

13.

Waran Seri | melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran membuka rekening
efeknya.
a. Formulir Pelaksanaan yang telah diisi secara lengkap dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran
Seri |
b. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti yang telah dibayarkan Harga Pelaksanaan oleh
Pemegang Waran kepada Perseroan, Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola
Administrasi Waran menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (“Bukti
Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”)
Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri | tidak dapat ditarik
kembali.
Pemegang Waran Seri | yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku
Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri | menjadi Saham.
Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri | menerima Dokumen
Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri | melakukan penelitian terhadap kelengkapan
Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri | dalam Daftar
Pemegang Waran Seri |. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri | melakukan
penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya
Pemegang Waran Seri | dalam Daftar Pemegang Waran Seri |. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola
Administrasi Waran Seri | meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus
mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan
mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri | dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri | memberikan konfirmasi
kepada Pemegang Waran Seri | mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan.
Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri | menerima
persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang-Pemegang Waran Seri | dapat menukarkan Bukti
Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi
Waran Seri | wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri |.
Untuk keperluan Penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan
dengan Pelaksanaan Waran Seri |, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila
terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan
memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri | sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal
11 Akta Penerbitan Waran Seri |.
Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri | yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri |,
terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat
tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri | yang bersangkutan.
Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam
Perseroan.
Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran
Seri | menjadi Saham Baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri | karena adanya
perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (reverse stock split),
atau pemecahan nilai nominal (stock split), Perseroan wajib segera memberitahukannya secara tertulis
kepada Pengelola Administrasi Waran Seri | mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri | berikut
pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukan penyesuaian tersebut. Pemberitahuan
tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya
fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai
dengan Pasal 11 Akta Penerbitan Waran Seri |.
Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri | tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri |
tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti
rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
Pemegang Waran Seri | yang akan melaksanakan Waran Seri | menjadi Saham Biasa Atas nama dapat
melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan
ataupun setoran tunai (in good fund) kepada rekening Perseroan.



PT Bank Pan Indonesia, Thk
KKCU Bogor, Bogor
Atas nama: PT Puri Sentul Permai
No. Rek.: 1305019554

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri |

Harga awal Pelaksanaan Waran Seri | adalah sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham
per Waran Seri |. Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah
modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri |, sehingga Waran Seri | dapat mengalami perubahan
dimana Harga Pelaksanaan baru dan Waran Seri | baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan
akan melakukan pembulatan ke bawah. Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri | akan mengalami
pengubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (reverse stock) atau
pemecahan nilai nominal (stock split), maka:
Harga Pelaksanaan Baru = Harga Nominal Baru setiap saham X A

Harga Nominal Lama setiap saham

Jumlah Waran Seri | Baru = Harga Nominal Lama setiap saham X B
Harga Nominal Baru setiap saham

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri | yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri | yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai
nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki
peredaran yang luas.

Penyesuaian harga Waran Seri | tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten,
khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri | tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri |

Pemegang Waran Seri | dapat mengalihkan hak atas Waran Seri | dengan melakukan jual-beli, hibah dan
warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri
| dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri | dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai
hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri | karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari
seorang Pemegang Waran Seri | atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri | beralih,
dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri | yang bertindak
untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri | dengan mengajukan
bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk
pengalihan Waran Seri |, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri | yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan
kepemilikan Waran Seri | oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan
hukum yang memiliki secara yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk
secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut
yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri | dan wakil ini akan dianggap sebagai
pemegang yang sah dari Waran Seri | yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan
menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri |. Pengelola Administrasi Waran
Seri | hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri | apabila telah menerima
dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar
modal yang berlaku.



Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri | hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola
Administrasi Waran Seri | yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan
mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri | berdasarkan surat-surat yang
cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua
belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
Peralihan hak atas Waran Seri | harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri | maupun pada Surat
Kolektip Waran Seri | yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut
tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri |

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri | sebagai berikut:

PT Datindo Entrycom
Jalan Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Gambir — Jakarta Pusat 10120
Telp. (021) 350 8077
e-mail : corporatesecretary@datindo.com

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri | bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi
Waran Seri | dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri |.

Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri |, adalah
saham yang telah disetor penuh yang merupakan bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak
kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang
mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam
Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri | dalam Daftar Pemegang
saham dilakukan tanggal pelaksanaan.

Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri | terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan
berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri | sesuai dengan Pasal 10 Penerbitan
Waran Seri |.

2. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka
perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau
peleburan dengan Emiten wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan Waran Seri | yang berlaku dalam Pasal 10 Penerbitan Waran Seri I.

3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka
perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau
peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan Waran Seri | yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri | ini dan
Pemegang Waran Seri | dapat melaksanakan Waran Seri | menjadi saham di perusahaan hasil
penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 Penerbitan Waran seri | dan
peratiran perundangan yang berlaku.



L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri |

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri | adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar
berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan
dalam Penerbitan Waran Seri | dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau
apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu
tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri | menjadi
efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Emiten. Setiap pemberitahuan dianggap telah
disampaikan kepada Pemegang Waran Seri | pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar
tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri | berhak atas
segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri |
dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri |, baik sebagian maupun
seluruh Waran Seri |, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Emiten wajib menerbitkan,
menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang
sesuai dengan Penerbitan Waran Seri | dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran
Seri | dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

N. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah
Pernyataan Penerbitan Waran Seri |, kecuali jumlah waran yang akan diterbitkan, harga Pelaksanaan Waran
Seri | dan jangka waktu Waran Seri | tidak dapat mengalami perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemegang Waran Seri | yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri
l.

2. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri | di dalam 2 (dua) surat
kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum
ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri |, dan bilamana selambatnya dalam waktu
21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri | lebih dari
50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka
pemegang Waran Seri | dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

3. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri | harus dilakukan dengan akta yang dibuat
secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri | sejak akta
pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam
Penerbitan Waran Seri | dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian
Sentral Efek Indonesia.

0. Hukum yang berlaku
Tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia
Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation | ESA)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 8 Agustus 2022 yang
dibuat di hadapan Rini Yuliant, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan Surat Keputusan Direksi
No. 110/K8/LO/VINI2022 tentang Program Alokasi Saham Penghargaan Kepada Karyawan (Employee Stock
Allocation/ (ESA), Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol
Persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum untuk Program ESA sebagai Saham
Penghargaan yang akan dibagikan kepada Peserta Program ESA yang merupakan karyawan Perseroan yang
memenuhi ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Peserta Program ESA). Saham Penghargaan dalam
Program ESA akan dibagikan secara cuma-cuma kepada Perserta Program ESA dengan jumlah alokasi saham
kepada Peserta Program ESA yang akan ditetapkan oleh Perseroan.



Perseroan telah memenuhi kriteria peserta program ESA serta pemenuhan pasal 21 angka (2) huruf b POJK
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
(POJK 33/2014) Peserta Program ESA terdiri dari karyawan tetap Perseroan dengan jenjang jabatan Manager,
Supervisor dan Staff pelaksana dengan jumlah peserta program sebanyak 62 orang sebagaimana yang dimaksud
dalam Surat Keputusan Direksi PT Puri Sentul Permai Thk No. 110/K8/LO/VIII/2022 dengan kriteria yang telah
ditetapkan oleh Perseroan dan tidak termasuk Direksi, Dewan Komisaris Perseroan, serta komite-komite dalam
Perseroan.

Kriteria Karyawan Perseroan yang mendapat saham penghargaan:

1. Karyawan tetap Perseroan yang tercatat; dan Aktif bekerja sampai dengan 31 Maret 2022; dan

2. Tidak dalam status menjalani hukuman disiplin sedang dan berat pada saat implementasi program saham
penghargaan.

Tujuan utama pelaksanaan Program ESA adalah:

1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (sense of belonging);

2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan;

3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan
baru;

4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan dialokasikannya seluruh rencana program
ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan
sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp25,- per saham

Setelah Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Keterangan Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan
Waran dan Sebelum program ESA Waran dan Setelah program ESA
Jumlah Nominal Jumlah Nominal

Jumlah Saham % Jumlah Saham %

(Rp) (Rp)
Modal Dasar 4.000.000.000  100.000.000.000 4.000.000.000  100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
1. PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 30,77 400.000.000 10.000.000.000 30,77
2. PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 23,08 300.000.000 7.500.000.000 23,08
3. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 300.000.000 7.500.000.000 23,08 300.000.000 7.500.000.000 23,08
4. Masyarakat 250.000.000 6.250.000.000 19,23 249.667.000 6.241.675.000 19,21
5. Pemegang Waran Seri | 50.000.000 1.250.000.000 3,85 50.000.000 1.250.000.000 3,84
6. Peserta program ESA - - - 333.000 8.325.000 0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.300.000.000 32.500.000.000 100,00  1.300.000.000 32.500.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 2.700.000.000 67.500.000.000 2.700.000.000 67.500.000.000

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program
ESA yang ditetapkan Direksi Perseroan.

Tata Cara Pelaksanaan Program ESA

1. Bagi Peserta Program ESA yang mendapatkan saham penghargaan, maka Perseroan akan melakukan
pembayaran dengan jumlah penuh atas seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan
harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana
Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah
penuh.

2. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib
dibayar oleh partisipan ESA. Saham Penghargaan akan mejadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh
Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian
Saham Penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan

3. Saham Penghargaan akan dikenakan Lock-up atau tidak dapat diperjual-belikan atau dipindah tangankan
kepada pihak lain untuk jangka waktu 12 (dua) belas) bulan terhitung sejak tanggal pendistribusian Saham
Penghargaan.
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4. Bilamana dalam periode lock-up tersebut Peserta mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan maka
kepemilikan atas Saham Penghargaan tersebut gugur demi hukum. Dan Perseroan akan mengalokasikan
Saham Penghargaan tersebut kepada peserta lain yang berhak, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusan Direksi No. 110/K8/LO/VINI/2022 tentang Program Alokasi Saham Penghargaan Kepada
Karyawan (Employee Stock Allocation/ (ESA).

5. Tim pengelola program ESA melaksanakan pengalihan dengan menggunakan Surat Pernyataan dan
Pemberian Kuasa yang telah diberikan oleh Perserta Program pada awal Program. Pengalihan saham akan
dilakukan paling lambat 1 hari setelah masa Lock-up selesai, melalui pengalihan secara langsung yang
dilaksanakan berdasarkan Pernyataan dan Pemberian Kuasa kepada Peserta Program ESA yang ditunjuk
dengan memperhatikan rekomendasi Komisaris yang melaksanakan tugas Komite Remunerasi dan
Nominasi. Karyawan yang menerima pengalihan tidak termasuk Direksi, Dewan Komisaris Perseroan, serta
komite-komite dalam Perseroan.

6.  Apabila Karyawan meninggal dunia dalam periode Lock-Up, maka Saham ESA dapat dialihkan kepada ahli
waris atau pihak yang ditunjuk oleh ahli waris, atau dijual kepada peserta ESA lainnya (tergantung pada
keputusan ahli waris). Dalam hal ahli waris atau pihak yang ditunjuk oleh ahli waris menjadi pemegang saham
ESA yang baru, saham ESA tersebut masih tetap akan terkena Lock-Up sampai periode Lock-Up selesai

7. Pengurus dan penanggung jawab Program ESA adalah Direktur Perseroan yang membawahi bidang
Sumber Daya Manusia yang mendapatkan tugas/penunjukkan untuk menjadi penanggung jawab program
ESA dari Direktur Utama. Pelaksanaan program ESA akan diawasi oleh Dewan Komisaris dan akan
dilaporkan dalam RUPS. Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Perpajakan Program ESA

Pajak yang timbul dari porsi pemberian diskon dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan ditanggung

sepenuhnya oleh Perseroan sedangkan pajak yang timbul dari transaksi penjualan saham setelah Periode Lock-

Up melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Peserta ESA.

Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya
0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi; dan

2. untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari pajak
penghasilan yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and
Employee Stock Option Plan (“MESOP”))

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 8 Agustus 2022, para
pemegang saham Perseroan menyetujui atas diberlakukannya Program MESOP. Jumlah saham dalam program
MESOP yang dapat diterbitkan adalah sebanyak- banyaknya 3,00% (tiga koma nol nol Persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.
Program MESOP ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Program MESOP dapat diberikan kepada Direksi dan karyawan Perseroan sebagaimana diatur dengan ketentuan
berikut:
1. Anggota Direksi Perseroan yaitu yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi;
2. Anggota Dewan Komisaris pada saat penerbitan hak opsi kecuali Komisaris Independen.
3. Karyawan yang memenuhi ketentuan yang diatur sebagai berikut:
a. Karyawan tetap sebagaimana ditetapkan dalam suatu keputusan Direksi.
b. Karyawan tetap Perseroan yang tidak dalam status menjalani hukuman disiplin sedang dan berat pada
saat implementasi program MESOP.
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Periode Pelaksanaan MESOP

Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:

e Tahap | sebanyak-banyaknya sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan
dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal
pencatatan saham,;

e Tahap Il sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam
program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun pertama setelah tanggal pencatatan saham;

e Tahap Ill sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam
program MESOP ini akan diterbitkan pada ulang tahun kedua tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa
Efek Indonesia.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Lampiran |l
Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I|-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan
Direksi Perseroan dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS. Seluruh
saham yang diterbitkan melalui Program MESOP akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Harga pelaksanaan MESOP ditetapkan berdasarkan surat pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek
Indonesia tentang Laporan Rencana Pelaksanaan MESOP Perseroan yaitu berdasarkan rata- rata harga
penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut
di pasar reguler sebelum tanggal surat pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang periode
dan harga pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan Butir V.1.1 Lampiran Il Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021.

Dalam Prosedur Pelaksanaan Program ESA yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
No. 110/K8/LO/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, Perseroan telah menunjuk tim Pengelola Program ESA yang
diketuai oleh Kepala Departemen Human Capital Perseroan, dengan demikian peserta Program ESA akan dapat
berkoordinasi dengan tim yang ditunjuk Perseroan.

Ketentuan Program MESOP

Program MESOP akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

o  Hak opsi yang diterbitkan setiap tahapan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan (masa laku Hak
opsi) yakni sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang telah
menyetujui pelaksanaan Program MESOP yakni tanggal 23 Agustus 2022 dengan demikian umur hak opsi
untuk dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan sampai dengan tanggal 23 Agustus 2027.

e  Hak opsi dalam program MESOP adalah insentif yang diberikan Perseroan kepada peserta program MESOP
untuk mendorong kinerja peserta program untuk pencapaian kedepan. Bilamana pemegang hak opsi
meninggal dunia sebelum yang bersangkutan melaksanakan hak opsinya, maka hak opsi tersebut gugur
demi hukum. Hak Opsi tidak dapat diwariskan atau dialinkan kepada pihak manapun juga.

e  Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (vesting period) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal
pendistribusiannya, dalam vesting period pemegang hak opsi belum dapat mengunakan hak opsi-nya untuk
membeli saham Perseroan sampai berakhirnya vesting period. Apabila peserta Program MESOP tidak
memenuhi kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang menyebabkan gugurnya hak opsi
pada vesting period, maka hak opsi tersebut akan dihapuskan;

o  Setelah berakhirnya vesting period, Pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli
Saham Baru pada Periode Pelaksanaan (window exercise) yang akan dibuka;

e  Perseroan akan membuka maksimal 2 (dua) kali Window Exercise dalam 1 (satu) tahun, dimana Peserta
Program MESOP dapat menggunakan hak opsinya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Bursa sejak
dibukanya Window Exercise tersebut;
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e  Harga pelaksanaan hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, peserta yang akan
menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-
biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut;

o  Peserta wajib untuk membayar Harga Pelaksanaan secara penuh pada saat pelaksanaan hak opsi dalam
Program MESOP;

e  Peserta program yang mengundurkan diri atau PHK maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan
kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan menjai gugur dan tidak dapat digunakan untuk membeli saham
Perseroan.

e  Seluruh manajemen dan karyawan tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya,
akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana Option Life-nya berakhir.

Hak-hak Pemegang MESOP

Para Peserta program MESOP berhak mendapatkan hak opsi untuk membeli saham sesuai dengan ketentuan
yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).

Dalam Prosedur Pelaksanaan Program MESOP yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
No. 111/K8/LO/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, Perseroan telah menunjuk tim Pengelola Program MESOP
yang diketuai oleh Kepala Departemen Human Capital Perseroan, dengan demikian peserta Program MESOP
akan dapat berkoordinasi dengan tim yang ditunjuk Perseroan.

Tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang menerima Hak Opsi.
Apabila peserta program MESOP menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga
pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi,
maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan
sebagai berikut:

e  Untuk pelaksanaan Penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya
0,1% dari nilai transaksi;

e  Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari
capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan
dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan
Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran
Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai
berikut:

Nilai Nominal Rp25,- per saham

Setelah Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Keterangan Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan
Waran, Setelah program ESA dan Sebelum Waran, Setelah program ESA dan Setelah
MESOP MESOP

Jumlah Saham ~ JUmiah N°’“('|;‘;; % Jumlah Saham  Jumian N°"‘('|;‘;; %
Modal Dasar 4.000.000.000  100.000.000.000 4.000.000.000  100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :
1. PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 30,77 400.000.000 10.000.000.000 29,91
2. PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 23,08 300.000.000 7.500.000.000 22,43
3. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 300.000.000 7.500.000.000 23,08 300.000.000 7.500.000.000 22,43
4. Masyarakat 249.667.000 6.241.675.000 19,21 249.667.000 6.241.675.000 18,67
5. Pemegang Waran Seri | 50.000.000 1.250.000.000 3,84 50.000.000 1.250.000.000 3,74
6. Peserta program ESA 333.000 8.325.000 0,02 333.000 8.325.000 0,02
7. MESOP 37.500.000 937.500.000 2,80

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.300.000.000 32.500.000.000 100,00  1.337.500.000 33.437.500.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 2.700.000.000 67.500.000.000 2.662.500.000 66.562.500.000
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Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari
portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah
Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula
seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah
1.000.000.000 (satu miliar) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana
Saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Putrasakti Mandiri sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham;
2. PT Intan Perdana Sukses sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham;
3. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah
sebesar 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari
jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri |,
atau setara dengan sebanyak-banyaknya 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor
penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri |.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari
instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki
oleh pihak tertentu.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Setiap pihak yang memperoleh saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan/atau
nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh
kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan
pendaftaran menjadi efekif.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum
Penawaran Umum (“‘POJK No. 25/2017”), sehubungan tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang
memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam
jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, maka tidak ada pemegang
saham Perseroan yang dibatasi haknya sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017, namun PT Putrasakti
Mandiri, PT Intan Perdana Sukses, PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk telah menyatakan untuk tidak
mengalihkan seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah
Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 12 Oktober
2022.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Di Bidang Pasar Modal (“POJK No. 3/2021”) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (‘POJK No. 9/2018”), pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai
Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi, yang terdiri dari Au Bintoro, Rolf Bakri Pohan, dan
Xaverius Nursalim.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Oktober 2022, Pengendali Perseroan berkomitmen untuk tidak akan
mengalihkan pengendaliannya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak efektifnya Pernyataan
Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang
dapat merugkan hak-hak pemegang saham publik.

14



IL. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk:
1. Sekitar 86,56% (delapan puluh enam koma lima enam persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha

dalam bentuk pembangunan 5

(lima)

outlet

K8 Xpress Hotel

baru yang akan dibangun

di rest area yang berbeda yang rencananya masing-masing akan memiliki sekitar 12 kamar dan dilengkapi

sampai dengan 2 (dua) fasilitas ruang meeting diantaranya :

a. Hotel K8 Xpress pada rest area KM 166 tol Cipali, yang ditargetkan pembangunannya pada kuartal
keempat tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2023, berikut merupakan
informasi mengenai perjanjian dan perizinan hotel K8 Xpress pada rest area KM 166 tol Cipali ini :

001 atas nama
Perseroan untuk

kegiatan  usaha
Hotel Bintang
(kode KBLI
55110)

A . Institusi yang Jenis Masa Berlaku Status
No. Perjanjian Kerjasama . - .. o
mengeluarkan izin Perizinan Perizinan Perizinan
1. | Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemerintah Republik Nomor Induk Dikeluarkan Telah diperoleh
No. 013/SPK/PSP/V1/2022 Indonesia melalui Berusaha (NIB) | tertanggal 1 Oktober | Perseroan
tertanggal 24 Juni 2022 Lembaga Pengelola NIB : 2018 dengan
dan Penyelenggara | 8120013010314 | Perubahan  ke-22
) Y tanggal 9 Agustus
Sistem Online Single 2022,
Submission (“OSS”)
NIB berlaku selama
pelaku usaha
menjalankan kegiatan
usaha sesuai
ketentuan peraturan
perundang-
undangan.
Pemerintah Republik Persetujuan Dikeluarkan Telah diperoleh
Indonesia melalui Kesgsuaian tertanggal 4 Agustus Perseroan
Lembaga Pengelola Kegiatan 2022 dan berlaku
dgn Penyelenggara Eﬁr::;fa(a;aKnKPR) efektif unt.uk jangka
Sistem OSS untuk  Kegiatan waktu 3 (tiga) tahun
Berusaha Nomor | Sejak penerbitan dan
04082210213210 | dapat diperpanjang
001 untuk KBLI | sesuaidengan
55110 ketentuan peraturan
perundang-undangan
Kepala Bidang Surat Pernyataan | Selama  Perseroan | Telah diperoleh
Penataan dan Kesanggupan menjalankan kegiatan | Perseroan
Penaatan Lingkungan Pengelolaan dan | usaha di fes( area KM
Hidup Kabupaten Plemantauan . 166 tol Cipali
) Lingkungan Hidup
Majalengka (SPPL)  dengan
nomor bukti
penerimaan oleh
DLH LH.00-
05.01/41/PPLH
Pemerintah  Republik | Sertifikat Standar. | Selama Perseroan Telah diperoleh
Indonesia melalui menjalankan kegiatan | Perseroan
Lembaga Pengelola | Perseroan telah usahanya
dan  Penyelenggara | memiliki Izin
Sistem 0SS Usaha  berupa
Perizinan
Berusaha
Berbasis  Risiko
Sertifikat Standar:
81200130103140
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No.

Perjanjian Kerjasama

Institusi yang
mengeluarkan izin

Jenis
Perizinan

Masa Berlaku
Perizinan

Status
Perizinan

Dinas Penanaman
Modal & Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)
Kabupaten
Majalengka

Persetujuan
Bangunan
Gedung (PBG)

Selama Perseroan
menjalankan kegiatan
usahanya

Belum diperoleh

Perseroan

Perseroan telah
memperoleh

Keterangan Rencana
Kota (KRK) Nomor
PU.03.00.00.00/2169/
Bid. TR tanggal 7

Oktober 2022 yang
dikeluarkan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten
Majalengka  sebagai
dokumen persyaratan
penerbitan PBG yang
mana sudah dilakukan
proses verifikasi
administrasi dan
penilaian teknis, dan
saat ini dalam proses
validasi  persetujuan
teknis dari  Kepala
Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang
Kabupaten

Majalengka.

Estimasi diperolehnya
PBG adalah pada
pertengahan bulan
November 2022.

b. Hotel K8 Xpress pada rest area KM 164 tol Cipali, yang ditargetkan pembangunannya pada pada kuartal
keempat tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2023, berikut merupakan
informasi mengenai perjanjian dan perizinan hotel K8 Xpress pada rest area KM 164 tol Cipali ini:

001 untuk KBLI
55110

ketentuan peraturan
perundang-undangan

i . Institusi yang Jenis Masa Berlaku Status
No. Perjanjian Kerjasama . - . e
mengeluarkan izin Perizinan Perizinan Perizinan
1. Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemerintah Republik Nomor Induk Dikeluarkan Telah diperoleh
No. 014/SPK/PSPNVI/2022 Indonesia melalui Berusaha (NIB) | tertanggal 1 Oktober | Perseroan
tertanggal 24 Juni 2022 Lembaga Pengelola NIB : 2018 dengan
dan Penyelenggara | 8120013010314 | Perubahan - ke-22
. 0 tanggal 9 Agustus
Sistem Online Single 2022,
Submission (“OSS”)
NIB berlaku selama
pelaku usaha
menjalankan kegiatan
usaha sesuai
ketentuan peraturan
perundang-
undangan.
Pemerintah Republik Persetujuan Dikeluarkan Telah diperoleh
Indonesia melalui Kesesuaian tertanggal 4 Agustus | Perseroan
Lembaga Pengelola Eegiatafn 2?2k2f dan ) berla::u
emanfaatan efektif untuk jangka
d?n Penyelenggara Ruang (PKKPR) | waktu 3 (tiga)JtaEun
Sistem 0SS untuk  Kegiatan | sejak penerbitan dan
Berusaha Nomor | dapat diperpanjang
04082210213210 | sesuai dengan
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A . Institusi yang Jenis Masa Berlaku Status
No. Perjanjian Kerjasama . - .. N
mengeluarkan izin Perizinan Perizinan Perizinan
Kepala Bidang Surat Pernyataan | Selama Perseroan Telah diperoleh
Penataan dan Kesanggupan menjalankan kegiatan | Perseroan
Penaatan Lingkungan | Pengelolaan dan | cana di rest area
Hidup Kabupaten Pemantauan = | kv 164 tol Gipali
) Lingkungan Hidup
Majalengka (SPPL)  dengan
nomor bukti
penerimaan oleh
DLH LH.00-
05.01/40/PPLH
Pemerintah  Republik | Sertifikat Standar. | Selama Perseroan Telah diperoleh
Indonesia melalui menjalankan kegiatan | Perseroan
Lembaga Pengelola | Perseroan telah usahanya
dan  Penyelenggara | memiliki Izin
Sistem OSS Usaha  berupa
Perizinan
Berusaha
Berbasis  Risiko
Sertifikat Standar:
81200130103140

001 atas nama
Perseroan untuk

Dinas Penanaman
Modal & Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)
Kabupaten
Majalengka

kegiatan  usaha
Hotel Bintang
(kode KBLI
55110)
Persetujuan
Bangunan
Gedung (PBG)

Selama Perseroan
menjalankan kegiatan
usahanya

Belum diperoleh

Perseroan

Perseroan telah
memperoleh

Keterangan Rencana
Kota (KRK) Nomor
PU.03.00.00.00/2169/
Bid.TR  tanggal 7

Oktober 2022 yang
dikeluarkan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten
Majalengka  sebagai
dokumen persyaratan
penerbitan PBG yang
mana sudah dilakukan
proses verifikasi
administrasi dan
penilaian teknis, dan
saat ini dalam proses
validasi  persetujuan
teknis dari  Kepala
Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang
Kabupaten

Majalengka.

Estimasi diperolehnya
PBG adalah pada
pertengahan bulan
November 2022.
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c. Hotel K8 Xpress pada rest area KM 439+400(A) JI. Tol Semarang Solo, Jawa Tengah, dimana Perseroan
telah membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) MoU dengan Nomor
012/SPK/PSP/II/2022 tertanggal 15 Maret 2022, sebagaimana telah diubah sebagian dan diperpanjang
berdasarkan Addendum MoU Nomor 020/SPK/PSP/IX/22 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai
cukup. yang ditargetkan pembangunannya pada kuartal kedua tahun 2023 dan direncanakan akan selesai
pada kuartal keempat tahun 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat
perjanjian antara pihak, MOU tersebut merupakan dokumen terkini yang berisi kesepakatan pendahuluan
dan belum terdapat perizinan hotel K8 Xpress pada rest area KKM 439+400(A);

d. 2 (dua) Hotel K8 Xpress lainnya sedang dalam tahap penjajakan MoU dengan perkiraan akan selesai
paling lambat pada bulan April 2023. Rencana pembangunan 2 (dua) Hotel K8 Express lainnya ini berada
di lokasi rest area type A yang strategis dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2024.
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan belum terdapat kesepakatan baik berupa
MOU/Perjanjian antara para pihak dan belum terdapat perizinan atas rencana pembangunan
2 (dua) hotel K8 Xpress tersebut;

Pembangunan di rest area type A ini berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Pada Jalan Tol,

TIP antarkota tipe A paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas umum yang terdiri atas:

a) gerai anjungan tunai mandiri dengan fasilitas isi ulang kartu Tol;

b) peturasan tidak berbayar dengan jumlah paling sedikit 40 (empat puluh) peturasan untuk pria yang
terdiri atas 20 kubikal dan 20 urinoir serta 80 (delapan puluh) peturasan kubikal untuk wanita;

c) klinik kesehatan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas instalasi gawat darurat sesuai dengan
kebutuhan dan fasilitas Evakuasi Medik;

d) bengkel untuk kendaraan yang mengalami kerusakan ringan;

e) warung atau kios dengan luas area paling sedikit 300 m? (tiga ratus meter persegi);

f) miniswalayan;

g) tempat ibadah dengan luas paling sedikit 400m? (empat ratus meter persegi);

h) stasiun pengisian bahan bakar umum yang dapat disediakan dengan 2 (dua) merek dagang yang
berbeda;

i) rumah makan;

j) ruang terbuka hijau;

k) sarana tempat parkir yang dapat menampung paling sedikit 200 (dua ratus) unit kendaraan golongan
| (kendaraan kecil termasuk bus) dan 50 (lima puluh) unit kendaraan golongan II/III/IV/V (truk dengan
2 (dua) gandar atau lebih);

l) fasilitas pengisian bahan bakar listrik sesuai dengan kebutuhan;

m) tempat pengolahan limbah dan air daur ulang; dan

n) fasilitas pemadam kebakaran, termasuk alat pemadam khusus untuk bahan berbahaya dan beracun.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 huruf a, TIP antarkota tipe A harus memiliki luas tanah paling sedikit
6ha (enam hektar) dengan lebar depan sejajar Jalan Tol paling sedikit 150m (seratus lima puluh meter)
dengan Area Komersial yang harus memiliki luas lahan paling sedikit 1.000m? (seribu meter persegi).

Berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan Pasal 39, TIP antarkota tipe A dapat dilengkapi
dengan Fasilitas Inap untuk beristirahat sementara guna mengatasi kelelahan Pengguna Jalan Tol saat
mengemudi dengan kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) jumlah kamar paling banyak 100 (seratus) unit;
b) dapat disewakan dengan durasi waktu paling lama 12 (dua belas) jam;
c) dilengkapi dengan area parkir yang disediakan secara terpisah dengan area parkir TIP; dan
d) area parkir sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dapat menampung paling sedikit:
1) 50 (lima puluh) kendaraan golongan | (kendaraan kecil termasuk bus); dan
2) 30 (tiga puluh) kendaraan golongan II/IIl/IV/V (truk dengan 2 (dua) gandar atau lebih).

18



Status kepemilikan tanah atas seluruh Kedaton 8 Xpress Hotel baru adalah milik lessor sedangkan bangunan
yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan aset tetap dari Perseroan sampai dengan perjanjian sewa
atau bagi hasil selesai dan berakhir.

2. Sekitar 5,97% (lima koma sembilan tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan 2 (dua) suite room
di Kedaton 8 — Family Hotel yang pembangunannya direncanakan akan selesai pada kuartal keempat
tahun 2022. Perseroan telah memiliki perizinan dalam rangka pembangunan 2 (dua) suite room tersebut
berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau sekarang dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung.
Perseroan tidak memerlukan izin lain terkait dengan pembangunan suite room tersebut.

3. Sekitar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan
Management system & Information, Communication and Technologies (ICT) untuk pengembangan aplikasi
self check-in untuk 5 (lima) lokasi K8 Xpress Hotel baru yang akan dibangun di rest area yang berbeda dan
pengembangan sistem IT yang ada di Kedaton 8 Family Hotel di Sentul;

4.  Sekitar4,48% (empat koma empat delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti
penyediaan perlengkapan kebutuhan hotel, biaya marketing dan promosi, biaya penyelenggaraan pelatihan
maupun operasional kantor pada 5 (lima) hotel K8 Xpress Hotel baru yang akan dibangun di rest area yang
berbeda.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri |, seluruhnya akan digunakan oleh
Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional diantaranya namun
tidak terbatas untuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, penyediaan perlengkapan kebutuhan hotel, biaya
marketing dan promosi, biaya penyelenggaraan pelatihan maupun operasional kantor.

Semua rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana disebutkan di atas tidak dikategorikan
sebagai transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan dana yang diperoleh dalam
Penawaran Umum hanya akan digunakan untuk kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan afiliasinya dan tidak
akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi oleh Perseroan, serta tidak mengandung benturan
kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis
Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham
Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk pembangunan 5 (lima)
outlet K8 Xpress Hotel baru di rest area yang berbeda dan pembangunan 2 (dua) suite room Kedaton 8 — Family Hotel
memenuhi batasan materialitas sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (‘POJK No. 17/2020), maka Perseroan akan memenuhi ketentuan
dalam POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan Management system &
Information, Communication and Technologies (ICT) untuk pengembangan aolikasi self check-in untuk 5 (lima) lokasi
K8 Xpress Hotel di rest area baru yang berbeda dan pengembangan sistem IT yang ada di Kedaton 8 Family Hotel
di Sentul memenuhi batasan materialitas sebagaimana POJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi
ketentuan dalam POJK No. 17/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana oleh Perseroan untuk modal kerja termasuk dalam transaksi material
sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, namun apabila transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang
dijalankan Perseroan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, maka hal itu akan dikecualikan dari kewajiban
Pasal 6 POJK No. 17/2020.

Dalam hal rencana dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri | tersebut merupakan transaksi
material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020
serta rencana penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri | tersebut merupakan
Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (b) POJK No. 42/2020, dikarenakan transaksi
tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional termasuk gaji dan tunjangan karyawan Perseroan dan bukan
merupakan Transaksi Bantuan Kepentingan sebagaimana diatur POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada

19



kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun
pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi
dan/atau transaksi material, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 17/2020 dan
POJK No. 42/2020.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK
secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada para Pemegang
Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil
Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”). Perseroan berkomitmen
untuk mengikuti POJK No. 30/2015 dalam hal terdapat perubahan rencana penggunaan dana.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana, maka Perseroan wajib melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan
beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS
terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib:

a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;

b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;

c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan

d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan
pihak dimana dana tersebut ditempatkan. Apa dana yang dilakukan untuk melakukan itu semua

Penempatan dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan dan ditempatkan dalam instrumen
keuangan wajib dilakukan atas nama Perseroan. Dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan dilarang
untuk dijadikan jaminan utang.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh

Perseroan adalah sebesar 9,53% dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini

yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 3,63%;

2. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,50%;

3. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,50%;

4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 3,97% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar

1,97%, biaya jasa konsultan hukum 0,93%, dan biaya jasa notaris sebesar 1,07%;

Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,40% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;

6. Biaya lain-lain sebesar 0,53% yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, biaya pendaftaran BEI
dan KSEI, penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan Prospektus Ringkas.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN
PASAR MODAL YANG BERLAKU.

o
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. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki
jumlah liabilitas sebesar Rp15.352.761.390,- yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar
Rp6.468.630.816,- dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp8.884.130.574,- yang angka-angkanya diambil
dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 9 September 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan
oleh 1API, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Tjun Tjun, dengan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1115.

(dalam Rupiah)
Keterangan 31 Maret 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha — Pihak Ketiga 329.389.597
Utang Bank Jangka Pendek 259.942.691
Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Pendek 48.433.508
Beban Akrual 2.084.506.716
Utang Pajak 843.475.915
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 1.672.200
Bagian Jangka Pendek atas
Liabilitas Jangka Panjang

Utang Bank 2.709.525.944

Pendapatan Ditangguhkan 155.555.553

Liabilitas Sewa 36.128.692
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 6.468.630.816
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang — setelah dikurangi

dengan Liabilitas Jangka Pendek:

Utang Bank 5.712.362.126

Pendapatan Ditangguhkan -

Liabilitas Sewa 2.076.908.448
Liabilitas Imbalan Pascakerja 1.094.860.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 8.884.130.574

Jumlah Liabilitas

15.352.761.390

LIABILITAS JANGKA PENDEK

UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Utang usaha terutama timbul dari pembelian keperluan hotel dan restoran terdiri dari :

(dalam Rupiah)

Keterangan 31 Maret 2022

Belum jatuh tempo 40.930.466
Jatuh tempo :

1 =30 hari 144.171.070

31 - 60 hari 63.136.813

Diatas 60 hari 81.151.248

Jumlah 329.389.597
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UTANG BANK JANGKA PENDEK
(dalam Rupiah)
Keterangan 31 Maret 2022
Utang Jangka Pendek
PT Bank Pan Indonesia Thk 259.942.691
Jumlah 259.942.691

Berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 20 April 2017 No. PK/PRK/069/17 yang telah mengalami beberapa kali
perubahan, terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. PK/PRK/Prbh/260/21 tanggal
3 Desember 2021, Perusahaan memperoleh Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Pan Indonesia Thk
maksimum sebesar Rp1.000.000.000 untuk modal kerja.

Pinjaman ini dikenakan bunga mengambang (floating) per tahun yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai
ketentuan Bank dengan jangka waktu fasilitas pinjaman berakhir pada tanggal 20 April 2022. Pada tanggal
31 Maret 2022 sebesar Rp259.942.691.

UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN JANGKA PENDEK

Utang pembiayaan konsumen merupakan cicilan kendaraan bermotor kepada PT Astra International Tbk, pihak
ketiga yang dengan jangka waktu 1 tahun, dengan tingkat bunga tetap 3,50% per tahun.

Pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp48.433.508.

BEBAN AKRUAL
(dalam Rupiah)
Keterangan 31 Maret 2022
Jasa Profesional 1.676.614.519
Operasional 184.193.390
Service Charge 118.313.427
Gaji dan Tunjangan 100.923.667
Bunga 4.461.713
Bonus -
Jumlah 2.084.506.716
UTANG PAJAK
Utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp843.475.915 terdiri dari:
(dalam Rupiah)
Keterangan 31 Maret 2022
Pajak penghasilan
Pasal 21 24.336.917
Pasal 23 1.513.243
Pasal 25 24.681.941
Pasal 29 - 2022 72.217.213
2021 397.706.907
2020 943.879
2019 85.157.592
2018 32.408
Pasal 4 ayat 2 -
Pajak Pembangunan 236.885.815

Jumlah 843.475.915
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LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA
Akun ini merupakan deposit tamu hotel, pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Maret 2022 saldo liabilitas keuangan jangka pendek lainnya sebesar Rp1.672.200.

LIABILITAS JANGKA PANJANG
UTANG BANK
(dalam Rupiah)
Keterangan 31 Maret 2022
Utang Jangka Panjang
PT Bank Pan Indonesia Tbk 8.421.888.070
Biaya Keuangan yang Belum Diamortisasi -
Dikurangi : Bagian Jatuh Tempo 1 tahun (2.709.525.944)
Jumlah Jangka Panjang 5.712.362.126

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 28 April 2015 yang dibuat di hadapan Hasnah, S.H., Notaris
di Bogor, yang beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan surat No. 0603/BOG/EXT/22 pada
tanggal 9 Februari 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan
jumlah plafon sebesar Rp20.000.000.000 dengan tujuan modal kerja. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga
mengambang (floating) per tahun. Fasilitas ini berlaku 10 tahun sejak tanggal pencairan pinjaman yang akan jatuh
tempo pada tanggal 28 April 2025. Pinjaman ini dijamin dengan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
berupa tanah milik Perseroan dengan detail sebagai berikut:

1. SHGB No. 1305 dengan luas tanah 161m2;

2. SHGB No. 85 dengan luas tanah 535m2;

3. SHGB No. 284 dengan luas tanah 1.866m2;

4. SHGB No. 1308 dengan luas tanah 7.988mz2;

5. SHGB No. 1307 dengan luas tanah 1.005m2;

6. SHGB No. 1312 dengan luas tanah 172m2.

Pada perjanjian pinjaman ini, terdapat ketentuan pembatasan yang dilakukan oleh Perseroan, dengan rincian

sebagai berikut:

1. Membubarkan Perusahaan;

2. Mengubah bidang atau jenis usahanya;

3. Meminta dinyatakan pailit;

4. Mengubah bentuk hukum atau status hukum harus dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dan
memperoleh persetujuan dari Bank;

5. Mengubah anggaran dasar dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dan memperoleh persetujuan
dari Bank;

6. Mengubah susunan pengurus dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dan memperoleh
persetujuan dari Bank;

7. Menyewakan Perseroan kepada pihak ketiga;

8. Menyewakan atau mengalihkan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan baik barang bergerak
maupun tidak bergerak;

9. Mengalihkan Perseroan kepada pihak ketiga;

10. Mengeluarkan saham-saham baru dan/ataumenjual saham-saham yang telah ada, selama 50% (lima puluh
persen) saham mayoritas dimiliki oleh Perseroan, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dan
memperoleh persetujuan dari Bank;

Pada 31 Maret 2022, Perseroan telah memenuhi ketentuan pembatasan dari Bank. Tidak ada ketentuan financial
covenant pada perjanjian pinjaman ini.

Total pembayaran utang bank yang telah dilakukan oleh Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 202 sebesar Rp593.024.149.
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LIABILITAS SEWA
(dalam Rupiah)

Keterangan 31 Maret 2022
Kurang dari 1 tahun 81.818.182
Diatas 1 tahun 2.558.352.847
Jumlah 2.640.171.029
Dikurangi : bunga (527.133.889)
Nilai Kini Pembayaran sewa minimum 2.113.037.140
Dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun (36.128.692)
Jumlah Jangka Panjang 2.076.908.448

Pemberi sewa adalah pihak ketiga.
LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Perseroan menghitung dan membukukan beban imbalan pascakerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja
No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 Novermber 2020 pada tahun 2021 dan untuk tahun-tahun sebelumnya berdasarkan
Undang-Undang No.13 tahun 2003. Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020 liabilitas diestimasi atas imbalan pascakerja dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven
and Mourits (d/h PT Dayamandiri Dharmakonsilindo) masing-masing dengan laporan No. 0617/ST-NM-PSAK24-
K8HO/I1/2022 tanggal 24 Februari 2022, No 1069/ST-NM-PSAK24-S8HO/III/2021 tanggal 24 Maret 2021,
No. 0225/ST-NM-PSAK24-S8HO/1/2020 tanggal 17 Januari 2020.

Asumsi aktuaria yang digunakan adalah sebagai berikut:

31 Maret 2022

Tingkat diskonto 7,60%
Tingkat Kenaikan Gaji per Tahun 4,50%
Tabel Moralita TMI 2019
Tingkat Cacat 10% x TMI 2019
Metode

10% per tahun sampai usia 25 dan menurun secara

Tingkat Pengunduran Dirl linear ke 1% di usia 45 tahun dan setelahnya.

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

31 Maret 2022

Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti 1.094.860.000
Nilai Wajar Aset Program -
Liabilitas Bersih 1.094.860.000

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

31 Maret 2022

Saldo Awal 829.505.000
Pembayaran Imbalan oleh Perusahaan -
Beban (Pendapatan) Tahun Berjalan Diakui di Laba Rugi 37.886.000
Beban (Pendapatan) Tahun Berjalan Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain 227.469.000

Saldo Akhir 1.094.860.000
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Komponen beban (pendapatan) imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

31 Maret 2022

Biaya Jasa Kini 22.680.000
Biaya Bunga 15.206.000
Biaya Jasa Lalu -
Beban (Pendapatan) Tahun Berjalan Diakui di Laba Rugi 37.886.000
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial yang Diakui 227.469.000
Beban (Pendapatan) Tahun Berjalan Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain 227.469.000

Program imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan
mengacu pada imbalan hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi.

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.
Risiko Gaii

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan
demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Analisa Sensitivitas terhadap Liabilitas

(dalam Rupiah)

31 Maret 2022

A

nalisa Sensitivitas Tingkat Diskonto
Jika tingkat +1%
Jika tingkat -1%

Analisa Sensitivitas Tingkat Kenaikan Gaji

965.366.000
1.246.669.000

Jika tingkat +1% 1.254.618.000
Jika tingkat -1% 958.087.000

Jatuh Tempo Profil Liabilitas Manfaat Pasti
(dalam Rupiah)

31 Maret 2022

Analisa Jatuh Tempo Pembayaran Imbalan
Estimasi Nilai Kini Kewajiban Imbalan Tahun Depan

NI wWwN

Tahun ke 2

Tahun ke 3

Tahun ke 4

Tahunke 5

Tahun ke 6 sampai dengan Tahun ke 10
Tahun ke 11 sampai dengan Tahun ke 15
Tahunke 15 sampai dengan Tahun ke 20
Tahun ke 20 seterusnya

16.211.000
15.955.000
15.619.000
15.525.000
15.360.000
324.618.000
1.069.037.000
469.161.000
642.641.000
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SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM
PROSPEKTUS INI, SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN
TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HASIL
USAHA DIMASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK
DAPAT MENYELESAIKAN LIABILITAS SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA
PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG
MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN KECUALI
LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-
LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN
DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN
PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL
TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

TIDAK TERDAPAT KONTIJENSI YANG ADA PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
31 MARET 2022.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG
DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2022 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN
LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH
PERSEROAN.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN
OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL
TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI
PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU
AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK
PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.
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Iv. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Audit Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan
opini tanpa modifikasian oleh Akuntan Publik Tjun Tjun dengan Nomor Izin Akuntan Publik : AP.1115 pada tanggal
9 September 2022. Ikhitsar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019 disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit dan
memiliki opini tanpa modifikasian oleh Kantor Audit Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang
ditandatangani oleh Eishennoraz dengan Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1155 pada tanggal
18 April 2022.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan
posisi keuangan dan laboran laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan
keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK
No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (“POJK No. 4/2022") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan
Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEQJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi
Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat
Penyebaran Corona Virus Disease2019 (“SEOJK No. 04/2022"). Laporan keuangan periode
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung
jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
2022) 2022 2021 2020 2019

ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 1.471.074.204 3,209.636.754 5.843.600.875 1.486.439.947 2.801.408.509
Piutang Usaha - Pihak Ketiga 111.154.821 54.643.188 88.907.112 68.606.001 18.401.150
Piutang Lain-lain

Pihak Berelasi - - - 50.000.000 50.000.000

Pihak Ketiga 54.959.096 56.200.000 62.535.756 81.500.000 104.000.000
Persediaan 542.729.163 507.885.193 469.846.699 470.736.463 457.319.761
Aset Keuangan Lancar Lainnya - - - - -
Uang Muka 51.643.400 81.349.000 26.982.000 6.100.000 29.125.000
Biaya Dibayar di Muka 6.001.127 19.328.560 24.199.348 24.212.908 83.704.128
Aset Non Keuangan Lancar Lainnya 3.479.410.540 3,470.007.700 2.555.000.000 - -
Jumlah Aset Lancar 5.716.972.351 7.399.050.395 9.071.071.790 2.187.595.319 3.543.958.548
Aset Tidak Lancar
Biaya Dibayar di Muka Jangka
Panjang - - - - 1.033.108.108
Aset Pajak Tangguhan 262.362.574 262.362.574 188.033.444 277.093.960 263.555.750
Aset Tetap 29.884.391.019 27.784.229.261 26.067.518.324 31.500.032.067 32.784.839.930
Aset Hak Guna 9.237.500.551 9.466.554.194 7.668.414.855 1.062.837.838 -
Properti Investasi 266.685.876 266.685.876 266.685.876 266.685.876 266.685.876
Jumlah Aset Tidak Lancar 39.650.940.020 37.779.831.905 34.190.652.499 33.106.649.741 34.348.189.664
JUMLAH ASET 45.367.912.371 45.178.882.300 43.261.724.289 35.294.245.060 37.892.148.212
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha - Pihak Ketiga 464.443.563 329.389.597 373.252.679 185.078.351 386.633.390
Utang Bank Jangka Pendek - 259.942.691 - 19.074.200 -
Utang Pembiayaan  Konsumen
Jangka Pendek - 48.433.508 69.040.000 - -
Beban Akrual 1.080.339.469 2.084.506.716 2.575.314.348 919.539.050 914.592.513
Utang Pajak 471.653.721 843.475.915 767.669.512 522.072.641 498.964.862
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek
Lainnya 13.465.200 1.672.200 6.498.600 5.410.600 400.000
Bagian Jangka Pendek atas

Liabilitas Jangka Panjang:

Utang bank 414.861.998 2.709.525.944 1.568.296.060 3.892.274.523 1.687.871.079
Pendapatan ditangguhkan 116.666.662 155.555.553 155.555.556 155.555.556 155.555.556
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Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
2022) 2022 2021 2020 2019
Liabilitas Sewa 17.224.917 36.128.692 5.283.508 - -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.578.655.530 6.468.630.816 5.520.910.263 5.699.004.921 3.644.017.400
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas Jangka Panjang Setelah
Dikurangi
dengan Liabilitas Jangka Pendek: 9.405.038.146
Utang Bank - 5.712.362.126 7.405.038.144 7.239.297.760 11.782.330.807
Pendapatan Ditangguhkan 2.118.355.731 - 38.888.889 194.444 445 350.000.000
Liabilitas Sewa 500.000.000 2.076.908.448 142.465.369 - -
Liabilitas Imbalan Pascakerja 628.381.352 1.094.860.000 829.505.000 1.259.518.000 1.054.223.000
Jumlah Liabilitas jangka Panjang 12.651.775.229 8.884.130.574 8.415.897.402 8.693.260.205 13.186.553.807
JUMLAH LIABILITAS 15.230.430.759 15.352.761.390 13.936.807.665 14.392.265.126 16.830.571.207
EKUITAS
Modal saham -
Nilai Nominal Rp1.000.000 per
Saham Modal Dasar - 20.000
Saham
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh - 11.000 Saham 25.000.000.000 25.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000
Tambahan Modal Disetor 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Saldo Laba Ditentukan 1.000.000.000 1.000.000.000
Saldo Laba Belum Ditentukan 3.637.481.612 3.326.120.910 17.824.916.624 9.401.979.934 9.561.577.005
JUMLAH EKUITAS 30.137.481.612 29.826.120.910 29.324.916.624 20.901.979.934 21.061.577.005
JUMLAH LIABILITAS DAN
EKUITAS 45.367.912.371 45.178.882.300 43.261.724.289 35.294.245.060 37.892.148.212
) Tidak Diaudit
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
2022) 2021) 2022 2021%) 2021 2020 2019
Pendapatan Bersih 11.720.717.966  11.252.321.657 5.984.333.946 5.869.997.254 20.436.457.449  17.511.205.960 24.125.770.131
Beban Langsung (5.794.548.774)  (4.974.475.450) (2.850.358.472) (2.393.388.910) (8.985.224.808)  (7.808.170.298) (9.628.604.926)
Laba Kotor 5.926.169.192 6.277.846.207 3.133.975.474 3.476.608.344  11.451.232.641 9.703.035.662 14.497.165.205
Beban Usaha (4.289.548.625)  (4.117.136.862) (2.122.796.117) (1.909.008.095)  (6.909.688.291)  (6.376.656.999) (7.935.526.527)
Pendapatan Lain-lain 141.343.978 153.030.523 39.888.890 38.888.890  14.404.764.796 648.846.129 194.635.903
Beban Lain-lain 381.033 (28.114.370) (3.136.412) (5630.017.942) (1.905.232) -
Laba usaha 1.777.583.512 2.285.625.498 1.051.068.247 1.603.352.727 18.416.291.204 3.973.319.560 6.756.274.581
Beban Keuangan - Bersih (443.423.376) (555.557.066) (241.186.055) (277.418.883) (1.055.334.714)  (1.279.595.697) (1.524.415.469)
Laba Sebelum Pajak 1.334.160.136 1.730.068.432 809.882.192 1.325.933.844  17.360.956.490 2.693.723.863 5.231.859.112
Beban Pajak Penghasilan (309.991.511)  (367.066.949) (131.252.086) (221.526.766)  (803.418.020)  (643.813.122)  (1.264.284.029)
Laba Tahun Berjalan 1.024.168.625 1.363.001.483 678.630.106 1.104.407.078  16.557.538.470 2.049.910.741 3.967.575.083
Penghasilan Komprehensif
Lain
Pos yang Tidak akan
Direklasifikasi ke Laba
Rugi:
Pengukuran Kembali
atas Program Imbalan
Pasti (211.603.637) 202.092.000 (227.469.000) 40.276.000 161.104.000 (265.769.000) (120.606.000)
Pajak Penghasilan
Terkait (8.860.720) 50.043.180 (8.860.720) (35.442.880) 63.693.620 30.151.500
Penghasilan
komprehensif lain (211.603.637) 193.231.280 (177.425.820) 31.415.280 125.661.120 (202.075.380) (90.454.500)
Jumlah Laba (Rugi)
Komprehensif tahun
berjalan 812.564.988 1.556.232.763 501.204.286 1.135.822.358  16.683.199.590 1.847.835.361 3.877.120.583
Laba (Rugi) per saham 1,34 1,78 0,68 1,10 16,56 2,05 3,97
Dividen per Saham - - - 1.000.000 - -
) Tidak Diaudit
RASIO KEUANGAN
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
9 2022 2022 2021 2020 2019
Rasio Pertumbuhan
Pendapatan 4,16% 1,95% 16,71% -27,42% 0,86%
Beban langsung 16,49% 19,09% 15,78% -18,91% -0,67%
Laba (rugi) kotor -5,60% -9,86% 17,45% -33,07% 1,91%
Beban usaha 4,19% 11,20% 7,50% -19,64% 0,37%
Laba (rugi) usaha -22,23% -34,45% 363,50% -41,19% 4,77%
Laba (rugi) tahun berjalan -24,86% -38,55% 707,72% -48,33% 11,93%

28



Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember

20229 2022 2021 2020 2019
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun
berjalan -47,79% -55,87% 802,85% -52,34% 7,85%
Jumnlah aset 3117% 443%™ 22,57% -6,86% 0,90%
Jumlah liabilitas 16,00% 6,67 *) -3,16% -14,49% -10,90%
Jumlah ekuitas 40,45% 42,70% ") 40,30% -0,76% 12,72%
Rasio Bisnis
Laba bruto/pendapatan (Gross Profit
Margin) 50,56% 52,37% 55,76% 55,41% 60,09%
Laba  (rugi)  usahal/pendapatan
(Operating Profit Margin) 15,17% 17,56% 90,11% 22,69% 28,00%
Laba (rugi) tahun berjalan/pendapatan
(Net Profit
Margin) 8,74% 11,34% 81,02% 1,71% 16,45%
Jumlah laba komprehensif tahun
berjalan /pendapatan 6,93% 8,38% 81,63% 10,55% 16,07%
Laba bruto/aset 13,06% 6,94% 26,34% 27,49% 38,26%
Laba bruto/ekuitas 19,66% 10,51% 38,86% 46,42% 68,83%
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun
berjalan/ekuitas 2,70% 1,68% 56,89% 8,84% 18,41%
Laba (rugi) sebelum pajak/aset 2,94% 1,79% 40,13% 7,63% 13,81%
Laba (rugi) sebelum pajak/ekuitas 4,43% 2,72% 59,20% 12,89% 24,84%
Laba (rugi) tahun berjalan/ekuitas
(Return On Equity) 3,40% 2,28% 56,46% 9,81% 18,84%
Laba (rug) tahun berjalan/aset
(Return On Asset) 2,26% 1,50% 38,27% 581% 10,47%
Rasio Keuangan
Rasio lancar (Current Ratio) 2,22x 1,14x 1,64x 0,38x 0,97x
Solvabilitas ekuitas (Debt to Equity
Ratio) 0,51x 0,51x 0,48x 0,69x 0,80x
Solvabilitas aset (Debt to Asset Ratio) 0,34x 0,34x 0,32x 0,41x 0,44x
Earning Before Interest, Taxes,
Depreciation, and Amortization
(EBITDA) 2.304.746.933 1.687.270.253  20.435.076.238 5.875.419.038 8873718381
Interest coverage ratio 551,51% 445,70% 1918,92% 324,01% 449,10%
Debt Service coverage ratio 18,90% 16,14% 331,75% 68,37% 184,70%

) Tidak diaudit
) Perhitungan pertumbuhan 31 Maret 2022 dengan membandingkan 31 Desember 2021
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja
keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang. Analisis dan pembahasan oleh manajemen
ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta 31 Maret 2021 (tidak diaudlit)
yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan
posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 diambil dari informasi keuangan yang
menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik dan 3 (tiga) bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab
Perseroan, serta diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini
tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Tjun Tjun dengan Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1115 serta untuk
tahun yang berakhir pada 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021,
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab
Perseroan, serta diaudit atau direviu oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Eishennoraz dengan Nomor Izin Akuntan Publik:
AP.1155, untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK
No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam
Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(“POJK No. 4/2022”) dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOQJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten
Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus
Disease2019 (“SEOJK No. 04/2022"). Laporan keuangan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau
direviu oleh Akuntan Publik.

UMUM

PT Puri Sentul Permai Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan
di Sentul, Kabupaten Bogor didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tertanggal 8 Juli
2008, yang dibuat dihadapan Ernie, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh status badan hukum dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 3 Desember
2009 Nomor AHU-0117780.AH.01.09 Tahun 2008 tertanggal 3 Desember 2008 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 003 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 001402 yang
diterbitkan tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Berita Negara atas nama Direksi
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (“Akta Pendirian”).

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi bidang
perhotelan, travel, dan restoran. Perusahaan mulai beropersi secara komersial sejak tahun 2008.

Perseroan berdomisili di JI. Surya Raya Kav Comercial Area 1, Olympic CBD - Desa Sentul Bogor, Jawa Barat.
IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - lkatan Akuntan
Indonesia (DSAK-IAI) ), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang
pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang
penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
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b.  Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual,
kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya
perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam
kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar
imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan
mata uang fungsional Perseroan.

c. Pernyataan dan |Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada
Tahun Berjalan Amandemen dan penyesuaian tahunan atas standar berikut efektif untuk periode yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

e  Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;

e Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontijensi tentang Kontrak Merugi —
Biaya Memenuhi Kontrak;

e Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;

o PSAK69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;

e PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan

e PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan
di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Komponen beban (pendapatan) imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)
31 Maret 2022 31 Maret 2021%) 31 Desember 2021 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Biaya Jasa Kini 22.680.000 31.437.000 133.712.000 62.167.000 132.856.000
Biaya Bunga 15.206.000 19.799.000 79.194.000 74.718.000 55.161.000
Biaya Jasa Lalu - (253.328.000) (253.328.000) - -
Beban (Pendapatan)
Tahun Berjalan Diakui di
Laba Rugi 37.886.000 (202.092.000) (40.422.000) 136.885.000 188.017.000
Kerugian (Keuntungan)
Aktuarial yang diakui 227.469.000 (40.276.000) (161.104.000) 265.769.000 120.606.000
Beban (Pendapatan)
Tahun Berjalan Diakui di
Penghasilan
Komprehensif Lain 227.469.000 (40.276.000) (161.104.000) 265.769.000 120.606.000
) Tidak diaudit
Laporan Posisi Keuangan
(dalam Rupiah penuh)
Ket 30 Juni 31 Maret 31 Desember
R 2022) 2022 2021 2020 2019

ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 1.471.074.204 3,209.636.754 5.843.600.875 1.486.439.947 2.801.408.509
Piutang Usaha - Pihak Ketiga 111.154.821 54.643.188 88.907.112 68.606.001 18.401.150
Piutang Lain-lain

Pihak Berelasi - - - 50.000.000 50.000.000

Pihak Ketiga 54.959.096 56.200.000 62.535.756 81.500.000 104.000.000
Persediaan 542.729.163 507.885.193 469.846.699 470.736.463 457.319.761
Aset Keuangan Lancar Lainnya - - - - -
Uang Muka 51.643.400 81.349.000 26.982.000 6.100.000 29.125.000
Biaya Dibayar di Muka 6.001.127 19.328.560 24.199.348 24.212.908 83.704.128
Aset Non Keuangan Lancar
Lainnya 3.479.410.540 3,470.007.700 2.555.000.000 - -
Jumlah Aset Lancar 5.716.972.351 7.399.050.395 9.071.071.790 2.187.595.319 3.543.958.548
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Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
2022 2022 2021 2020 2019
Aset Tidak Lancar
Biaya Dibayar di Muka Jangka
Panjang - - - - 1.033.108.108
Aset Pajak Tangguhan 262.362.574 262.362.574 188.033.444 277.093.960 263.555.750
Aset Tetap 29.884.391.019 27.784.229.261 26.067.518.324 31.500.032.067 32.784.839.930
Aset Hak Guna 9.237.500.551 9.466.554.194 7.668.414.855 1.062.837.838 -
Properti Investasi 266.685.876 266.685.876 266.685.876 266.685.876 266.685.876
Jumlah Aset Tidak Lancar 39.650.940.020 37.779.831.905 34.190.652.499 33.106.649.741 34.348.189.664
JUMLAH ASET 45.367.912.371 45.178.882.300 43.261.724.289 35.294.245.060 37.892.148.212
LIABILITAS JANGKA PENDEK
464.443.563
Utang Usaha - Pihak Ketiga - 329.389.597 373.252.679 185.078.351 386.633.390
Utang Bank Jangka Pendek - 259.942.691 - 19.074.200 -
Utang Pembiayaan Konsumen
Jangka Pendek 1.080.339.469 48.433.508 69.040.000 - -
Beban Akrual 471.653.721 2.084.506.716 2.575.314.348 919.539.050 914.592.513
Utang Pajak 13.465.200 843.475.915 767.669.512 522.072.641 498.964.862
Liabilitas ~ Keuangan  Jangka
Pendek Lainnya 1.672.200 6.498.600 5.410.600 400.000
Bagian Jangka Pendek atas
Liabilitas Jangka Panjang: 414.861.998
Utang bank 116.666.662 2.709.525.944 1.568.296.060 3.892.274.523 1.687.871.079
Pendapatan ditangguhkan 17.224.917 155.555.553 155.555.556 155.555.556 155.555.556
Liabilitas Sewa 2.578.655.530 36.128.692 5.283.508 - -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 6.468.630.816 5.520.910.263 5.699.004.921 3.644.017.400
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas Jangka Panjang Setelah
Dikurangi
dengan Liabilitas Jangka Pendek: 9.405.038.146
Utang Bank - 5.712.362.126 7.405.038.144 7.239.297.760 11.782.330.807
Pendapatan Ditangguhkan 2.118.355.731 - 38.888.889 194.444 445 350.000.000
Liabilitas Sewa 500.000.000 2.076.908.448 142.465.369 - -
Liabilitas Imbalan Pascakerja 628.381.352 1.094.860.000 829.505.000 1.259.518.000 1.054.223.000
Jumlah Liabilitas jangka Panjang 12.651.775.229 8.884.130.574 8.415.897.402 8.693.260.205 13.186.553.807
JUMLAH LIABILITAS 15.230.430.759 15.352.761.390 13.936.807.665 14.392.265.126 16.830.571.207
EKUITAS
Modal saham -
Nilai Nominal Rp1.000.000 per
Saham Modal Dasar - 20.000
Saham
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh - 11.000 Saham 25.000.000.000 25.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000
Tambahan Modal Disetor 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Saldo Laba Ditentukan 1.000.000.000 1.000.000.000
Saldo Laba Belum Ditentukan 3.637.481.612 3.326.120.910 17.824.916.624 9.401.979.934 9.561.577.005
JUMLAH EKUITAS 30.137.481.612 29.826.120.910 29.324.916.624 20.901.979.934 21.061.577.005
JUMLAH LIABILITAS DAN
EKUITAS 45.367.912.371 45.178.882.300 43.261.724.289 35.294.245.060 37.892.148.212
) Tidak Diaudit
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
2022) 2021) 2022 2021%) 2021 2020 2019
Pendapatan Bersih 11.720.717.966  11.252.321.657 5.984.333.946 5.869.997.254 20.436.457.449  17.511.205.960 24.125.770.131
Beban Langsung (5.794.548.774)  (4.974.475.450) (2.850.358.472) (2.393.388.910) (8.985.224.808)  (7.808.170.298) (9.628.604.926)
Laba Kotor 5.926.169.192 6.277.846.207 3.133.975.474 3.476.608.344 11.451.232.641 9.703.035.662 14.497.165.205
Beban Usaha (4.289.548.625)  (4.117.136.862) (2.122.796.117) (1.909.008.095) (6.909.688.291)  (6.376.656.999) (7.935.526.527)
Pendapatan Lain-lain 141.343.978 153.030.523 39.888.890 38.888.890 14.404.764.796 648.846.129 194.635.903
Beban Lain-lain 381.033 (28.114.370) - (3.136.412) (530.017.942) (1.905.232) -
Laba usaha 1.777.583.512 2.285.625.498 1.051.068.247 1.603.352.727 18.416.291.204 3.973.319.560 6.756.274.581
Beban Keuangan - Bersih (443.423.376) (555.557.066) (241.186.055) (277.418.883) (1.055.334.714)  (1.279.595.697) (1.524.415.469)
Laba Sebelum Pajak 1.334.160.136 1.730.068.432 809.882.192 1.325.933.844 17.360.956.490 2.693.723.863 5.231.859.112
Beban Pajak Penghasilan (309.991.511)  (367.066.949) (131.252.086) (221.526.766) (803.418.020) (643.813.122) (1.264.284.029)
Laba Tahun Berjalan 1.024.168.625 1.363.001.483 678.630.106 1.104.407.078 16.557.538.470 2.049.910.741 3.967.575.083
Penghasilan Komprehensif
Lain
Pos yang Tidak akan
Direklasifikasi ke Laba Rugi:
Pengukuran Kembali
atas Program Imbalan
Pasti (211.603.637) 202.092.000 (227.469.000) 40.276.000 161.104.000 (265.769.000) (120.606.000)
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Keterangan _ 30 Juni _ 31 Maret 31 Desember
2022) 20219 2022 2021%) 2021 2020 2019
Pajak Penghasilan
Terkait (8.860.720) 50.043.180 (8.860.720) (35.442.880) 63.693.620 30.151.500
Penghasilan komprehensif
lain (211.603.637) 193.231.280 (177.425.820) 31.415.280 125.661.120  (202.075.380) (90.454.500)
Jumlah Laba (Rugi)
Komprehensif tahun
berjalan 812.564.988  1.556.232.763 501.204.286 1.135.822.358  16.683.199.590  1.847.835.361 3.877.120.583
Laba (Rugi) per saham 1,34 1,78 0,68 1,10 16,56 2,05 3,97
Dividen per Saham - - - 1.000.000 - -
) Tidak Diaudit
RASIO KEUANGAN
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
2022) 2022 2021 2020 2019
Rasio Pertumbuhan
Pendapatan 4,16% 1,95% 16,71% -27,42% 0,86%
Beban langsung 16,49% 19,09% 15,78% -18,91% -0,67%
Laba (rugi) kotor -5,60% -9,86% 17,45% -33,07% 1,91%
Beban usaha 419% 11,20% 7,50% -19,64% 0,37%
Laba (rugi) usaha -22,23% -34,45% 363,50% -41,19% 477%
Laba (rugi) tahun berjalan -24,86% -38,55% 707,72% -48,33% 11,93%
Jumlah laba (rugi) komprehensif
tahun berjalan -47,79% -55,87% 802,85% -52,34% 7,85%
Jumnlah aset 31,17% 443%™ 22,57% -6,86% 0,90%
Jumlah liabilitas 16,00% 6,67 -3,16% -14,49% -10,90%
Jumlah ekuitas 40,45% 42,70% " 40,30% -0,76% 12,72%
Rasio Bisnis
Laba bruto/pendapatan (Gross Profit
Margin) 50,56% 52,37% 55,76% 55,41% 60,09%
Laba (rug) usaha/pendapatan
(Operating Profit Margin) 15,17% 17,56% 90,11% 22,69% 28,00%
Laba (rugi) tahun
berjalan/pendapatan (Net Profit
Margin) 8,74% 11,34% 81,02% 11,71% 16,45%
Jumlah laba komprehensif tahun
berjalan /pendapatan 6,93% 8,38% 81,63% 10,55% 16,07%
Laba bruto/aset 13,06% 6,94% 26,34% 27,49% 38,26%
Laba bruto/ekuitas 19,66% 10,51% 38,86% 46,42% 68,83%
Jumlah laba (rugi) komprehensif
tahun berjalan/ekuitas 2,70% 1,68% 56,89% 8,84% 18,41%
Laba (rugi) sebelum pajak/aset 2,94% 1,79% 40,13% 7,63% 13,81%
Laba (rugi) sebelum pajak/ekuitas 4,43% 2,72% 59,20% 12,89% 24,84%
Laba (rugi) tahun berjalan/ekuitas
(Return On Equity) 3,40% 2,28% 56,46% 9,81% 18,84%
Laba (rugi) tahun berjalan/aset
(Return On Asset) 2,26% 1,50% 38,27% 5,81% 10,47%
Rasio Keuangan
Rasio lancar (Current Ratio) 2,22x 1,14x 1,64x 0,38x 0,97x
Solvabilitas ekuitas (Debt to Equity
Ratio) 0,51x 0,51x 0,48x 0,69x 0,80x
Solvabilitas aset (Debt to Asset
Ratio) 0,34x 0,34x 0,32x 0,41x 0,44x
Earning Before Interest, Taxes,
Depreciation, and Amortization
(EBITDA) 2.304.746.933 1.687.270.253  20.435.076.238 5.875.419.038 8873718381
Interest coverage ratio 551,51% 445,70% 1918,92% 324,01% 449,10%
Debt Service coverage ratio 18,90% 16,14% 331,75% 68,37% 184,70%

) Tidak diaudit

") Perhitungan pertumbuhan 30 Maret 2022 dengan membandingkan 31 Desember 2021
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ANALISA KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan pendapatan, laba (rugi) kotor, laba (rugi) usaha, laba (rugi) sebelum pajak, laba (rugi)
tahun berjalan dan laba (rugi) komprehensif Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 , 30 Juni 2021 dan
31 Maret, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah penuh)
- 30 Juni 30 Juni 31D
= 2022) 2021 2022 2021 2021 2020 2019
Pendapatan 11.720.717.966 11.252.321.657 5.984.333.946 5.869.997.254 20.436.457.449 17.511.205.960 24.125.770.131
Laba (rugi) kotor 5.926.169.192 6.277.846.207 3.133.975.474 3.476.608.344 11.451.232.641 9.703.035.662 14.497.165.205
Laba (rugi) usaha 1.777.583.512 2.285.625.498 1.051.068.247 1.603.352.727 18.416.291.204 3.973.319.560 6.756.274.581
Laba (rugi) sebelum pajak 1.334.160.136 1.730.068.432 809.882.192 1.325.933.844 17.360.956.490 2.693.723.863 5.231.859.112
Laba (rugi) tahun berjalan 1.024.168.625 1.363.001.483 678.630.106 1.104.407.078 16.557.538.470 2.049.910.741 3.967.575.083
Jumlah laba (rugi) komprehensif
tahun berjalan 812.564.988 1.556.232.763 501.204.286 1.135.822.358 16.683.199.590 1.847.835.361 3.877.120.583
*)Tidak Diaudit
3.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3.1.1. Pendapatan
Dibawah ini merupakan rincian pendapatan Perseroan:
(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
9 2022) 2021) 2022 2021%) 2021 2020 2019
Sewa Kamar 9.650.528.688 9.714.960.084 4.904.735.121 5.081.726.054 17.496.611.977  14.972.689.955 21.321.511.951
Makanan dan
minuman 2.067.011.099 1.534.221.573 1.077.695.191 786.329.381 2.932.783.656  2.531.439.642 2.797.665.453
Lain-lain 3.178.179 3.140.000 1.903.634 1.941.819 7.061.816 7.076.363 6.592.727
Jumlah 11.720.717.966 11.252.321.657 5.984.333.946 | 5.869.997.254 20.436.457.449  17.511.205.960 24.125.770.131
*)Tidak diaudit

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan
31 Maret 2021

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar
Rp5.984.333.946,- naik sebesar Rp114.336.692,- atau sebesar 1,91% dibandingkan dengan pendapatan usaha
untuk tahun yang berakhr pada 31 Maret 2021 sebesar Rp5.869.997.254,-. Kenaikan tersebut disebabkan oleh
naiknya pendapatan dari makanan dan minuman menjadi Rp 1.077.695.191,- dibandingkan Rp 786.329.381,-
pada 31 Maret 2021. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih dan masyarakat yang ingin
berlibur mencari suasana baru sehingga meningkatkan okupansi kamar Perseroan.

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp20.436.457.449,- naik sebesar Rp2.925.251.489,- atau sebesar 16,71% dibandingkan dengan pendapatan
usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp17.511.205.960,-. Kenaikan tersebut
disebabkan oleh naiknya Pendapatan sewa kamar menjadi sebesar Rp17.496.611.977,- dibandingkan
Rp14.972.689.955,- pada 31 Desember 2020 dan naiknya pendapatan dari makanan dan minuman menjadi
Rp2.932.783.656 dibandingkan Rp2.531.439.642 pada 31 Desember 2020. Hal ini dikarenakan kondisi
perekonomian yang sudah mulai pulih dan masyarakat yang ingin berlibur mencari suasana baru sehingga
meningkatkan okupansi kamar Perseroan.

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp17.511.205.960,- turun sebesar Rp6.614.564.171,- atau sebesar 27,42% dibandingkan dengan pendapatan
usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp24.125.770.131,-. Penurunan tersebut
terutama disebabkan oleh menurunnnya pendapatan sewa kamar pada periode 31 Desember 2020 menjadi
sebesar Rp14.972.689.955, - dibandingkan Rp21.321.511.951,- pada 31 Desember 2019.
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3.1.2. Beban langsung

Dibawah ini merupakan rincian beban langsung Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)
R 30 Juni 31 Maret 31D b
2022 2021) 2022 2021%) 2021 2020 2019

Sewa Kamar

Gaji dan Upah 2.004.411.608 1.955.864.436 885.560.933 856.635.275 3.241.781.167 2.928.626.700 3.078.394.448

Penyusutan Aset Tetap 823.871.892 1.009.798.441 398.039.932 502.388.172 1.712.462.143 1.614.718.670 1.806.228.895

Keamanan 710.799.673 406.171.667 342.979.070 228.711.500 906.375.659 812.974.081 1.273.141.401

Perlengkapan Hotel 257.740.184 246.132.287 154.099.259 140.401.560 440.988.477 462.756.226 596.413.853

Laundry 140.227.890 151.396.595 74.953.956 78.939.771 314.790.040 258.561.924 799.991.853

Utilitas 125.384.100 52.028.000 55.118.700 25.141.000 127.522.000 89.477.510 93.406.000
Sub total 4.062.435.347 3.821.391.426 1.910.751.850 1.832.217.278 6.743.919.486 6.167.115.111 7.647.576.450
Makanan dan minuman

Gaji dan Upah 549.946.925 536.627.122 242.969.812 235.033.530 889.441.858 803.522.212 844.613.728

Bahan Makanan 469.430.715 389.305.499 254.247.150 97.981.601 836.879.736 386.320.978

Bahan Minuman 498.346.254 173.067.291 248.310.462 198.208.620 382.401.685 346.649.339

Penysuutan Aset Hak Guna 165.000.000 - 165.000.000 - - - -

Rokok 30.574.297 34.630.245 18.520.040 19.594.800 80.066.980 69.664.140 50.741.900

Perlengkapan Dapur 16.930.842 18.027.451 9.393.942 9.452.065 48.923.256 31.433.995 32.014.217
Sub total 1.730.229.033 1.151.657.608 938.441.406 560.270.616 2.237.713.515 1.637.590.664 1.978.021.170
Lain-lain 1.884.394 1.426.416 1.165.216 901.016 3.591.807 3.464.523 3.000.306
Jumlah 5.794.548.774 4.974.475.450 2.850.358.472 2.393.388.910 8.985.224.808 7.808.170.298 9.628.604.926

*)Tidak diaudit

Perbandingan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan
31 Maret 2021

Beban lansung Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar
Rp2.850.358.472,- naik sebesar Rp456.969.562,- atau sebesar 19,09% dibandingkan dengan beban langsung
untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021 sebesar Rp2.393.388.910,-. Kenaikan ini terutama disebabkan
dari meningkatnya beban bahan makanan di periode 31 Maret 2022 sebesar Rp 156.265.549,-.

Perbandingan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

Beban langsung Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp8.985.224.808,- naik sebesar Rp1.232.054.510,- atau sebesar 15,07% dibandingkan dengan beban langsung
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp7.808.170.298,-. Kenaikan ini terutama disebabkan
dari meningkatnya beban makanan dan minuman di periode 31 Desember 2021 sebesar Rp600.122.851,-.

Perbandingan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

Beban langsung Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.808.170.298,- turun sebesar
Rp1.820.434.628,- atau sebesar 18,91% dibandingkan dengan beban langsung untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2019 sebesar Rp9.628.604.926,-. Penurunan ini terutama disebabkan dari menurunannya beban
sewa kamar di periode 31 Desember 2020 sebesar Rp1.480.461.339,-.

3.1.3. Laba kotor

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan
31 Maret 2021

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp3.133.975.474,- turun sebe
sar Rp342.632.870,- atau sebesar 9,86% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun periode yang berakhir pada
31 Maret 2021 sebesar Rp3.476.608.344,-. Penurunan ini disebabkan oleh pendapatan menurun lebih banyak
dibandingkan beban langsung sehingga membuat laba kotor mengalami penurunan.
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Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.451.232.641,- naik sebesar
Rp1.748.196.979,- atau sebesar 18,02% dibandingkan dengan laba bruto untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2020 sebesar Rp9.703.035.662,-. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan
perseroan di periode 31 Desember 2021 dan beban langsung yang ada bisa dikelola dengan baik.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.703.035.662,- turun sebesar
Rp4.794.129.543,- atau sebesar 33,07% dibandingkan dengan laba kotor tahun untuk periode berakhir pada
31 Desember 2019 sebesar Rp14.497.165.205,-. Penurunan ini disebabkan oleh pendapatan menurun lebih
banyak dibandingkan beban langsung sehingga membuat laba kotor mengalami penurunan.

3.1.4. Beban Usaha

Dibawah ini merupakan rincian beban usaha Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)
- 30 Juni 31 Maret 31D b
= 2022 20219 2022 2021*) 2021 2020 2019
Beban Penjualan
Pemasaran, iklan, dan promosi 140.134.786 103.687.400 68.911.342 37.383.100 191.779.450 171.901.708 178.750.698
Sub jumlah beban penjualan 140.134.786 103.687.400 68.911.342 37.383.100 191.779.450 171.901.708 178.750.698
Beban Umum dan Administrasi
Gaiji dan Upah 2.145.653.929 2.188.648.896 947.962.629 971.346.612 3.470.215.632 3.134.994.509 1.108.556.210
Utilitas 593.846.047 535.088.669 280.111.713 284.348.239 1.040.348.096 974.783.670 146.298.010
Perbaikan dan Pemeliharaan 196.693.887 360.386.000 246.425.103 241.497.835 434.212.331 401.025.721 496.883.866
Penyusutan aset tetap 151.199.415 171.152.857 72.644.372 84.861.871 320.018.392 334.732.662 336.968.334
Transportasi 74.320.000 98.015.099 55.808.500 42.689.099 217.800.262 188.850.812 212.250.518
Konsumsi 110.087.483 177.299.041 81.590.897 99.219.143 180.912.973 162.131.712 496.883.866
Perlengkapan kantor 119.969.225 101.399.601 69.008.266 59.804.627 178.374.995 216.223.969 228.499.377
Perpajakan 135.376.773 149.540.670 135.133.473 149.540.670 177.640.962 151.036.290 146.298.010
jasa profesional 897.435 17.653.787 - - 110.604.176 85.231.259 34.904.031
Representasi dan jamuan 56.421.159 76.514.822 5.787.772 15.192.100 105.054.445 104.487.841 191.964.808
Kompensasi karyawan tidak
Tetap - 5.048.300 20.577.767 5.048.300 89.662.500 -
Penyusutan aset hak guna 401.486.075 7432433 7432432 7432433 32.171.860 29.729.730 -
Donasi 19.203.395 48.978.813 8.471.320 16.567.313 80.859.313 85.192.300 337.248.545
Perijinan 32.972.481 20.097.333 19.062.220 11.595.917 72.220.600 47.543.575 32.985.835
Asuransi 4.306.967 7.917.327 15.328.560 17.666.695 24.199.348 24.212.908 24.244.669
Imbalan kerja - - 37.886.000 (202.092.000) (40.422.000) 136.885.000 188.017.000
Lain-lain 106.979.568 48.275.814 50.653.751 67.906.141 169.034.956 127.693.333 137.718.235
Sub jumlah beban umum dan
Admini i 4.149.413.839 4.013.449.462 2.053.884.775 1.871.624.995 6.717.908.841 6.204.755.291 7.935.526.527
Jumlah beban usaha 4.289.548.625 4.117.136.862 2.122.796.117  1.909.008.095 6.909.688.291 6.376.656.999 7.935.526.527

*) Tidak diaudit

Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan
31 Maret 2021

Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp2.122.796.117,- naik sebesar
Rp213.788.022,- atau sebesar 11,20% dengan beban usaha untuk periode yang berakhir pada
31 Maret 2021 sebesar Rp1.909.008.095,-. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan beban imbalan kerja
penyesuaian UU CK pada Maret 2021.

Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.909.688.291,- naik sebesar
Rp533.031.292,- atau sebesar 8,36% dibandingkan dengan beban usaha untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2020 sebesar Rp6.376.656.999,-. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya beban gaji dan upah
serta bertambahnya kompensasi karyawan tidak tetap di periode 31 Desember 2021.
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Perbandingan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.376.656.999,- turun sebesar
Rp1.558.869.528,- atau sebesar 19,64% dibandingkan dengan beban usaha untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2019 sebesar Rp7.935.526.527,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya gaji dan upah serta
berkurangnya perbaikan dan pemeliharaan.

3.1.5. Pendapatan Lain-Lain

Dibawah ini merupakan rincian pendapatan lain- lain Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021%) 2021 2020 2019

Laba Pelepasan aset

tetap 1.000.000 - 14.249.209.240 764.000 -
Pendapatan sewa 38.888.890  38.888.890 155.555.556  155.555.556 155.555.556
Dana hibah Pariwisata - - - 469.454.847 -
Lain-lain - - - 23.071.726 39.080.347

Penghasilan
komprehensif lain 39.999.890  38.888.890 14.404.764.796  648.846.129 194.635.903
*) Tidak diaudit

Perbandingan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan
31 Maret 2021

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp39.888.890,- naik sebesar
Rp1.000.000,- atau sebesar 2,57% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir pada
31 Maret 2021 sebesar Rp38.888.890,-. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya laba atas pelepasan aset tetap
di periode 31 Maret 2022.

Perbandingan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.404.764.796,- naik
sebesar Rp13.755.918.667,- atau sebesar 2120,06% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp648.846.129,-. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya laba atas
pelepasan aset tetap dikarenakan Perseroan ada melakukan penjualan aset tetap ke pihak berelasi di periode
31 Desember 2021.

Perbandingan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp648.846.129,- naik sebesar
Rp454.210.226,- atau sebesar 233,36% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2019 sebesar Rp194.635.904,-. Kenaikan ini disebabkan oleh Perseroan menerima dana
hibah Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp469.454.847 Berdasarkan surat
No. 978.4/533/DISBUDPAR dan No. 070/SB/LO/XII/2020 pada periode 31 Desember 2020.
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3.1.6. Beban Lain-Lain

Dibawah ini merupakan rincian beban lain-lain Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021%) 2021 2020 2019

Beban Pajak Final atas

Pelepasan Aset Tetap - - 526.000.000 -
Denda pajak - 3.136.412 3.136.412 1.905.234
Lain-lain - - 881.530 -
Jumlah beban lain - 3.136.412 530.017.942 1.905.232

*) tidak diaudit

Perbandingan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan
31 Desember 2021

Beban lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar nilih, dikarenakan tidak adanya beban
pajak final atas pelepasan aset tetap dan denda pajak, berbeda dengan periode 31 Maret 2021.

Perbandingan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

Beban lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp530.017.942,- meningkat sebesar
Rp528.112.710,- atau 27719,08% dibandingkan dengan beban lain-lain untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2020 sebesar Rp1.905.232,-. Peningkatan ini disebabkan karena beban pajak final atas pelepasan
aset tetap di periode 31 Desember 2021.

Perbandingan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

Beban lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.905.232,- meningkat sebesar
Rp1.905.232,- dibandingkan dengan beban lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019
di mana tidak ada beban lain-lain. Peningkatan ini karena ada denda pajak pada periode 31 Desember 2020.

Laba Usaha

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan
31 Maret 2021

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp1.051.068.247,- turun sebesar
Rp552.284.480,- atau sebesar 52,55% dibandingkan dengan laba usaha untuk periode yang berakhir pada
31 Maret 2021 sebesar Rp1.603.352.727,-. Penurunan ini disebabkan karena kenaikan beban langsung
Perseroan di periode 31 Maret 2022 sebesar Rp456.969.562,-. Sementara beban usaha mengalami penurunan
sebesar Rp213.788.022,-.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.416.291.204,- naik sebesar
Rp14.442.971.644,- atau sebesar 363,499% dibandingkan dengan laba usaha untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2020 sebesar Rp3.973.319.560,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode
31 Desember 2021 pendapatan meningkat sebesar Rp2.925.251.489,- sementara beban langsung dan beban
usaha bisa dikelola dengan baik. Selain itu, di periode 31 Desember 2021 terdapat pendapatan lain-lain sebesar
Rp14.404.764.792,-.

38



Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

Laba usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.973.319.560,- turun sebesar
Rp2.782.955.021,- atau sebesar 41,19% dibandingkan dengan laba usaha untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2019 sebesar Rp6.756.274.581,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan di periode
31 Desember 2020 pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp6.614.564.171,- sementara beban langsung
mengalami penurunan sebesar Rp1.904.538.928,- dan beban usaha Perseroan di periode 31 Desember 2020
menurun sebesar Rp1.474.765.228,-.

3.1.7. Beban Keuangan - bersih

Dibawah ini merupakan rincian beban keuangan dan pendapatan bunga Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021%) 2021 2020 2019
Bunga Pinjaman (229.809.612) (256.242.306) 951.910.208 1.202.514.113  (1.498.662.040)
Administrasi bank (25.129.738)  (30.839.427) 124.413.856 105.236.394 (98.797.524)
Bunga Liabilitas (4.461.713) - 2.557.145 - -
Pendapatan Bunga 18.215.008 9.662.851 (23.546.495) (28.154.810) 73.044.095

Total Beban Keuangan  (241.186.005) (277.418.883) 1.055.334.714 1.279.595.697 (1.524.415.469)

*) Tidak diaudit

Perbandingan beban keuangan - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan
31 Maret 2021

Beban keuangan - bersih Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp.241.186.005,- turun sebesar
Rp35.232.878,- atau sebesar 15,02% dibandingkan dengan beban keuangan — bersih untuk periode yang berakhir
31 Maret 2021 sebesar Rp277.418.883,-. Penurunan ini disebabkan karena utang bank di periode 31 Maret 2022
yang dimiliki Perseroan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode 31 Maret 2021 sehingga bunga
pinjaman yang ada juga mengalami penurunan.

Perbandingan beban keuangan - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

Beban keuangan — bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.055.334.714,- turun
sebesar Rp224.260.983,- atau sebesar 17,53% dibandingkan dengan beban keuangan - bersih untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.279.595.697,-. Penurunan ini disebabkan karena utang bank
di periode 31 Desember 2021 yang dimiliki Perseroan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode
31 Desember 2020 sehingga bunga pinjaman yang ada juga mengalami penurunan.

Perbandingan beban keuangan - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

Beban keuangan - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.279.595.697 - turun
sebesar Rp244.819.772- atau sebesar 16,06% dibandingkan dengan beban keuangan - bersih untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp1.524.415.469,-. Penurunan ini disebabkan karena utang bank
di periode 31 Desember 2020 yang dimiliki perseroan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode
31 Desember 2019 sehingga bunga pinjaman yang ada juga mengalami penurunan.
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3.1.8. Laba Sebelum Pajak

Perbandingan laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan
31 Maret 2021

Laba sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp809.882.192,- menurun sebesar
Rp516.051.652,- atau sebesar 38,92% dibandingkan dengan laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir
pada 31 Maret 2021 sebesar Rp1.325.933.844,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan pada periode
31 Maret 2022 mengalami penurunan laba usaha sebesar Rp552.284.480,- sementara beban keuangan — bersih
menurunan sebesar Rp35.232.878,- dan membuat laba sebelum pajak menurun di periode 31 Maret 2022.

Perbandingan laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

Laba sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.360.956.490,- meningkat
sebesar Rp14.667.232.627 ,- atau sebesar 544,50% dibandingkan dengan laba sebelum pajak untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.693.723.863,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan
di periode 31 Desember 2021 mampu meningkatkan laba usaha sebesar Rp14.442.971.644 - sementara beban
keungan - bersih menurun Rp224.260.983,- dan membuat laba sebelum pajak meningkat di periode 31 Desember
2021.

Perbandingan laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

Laba sebelum pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.693.723.863,- menurun
sebesar Rp2.538.132.249,- atau sebesar 48,51% dibandingkan dengan laba sebelum pajak untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp5.231.859.112,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan
di periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan laba usaha sebesar Rp2.782.955.021,- sementara beban
keungan — bersih menurun sebesar Rp643.813.122,- dan membuat laba sebelum pajak menurun di periode
31 Desember 2020.

3.1.9. Laba tahun berjalan

Perbandingan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan
31 Maret 2021

Laba tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp678.630.106,- menurun sebesar
Rp425.776.972 atau sebesar 38,92% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir
31 Maret 2021 sebesar Rp1.104.407.078,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan di periode
31 Maret 2022 mengalami penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp516.051.652,-.

Perbandingan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.557.538.470,- meningkat
sebesar Rp14.507.627.729,- atau sebesar 707,72% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.049.910.741,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan
di periode 31 Desember 2021 mampu meningkatkan laba sebelum pajak sebesar Rp14.667.232.627,- sementara
beban pajak penghasilan hanya meningkat sebesar Rp159.604.898 di periode 31 Desember 2021.
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Perbandingan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.049.910.741,- menurun
sebesar Rp1.917.664.342,- atau sebesar 48,33% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp3.967.575.083,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan
di periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp2.538.135.249.

3.1.10. Penghasilan/beban Komprehensif Lain

Perbandingan penghasilan/beban komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021

Beban komprehensif lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp177.425.820,- menurun
sebesar Rp208.841.100,- atau dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir
pada 31 Maret 2021 sebesar Rp31.415.280,-. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Maret
2022 untuk pengukuran kembali atas program imbalan pasti mengalami penurunan sebesar Rp267.745.000,-
sehingga penghasilan komprehensif lain di periode 31 Maret 2022 menurun.

Perbandingan penghasilan/beban komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp125.661.120,-
meningkat sebesar Rp327.736.500,- atau dibandingkan dengan beban komprehensif lain untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp202.075.380,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan
di periode 31 Desember 2021 untuk pengukuran kembali atas program imbalan pasti mengalami peningkatan
sebesar Rp426.873.000,- sehingga penghasilan komprehensif lain di periode 31 Desember 2021 meningkat.

Perbandingan penghasilan/beban komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Beban komprehensif lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp202.075.380,- meningkat
sebesar Rp111.620.880,- atau sebesar 123,40% dibandingkan dengan beban komprehensif lain untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp90.454.500,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan
di periode 31 Desember 2020 untuk pengukuran kembali atas program imbalan pasti mengalami penurunan
sebesar Rp145.163.000,- sehingga beban komprehensif lain di periode 31 Desember 2020 meningkat.

3.1.11. Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar
Rp501.204.286,- menurun sebesar Rp634.618.072,- atau sebesar 55,87% dibandingkan dengan total
penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 sebesar
Rp1.135.822.358,-. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya laba tahun berjalan sebesar Rp425.776.972,-
dan menurunnya laba sebelum pajak sebesar Rp516.051.652,-.

Perbandingan total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp16.683.199.590,- meningkat sebesar Rp14.835.364.229,- atau 802,85% dibandingkan dengan total
penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar
Rp1.847.835.361,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2021 mampu
meningkatkan laba tahun berjalan sebesar Rp14.507.627.729,- dan penghasilan komprehensif lain mengalami
perubahan di mana di periode 31 Desember 2020 dia menjadi beban sedangkan di periode 31 Desember 2021
dia menjadi penghasilan.
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Perbandingan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp1.847.835.361,- menurun sebesar Rp2.029.285.222,- atau 52,34% dibandingkan dengan total penghasilan
komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.877.120.583-.
Penurunan ini disebabkan karena Perseroan di periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan laba tahun
berjalan sebesar Rp1.917.664.342,- dan beban komprehensif lain di periode 31 Desember 2020 mengalami
peningkatan sebesar Rp111.620.880,-.

3.2. Laporan Posisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan yang mengacu pada
laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31D k
2022) 2022 2021%) 2021 2020 2019
Jumlah Aset Lancar 5.716.972.351 7.399.050.395 9.071.071.790 9.071.071.790 2.187.595.319 3.543.958.548
Jumlah Aset Tidak Lancar 39.650.940.020 37.779.831.905 34.190.652.499 34.190.652.499 33.106.649.741 34.348.189.664
Jumlah Aset 45.367.912.371 45.178.882.300 43.261.724.289 43.261.724.289 35.294,245.060 37.892.148.212
Liabilitas Jangka Pendek 2.578.655.530 4.757.051.022 5.520.910.263 5520.910.263 5.699.004.921 3.644.017.400
Liabilitas Jangka Panjang 12.651.775.229 10.595.710.368 8.415.897.402 8.415.897.402 8.693.260.205 13.186.553.807
Jumlah Liabilitas 15.230.430.759 15.352.761.390 13.936.807.665 13.936.807.665 14.392.265.126 16.830.571.207
Jumlah Ekuitas 30.137.481.612 29.826.120.910 29.324.916.624 29.324.916.624 20.901.979.934 21.061.577.005
*) Tidak Diaudit
3.2.1. Aset Lancar
Berikut merupakan rincian aset lancar perseroan:
(dalam Rupiah penuh)
30 Juni 31 Maret 31 Desember
ean 2022) 2022 2021 2020 2019
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 1.471.074.204 3.209.636.754 5.843.600.875 1.486.439.947 2.801.408.509
Piutang Usaha - Pihak Ketiga 111.154.821 54.643.188 88.907.112 68.606.001 18.401.150
Piutang Lain-lain:
Pihak Berelasi - - - 50.000.000 50.000.000
Pihak Ketiga 54.959.096 56.200.000 62.535.756 81.500.000 104.000.000
Persediaan 542.729.163 507.885.193 469.846.699 470.736.463 457.319.761
Aset  Keuangan  Lancar
Lainnya - - - - -
Uang Muka 51.643.400 81.349.000 26.982.000 6.100.000 29.125.000
Biaya Dibayar di Muka 6.001.127 19.328.560 24.199.348 24.212.908 83.704.128
Aset Non Keuangan Lancar
Lainnya 3.479.410.540 3.470.007.700 2.555.000.000 - -
Jumlah aset lancar 5.716.972.351 7.399.050.395 9.071.071.790 2.187.595.319 3.543.958.548
*)Tidak diaudit

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset lancar adalah kas dan setara kas
serta aset non keuangan lancar lainnya. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2022 adalah sebesar Rp7.399.050.395,- mengalami penurunan sebesar Rp1.672.021.395,- atau sebesar 22,60%
dibandingkan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.071.071.790,-. Hal ini
disebabkan karena penurunan kas dan setara kas sebesar Rp2.633.964.121,-.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada aset lancar berasal dari kas dan
setara kas serta aset non keuangan lancar lainnya. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.071.071.790,- mengalami peningkatan sebesar
Rp6.883.476.471,- atau sebesar 314,66% dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal
31 Desember 2020 sebesar Rp2.187.595.319,-. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada kas
dan setara kas sebesar Rp4.357.160.928,- pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode
31 Desember 2020 selain itu ada bertambah aset non keuangan lancar lainnya sebesar Rp2.555.000.000,-.
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Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada aset lancar berasal dari kas dan
setara kas serta. Aset lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah
sebesar Rp2.187.595.319,- mengalami penurunan sebesar Rp1.356.363.228,- atau sebesar 38,27%
dibandingkan dengan aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.543.958.548,-. Hal ini
terutama disebabkan kas dan setara kas, pada periode 31 Desember 2020 kas dan setara kas sebesar
Rp1.486.439.947,- sedangkan di periode 31 Desember 2019 sebesar Rp2.801.408.509,-, terjadi penurunan
sebesar Rp1.314.968.562.

3.2.2. Aset Tidak Lancar
Berikut merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan :

(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
20229 2022 2021 2020 2019

Aset tidak lancar
Biaya Dibayar di Muka Jangka
Panjang - - - - 1.033.108.108
Aset Pajak Tangguhan 262.362.574 262.362.574 188.033.444 277.093.960 263.555.750
Aset Tetap 29.884.391.019 27.784.229.261 26.067.518.324 31.500.032.067 32.784.839.930
Aset Hak Guna 9.237.500.551 9.466.554.194 7.668.414.855 1.062.837.838 -
Properti Investasi 266.685.876 266.685.876 266.685.876 266.685.876 266.685.876

Jumlah aset tidak lancar  39.650.940.020 37.779.831.905 34.190.652.499 33.106.649.741 34.348.189.664

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar berasal dari aset tetap.
Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp37.779.831.905,-
mengalami peningkatan sebesar Rp3.589.179.905,- atau sebesar 10,50% dibandingkan dengan aset tidak lancar
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp34.190.652.499,-. Peningkatan ini disebabkan oleh
bertambahnya nilai aset hak guna sebesar Rp1.798.139.339,- dan bertambahnya nilai aset tetap sebesar
Rp1,716.710.937,-.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar berasal dari aset
tetap. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp34.190.652.499,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.084.002.758,- atau sebesar 3,27% dibandingkan
dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp33.106.649.741,-. Peningkatan
ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada aset hak guna yaitu berupa bangunan, pada Periode 31 Desember
2021 aset hak guna sebesar Rp7.668.414.855,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar
Rp1.062.837.838,-, terjadi peningkatan aset hak guna sebesar Rp6.605.577.017 ,-.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada aset tidak lancar berasal dari aset
tetap. Aset tidak lancar Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp33.106.649.741,- mengalami penurunan sebesar Rp1.241.539.923,- atau sebesar 3,61% dibandingkan dengan
aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp34.348.189.664,-. Penurunan ini
disebabkan oleh menurunnya aset tetap, di mana pada Periode 31 Desember 2020 aset tetap sebesar
Rp31.500.032.067,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp32.784.839.930,-, terjadi
penurunan aset tetap sebesar Rp1.284.807.863,-.

3.2.3. Total Aset
Perbandingan total aset pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada aset berasal dari aset tidak lancar. Total
aset Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp45.178.882.300,- mengalami
peningkatan sebesar Rp1.917.158.011,- atau sebesar 4,43% dibandingkan dengan total aset Perseroan pada
tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp42.261.724.289,-. Peningkatan ini disebabkan karena pada periode 31
Maret 2022 aset tidak lancar meningkat sebesar Rp3.589.179.406,-.
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Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada aset berasal dari aset tidak lancar.
Total aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp43.261.724.289,- mengalami peningkatan sebesar Rp7.967.479.229,- atau sebesar 22,57% dibandingkan
dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp35.294.245.060,-. Peningkatan ini
disebabkan karena di Periode 31 Desember 2021 aset lancar meningkat sebesar Rp6.883.476.471,- dan
aset tidak lancar meningkat sebesar Rp1.084.002.758,-.

Perbandingan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada aset berasal dari aset tidak lancar.
Total aset Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp35.294.245.060,- mengalami penurunan sebesar Rp2.597.903.152,- atau sebesar 6,86% dibandingkan dengan
total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp37.892.148.212,-. Penurunan ini disebabkan
karena di Periode 31 Desember 2020 aset lancar menurun sebesar Rp1.356.363.229,- dan aset tidak lancar
menurun sebesar Rp1.241.539.923,-.

3.2.4. Liabilitas Jangka Pendek

Dibawah ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan : (DISINI)

(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
2022) 2022 2021 2020 2019

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha - Pihak Ketiga 464.443.563 329.389.597 373.252.679 185.078.351 386.633.390
Utang Bank Jangka Pendek - 259.942.691 - 19.074.200 -
Utang Pembiayaan Konsumen Jangka
Pendek - 48.433.508 69.040.000 - -
Beban Akrual 1.080.339.469 2.084.506.716 2.575.314.348 919.539.050 914.592.513
Utang Pajak 471.653.721 843.475.915 767.669.512 522.072.641 498.964.862
Liabilitas  Keuangan Jangka Pendek
Lainnya 13.465.200 1.672.200 6.498.600 5.410.600 400.000
Bagian Jangka Pendek atas
Liabilitas Jangka Panjang:

Utang bank 414.861.998 1.016.849.925 1.568.296.060 3.892.274.523 1.687.871.079

Pendapatan ditangguhkan 116.666.662 155.555.553 155.555.556 155.555.556 155.555.556

Liabilitas Sewa 17.224.917 17.224.917 5.283.508 -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.578.655.530 4.757.051.022 5.520.910.263 5.699.004.921 3.644.017.400

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah Rp4.757.051.022,-
menurun sebesar Rp763.859.241 - atau sebesar 16.06% dibandingkan periode 31 Desember 2021. Kontribusi
paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal dari beban akrual terkait jasa profesional sebesar
Rp2.084.506.716,- menurun sebesar Rp490.807.632,- atau sebesar 23,55% dibandingkan dengan beban akrual
pada periode 31 Desember 2021. Selain itu, utang bank serta utang pajak pun menurun pada periode 31 Maret
2022.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal
dari beban akrual yang meningkat dikarenakan ada bertambah beban akrual terkait jasa profesional sebesar
Rp2.173.290.000,- pada periode 31 Desember 2021 sedangkan di periode 31 Desember 2020 tidak ada beban
akrual terkait jasa profesional. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.520.910.263,- mengalami penurunan sebesar Rp178.094.658,- atau
sebesar 3,13% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar
Rp5.699.004.921,-. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya bagian jangka pendek atas liabilitas jangka
panjang utang bank, pada Periode 31 Desember 2021 bagian jangka pendek atas liabilitas jangka panjang utang
bank sebesar Rp1.568.296.060,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp3.892.274.523, -,
terjadi penurunan utang bank sebesar Rp2.323.978.463,-.
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Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka pendek berasal
dari bagian jangka pendek atas liabilitas jangka panjang utang bank. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.5.699.004.921,- mengalami
peningkatan sebesar Rp2.054.987.521,- atau sebesar 56,39% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.644.017.400,-. Peningkatan ini disebabkan oleh
meningkatnya utang bank yang akan dibayar jangka pendek, pada Periode 31 Desember 2020 bagian jangka
pendek atas liabilitas jangka panjang utang bank sebesar Rp3.892.274.523,- dibandingkan dengan periode
31 Desember 2019 sebesar Rp1.687.871.079,-, terjadi peningkatan bagian jangka pendek atas liabilitas jangka
panjang utang bank sebesar Rp2.204.403.444,-.

3.2.5. Liabilitas Jangka Panjang

Dibawah ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan:

(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
2022) 2022 2021 2020 2019

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas Jangka Panjang Setelah
Dikurangi
dengan Liabilitas Jangka Pendek:

Utang Bank 9.405.038.146 7.405.038.145 7.405.038.144 7.239.297.760 11.782.330.807

Pendapatan Ditangguhkan - - 38.888.889 194.444 445 350.000.000

Liabilitas Sewa 2.118.355.731 2.095.812.223 142.465.369 - -
Utang Pihak Berelasi 500.000.000
Liabilitas Imbalan Pascakerja 628.381.352 1.094.860.000 829.505.000 1.259.518.000 1.054.223.000
Jumlah Liabilitas jangka Panjang 12.651.775.229 10.595.710.368 8.415.897.402 8.693.260.205 13.186.553.807

") Tidak diaudit

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal dari
liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan liabilitas jangka pendek utang bank. Liabilitas jangka panjang
Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp10.595.710.368,- mengalami
kenaikan sebesar Rp2.179.812.390,- atau sebesar 25,90% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebesar
Rp1.953.346.854 atau sebesar 1371,10% dibandingkan dengan liabilitas sewa pada tanggal
31 Desember 2021.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal
dari liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan liabilitas jangka pendek utang bank. Liabilitas jangka
panjang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp8.415.897.402,- mengalami penurunan sebesar Rp277.362.803,- atau sebesar 3,19% dibandingkan dengan
liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.693.260.205,-. Penurunan ini
disebabkan oleh menurunnya liabilitas imbalan pascakerja, pada periode 31 Desember 2021 liabilitas imbalan
pascakerja sebesar R829.505.000,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp1.259.518.000,-
, terjadi penurunan liabilitas imbalan pascakerja sebesar Rp430.013.000,-.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada liabilitas jangka panjang berasal
dari liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan liabilitas jangka pendek utang bank. Liabilitas jangka
panjang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp8.693.260.205,- mengalami penurunan sebesar Rp4.493.293.602, - atau sebesar 34,07% dibandingkan dengan
liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.186.553.807,-. Penurunan ini
disebabkan oleh menurunnya liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan liabilitas jangka pendek utang
bank, pada periode 31 Desember 2020 liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan liabilitas jangka pendek
utang bank sebesar Rp7.239.297.760,- dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019 sebesar
Rp11.782.330.807 -, terjadi penurunan liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan liabilitas jangka pendek
utang bank sebesar Rp4.543.033.047-.
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3.2.6. Total Liabilitas
Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Maret 2022, kontribusi paling besar pada total liabilitas berasal dari liabilitas jangka panjang. Total
liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp15.352.761.390,-
mengalami kenaikan sebesar Rp1.415.953.725,- atau sebesar 10,16% dibandingkan dengan total liabilitas pada
tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 13.936.807.665,-. Penurunan ini disebabkan karena di periode 31 Maret
2022 liabiitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp2.179.812.966,- dan liabilitas jangka pendek
menurun sebesar Rp763.859.241 ,-.

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada total liabilitas berasal dari liabilitas
jangka panjang. Total liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah
sebesar Rp13.936.807.665,- mengalami penurunan sebesar Rp455.457.461,- atau sebesar 3,16% dibandingkan
dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.392.265.126,-. Penurunan ini disebabkan
karena di periode 31 Desember 2021 liabilitas jangka pendek menurun sebesar Rp178.094.658,- dan liabilitas
jangka panjang menurun sebesar Rp277.362.803,-.

Perbandingan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada total liabilitas berasal dari liabilitas
jangka panjang. Total liabilitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah
sebesar Rp14.392.265.126,- mengalami penurunan sebesar Rp2.438.306.081,- atau sebesar 14,49%
dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp16.830.571.207,-. Penurunan ini
disebabkan karena di periode 31 Desember 2020 liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp4.493.293.602,-
dan liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp2.054.987.521 ,-.

3.2.7. Ekuitas
Dibawah ini merupakan rincian ekuitas Perseroan:
(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 30 Juni 31 Maret 31 Desember
2022) 2022 2021 2020 2019
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal
Rp1.000.000 per saham
Modal dasar -20.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor
penuh 11.000 saham 25.000.000.000 25.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000
Tambahan modal disetor 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Saldo laba Ditentukan 1.000.000.000 1.000.000.000 - - -
Saldo laba Belum Ditentukan 3.637.481.612 3.326.120.910 17.824.916.624 9.401.979.934 9.561.577.005
JUMLAH EKUITAS 30.137.481.612 29.826.120.910 29.324.916.624 20.901.979.934 21.061.577.005

*) Tidak diaudit
Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021

Pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, kontribusi paling besar pada total ekuitas berasal dari saldo laba
belum ditentukan. Total ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah
sebesar Rp29.826.120.910,- mengalami peningkatan sebesar Rp501.204.286,- atau sebesar 1,71% dibandingkan
dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp29.324.916.624,-. Peningkatan ini disebabkan
karena di periode 31 Maret 2022 terjadi kenaikan modal disetor dan laba periode berjalan.
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Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, kontribusi paling besar pada total ekuitas berasal dari saldo
laba. Total ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp29.324.916.624,- mengalami peningkatan sebesar Rp8.422.936.690,- atau sebesar 40,30% dibandingkan
dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp20.901.979.934,-. Peningkatan ini disebabkan
karena di periode 31 Desember 2021 saldo laba meningkat sebesar Rp8.422.936.690,-.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, kontribusi paling besar pada total ekuitas berasal dari modal
saham. Total ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp20.901.979.934,- mengalami penurunan sebesar Rp159.597.071,- atau sebesar 0,76% dibandingkan dengan
total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.061.577.005,-. Penurunan ini disebabkan karena
di periode 31 Desember 2020 saldo laba menurun sebesar Rp159.597.07 ,-.

Arus Kas

Laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah
sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2022 2021%) 2021 2020 2019

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas operasi (97.782.127) 216.862.222 (2.347.393.227) 3.700.445.052 5.398.781.276
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas investasi (2.182.548.044) 6.179.452 17.232.981.900 (661.564.401) (465.915.703)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas

pendanaan (613.630.641) (535.280.302)  (10.509.353.545) (4.372.923.413) (4.363.723.063)

*) Tidak diaudit
3.2.8. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021%) 2021 2020 2019

ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan 6.013.771.470  5.930.658.965 20.417.244.338 17.466.011.709 24.123.691.481
Pembayaran kas kepada pemasok dan

pihak ketiga lainnya (3,065,984,820)  (1,596,402,862)  (11.178.026.752) (3.105.910.925) (6.074.310.235)
Pembayaran Bunga dan Administrasi Bank (254.939.350) (287.081.733) (1.076.324.064) (1.307.750.507) (1.597.459.564)
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (83,320,823) (130.246,351) (368.948.668) (693.476.528) (1.195.844.758)
Pembayaran Pajak Pembangunan Satu (615,020,967) (657.033.322) (2.165.763.056) (1.860.980.989) (2.573.189.106)
Pembayaran Kas kepada Karyawan (2,092,233,637)  (3.043.032.475) (7.975.575.025) (6.797.447.708) (7.284.106.542)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas operasi (97,728,127) 216.862.222 (2.347.393.227) 3.700.445.052 5.398.781.276

*) Tidak diaudit

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah
sebesar Rp97.728.127,- mengalami penurunan sebesar Rp314.590.349,- atau sebesar 322% dibandingkan
dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada
31 Maret 2021 sebesar Rp216.862.222,-. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya pembayaran kas
kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya pada periode 31 Maret 2022.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
adalah sebesar Rp2.347.393.227 mengalami penurunan sebesar Rp6.047.838.279,- dibandingkan dengan arus
kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar
Rp3.700.445.052,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan
pihak ketiga lainnya.
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Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
adalah sebesar Rp3.700.445.052 mengalami penurunan sebesar Rp1.698.336.224,- atau sebesar 31,46%
dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2019 sebesar Rp5.398.781.276,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan menurunnya
penerimaan kas dari pelanggan.

3.2.9. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021%) 2021 2020 2019
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI
Hasil Pelepasan Aset Tetap 1.864.144 - 21.040.000.000 764.000
Pembayaran Pajak Final Pelepasan Aset
Tetap - - (526.000.000) -
Perolehan Aset Tetap (2.188.259.385) - (3.287.197.552) (664.643.469) (499.534.234)
Penerimaan Penghasilan Bunga 3.847.197 6.179.452 6.179.452 2.315.068 33.618.531
Kas bersih diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas investasi (2.182.548.044) 6.179.452 17.232.981.900 (661.564.401) (465.915.703)

*) Tidak diaudit
Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah
sebesar Rp2.182.548.044,- mengalami penurunan sebesar Rp2.188.727.496,- dibandingkan dengan arus kas
bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar
Rp6.179.452 -. Penurunan tersebut terutama berasal dari bertambahnya perolehan aset tetap.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
adalah sebesar Rp17.232.981.900,- mengalami peningkatan sebesar Rp17.894.546.301,- dibandingkan dengan
arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar
Rp661.564.401,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari hasil pelepasan aset tetap.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
adalah sebesar Rp661.564.401 mengalami peningkatan sebesar Rp195.648.698,- dibandingkan dengan arus kas
bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar
Rp465.915.703,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari perolehan aset tetap.

3.2.10. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah penuh)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021%) 2021 2020 2019

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran utang bank (593.024.149) (535.280.302) (2.214.570.645) (2.372.923.413)  (2.863.723.063)
Pencairan utang pembiayaan konsumen (20.606.492) - (34.520.000) - -
Pembayaran dividen tunai - - (8.260.262.900) (2.000.000.000)  (1.500.000.000)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas

pendanaan (613.630.641) (535.280.302)  (10.509.353.545) (4.372.923.413)  (4.363.723.063)

*) Tidak diaudit
Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022
adalah sebesar Rp613.630.641,- mengalami kenaikan sebesar Rp78.350.339,- atau sebesar 14,64%
dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada
31 Maret 2021 sebesar Rp535.280.302,-. Penurunan tersebut terutama berasal dari pembayaran utang bank yang
meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya.
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Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021 adalah sebesar Rp10.509.353.545,- mengalami penurunan sebesar Rp6.136.430.132,- atau sebesar
140,33 % dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2020 sebesar Rp4.372.923.413,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pembayaran
dividen tunai yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2020 adalah sebesar Rp4.372.923.413,- mengalami penurunan sebesar Rp9.200.350,- atau sebesar 0,21%
dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2019 sebesar Rp4.363.723.063,-. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pembayaran dividen
tunai yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.

3.3. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya.
Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas
Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukan oleh peningkatan rasio lancar
(total aset lancar/total liabilitas jangka pendek) Perseroan pada periode berakhir pada 30 Maret 2022
,31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 1,14x,1,64x, 0,38x, dan
0,97x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi,
investasi maupun aktivitas pendanaan. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang
belum digunakan. Perseroan yakin bahwa Perseroan akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas
operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Pada tanggal
31 Maret 2022, Perseroan juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp3.209.636.754,-.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian
dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan
atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan
arus kas dari aktivitas operasi dan investasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan.
Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas
Perseroan.

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a) Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perseroan menghadapi risiko keuangan yaitu

risiko kredit, dan risiko likuiditas. Perseroan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

o Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian
piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perseroan.

o Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Perseroan membayar liabilitasnya pada saat jatuh
tempo. Saat ini Perseroan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perseroan telah menyetujui beberapa strategi
untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perseroan secara keseluruhan, program
manajemen risiko keuangan berfokus untuk meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja
keuangan Perseroan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola
risiko keuangan yang dihadapi Perseroan.
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1.

Risiko kredit

Risiko kredit Perseroan terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar
lainnya, aset keuangan tidak lancer lainnya dan uang jaminan. Perseroan mengelola risiko kredit terkait
penempatan saldo rekening dan deposito berjangka di bank hanya dengan menggunakan bank-bank yang
memiliki reputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank.
Perseroan mengendalikan eksposur risiko kredit terkait dengan piutang dengan menetapkan kebijakan,
dimana persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru dan kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh
Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam
pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara
signifikan. Hal ini dikarenakan seluruh pendapatan usaha Perseroan dapat ditagihkan secara tepat waktu.

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Perseroan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi
komitmen kas, Perseroan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup.
Selain itu, Perseroan memiliki kas dan setara kas yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Risiko Suku Bunga

Perseroan terkespos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Perseroan memiliki
pinjaman jangka pendek dan jangka panjang kepada bank dengan menggunakan tingkat bunga pasar
pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas. Pada saat ini, Perseroan tidak
memiliki kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga.

Perseroan akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami
kenaikan yang signifikan maka Perseroan akan menegosiasikan kembali suku bunga tersebut dengan para
pembeli pinjaman dan mengurangi pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih tinggi ke pinjaman dengan
tingkat bunga yang lebih rendah. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 31 Maret
2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

KOMITMEN DAN PERISTIWA PENTING
a. Komitmen Bank

1.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 20 April 2017 No. PK/PRK/069/17 yang telah mengalami
beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 1951/BOG/EXT/22
tanggal 10 Juni 2022, Perusahaan memperoleh Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Pan
Indonesia Thk maksimum sebesar Rp1.000.000.000 untuk modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas : Pinjaman Rekening Koran (PRK)
Plafon : Rp 1.000.000.000

Sifat Kredit : Revolving

Tujuan : Modal Kerja

Jangka Waktu : 12 bulan (20 April 2022 - 20 April 2023)
Bunga : 8,50% per tahun

Pinjaman ini dikenakan bunga mengambang (floating) per tahun yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai
ketentuan Bank dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 5 (lima) tahun. Pada 31 Maret 2022, 31 Desember
2021, 2020, 2019 saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp259.942.691, Nihil, Rp19.074.200 dan
Nihil.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 28 April 2015 yang dibuat di hadapan Hasnah, S.H.,
Notaris di Bogor, yang beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Perubahan
Perjanjian Kredit No. 1951/BOG/EXT/22 tanggal 10 Juni 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman
dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan jumlah plafon sebesar Rp20.000.000.000 dengan tujuan modal
kerja. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga mengambang (floating) per tahun. Fasilitas ini berlaku 10
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tahun sejak tanggal pencairan pinjaman yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2025. Pinjaman ini
dijamin dengan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) berupa tanah milik Perusahaan (Catatan
10) dengan detail sebagai berikut:

SHGB No. 1305 dengan luas tanah 161m2;

SHGB No. 85 dengan luas tanah 535m2;

SHGB No. 284 dengan luas tanah 1.866m2;

SHGB No. 1308 dengan luas tanah 7.988m2;

SHGB No. 1307 dengan luas tanah 1.005m2;

SHGB No. 1312 dengan luas tanah 172m2.

~o oo oW

Pada perjanjian pinjaman ini, terdapat ketentuan pembatasan yang dilakukan oleh Perseroan, dengan
rincian sebagai berikut:
a. Membubarkan Perseroan;
b. Mengubah bidang atau jenis usahanya;
c. Meminta dinyatakan pailit;
d. Mengubah bentuk hukum atau status hukum harus dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank
dan memperoleh persetujuan dari Bank;
e. Mengubah anggaran dasar perusahaan harus dengan pemberitahuan secara tertulis oleh debitur
kepada Bank dan memperoleh persetujuan tertulis dari Bank;
f. Mengubah susunan pengurus dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dan memperoleh
persetujuan dari Bank;
g. Menyewakan Perseroan kepada pihak ketiga;
h. Menyewakan atau mengalihkan barangbarang yang dipergunakan sebagai jaminan baik barang
bergerak maupun tidak bergerak;
i. Mengalihkan Perusahaan kepada pihak ketiga;
j. Mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, selama 50% (lima
puluh persen) saham mayoritas dimiliki oleh Perseroan, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada
Bank dan memperoleh persetujuan dari Bank;

Pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perseroan telah memenuhi ketentuan
pembatasan dari Bank, kecuali untuk poin 4, 5 dan 9, Perseroan telah mendapatkan waiver dari Bank.
Tidak ada ketentuan financial covenant pada perjanjian pinjaman ini.

Total pembayaran utang bank yang telah dilakukan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020
dan 2019 masing-masing sebesar Rp291.503.443, Rp535.280.302, Rp2.214.570.645, Rp2.372.932.413
dan Rp2.863.723.063.

3. Utang pembiayaan konsumen merupakan cicilan kendaraan bermotor kepada PT Astra International Tbk,
pihak ketiga yang dengan jangka waktu 1 tahun, dengan tingkat bunga tetap 3,50% per tahun.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, saldo utang
pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp48.443.508,-, Rp69.040.000,-, Nihil dan Nihil.

b. Perjanjian-Perjanjian Penting

1. Perseroan mengadakan perjanjian terkait penyewaan lahan dengan PT Bogorindo Cemerlang, pihak
berelasi, yang berlokasi di Kecamatan Babakan Madang, Desa Sentul seluas 693m2. Perjanjian ini berlaku
efektif sejak tanggal 20 September 2019 dengan jangka waktu sesuai jatuh tempo Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB) yaitu sampai dengan 2031 berikut dengan perpanjangannya selama 25 tahun dengan
total 37 tahun.
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2. Perseroan mengadakan perjanjian sewa bangunan berlokasi di JI. Surya Raya Kav Comercial Area 1,
Olympic CBD - Desa Sentul Bogor, Jawa Barat seluas 6.285m2 dengan Ny. Uni Prawitasari, Ny. Tan
Wellih, Tn. Willson Ardian Nursalim, pihak berelasi, yang berlaku efektif sejak 29 Desember 2021.
Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2032.

3. Perseroan mengadakan perjanjian sewa lahan seluas 50m2 berlokasi di Kecamatan Babakan Madang,
Desa Sentul dengan PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk, pihak berelasi, yang mana Perusahaan
sebagai yang menyewakan. Jangka waktu perjanjian sewa menyewa lahan atas penempatan papan iklan
(billboard) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 1 April 2023.

4. Perseroan mengadakan perjanjian sewa tanah dan bangunan yang berlokasi di rest area
KM 19+200 (A) JI. Tol Jakarta — Cikampek, Bekasi, dengan PT Samudra Adidaya Sentosa yang merupakan
pihak ketiga, jangka wakiu perjanjian berlaku selama 10 tahun yang berakhir tanggal
11 November 2031.

Sewa tanah dan bangunan tersebut akan digunakan untuk keperluan aktivitas kegiatan usaha hotel milik
Perusahaan.

. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta
interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2022.

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023,

dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amandemen PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;

- Amandemen PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek
atau Jangka Oanjang;

- Amandemen PSAK 25 : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang
Definisi Estimasi Akuntansi;

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang
timbul dari Transaksi Tunggal; dan

- Revisi PSAK 107 : Akuntansi ljarah.

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah

1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan

- Amandemen PSAK 74 : Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 — Informasi
Komparatif.

. Peristiwa Penting Lainnya

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan
berlakunya “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona”. Wabah virus
corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian dalam negeri dan dunia yang antara
lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Manajemen berkeyakinan bahwa pandemik Covid-19 saat ini memiliki dampak yang tidak material terhadap
kinerja usaha Perusahaan seperti tercermin dari peningkatan laba bersih yang sejalan dengan stabilnya
permintaan dari pelanggan, meskipun terdapat ketidakpastian signifikan mengenai dampak kondisi ini terhadap
kegiatan usaha Perusahaan dimasa mendatang.
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Perusahaan sedang terus memonitor situasi pandemik Covid-19 terhadap aspek keuangan dan bisnis
Perusahaan, agar dapat mengambil langkah-langkah yang terbaik demi keberlangsungan usaha, karyawan
dan pemangku kepentingan. Adapun Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tingkat okupansi Perseroan
mengalami Penurunan. Hal ini berdampak juga terhadap pendapatan Perseroan, berikut adalah data okupansi

Perseroan tahun 2019 — 2021:
No. Rooms Category 2019 2020 2021
1. Tingkat Okupansi Suite rooms 30,4% 34,2% 43,3%
2. Tingkat Okupansi Executive rooms 64,3% 50,5% 48,1%
3. Tingkat Okupansi Deluxe rooms 31,8% 25,8% 28,0%

Tabel Okupansi diatas adalah keterangan Tingkat Okupansi dari Hotel Kedaton 8 — Family yang berlokasi di
Jalan Surya Raya Kav. Commercial Area | Olympic CBD, Sentul, Babakan Madang.

Okupansi selama Pandemi di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan di tahun 2019,
hal ini berdampak ke pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang terrefleksi di laporan keuangan Perseroan.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan

sisa umur jatuh temponya:
31 Maret 2022
<1 Tahun 1-5 Tahun >5 Tahun Total (Rp)
Utang Usaha 329.389.597 - - 329.389.597
Utang Bank 2.969.468.635 5.712.362.126 - 8.681.830.761
Utang Pembiayaan
Konsumen 48.433.508 - - 48.433.508
Beban Akrual 2.084.506.716 - - 2.084.506.716
Liabilitas Sewa 36.128.692 1.218.818.186 795.090.262 2.113.037.140
Liabilitas Keuangan
Jangka Pendek Lainnya 1.672.200 - - 1.672.200
Total 5.469.599.348 6.994.180.312 795.090.262 13.258.869.922
31 Desember 2021
<1 Tahun 1-5 Tahun >5 Tahun Total (Rp)
Utang Usaha 373.252.679 - - 373.252.679
Utang Bank 1.568.296.060 7.405.038.144 - 8.973.334.204
Utang Pembiayaan
Konsumen 69.040.000 - - 69.040.000
Beban Akrual 2.575.314.348 - - 2.575.314.348
Liabilitas Sewa 5.283.508 53.617.802 88.847.567 147.748.877
Liabilitas Keuangan
Jangka Pendek Lainnya 6.498.600 - - 6.498.600
Total 4.597.685.195 7.458.655.946 88.847.567 12.145.188.708
31 Desember 2020
<1 Tahun 1-5 Tahun >5 Tahun Total (Rp)
Utang Usaha 185.078.351 - 185.078.351
Utang Bank 3.911.348.723 7.239.297.760 11.150.646.483
Beban Akrual 919.539.050 - 919.539.050
Liabilitas Keuangan
Jangka Pendek Lainnya 5.410.600 - 5.410.600
Total 5.021.376.724 7.239.297.760 12.260.674.484
31 Desember 2019
<1 Tahun 1-5 Tahun >5 Tahun Total (Rp)
Utang Usaha 386.633.390 - 386.633.390
Utang Bank 1.687.871.079 11.782.330.807 13.470.201.886
Beban Akrual 914.592.513 - 914.592.513
Liabilitas Keuangan
Jangka Pendek Lainnya 400.000 - 400.000
Total 2.989.496.982 11.782.330.807 14.771.827.789

INVESTASI BARANG MODAL

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka memenuhi syarat regulasi.
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KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan
dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan
kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas
peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan
terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat
berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata,
termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan
ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan
serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga
dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan. Terjadinya perubahan mengenai upah minimum
Perseroan tentu akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan, sehingga Perseroan harus beradaptasi untuk
menyesuaikan kegiatan usahanya berdasarkan kinerja keuangan yang baru. Apabila Perseroan tidak bisa
beradaptasi, Perseroan akan mengalami kerugian baik dari kegiatan usaha maupun kinerja keuangannya.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan menerapkan standar yang tinggi yang tetap mengacu
kepada peraturan pemerintah yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan diraihnya sertifikat CHSE (Cleanliness,
Healthy, Safety, Environment) dan Sertifikat Indonesia Care yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan PT. Sucofindo didalam pelaksanaan auditnya, Kedaton 8 Hotel
Restaurant & Business Lounge tersertifikasi sebagai Hotel Bintang dengan kategori Resiko Menengah Rendah.
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VL. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam
Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor
diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan
beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan
mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan
dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat
keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini
mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja
operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham
Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari
investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga
mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang
berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang.
Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia
memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan
di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik
secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat
menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan.
Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar
hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum
dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja
operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Industri perhotelan berkaitan dengan industri pariwisata, dimana industri pariwisata termasuk industri yang
selalu berkembang. Seiring dengan tumbuhnya industri pariwisata, industri perhotelan dan restoran juga ikut
berkembang untuk mengimbangi dalam mengakomodasi para pelanggan. Sebagai perusahaan yang
bergerak di bidang perhotelan dan restoran, Perseroan tentu tidak lepas dari persaingan. Terdapat banyak
hotel berbintang dan restoran yang menawarkan fasilitas yang lengkap dengan rate kamar yang kompetitif
untuk menarik para pelanggan, adapun banyak pesaing yang menawarkan restoran premium dengan harga
terjangkau. Kualitas pelayanan, kelengkapan fasilitas, kenyamanan para tamu tentu menjadi tolak ukur
pelanggan dalam memilih hotel yang akan disinggahi.

Perseroan dan competitor berlomba-lomba untuk mengambil hati pelanggan, mulai dari memberikan rate
kamar spesial pada musim tertentu, memberikan promosi baru terhadap fasilitas atau restoran, penambahan
fasilitas untuk menjangkau pangsa pasar lebih luas, dan lain sebagainya. Hal ini membuat Perseroan harus
bisa mengimbangi kompetitornya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah tamu yang singgah
ataupun menggunakan fasilitas Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat mengimbangi pergerakan pasar dan
kompetitornya, terdapat risikko bahwa para pelanggan akan memilih hotel lain sebagai akomodasi
dibandingkan dengan Hotel Perseroan. Hal ini dapat berdampak negative pada kegiatan usaha dan kinerja
Keuangan Perseroan karena jika Perseroan tidak bisa mengimbangi pergerakan pasar atau kompetitornya,
semakin sulit bagi Perseroan untuk menjangkau Kembali pangsa pasar tersebut.
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Risiko Tidak Diperpanjangnya Masa Berlaku Lahan

Perseroan memiliki risiko terkait tidak diperpanjangnya masa berlaku lahan. Salah satunya adalah jangka
waktu sewa lahan yang digunakan untuk Kedaton 8 Xpress Hotel dengan PT Samudra Adidaya Sentosa
dimana masa sewa lahan adalah dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang akan berakhir pada 11
November 2023.

Pada saat jatuh tempo, kedua belah pihak dapat memutuskan untuk memperpanjang atau menghentikan
sewa menyewa tersebut, maka apabila perjanjian sewa menyewa antara Perseroan dan pemilik fasilitas
tersebut tidak diperpanjang, Perseroan dapat mengalami penurunan pendapatan.

Namun, Perseroan dengan PT Samudra Adidaya Sentosa masing-masing memiliki visi yang sama terkait
Pengembangan bisnis hotel di rest area, selain itu, Bisnis hotel Xpress dengan PT Samudra Adidaya Sentosa
akan sukses apabila terdapat sinergi dari pengelola rest area dan tenant-tenant disekitarnya, sehingga
diperlukan kemitraan untuk tumbuh Bersama.

RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN
Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan antara lain:
Risiko Sumber Daya Manusia

Pada bidang perhotelan, sumber daya manusia menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam
keberlangsungan usaha. Sumber daya manusia yang dimiliki hotel akan merepresentasikan kualitas
pelayanan hotel terhadap pengunjung yang datang, sehingga Perseroan harus memastikan bahwa seluruh
sumber daya manusia memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Perseroan. Apabila terdapat sumber
daya manusia yang tidak memiliki kompetensi yang baik, maka akan meninggalkan impresi yang kurang baik
terhadap pengunjung.

Selain itu Perseroan harus mengantisipasi apabila terjadinya kekurangan sumber daya manusia, karena jika
sumber daya manusia yang dimiliki kurang cukup, waktu yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha
akan terganggu terutama dalam hal melayani tamu yang datang. Risiko-risiko sumber daya manusia yang
dapat muncul dalam menjalankan kegiatan usaha harus diperhatikan dan diantisipasi agar tidak
mempengaruhi kegiatan usaha serta menurunkan kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Pengadaan Barang

Perseroan tentu membutuhkan suplai barang dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melancarkan
operasional bisnis mulai dari inventori seperti kursi, meja, kasur, televisi hingga bahan makanan dan
minuman untuk keperluan restoran hotel. Kerusakan atau ketidaktersediaan terhadap barang yang
diperlukan dapat menghambat kegiatan operasional Perseroan sehingga Perseroan harus mencari alternatif
atau pengganti terhadap barang yang diperlukan. Apabila Perseroan tidak mendapatkan pengganti tersebut
dengan tepat waktu, rangkaian proses kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruhi sehingga dapat
berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Pengembangan Bisnis

Dalam meningkatkan kegiatan usaha, Perseroan selalu melakukan assessment dalam rangka
mengembangkan bisnis di masa yang akan datang. Perseroan memiliki strategi usaha untuk
mengembangkan hotel dan fasilitas pendukung yang dimiliki pada Hotel Perseroan. Dalam proses
mengembangkan bisnis Perseroan, terdapat risiko bahwa Perseroan mengalami kendala-kendala tidak
terduga yang dapat memperlambat atau bahkan mengentikan proses pengembangan tersebut. Perseroan
harus mencegah atau mengantisipasi agar kendala-kendala yang terjadi tidak mempengaruhi jalannya
proses pengembangan bisnis Perseroan. Jika Perseroan tidak tanggap, maka waktu dan biaya yang
diperlukan dalam proses pengembangan bisnis Perseroan meningkat dan dapat menganggu jalannya
kegiatan usaha serta merugikan kinerja keuangan Perseroan.
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Risiko Wabah Penyakit

Wabah penyakit dapat disebut sebagai epidemi atau pandemi. Epidemi terjadi ketika suatu penyakit telah
menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai mempengaruhi populasi penduduk
di wilayah atau negara tersebut. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia.
Pada saat ini, sedang terjadi pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia yang memberikan dampak
besar bagi industri pariwisata. Wabah COVID-19 ini menyebar melalui orang ke orang, baik kontak secara
langsung maupun tidak langsung.

Wabah penyakit ini mengakibatkan terjadinya lockdown di beberapa daerah bahkan negara untuk
mengantisipasi adanya kerumunan dan mengurangi tingkat penularan. Wabah COVID-19 ini sangat
berdampak pada industri pariwisata karena pada saat lockdown dan karantina mandiri dilakukan, tempat
hiburan seperti mall, restoran dan lain sebagainya sempat ditutup dan operasionalnya dibatasi karena
tempat-tempat tersebut. Hal ini sangat berdampak kepada kegiatan usaha dan kinerja keuangan karena
penutupan mall dan pemberlakuan hanya take away untuk restoran sangat menurunkan kinerja keuangan.

Hal ini juga berdampak pada industri perhotelan yang berkaitan erat dengan industri pariwisata. Terjadinya
lock down dan kebijakan social distancing menyebabkan tamu yang berkunjung dan menggunakan fasilitas
pada hotel-hotel mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga para pelaku usaha termasuk
Perseroan harus mampu beradaptasi dengan situasi dan mencari alternatif dalam mempertahankan bahkan
meningkatkan kinerja keuangannya agar dampak yang dirasakan Perseroan tidak semakin besar.

RISIKO UMUM
Kondisi Perekonomian Global

Kondisi perlambatan perekonomian global mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan
perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan
penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada negara
yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian
tersebut. Kondisi perekonomian global juga dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang signifikan seperti
kurangnya likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima Amerika Serikat pada semester kedua tahun 2007.
Bencana seperti tsunami pada tahun 2011 di Jepang dan pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal
bulan Maret 2020 juga merupakan hambatan dalam menstabilkan ekonomi global. Dalam hal ini, jika terjadi
perubahan kondisi perekonomian secara global, kinerja Perseroan akan terpengaruhi karena Perseroan
bekerjasama dengan prinsipal-prinsipal merek yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Pengaruh
perubahan kondisi perekonomian negara asal prinsipal merek akan mempengaruhi kinerjanya dan akan
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Melemahnya perekonomian global yang signifikan termasuk perekonomian Indonesia, akan mempengaruhi
Perseroan baik dalam mendapatkan produk dari prinsipal merek maupun melakukan distribusi dan penjualan
kepada konsumen. Tidak stabilnya perekonomian Indonesia akan mempengaruhi daya beli konsumen
sehingga intensitas penjualan dan distribusi produk oleh Perseroan berubah. Daya beli konsumen yang
menurun dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional
Perseroan.

Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia
Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya
perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan

pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Dalam hal ini ketidakstabilan kondisi sosial dan politik
dapat disebabkan oleh:
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- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan
kepentingan;

- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; maupun

- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pada terganggunya pekerjaan yang dilakukan Perseroan
sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan.

Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya gugatan hukum. Gugatan
hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan
hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah,
maupun masyarakat sekitar lokasi hotel. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan
hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan
gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk
Perseroan.

Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam
menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan
kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya,
serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila
Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat
dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu
perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya
permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional
Perseroan. Terjadinya perubahan mengenai upah minimum Perseroan tentu akan mempengaruhi kinerja
keuangan Perseroan, sehingga Perseroan harus beradaptasi untuk menyesuaikan kegiatan usahanya
berdasarkan kinerja keuangan yang baru. Apabila Perseroan tidak bisa beradaptasi, Perseroan akan
mengalami kerugian baik dari kegiatan usaha maupun kinerja keuangannya.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar modal Indonesia tentu memiliki risiko yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham dan jika
risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini berdampak juga pada saham Perseroan. Meskipun Perseroan akan
mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut
akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa
pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Risiko spesifik yang dapat memiliki
dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi
keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;

- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;

- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;

- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;

- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;

- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan

- penyitaan atau pengambilalihan aset.
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2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat
diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai
faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli,
pemodal, dan analis;

- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;

- Perubahan pada kondisi ekonomi. politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap
industri Perseroan;

- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;

- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara
berkembang;

- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;

- Perubahan peraturan Pemerintah; dan

- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi
bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas
sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas
tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang
beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat
mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan
yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung
pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan dan faktor-faktor lainnya yang berada
di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam
laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat
mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk
pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar
dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa
Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO
UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING
RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.
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VI.  KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak
material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor
Independen tanggal 9 September 2022 terhadap laporan keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan untuk
tahun yang berakhir 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan
Publik Tjun Tjun dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1115 serta periode 12 (dua belas) bulan untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh
Akuntan Publik Eishennoraz dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1155.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai
dengan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (‘POJK No. 7/2021") dan Surat Edaran OJK No. 4/SEQJK.04/2022
tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOQJK.04/2021 Tentang Kebijakan
Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas
Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“SEOJK No. 04/2022").

Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021.
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VIl. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA, SERTA
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Puri Sentul Permai Tbk. (“Perseroan”) sebelumnya didirikan dengan nama PT Puri Sentul Permai, suatu
Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sentul,
Kapubaten Bogor didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tertanggal 8 Juli 2008, yang
dibuat di hadapan Ernie, S.H. Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) memperoleh status badan hukum dari
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal
3 Desember 2008 Nomor AHU-93509.AH.01.01.Tahun 2008; (ii) didaftar dalam daftar Perseroan Nomor
AHU-0117780.AH.01.09 Tahun 2008 tertanggal 3 Desember 2008.; (iii) diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 003 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 001402 yang diterbitkan tanggal
11 Januari 2022, berdasarkan sertifikat Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tanggal
11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Dokumen Negara dan daerah atas nama Direksi Perum
Percetakan Negara Republik Indonesia (“Akta Pendirian”).

Tahun 2008 (Akta Pendirian)

Berdasarkan Akta No. 28/2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut:

Modal Dasar : Rp20.000.000.000,- terbagi atas 20.000 saham masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp 1.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp11.000.000.000,- terbagi atas 11.000 saham masing-masing saham

dengan nilai nominal Rp 1.000.000,-

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham

Keterangan Jumlah Saham  Jumlah Nominal (Rp) %
Modal Dasar 20.000 20.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT Putrasakti Intichemicals 4.400 4.400.000.000 40,00
PT Bogorindo Cemerlang 3.300 3.300.000.000 30,00
PT Intan Perdana Sukses 3.300 3.300.000.000 30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 11.000 11.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 9.000 9.000.000.000

Penyetoran modal sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta
Pendirian Perseroan telah disetor penuh oleh para pemegang saham pendiri Perseroan sebagaimana termaktub
dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 4 tanggal 4 Oktober 2022 dibuat di hadapan
Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur yang telah: (i) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana
dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-
AH.01.03-0299052 tanggal 5 Oktober 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0198776.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 5 Oktober 2022 (“Akta N0.4/2022"), yang memuat tentang persetujuan
pemegang saham Perseroan sehubungan adanya keterlambatan atas penyetoran sesuai Akta Pendirian
Perseroan yang baru dilakukan melalui Pembelian Tanah pada tanggal Akta Jual Beli pada 24 April 2009 ditambah
dengan biaya pematangan tanah, seluruhnya sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah), Para
Pemegang Saham Perseroan menyatakan bahwa modal ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan sampai dengan tanggal Keputusan telah disetor penuh. Terhadap keterlambatan penyetoran, tidak
terdapat suatu konsekuensi hukum yang menyebabkan Perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya
dan tidak terdapat sanksi sebagai akibat dari keterlambatan penyetoran tersebut.
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Catatan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar
Perseroan Terbatas, pada saat Peraturan Pemerintah dimaksud mulai berlaku, Perseroan Terbatas yang telah didirikan
dengan modal dasar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 40/2007, tetap dapat
menjalankan usahanya tanpa harus menyesuaikan modal dasarnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali
perubahan, yang mana dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, diubah seluruhnya berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 5 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat
di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan
Menkumham Nomor AHU-005897.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 8 Agustus 2022; (i) telah diberitahukan,
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (‘Kemenkumham”) sebagaimana
dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-
AH.01.03-0276594 tanggal 8 Agustus 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0154253.AH.01.11. TAHUN 2022 tertanggal 8 Agustus 2022 (“Akta No. 5/2022").

Berdasarkan Akta No. 5/2022, Kegiatan Usaha Utama Perseroan yaitu :

- Hotel Bintang (KBLI 5510), mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi
ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh
bangunan.

- Restoran (KBLI 56101), mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi
di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa
pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

Tidak terdapat perubahan Kegiatan Usaha Utama sejak Perseroan didirikan hingga dengan Prospektus ini
diterbitkan, namun terdapat perubahan penyesuaian bidang usaha sesuai dengan klasifikasi kategori dan
subgolongan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI
2020") yaitu Hotel Bintang (KBLI 5510) dan Restoran (KBLI 56101).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir
kali adalah sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka sebagaimana
terangkum berdasarkan Akta No. 5/2022.

Berdasarkan Akta No. 5/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut :

Modal Dasar : Rp100.000.000.000,- terbagi atas 4.000.000 saham masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp25,-

Modal Ditempatkan dan Disetor ~ :  Rp25.000.000.000,- terbagi atas 1.000.000 saham masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp25,-

Nilai Nominal Rp25,- per saham

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentaose
(Rp) (%)

Modal Dasar 4.000.000.000  100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Putrasakti Mandiri 400.000.000  10.000.000.000 40,00
PT Cahayasakti Investindo Tbk 300.000.000 7.500.000.000 30,00
PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000.000.000  25.000.000.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 3.000.000.000  75.000.000.000
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Keterangan Akta No. 5/2022 :

Keputusan para Pemegang Saham Perseroan :

(@)

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam

Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum Perdana”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan

tersebut pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham

Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia

Menyetujui:

(i)  Mengangkat dan menetapkan tuan Eka Surya sebagai Komisaris Independen untuk sisa masa jabatan
anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

(i)  Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal keputusan
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagai berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama : Xaverius Nursalim
- Direktur : Aan Rohanah
DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Au Bintoro

- Komisaris : Rolf Bakri Pohan
- Komisaris Independen : Eka Surya

Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:

(a)
(b)

Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetuijui
perubahan nama Perseroan menjadi PT PURI SENTUL PERMAI, Tbk;

Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus
lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham
yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara
cuma-cuma sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri | atau sebanyak-banyaknya 5%
(lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Perdana disampaikan, dengan memperhatikan:

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; dan

- Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah
saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan
Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan;

Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) . 50.000.000 (lima puluh juta) saham baru hasil konversi
Waran Seri | dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri | tersebut;

Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor
penuh, Waran Seri | dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri | setelah dilaksanakannya Penawaran
Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal,
serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham
Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI");

Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama
dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar");
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Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil
pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka
Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaaan konversi Waran Seri [

Menetapkan program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation — ESA) dengan jumlah
sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 10%
(sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;

Menetapkan program MESOP (Management Employee Stock Option Program) yang merupakan hak opsi
untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan
disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana; dan

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan program ESA dan MESOP tersebut.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan
yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

(@)

Melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara
elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik;
Menetapkan harga penawaran setiap sahams erta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan
dan menetapkan kepastian harga pelaksanaan Waran Seri | dan kepastian Waran Seri | dalam Penawaran
Umum Perdana;

Menentukan tujuan penggunaand ana hasil Penawaran Umum Perdana serta menentukan tujuan
penggunaan dana hasil Pelaksanaan Waran Seri [

Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan.atau
Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain
sehubungan dengan dan/atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham
Perseroan di BEI;

Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus
Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum
Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka
Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek,
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri |, dan Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Waran Seri [;

Membuat dan menandatangani Perjajian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia;

Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana
tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan,
ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta
pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada
Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi
penunjang dan lembaga penunjang tersebut;

Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan
efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;

Memberikan segala informasi dan.atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan
pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta perjanjian dan/atau
dokumen-dokumen lainnya;

Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas
mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
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Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan penerbitan saham baru hasil
Penawaran Umum Perdana dan hasil konversi Waran Seri | serta pelaksanaan penerbitan saham baru hasil
pelaksanaan program MESOP, untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan
Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau
membuat segala akta, formular, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang
diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak
dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala Tindakan serta menandatangani segala
akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan
penyesuaian Kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait
dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum
dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

Akta No. 5/2022 kemudian diubah berdasarkan Akta No. 4/2022 yang memuat tentang keputusan para pemegang
saham Perseroan sebagai berikut:
| Persetujuan penyisipan dengan menambah satu ayat pada Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan
menjadi sebagai berikut:
3. Dari modal ditempatkan dan disetor tersebut sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), seluruhnya telah disetor secara
penuh sebagai berikut :

i. Sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) merupakan setoran awal; dan
ii. Sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) merupakan tambahan setoran modal yang
berasal dari dividen saham.

Menyusun kembali Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyisipan dengan penambahan satu ayat
pada Pasal 4 ayat (3), sehingga mengubah urutan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Akta No. 5/2022 dan Akta No. 4/2022 telah dibuat dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, UU No. 40/2007, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini pada bidang jasa akomodasi industri perhotelan dimana Perseroan
merupakan pemilik langsung dari usaha hotel dengan nama Kedaton 8 Hotel, Restaurant & Business Lounge
yang berlokasi di Kawasan Olympic CBD - Sentul, Kabupaten Bogor dan juga K8 Xpress yang berlokasi
di KM 19 tol Jakarta-Cikampek.

Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah bergerak dalam bidang:

- Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; dan
- Real Estat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:

a. Kegiatan Usaha Utama
i.  Hotel Bintang (KBLI 55110);
mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel
bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.

ii. Restoran (KBLI56101);
mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan -dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya,

bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi
memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
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b. Kegiatan Usaha Penunjang
i. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (KBLI 55199);
mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191
sampai dengan 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo,
cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).

ii. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (KBLI 56210);
mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan
lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa
makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta,
seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, -seminar, rapat,
dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat
pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.

iii. Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303);
mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat
usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan
peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah
mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

iv. Bar (KBLI56301);
mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan - minuman beralkohol dan nonalkohol serta
makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang
membinanya.

v. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111);

mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki
sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian
(seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah
dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam
bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan
sendiri (untuk penyewaan ruang ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling
tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-
pindah.

vi. Apartemen Hotel (KBLI 55194);
mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan
memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan
pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel).

Catatan:

Kegiatan usaha riil dan spesifik yang dilakukan Perseroan adalah bergerak di bidang Hotel Bintang (KBLI 55110)
dan Restoran (KBLI 56101), saat ini kegiatan usaha penunjang yaitu Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek
Lainnya (KBLI 55199), Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (KBLI 56210), Rumah Minum/Kafe
(KBLI 56303 dan Bar (KBLI 56301).

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini telah sesuai dengan klasifikasi kategori dan subgolongan
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (‘KBLI 2020”).

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Bahwa pada 2 (dua) tahun terakhir tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan

kepemilikan dalam Perseroan, sehingga riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
dari Akta Pendirian sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
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Tahun 2016

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 18 tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat
di hadapan Emie, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah: (i) diberitahukan, diterima, dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-
0002833.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 4 November 2016; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-
0131394.AH.01.11.Tahun 2016 tertanggal 4 November 2016; (“Akta No. 18/2016”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 18/2016 adalah sebagai
berikut:

Modal Dasar : Rp20.000.000.000,- terbagi atas 20.000 saham masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp1.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor  : Rp11.000.000.000,- terbagi atas 11.000 saham masing-masing saham
dengan nilai nominal Rp1.000.000,-

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham

Keterangan .

Jumlah Saham  Jumlah Nominal (Rp) %
Modal Dasar 20.000 20.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Putrasakti Mandiri 4.400 4.400.000.000 40,00
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 3.300 3.300.000.000 30,00
PT Intan Perdana Sukses 3.300 3.300.000.000 30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 11.000 11.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 9.000 9.000.000.000

Tahun 2022

Struktur permodalan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham Perseroan Nomor 35, tanggal 21 Januari 2022 dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, SH
di Jakarta yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan
Menkumham Nomor AHU-0005477.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 24 Januari 2022; dan (i) telah diberitahukan,
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0050325 tanggal 24 Januari 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor: AHU-0015370.AH.011.11.Tahun 2022 tertanggal 24 Januari 2022 (“Akta No 35/2022”). Akta
No. 35/2022 memuat tentang :

i. persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan semula Rp20.000.000.000,- menjadi Rp100.000.000.000-

ii. persetujuan peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan semula Rp11.000.000.000,-
menjadi Rp25.000.000.000,-.

iii. Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar
Rupiah) berasal dari dividen saham yang dibagikan sesuai Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 19-01-2022 (sembilan belas
Januari dua ribu dua puluh dua), dengan pembagian sebagai berikut:

a.  PT Putrasakti Mandiri sebesar Rp5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta Rupiah);
b. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk sebesar Rp.4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta
Rupiah);
c.  PT Intan Perdana Sukses sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta Rupiah).
Adapun jumlah porsi saham yang berasal dari kapitalisasi dividen saham tersebut, dengan perincian
sebagai berikut :
PT Putrasakti Mandiri sebanyak 5.600 (lima ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta Rrupiah);
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PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta Rupiah);

PT Intan Perdana Sukses sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta Rupiah).

Dengan demikian, susunan permodalan dan strukutur pemegang saham Perseroan pada tahun 2022 adalah
sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 100.000
(seratus ribu) saham, masing-masing saham bermilai nominal
Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor :  Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 25.000
(dua puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham

Keterangan -

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) %
Modal Dasar 100.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Putrasakti Mandiri 10.000 10.000.000.000 40,00
PT Cahayasakti Investindo Thk 7.500 7.500.000.000 30,00
PT Intan Perdana Sukses 7.500 7.500.000.000 30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.000 25.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 75.000 75.000.000.000

Struktur permodalan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham Perseroan Nomor 31, tanggal 23 Maret 2022 dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta
Timur yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan
Menkumham Nomor AHU-0020714.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 23 Maret 2022; (ii) telah diberitahukan,
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum
Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0193372 tanggal 23 Maret 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan
dicatatkan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
Nomor: AHU-AH.01.03-193378 tanggal 23 Maret 2022; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0056904.AH.01.11. TAHUN 2022 tertanggal 23 Maret 2022 (“Akta No 31/2022”). Akta No 31/2022 antara lain
memuat tentang:

i. Persetujuan perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi
sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 31/2022 adalah sebagai
berikut:

Modal Dasar : Rp100.000.000.000,- terbagi atas 4.000.000 saham masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp25,-
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp25.000.000.000,- terbagi atas 1.000.000 saham masing-masing

saham dengan nilai nominal Rp25,-
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Nilai Nominal Rp25,- per saham

Keterangan Jsuamh!;: Jumlah Norrzllgs; Persentase (%)
Modal Dasar 4.000.000.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 40,00
PT Cahayasakti Investindo Tbk 300.000.000 7.500.000.000 30,00
PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000.000.000 25.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 3.000.000.000 75.000.000.000

Riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir
adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UU No. 40/2007, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum
Penawaran Umum (‘POJK No. 25/2017”), sehubungan tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang
memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam
jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, maka tidak ada pemegang
saham Perseroan yang dibatasi haknya sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017, namun PT Putrasakti
Mandiri, PT Intan Perdana Sukses, PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk telah menyatakan untuk tidak
mengalihkan seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah
Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 12 Oktober
2022.

Struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dalam rangka Penawaran Umum
Perdana ini, diubah seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan
Nomor 5 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur yang
telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”)
sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor AHU-005897.AH.01.02. TAHUN 2022 tertanggal
8 Agustus 2022; (ii) telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Kemenkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0276594 tanggal 8 Agustus 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor: AHU-0154253.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 8 Agustus 2022 (“Akta No. 5/2022”).

Dengan demikian, susunan permodalan dan struktur pemegang saham berdasarkan Akta No. 5/2022 adalah
sebagai berikut:

Modal Dasar Rp100.000.000.000,- terbagi atas 4.000.000 saham masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp25,-
Rp25.000.000.000,- terbagi atas 1.000.000 saham masing-masing

saham dengan nilai nominal Rp25,-

Modal Ditempatkan dan Disetor

Nilai Nominal Rp25,- per saham

GEENEEL Jumlah Saham T Nom(llgs; Persentase (%)
Modal Dasar 4.000.000.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 40,00
PT Cahayasakti Investindo Tbk 300.000.000 7.500.000.000 30,00
PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh 1.000.000.000 25.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 3.000.000.000 75.000.000.000
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Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Di Bidang Pasar Modal (“POJK No. 3/2021") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (‘POJK No. 9/2018”), pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai
Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi, yang terdiri dari Au Bintoro, Rolf Bakri Pohan, dan
Xaverius Nursalim.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres
No. 13/2018"), individu-individu yang menjadi pemilik manfaat Perseroan (ultimate beneficial owner) adalah Au
Bintoro, Rolf Bakri Pohan, dan Xaverius Nursalim berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana
dinyatakan Pernyataan Pemilik Manfaat Perseroan tertanggal 5 Oktober 2022 yang telah dilaporkan melalui
Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi tanggal 5 Oktober 2022 sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2018.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin sebagaimana diuraikan berikut ini:
Perizinan Umum

a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memiliki NIB 8120013010314 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (“OSS”)
tertanggal 1 Oktober 2018 dengan perubahan ke-22 tanggal 9 Agustus 2022. NIB merupakan identitas pelaku
usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Nama
dan kode KBLI Perseroan berdasarkan NIB adalah sebagai berikut:

No. Kode KBLI Nama KBLI
1. 55110 Hotel Bintang
2. 55110 Hotel Bintang
3. 55110 Hotel Bintang
4. 56101 Restoran
5. 55110 Hotel Bintang

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”)

— Perseroan telah memiliki PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor 01102110213201024 untuk KBLI
55110 yang telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS tertanggal 16 Desember
2021 dan berlaku efektif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lokasi yang disetujui beralamat di Kawasan
Industri Sentul JI. Surya Raya Kav. Commercial Area 1 Desa Sentul, Kec. Babakan Madang Kab. Bogor
dengan luas lahan 16.090 m2.

— Perseroan telah memiliki PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor 01102110213201023 untuk KBLI
55110 yang telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS tertanggal 16 Desember
2021 dan berlaku efektif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lokasi yang disetujui beralamat di JI. Tol
Jakarta-Cikampek Km. 19, Lambangsari, Bekasi Timur, Lambangsari, Kec. Tambun Sel., Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat 17510 dengan luas lahan 3.900 m2,
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— Perseroan telah memiliki PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor 04082210213210002 untuk KBLI
55110 yang telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS tertanggal 4 Agustus
2022 dan berlaku efektif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lokasi yang disetujui beralamat di Jalan Tol
Cikopo - Palimanan No.KM 164 dengan luas lahan 1.500 m2.

— Perseroan telah memiliki PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor 04082210213210001 untuk KBLI
55110 yang telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS tertanggal 4 Agustus
2022 dan berlaku efektif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lokasi yang disetujui beralamat di Jalan Tol
Cikopo - Palimanan No.KM 166 dengan luas lahan 1.500 m2.

. 1zin Mendirikan Bangunan (“IMB”)/ Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”)

Perseroan telah memiliki IMB berdasarkan:

- Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Nomor 556.71/601/TB-DCK/2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan
untuk Hotel dan Fasilitasnya tertanggal 15 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya
Kabupaten Bogor untuk mendirikan Hotel dan Fasilitasnya di Kawasan Industri PT Bogorindo Cemerlang,
Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

- Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Nomor 556.71/003.2.PL/00389/BPT/2014 tentang Izin Mendirikan
Bangunan Gedung untuk Hotel dan Fasilitasnya tertanggal 25 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor untuk mendirikan bangunan gedung perluasan Hotel dan Fasilitasnya
di Jalan Raya Alternatif Sentul Kawasan Industri PT Bogorindo Cemerlang RT 005 RW 002 Desa Sentul,
Kecamatan Babakan, Madang Kabupaten Bogor.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh Keterangan Rencana Kota (KRK)
Nomor PU.03.00.00.00/2787/Bid.TR tanggal 5 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka sebagai dokumen persyaratan penerbitan PBG yang mana
berdasarkan Surat Keterangan Nomor PU.03.00.00.00/1409/PBG/Bid.TB tanggal 27 Oktober 2022 yang
dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, terhadap permohonan
penerbitan PBG untuk Kedaton 8 Xpress Hotel dengan lokasi Rest Area Tol Cipali KM 166, Desa Surawangi,
Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat sudah dilakukan proses verifikasi
administrasi dan penilaian teknis, dan saat ini dalam proses validasi persetujuan teknis dari Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.

Perseroan telah memperoleh Keterangan Rencana Kota (KRK) Nomor PU.03.00.00.00/2169/Bid.TR tanggal
7 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka
sebagai dokumen persyaratan penerbitan PBG yang mana berdasarkan Surat Keterangan Nomor
PU.03.00.00.00/1409/PBG/Bid.TB tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, terhadap permohonan penerbitan PBG untuk Kedaton 8 Xpress Hotel
dengan lokasi Rest Area Tol Cipali KM 164, Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka,
Provinsi Jawa Barat sudah dilakukan proses verifikasi administrasi dan penilaian teknis, dan saat ini dalam
proses validasi persetujuan teknis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Majalengka.

. NPWP

Perseroan telah memiliki NPWP 21.044.433.7-403.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cibinong, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Ill, Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
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e. Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”)
Perseroan telah memiliki SKT dengan Nomor S-415KT/WPJ.33/KP.1103/2020 tertanggal 6 Agustus 2020
yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bogor, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jawa Barat Ill, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perizinan Khusus

Perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya telah memiliki izin khusus, yaitu:
a. lzin Usaha

Perseroan telah memiliki Izin Usaha berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar:
81200130103140001 atas nama Perseroan untuk kegiatan usaha Hotel Bintang (kode KBLI 5510) yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS
tertanggal 24 Februari 2014.

Berdasarkan Lampiran Sertifikat Standar mensyaratkan Perseroan sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud yaitu:

Kode Klasifikasi Persyaratan dan/atau Bukti Lembaga
kgLl | JUdulKBLL | piciko Kewajiban Pemenuhan | Verifikasi b B e B
55110 |Hotel Bintang| Menengah | Persyaratan: Pernyataan Pemerintah Selama Pelaku
Rendah Kewajiban: Mandiri Kabupaten Usaha menjalankan
- Sertifikat standar Bogor kegiatan usaha
usaha; dan
- Sertifikat laik sehat; dan
- SPPL / Amdal

Terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Sertifikat Standar, Perseroan telah memiliki
SPPL sebagaimana dimaksud huruf g. Namun, terhadap Sertifikat Laik Sehat, sampai dengan Tanggal
Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam proses verifikasi persyaratan Sertifikat Laik Sehat pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat yang dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (“TDUP”)

Perseroan telah memiliki izin usaha berupa TDUP atas nama Perseroan dengan NIB 8120013010314 yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaha Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS
tertanggal 2 Agustus 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 20 Oktober 2020 yang berlaku selama Perseroan
masih menjalankan kegiatan usaha.

c. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (“SKPL-A”)

Perseroan telah memiliki Izin Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa SKPL-A atas nama Perseroan
untuk judul KBLI Kegiatan Usaha Hotel Bintang dan Restoran dengan nomor PB-UMKU:
812001301031400030002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik OSS atas nama Menteri Perdagangan,
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 16 Februari 2022. SKPL-A ini
berlaku sampai dengan 16 Februari 2025 dengan Nama Kegiatan/Usaha/Outlet yang disetujui adalah Kedaton
8 Hotel, Restaurant & Business Lounge.

d. Keanggotaan Asosiasi
Perseroan terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berdasarkan

Sertifikat Tanda Anggota (Certificate of Membership) dengan nomor 08-13-01-00339 yang dikeluarkan oleh
Badan Pimpinan Pusat PHRI yang berlaku sampai dengan 31 Januari 2023.
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e. Sertifikat Kesesuaian Usaha Pariwisata

Perseroan telah memiliki Sertifikat Kesesuaian Usaha Pariwisata LSUP-015-IDN untuk KEDATON 8 HOTEL,
RESTAURANT & BUSINESS LOUNGE atas nama Perseroan sesuai Standar Usaha Hotel 02-55110 dengan
Nomor sertifikat 220331-MR tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggara Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Berlaku Sesuai Peraturan Perundangan, yang dikeluarkan oleh PT Enhaii
Mandiri 186 selaku Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Catatan:

Sertifikasi hotel berbintang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) Nomor
PM/53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel sebagaimana telah diubah oleh Permenparekraf Nomor 6
Tahun 2014 dan terakhir diubah oleh Permenparekraf Nomor 12 Tahun 2019, dan Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Analisis:
Berdasarkan Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021 untuk usaha pariwisata berisiko menengah rendah tidak terdapat
kewajiban untuk disertifikasi oleh Lembaga Sertfikasi Usaha Pariwisata (LSUP).

f.  Sertifikat Laik Sehat

Perseroan telah memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) berupa Sertifikat
Laik Sehat Hotel Nomor PB-UMKU 812001301031400030004 yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bogor atas nama Bupati Bogor melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem OSS
dengan Nomor Izin 02.10.09/909/00009/DPMPTSP/2020 tertanggal 10 Oktober 2022 untuk Kedaton 8 Hotel,
Restaurant & Business Lounge.

Sertifikat Laik Sehat dimaksud merupakan tindak lanjut atas Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik
Sehat Hotel dengan Nomor Register 47/IX/Hotel.5/KAB.BOGOR/2022 tanggal 28 September 2022 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang menyatakan bahwa Kedaton 8 Hotel, Restaurant
& Business Lounge direkomendasikan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat Hotel terhitung mulai
28 September 2022 sampai dengan 28 September 2025.

g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”)

— Perseroan telah membuat SPPL tertanggal 14 Desember 2021 yang telah tersimpan secara elektronik
di dalam sistem OSS untuk kegiatan usaha Hotel Bintang dengan kode KBLI 55110 dan Restoran dengan
kode KBLI 56101.

— Perseroan telah membuat SPPL Bangunan Hotel Kedaton 8 Xpress dengan lokasi usaha Rest Area KM
164 Tol Cipali, Jawa Barat tertanggal 26 Juli 2022 yang telah diterima oleh Kepala Bidang Penataan dan
Penaatan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tanggal 26 Juli 2022 dengan nomor bukti penerimaan
oleh DLH LH.00-05.01/40/PPLH.

— Perseroan telah membuat SPPL Bangunan Hotel Kedaton 8 Xpress dengan lokasi usaha Rest Area KM
166 Tol Cipali, Jawa Barat tertanggal 26 Juli 2022 yang telah diterima oleh Kepala Bidang Penataan dan
Penaatan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tanggal 26 Juli 2022 dengan nomor bukti penerimaan
oleh DLH LH.00-05.01/41/PPLH.

h. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“PKPLH”)
Perseroan telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

tertanggal 14 Desember 2021 untuk kegiatan usaha Hotel Bintang dengan kode KBLI 55110 dan Restoran
dengan kode KBLI 56101 yang telah tersimpan di dalam sistem OSS.
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Pernyataan Mandiri K3L

Perseroan telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian
Fungsi Lingkungan (K3L) tertanggal 14 Desember 2021 yang telah tersimpan secara elektronik di dalam
sistem OSS.

Sertifikat Clean, Health, Safety, and Environmental Sustainability (“CHSE”)

- Perseroan telah memiliki Sertifikat CHSE Nomor CHSE 01754/2020 tertanggal 19 November 2020 untuk
Sentul 8 Hotel yang dikeluarkan oleh LSUP TUV Rheinland, Sucofindo, dan Mutu Certification International
yang berlaku sampai dengan 18 November 2021 dengan kategori penilaian “Memuaskan”.

- Perseroan telah memiliki Sertifikat CHSE dan label Indonesia Care Nomor 1L.04.02/1615/M-K/2020
tertanggal 19 November 2020 untuk Sentul 8 Hotel yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif yang berlaku sampai dengan 18 November 2021 yang menyatakan bahwa Sentul 8 Hotel telah
memenuhi CHSE Standards.

Catatan:

Sertifikat CHSE milik Perseroan masih dinyatakan berlaku sampai dengan revisi Permenparekraf Nomor
13 Tahun 2020 selesai dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4/M-K/2021
tentang Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat CHSE Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 19.

Analisis:

Sertifikat CHSE milik Perseroan masih dinyatakan berlaku sampai dengan revisi Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020
selesai dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4/M-K/2021 tentang
Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat CHSE Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19.
Perseroan menyatakan sanggup dan akan berkomitmen untuk melakukan pengurusan perpanjangan Sertiflkat Clean,
Health, Safety, and Environmental Sustainability (‘CHSE”) pada saat revisi Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 telah
selesai dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Nomor )12/K8/LO-IP0/2022 tanggal 18 April 2022.

Sertifikat Laik Operasi (“SLO”)

- Perseroan telah memiliki Sertifikat Laik Operasi atas nama Perseroan dengan nomor sertifikat
093.0.20.171.3201.0000.18 dan nomor registrasi 32.C1364.19 yang dikeluarkan oleh PT Sarana Deteksi
Energi tertanggal 8 Maret 2019, yang berlaku sampai dengan 8 Maret 2024 sepanjang tidak ada perubahan
instalasi, direkondisi atau direloakasi.

- Perseroan telah memiliki Sertifikat Laik Operasi atas nama Hotel Sentul 8 dengan nomor setifikat
3ysx.401.7.3201.GEFM.16 dan nomor register 1447841826910 yang dikeluarkan oleh PT Jasa Sertifikasi
Indonesia tertanggal 18 Oktober 2016, yang berlaku sampai dengan 18 Oktober 2031 sepanjang tidak ada
perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.

Catatan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja ("UU 30/2009 juncto UU 11/2020”) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik
operasi.

Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”)

Perseroan telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi atas nama Perseroan dengan nomor SK-SLF-320105-
19072022-001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas
nama Bupati Bogor tertanggal 19 Juli 2022, yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Catatan:

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU No. 28/2002") jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (“UU No. 11/2020").
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Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan SLF kepada bupati/wali kota setelah menyelesaikan seluruh atau
sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

m. Izin Pengusahaan Air Tanah (“SIPA”)

Perseroan telah memiliki SIPA berdasarkan:

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/194/291020d/DPMPTSP/2020 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah,
untuk jenis sumur Pantek dengan nomor sumur SP-1 dengan peruntukan air tanah untuk pengusahaan
produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi air dalam jumlah sedang, tertanggal 24 Juni
2020, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP, Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Terhadap izin dimaksud telah dimohonkan perpanjangan masa berlaku pada tanggal 27 Juli 2022 dan
sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, permohonan masih dalam tahap asistensi.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/195/291020d/DPMPTSP/2020 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah,
untuk jenis sumur Pantek dengan nomor sumur SP-2 dengan peruntukan air tanah untuk pengusahaan
produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi air dalam jumlah sedang, tertanggal 24 Juni
2020, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP, Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Terhadap izin dimaksud telah dimohonkan perpanjangan masa berlaku pada tanggal 27 Juli 2022 dan
sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, permohonan masih dalam tahap asistensi.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/48/291022a/DPMPTSP/2020 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah,
untuk jenis sumur Pantek dengan nomor sumur SP-3 dengan peruntukan air tanah untuk pengusahaan
produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi air dalam jumlah sedang, tertanggal
13 April 2020, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP,
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Terhadap izin dimaksud telah dimohonkan perpanjangan masa berlaku pada tanggal 27 Juli 2022 dan
sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, permohonan masih dalam tahap asistensi.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/196/291020d/DPMPTSP/2020 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah,
untuk jenis sumur Pantek dengan nomor sumur SP-4 dengan peruntukan air tanah untuk pengusahaan
produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi air dalam jumlah sedang, tertanggal 24 Juni
2020, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP, Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Terhadap izin dimaksud telah dimohonkan perpanjangan masa berlaku pada tanggal 27 Juli 2022 dan
sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, permohonan masih dalam tahap asistensi.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/261/291020d/DPMPTSP/2020 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah,
untuk jenis sumur Pantek dengan nomor sumur SP-5 dengan peruntukan air tanah untuk pengusahaan
produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi air dalam jumlah sedang, tertanggal
4 September 2020, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP,
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Terhadap izin dimaksud telah dimohonkan perpanjangan masa berlaku pada tanggal 27 Juli 2022 dan
sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, permohonan masih dalam tahap asistensi.
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Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/262/291020d/DPMPTSP/2020 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah,
untuk jenis sumur Pantek dengan nomor sumur SP-6 dengan peruntukan air tanah untuk pengusahaan
produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi air dalam jumlah sedang, tertanggal
4 September 2020, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP,
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Terhadap izin dimaksud telah dimohonkan perpanjangan masa berlaku pada tanggal 27 Juli 2022 dan
sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, permohonan masih dalam tahap asistensi.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/263/291020d/DPMPTSP/2020 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah,
untuk jenis sumur Pantek dengan nomor sumur SP-7 dengan peruntukan air tanah untuk pengusahaan
produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi air dalam jumlah sedang, tertanggal
4 September 2020, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP,
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Terhadap izin dimaksud telah dimohonkan perpanjangan masa berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022
dan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, permohonan masih dalam tahap asistensi.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/144/291022a/DPMPTSP/2020 tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan
Air Tanah, untuk jenis sumur Pantek dengan nomor sumur SP-1 dengan peruntukan air tanah untuk
pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi air dengan penggunaan air
dalam jumlah sedang, tertanggal 4 November 2020, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan,
dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Terhadap izin dimaksud telah dimohonkan perpanjangan masa berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022
dan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, permohonan masih dalam tahap asistensi.

Terhadap seluruh SIPA yang sedang dalam proses permohonan perpanjangan masa berlaku diperkirakan
akan selesai pengurusannya pada akhir bulan November 2022.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 225.K/GL.01/MEM.G/2022, Nomor 07/PKS/M/2022, Nomor 188 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air Oleh Pemerintah Pusat, Kementerian
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mempersiapkan Sistem OSS dalam rangka memproses
penerbitan SIPA dan terhadap SIPA yang masih berlaku sebelumnya tetap dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

. Surat Keterangan untuk Pesawat Tenaga dan Produksi Motor Diesel

Perseroan telah memiliki Surat Keterangan Untuk Pesawat Tenaga dan Produksi Motor Diesel nomor:
566.83.2400/PK.WIL.BGR/SKT/MD-K3/2021 atas nama Perseroan dengan jenis pesawat Motor Diesel yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengawas
Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi tertanggal 20 Februari 2021. Surat Keterangan
Untuk Pesawat Tenaga dan Produksi Motor Diesel berlaku sepanjang obyek pemeriksaan dan penguijian tidak
dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala selanjutnya sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Catatan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Pesawa Tenaga dan Produksi (‘Permen Ketenagakerjaan No. 38/2018”) Pengurus dan/atau
Pengusaha wajib menerapkan syarat-syarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi.
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0. Surat Keterangan Kelayakan dan Kehandalan Sistem Alat Pemadam Kebakaran

Perseroan telah memiliki Surat Keterangan Nomor 367.1/91/SKT/I/2022/DPK tertanggal 24 Januari 2022 atas
nama Perseroan yang diterbitkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang
menyatakan bahwa semua peralatan sistem proteksi berfungsi dengan baik dan layak dipergunakan dan
berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan dan ditandatangani.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada pelanggaran pentaatan terhadap perizinan dan persetujuan
yang dimiliki Perseroan dari instansi berwenang.

Pemenuhan Kewajiban Formal Di Bidang Ketenagakerjaan, Perpajakan Dan Kepatuhan Penyelenggaraan
Yang Berlaku Terhadap Perseroan

Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah melakukan pemenuhan kewajiban formal perusahaan
di bidang ketenagakerjaan, perpajakan dan kegiatan usaha. Dokumen-dokumen mengenai pemenuhan kewajiban
formal perusahaan di bidang ketenagakerjaan, perpajakan dan kepatuhan penyelenggaraan yang berlaku
terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Ketenagakerjaan

a. Peraturan Perusahaan

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan tertanggal 22 Desember 2021. Peraturan Perusahaan
tersebut dibuat dan disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor
No. 562/312/Kpts/XIl/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan pada tanggal
28 Desember 2021 dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak disahkan. Peraturan Perusahaan
tersebut sesuai dengan Pasal 108 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (“UU No. 13/2003") dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia No. Per. 16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan
Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

b. Upah Minimum

Berdasarkan slip gaji karyawan Perseroan tertanggal 25 Februari 2022, gaji atau upah terendah yang
dibayarkan oleh Perseroan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Perseroan adalah sebesar
Rp. 4.217.206,-. Jumlah tersebut telah sesuai upah minimum yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2022. yaitu minimal sebesar Rp. 4.217.206,-.

c. Waijib Lapor Ketenagakerjaan (“WLTK”)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki jumlah 91 (sembilan puluh satu) orang
tenaga kerja. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang
Waijib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Waijib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
Dalam Jaringan (‘Permenaker No. 18/2017”), Perseroan telah melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan 16810.20220106.0002 dan Kode Pendaftaran
16810.55120.20180814.0-001 tertanggal 6 Januari 2022 atas nama Perseroan dengan kewajiban melapor
Kembali pada tanggal 6 Januari 2023.
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d. Lembaga Kerjasama Bipartit

Perseroan telah melakukan pembentukan LKS Bipartit sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 13/2003") dan telah tercatat pada
Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bogor Nomor 568/2494/kpts/VIII/2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit
Perseroan tertanggal 23 Agustus 2022 dengan masa kerja keanggotaan LKS Bipartit Perseroan selama 3
(tiga) tahun sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2025.

e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”)

Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, sebagaimana telah disesuaikan dalam Program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU No. 24/2011") yang
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan informasi dalam akun BPJS Ketenagakerjaan
Perseroan dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan Nomor 055/K8/LO/V/22
tanggal 13 Mei 2022 serta sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Nomor 1100000017031 tertanggal 8 Agustus 2011. Perseroan telah memenuhi kewajibannya dalam
membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk tiga bulan terakhir, sebagaimana dibuktikan dengan:
a. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Referensi Tagihan 22080400770679 untuk
iuran bulan Agustus 2022.
b. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Referensi Tagihan 22090700361217 untuk
iuran bulan September 2022.
c. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Referensi Tagihan 22101100771945 untuk
iuran bulan Oktober 2022.

f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (“BPJS Kesehatan”)

Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan sesuai dengan

ketentuan dalam UU No. 24/2011 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan informasi

dalam akun BPJS Kesehatan Perseroan dan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Permnyataan Perseroan

Nomor 055/K8/LO/V/22 tanggal 13 Mei 2022. Perseroan telah memenuhi kewajibannya dalam membayar

iuran BPJS Kesehatan untuk tiga bulan terakhir sebagaimana dibuktikan dengan:

a. Bukti pembayaran BPJS Kesehatan dengan Nomor Referensi Tagihan 22080400769852 untuk iuran
bulan Agustus 2022.

b. Bukti pembayaran BPJS Kesehatan dengan Nomor Referensi Tagihan 22090700359821 untuk iuran
bulan September 2022.

c. Bukti pembayaran BPJS Kesehatan dengan Nomor Referensi Tagihan 22101100772646 untuk iuran
bulan Oktober 2022.

2. PERPAJAKAN

Perseroan telah mengajukan kepada instansi yang berwenang Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk
tahun pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Perseroan telah melaporkan pembayaran pajak-pajaknya sesuai dengan
Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan Badan Elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanda Terima Elektonik nomor 40337506461191201511 tanggal 1 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia untuk SPT Tahunan Badan Tahun 2018.

b. Tanda Terima Elektonik nomor 40337406499201230350 tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia untuk SPT Tahunan Badan Tahun 2019.
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c. Tanda Terima Elektonik nomor 33337506434211207401 tanggal 7 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia untuk SPT Tahunan Badan Tahun 2020.

d. Tanda Terima Elektronik nomor 92337406422221228121 tanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia untuk SPT Tahunan Badan Tahun 2021.

3. KEPATUHAN PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

a. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Produksi / Operasi Komersial

— Perseroan telah melaporkan laporan kegiatan penanaman modal tahap produksi/operasi komersial
tahun 2022 triwulan pertama untuk periode Januari-Maret tertanggal 26 April 2022.

— Perseroan telah melaporkan laporan kegiatan penanaman modal tahap produksi/operasi komersial
tahun 2022 triwulan kedua untuk periode April-Juni tertanggal 15 Agustus 2022

— Perseroan telah melaporkan laporan kegiatan penanaman modal tahap produksi tahun 2022 triwulan
ketiga untuk periode Juli-September tertanggal 10 Oktober 2022.

Catatan:

Laporan Kegiatan Penanaman Modal diatur dalam pasal 7 huruf ¢ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal.

b. Pajak Pemanfaatan Air Tanah

— Perseroan telah melakukan pembayaran pajak pemanfaatan air tanah dengan nomor bayar
2022.07.03.00482 tertanggal 25 Juli 2022 untuk masa pajak Juli 2022 dengan tanggal jatuh tempo

31 Juli 2022.

— Perseroan telah melakukan pembayaran pajak pemanfaatan air tanah dengan nomor bayar
2022.09.03.00081 tertanggal 8 September 2022 untuk masa pajak Agustus 2022 dengan tanggal jatuh

tempo 30 September 2022.

— Perseroan telah melakukan pembayaran pajak pemanfaatan air tanah dengan nomor bayar
2022.10.03.00164 tertanggal 4 Oktober 2022 untuk masa pajak September 2022 dengan tanggal jatuh

tempo 31 Oktober 2022.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK LAIN

4.1 PERJANJIAN SEWA

a. Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor 011/SPK/PSP/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 antara Perseroan
dengan PT Samudra Adidaya Sentosa, sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Nomor
001/Addendum/PSP/11/2022 tanggal 8 Februari 2022, keduanya dibuat di bawah tangan dan

bermaterai cukup.

Para Pihak e Perseroan diwakili oleh Aan Rohanah (‘Pihak
Pertama/Penyewa”)
e PT Samudra Adidaya Sentosa diwakili oleh Winda
Nindiaty (‘Pihak Kedua/Yang Menyewakan”)
Objek Perjanjian Area sewa dengan luas total 514,42 m? terdiri dari 2 lantai

dengan luas 248,52 m2 untuk lantai ke 1 dan 266 m2 (dua
ratus enam puluh enam meter persegi) untuk lantai ke 2
yang terletak di Rest Area KM.19+200(A), Jalan Tol Jakarta-
Cikampek, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut "Area Sewa”,
dimana gambar susunan letak tata ruang (layout) dan
batasan-batasan luas dari Area Sewa tersebut akan
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dilampirkan pada lampiran | dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Nilai Perjanjian Sewa

Biaya sewa tahun ke 1 senilai Rp. 9.090.909,- (sembilan
juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan
rupiah) / bulan.

Biaya sewa untuk tahun ke 2 senilai Rp. 13.636.364,-
(tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga
ratus enam puluh empat rupiah)/ bulan.

Biaya sewa untuk tahun ke 3 disepakati senilai Rp.
18.181.818,- (delapan belas juta seratus delapan puluh
satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) / bulan.
Biaya sewa untuk tahun ke 4 dan ke 5 senilai Rp.
22.727.273,- (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh
tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) / bulan
Biaya sewa untuk tahun ke 6 sampai dengan ke 10
senilai Rp. 27.272.727 - (dua puluh tujuh juta dua ratus
tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)
[ bulan

Nilai harga sewa yang telah disepakati belum termasuk
biaya service charge, biaya pemakaian listrik, biaya
pemakaian air dan pajak pertambahan nilai (PPN) 10%
(sepuluh persen).

Jangka Waktu

10 tahun dimulai tanggal 12 November 2021 dan berakhir
tanggal 11 November 2031

Hak dan Kewajiban

Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar service
charge kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 36.364,-
(tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat
rupiah) per meter persegi setiap bulannya dan belum
termasuk PPN 10% (sepuluh persen). Para Pihak
sepakat harga service charge tersebut tidak akan
mengalami kenaikan hingga tahun ke - 5 masa sewa.
Biaya service charge wajib dibayar oleh Pihak Kedua
paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) dibulan
berjalan.
Pihak Pertama berhak menaikkan besarnya biaya
service charge secara proporsional, apabila biaya
pemeliharaan dan pengoperasian Rest Area meningkat
yang  disebabkan  oleh  kenaikan  biaya
pengelolaan/pemeliharaan secara umum pada saat
masa sewa memasuki tahun ke - 6 dan kenaikan biaya
pengelolaan/pemeliharaan  tersebut tidak  boleh
melebihi angka 10% (sepuluh persen) dari biaya
pengelolaan/pemeliharaan terakhir atau sesuai dengan
nilai kenaikan Inflasi per tahun. Kenaikan service
charge tersebut wajib dibayar dan diberitahukan kepada
Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal jatuh tempo.
Service charge yang dimaksud dalam Perjanjian ini
meliputi biaya-biaya sebagai berikut:
a. Biaya yang berkaitan dengan kebersihan
lingkungan
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b. Biaya vyang berkaitan dengan keamanan
lingkungan

c. Biaya yang berkaitan dengan penyediaan listrik
dan air

d. Biaya yang berkaitan dengan pengelolaan’limbah
lingkungan padat dan cair

e. Biaya yang berkaitan dengan administrasi umum

f.  Biaya maintenance fasilitas lainnya yang termasuk
kedalam area sewa

g. Biaya service charge tersebut sudah termasuk
biaya pemakaian diesel apabila listrik PLN mati,
sesuai dengan kapasitas diesel yang dimiliki Pihak
Pertama.

- Lahan parkir yang masuk kedalam lingkup area sewa
disepakati oleh Para Pihak menjadi fasilitas bagi Pihak
Kedua dan tidak dikenakan biaya sewa maupun service
charge kepada Pihak Kedua

- Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga kebersihan
Area Sewa atas biaya sendiri, memelihara dan segera
memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bagian-
bagian Area Sewa, termasuk barang-barang dan alat-
alat yang ada didalamnya setiap 1 (satu) tahun sekali
sehingga Area Sewa terlihat rapi dan bersih. Perawatan
atas Area Sewa yang meliputi perbaikan platan dan
pengecatan dinding harus diketahui oleh Pihak
Pertama.

- Pihak Pertama setiap saat berhak untuk memasuki
Area Sewa guna mengadakan pemeriksaan atas segala
sesuatu yang dipandang perlu oleh Pihak Pertama.

- Pihak Kedua berkewajiban menyediakan Alat
Pemadam Api Ringan (A.P.A.R) ukuran 9 (sembilan) kg
minimal 2 (dua) tabung, serta wajib melakukan
sosialisasi karyawan yang bekerja di Area Sewa terkait
tata cara penggunaan A.P.ARR yang baik dan benar.
Pihak Pertama berhak melakukan pemeriksaan
A.P.AR Pihak Kedua secara berkala.

- Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk melakukan penyaringan lemak dan pembuangan
limbah domestik, baik berbentuk padat maupun cair di
Area Sewa Pihak Kedua, sesuai dengan Standard
Operational Procedure (S.0.P) yang ditetapkan oleh
Pihak Pertama, (S.O.P terlampir).

- Apabila ada teguran dari Pemerintah terkait kegiatan
usaha Pihak Kedua yang disebabkan karena kesalahan
Pihak Kedua, maka seluruh tanggung jawab serta
denda yang timbul dari kesalahan tersebut adalah
kewajiban Pihak Kedua.

- Pengelolaan sampah basah'dan kering Pihak Kedua,
dibuang secara terpisah mehggunakan polybag dan
diikat rapi, selanjutnya dibuang ke rumah sampah milik
Pihak Pertama

Pembatasan

Pihak Kedua dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Meletakkan barang-barang, atau melakukan sesuatu,
atau membiarkan pihak lain meletakkan barang-barang,
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sehingga menghalangi jalan, gang, pintu, tangga, ruang
dan tempat-tempat umum di Rest Area, membiarkan
pihak lain menggunakan tempat-tempat umum di Rest
Area untuk melakukan segala jenis kegiatan yang tidak
sesuai dengan tujuan diadakannya tempat tersebut,
antara lain untuk promosi, menempatkan alat-alat berat,
serta menjual produk, makanan dan minuman keliling.
Menutup atau menghalangi kaca atap, dinding kaca,
ventilator, dan jendela yang memantulkan. atau
memasukkan cahaya atau udara kedalam gang atau
ruang.

Membuang barang-barang dan sampah disembarang
tempat, kecuali tempat sampah yang sudah disediakan,
atau melakukan pembakaran sampah atau barang-
barang lain.

Meninggalkan Area Sewa dengan membiarkan pintu
atau jendela tidak terkunci; dalam hal ini Pihak Pertama
berhak masuk ke Area Sewa untuk menguncinya, dan
tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau
kerusakan barang-barang milik Pihak Kedua.
Membiarkan seseorang bermalam atau melakukan
perbuatan yang melanggar hukum, seperti perbuatan
asusila, mabuk, berjudi, dan lain-lain, membawa
binatang, mengadakan bunyi-bunyian yang keras,
menyimpan barang yang mudah terbakar atau mudah
meledak, menjual minuman keras, atau melakukan
sesuatu yang menimbulkan bau yang tidak sedap
didalam atau sekitar area sewa.

Hal-hal yang dilarang tersebut diatas serta penggunaan
tempat-tempat umum dalam Rest Area untuk penerimaan,
penyerahan, pemindahan, dan pembungkusan barang-
barang, (loading/unloading) dapat dilakukan setelah ada
persetujuan khusus dari Pihak Pertama, dan Pihak Kedua
wajib memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh
Pihak Pertama.

Pengakhiran Perjanjian

1)

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Perjanjian
ini dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh Pihak Kedua,
maka Pihak Pertama berhak memberikan surat
peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada Pihak
Kedua, apabila Pihak Kedua mengabaikan ataupun tidak
memenuhi surat peringatan tersebut selama 3 (tiga) kali
berturut-turut, maka Pihak Pertama berhak secara
sepihak mengakhiri Perjanjian ini, tanpa memberikan
ganti rugi apapun kepada Pihak Kedua, sedangkan Pihak
Kedua tetap berkewajiban untuk membayar lunas semua
tagihan Pihak Pertama apabila ada.

Pihak Pertama dapat segera mengakhiri Perjanjian dan
mengambil penguasaan penuh atas Area Sewa, jika
Pihak Kedua diputuskan pailit berdasarkan putusan
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in
kracht van gewijside).

Dalam salah satu hal pengakhiran lebih cepat seperti
yang disebut dalam ayat (1) dan (2) diatas, Pihak Kedua
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o)

6)

menyetujui untuk membebaskan Pihak Pertama atas

setiap kerugian, pengeluaran dan biaya dalam bentuk

apapun, yang timbul dari atau sehubungan dengan
pengakhiran tersebut, dengan :

a. Membayar semua uang sewa, service charge, biaya
lain dan ganti rugi yang timbul sehubungan dan terkait
dengan pengakhiran tersebut, yang jatuh tempo
sebelum tanggal pengakhiran; dan

b. Pihak Pertama berhak untuk menahan dan memiliki
sepenuhnya jumlah deposit sesuai dengan Perjanjian
ini sampai Pihak Kedua melakukan pembayaran
penuh dalam hal kewajibannya termasuk biaya lain
dan ganti rugi apabila terbukti ada pembayaran yang
tertunggak.

Pada tanggal berakhirnya atau paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sesudah berakhirnya Perjanjian ini,
Pihak Kedua berjanji akan menyerahkan kembali Area
Sewa kepada Pihak Pertama dalam keadaan
sebagaimana adanya pada saat pengakhiran Perjanijian
ini.
Apabila ketentuan tersebut dalam ayat (4) tidak
dilaksanakan dengan baik oleh Pihak Kedua maka Pihak
Pertama berhak secara sepihak mengambil aiih Area
Sewa dan, apabila perlu memindahkan barang-barang
dan perlengkapan yang ada di dalam Area Sewa ke
tempat lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, dengan
ketentuan bahwa Pihak Pertama tidak bertanggung jawab
atas terjadinya kerusakan dan kehilangan barang-barang
dan perlengkapan tersebut, sedangkan semua biaya
yang berkaitan dengan pemindahan tersebut menjadi
kewajiban dari Pihak Kedua.

Apabila Pihak Kedua dalam waktu 1 (satu) bulan sejak

tanggal tersebut pada ayat (5) belum juga memindahkan

barang-barang tersebut, maka Pihak Pertama berhak

untuk menjual, dan hasil penjualan tersebut akan di

kompensasi dengan kewajiban keuangan Pihak Kedua

yang masih tertunggak.

Dalam hal pada akhir masa sewa apabila terbukti Pihak

Kedua belum melunasi biaya sewa, service charge atau

biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada

Pihak Pertama atau belum mengembalikan Area Sewa ke

keadaaan sebagaimana awal Perjanjian ini, maka Pihak

Pertama diberikan hak untuk menahan setiap barang

milik Pihak Pertama yang berada di Area Sewa untuk

dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk
membayar kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak

Pertama serta mengembalikan kondisi Area Sewa ke

keadaan sebagaimana awal Perjanjian ini.

Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur

Pilihan Hukum dan Domisili
Hukum

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan isi dan
pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat
untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara
musyawarah.
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2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk
tunduk dan memilih domisili hukum yang tetap di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi.

PERJANJIAN KEGIATAN USAHA

a. Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kedaton 8 Xpress Rest Area KM. 166 — Tol Cipali Nomor
013/SPK/PSPIVI/2022 tertanggal 24 Juni 2022 antara Perseroan dengan PT Wirani Sons yang dibuat
di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak e Perseroan diwakili oleh Xaverius Nursalim (“Pihak
Pertama”)
e  PT Wirani Sons diwakili oleh Made Suryadana (“Pihak
Kedua”)
Objek Perjanjian Pihak Kedua menyediakan tanah seluas maksimal 1.500

m? yang terletak di Rest Area KM 166 Ruas Tol Cipali, Jawa
Barat untuk dibangun hotel Kedaton 8 EXpress Hotel &
Lounge oleh Pihak Pertama

Nilai Perjanjian - Pembagian hasil dari Nett Profit bulanan dari
pengelolaan Hotel dan Business Lounge dibagi dengan
presentase 60% untuk Pihak Pertama dan 40% untuk
Pihak Kedua.

- Biaya Harmonisasi dan Kebersihan Lingkungan sebesar
Rp10.000.000,- per bulan kepada Pihak Kedua yang
dibayarkan sebelum tanggal 15 setiap bulannya.

Cara pembayaran:
Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap 6 bulan sekali tahun
berjalan sesuai laporan keuangan inhouse (audited)

Jangka Waktu 10 tahun sejak 24 Juni 2022 sampai dengan 24 Juni 2032

Hak dan Kewajiban Kewajiban Pihak Pertama:

1. Menyediakan biaya investasi untuk pembangunan Hotel
dan Business Lounge.

2. Selama masa konstruksi, Pihak Pertama wajib menutup
asuransi dengan pihak tertanggung adalah Pihak
Pertama, Pihak Kedua dan pihak lainnya yang
terdampak untuk seluruh tangah/lahan/bangunan yang
ada disekitarnya dengan polis asuransi Erection All
Risk/Contractor's All Risk dengan nilai penggantian
penuh dan Third Party Liabilities. Asuransi Third Party
Liabilities harus mencantum klausula “Cross Liabilities”
dan “Waiver of Subrogation”.

3. Pihak Pertama wajib mengoperasikan Hotel dan
Business Lounge secara sekaligus sesuai fungsinya
dan terus menerus selama perjanjian ini berlaku.

4. Selama masa pengoperasian Hotel dan Business
Lounge, Pihak Pertama wajib menyediakan:

a. Asuransi Property All Risk yang mencakup seluruh
Hotel dan Business Lounge, bangunan pelengkap
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dan perlengkapan Hotel dan Business Lounge,
seluruh fasilitas dan instalasi lainnya di dalam area
Hotel dan Business Lounge terhadap kehilangan,
tidak dapat digunakan, kerusakan, atau perusakan
yang disebabkan oleh risiko yang layak untuk
diasuransikan (termasuk risiko kebakaran dan
bencana alam); dan

b. Asuransi Third Party Liabilities yang mencantumkan
Klausula “Cross Liabilities” dan “Waiver of
Subrogation”

c. Berlaku selama masa Perjanjian Kerjasama.

5. Pihak Pertama wajib melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan
jadwal kegiatan yang ditentukan.

6. Dalam hal Pihak Pertama mengalami ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan atau perubahan terhadap jadwal
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka
Pihak Pertama wajib memberitahukan hal tersebut
secara tertulis kepada Pihak Kedua dan perubahan
periode perjanjian Kerjasama ini akan dimasukan dalam
Addendum/Amandemen Perjanjian.

7. Pihak  Pertama  wajib  memperoleh  dan
mempertahankan serta memperbaharui atas ongkos
dan biaya sendiri atas izin-izin yang berkaitan dengan
kegiatan operasional Hotel dan Business Lounge.

8. Pihak Pertama wajib membayar biaya harmonisasi dan
kebersihan lingkungan kepada Pihak Kedua sebesar
Rp10.000.000,-  tidak  termasuk  pajak-pajak
perbulannya yang dibayarkan maksimal tanggal 15 dan
tidak akan naik selama 5 tahun sejak beroperasinya
hotel.

9. Kenaikan biaya dilakukan setelah Kedaton 8 Xpress
Hotel & Business Lounge memasuki masa
operasionalnya di tahun ke-6 yang disesuaikan dengan
kenaikan inflasi.

10.Pihak Pertama wajib merawat dan memelihara
kebersihan dan keutuhan Hotel dan Business Lounge
sekurang-kurangnya:

a. Menjaga kebersihan area Hotel dan Business
Loungeatas biaya sendiri, memelihara dan segera
memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bagian-
bagian Hotel dan Business Lounge

b. Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
ukuran 9kg minimal 2 tabung dan Hydrant Air yang
memadai sesuai aturan keselamatan yang berlaku.

c. Melakukan penyaringan lemak dan tatakelola
pembuangan limbah domestik, baik padat maupun
cair.

d. Menjaga estetika lingkungan Hotel dan Business
Lounge baik interior maupun eksterior termasuk
peremajaan bangunan setiap 5 tahun sekali.

e. Wajib menyediakan genset sebagai backup untuk
kebutuhan operasional Hotel dan Business Lounge
di area Pihak Pertama.
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11.Memberikan salinan yang sah dan masih berlaku

perjanjian-perjanjian Hotel dan Business Lounge yang
dikelolanya kepada Pihak Kedua.

12. Pihak Pertama bertanggung jawab atas keterlibatan dan

keamanan termasuk namun tidak terbatas kepada:

a. Keamanan pada Objek Kerjasama dan sekitarnya;

b. Para tamu dan Karyawan Pihak Pertama;

c. Penerbitan dan Penyelesaian apabila terjadi
keributan dan perselisihan Para Tamu Pihak
Pertama;

d. Membuat Report dan memberikan klarifikasi pada
Berita Acara kepada Pihak terkait;

e. Menerbitkan Press Release untuk beberapa media
nasional yang disetujui oleh Pihak Kedua bila
diperlukan;

Hak Pihak Pertama

1.

Mengoperasikan dan memanfaatkan Hotel dan
Business Lounge sesuai peruntukannya dengan
kewenangan penuh tanpa campur tangan dari Pihak
Kedua.

Menentukan besarnya harga sewa kamar hotel atau
harga jual produk lainnya yang wajar dari pemanfaatan
dan pengoperasian Hotel dan Business Lounge.
Menarik manfaat dari setiap kegaitan
pengoperasianHotel dan Business Lounge beserta
fasilitas lainnya dan menerima semua penghasilan yang
timbul dari pelaksanaan operasionalisasi dan
pemanfaatan Hotel semuanya masuk ke rekening Pihak
Pertama dan menjadi hak Pihak Pertama sampai
dengan adanya pembagian hasil sebagaimana diatur
dalam pasal 8 Perjanjian ini.

Menentukan sendiri tanpa pengaruh atau campur
tangan dari pihak manapun tentang kebijakan tenaga
kerja, baik dalam arti jumlah, gaji, upah maupun
tunjangan lain dari para pegawai yang bekerja pada
Pihak  pertama  untuk  melaksanakan  hak
mengoperasikan Hotel dan Business Lounge dengan
tetap tunduk kepada peraturan yang berlaku.
Menentukan  peraturan dan  kebijakan  dalam
mengoperasikan Hotel dan Business Lounge
Menentukan jumlah, jenis, kualitas dari setiap dan
semua barang atau bahan yang diperlukan untuk
pengoperasian Hotel dan Business Lounge.

Kewajiban Pihak Kedua

1.

2.

Mengalokasikan sebagaian bidang tanah/lahan kepada
Pihak Pertama.

Menjamin bahwa Pihak Kedua merupakan pihak yang
memiliki wewenang/hak atas Lahan, termasuk dalam
hal terdapat ketentuan yang membatasi penggunaan
terhadap Lahan yang hendak dikerjasamakan, Pihak
Kedua wajib telah memperoleh persetujuan yang
dibutuhkan dari instansi yang berwenang/pemilik hak
atas Lahan guna menjamin kerjasama penyerahan
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sebagian bidang tanah/lahan Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
Pihak Kedua wajib untuk bersedia membantu
menyediakan dokumen legalitas atas lahan yang
diperlukan.

Pihak Kedua wajib menjamin bahwa penyerahan hak
pengoperasian/pemanfaatan  tanah/lahan  untuk
pembangunan dan pengoperasian Hotel dan Business
Lounge oleh Pihak pertama, tanpa gangguan atau
tuduhan dari pihak manapun yang menentang hak-hak
yang dimiliki Pihak Pertama.

Apabila gangguan atau tuntutan sebagaimana
diamaksud dalam angka 4 terjadi sehingga
mengakibatkan terhentinya kegaitan, maka Pihak
Kedua akan menyelesaikan gangguan dan/atau
tuntutan tersebut dalam waktu paling lambat 3 bulan
terhitung sejak gangguan dan/atau tuntutan tersebut
dimulai.

Sejak berlakunya Perjanjian Kerjasama ini hingga mulai
beroperasi dan dengan diterbitkannya semua perjanjian
dari instansi berwenang dianggap tidak ada gangguan
lagi.

Namun apabila terjadi gangguan dari pihak lain
berkaitan dengan area yang dikerjasamakan setelah
seluruh perjanjian berlaku, maka Pihak Pertama dan
Pihak Kedua secara sendiri-sendiri ataupun bersama,
berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
tidak terbatas menggunakan jalur hukum sebagaimana
mestinya.

Pihak Kedua wajib memperoleh dan mempertahankan
serta memperbaharui perizinan yang berkaitan dengan
Tanah/Lahan, termasuk namun tidak terbatas pada izin
lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
atas bangunan Hotel milik Pihak Pertama besertta
dengan  seluruh  pemenuhan  persyaratannya,
persetujuan dan kualifikasi serta memenuhi dan
mempertahankan syarat-syarat yang diharuskan untuk
dimiliki atau dipenuhi sehubungan dengan perizinan
tersebut, atas biaya dari Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

1.

Melakukan pengawasan pengoperasian Hotel dan
Business Lounge oleh Pihak Pertama, dan akan
dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak
mengganggu  kelancaran operasional Hotel dan
mendapat bagi hasil sebagaimana diatur dalam pasal
dibawah ini.

Pihak Kedua berhak memebrikan teguran tertulis
hingga menghentikan sementara atas operasional Hotel
dan Business Lounge jika adanya permintaan
penghentian operasi dari pihak berwenang.
Menerbitkan tagihan bagi hasil kepada Pihak Pertama
diatas tanggal 15 dibulan Januari dan Juli serta
mendapatkan pembayaran lunas dari Pihak Pertama
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paling lambat 10 hari setelah kwitansi tagihan diterima
oleh Pihak Pertama.

4. Menerima update laporan terkait pengelolaan termasuk
tidak terbatas informasi, kebijakan, revenue, jumlah
tamu, promosi, marketing dan jenis pelayanan atas
pengoperasian Hotel dan Business Lounge serta
lainnya secara berkala dari Pihak Pertama.

Pembatasan

Tidak diatur

Pengalihan

Bilamana pengelolaan atau pengoperasian Hotel &
Business Lounge mengalami kerugian selama 4 tahun
berturut-turut  maka Pihak Pertama hanya dapat
mengalihkan seluruh bangunan berikut isinya kepada pihak
lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis
dari Pihak Kedua.

Pengakhiran Perjanjian

1. Pihak Pertama dengan pemberitahuan tertulis
sebelumnya kepada Pihak Kedua dapat secara sepihak
mengakhiri Perjanjian tanpa memerlukan ijin Pihak
Kedua, tanpa persetujuan Pengadilan Negeri setempat
dalam hal menurut Pihak Pertama terjadi hal-hal berikut:
a. Terjadi hal-hal yang menyebabkan kepemilikan

konsesi usaha atas tanah/lahan oleh Pihak Kedua
berakhir.

b. Pihak Kedua wanprestasi dalam melaksanakan
kewajibannya baik sebagaian maupun seluruhnya
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan tidak
berusaha untuk memperbaiki dalam waktu 30 hari
kalender sejak peringatan tertulis oleh Pihak
Pertama.

c. Pihak Kedua selaku pemegang hak konsesi
tanah/lahan tidak memenuhi regulasi dan/atau
ketentuan yang berlaku terkait perizinan;

d. Pihak Kedua dilikuidasi, pailit atau bangkrut;

e. Terdapat keadaan kahar secara terus menerus
lebih dari 30 hari.

2. Berakhimya Perjanjian ini mengharuskan masing-
masing Pihak tetap menyelesaikan kewajiban yang
masih ada terhadap pihak lain.

Para Pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH
Perdata sepanjang mensyaratkan putusan dan/atau
penetapan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Keadaan Cidera Janji

- Apabila Pihak Pertama lalai melakukan pembayaran
kewajibannya dengan jangka wakiu yang telah
ditentukan sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 5
selambat-lambatnya 1 bulan dari jadwal yang
ditentukan, maka Pihak Kedua akan mengenakan
denda 5% per bulan dari jumlah yang seharusnya
dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
pada tanggal dan bulan bersangkutan.

- Apabila Pihak Pertama lalai melakukan pembayaran
biaya harmonisasi dan kebersihan lingkungan, maka
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dikenakan denda 5% per bulan dari jumlah yang
seharusnya dibayar Pihak Pertama.

Penyelesaian  Perselisihan
Hukum yang Berlaku

dan

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan isi dan
pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk
menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat
menyelesaikan perselisihan maka Para Pihak memillih
domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kota Jakarta.

b. Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kedaton 8 Xpress Rest Area KM. 164 — Tol Cipali Nomor
014/SPK/PSP/V1/2022 tertanggal 24 Juni 2022 antara Perseroan dengan PT Wirani Sons yang dibuat

di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Para Pihak e Perseroan diwakili oleh Xaverius Nursalim (“Pihak
Pertama”)
e PT Wirani Sons diwakili oleh Made Suryadana (“Pihak
Kedua”)
Objek Perjanjian Pihak Kedua menyediakan tanah seluas 1.500m2 yang

terletak di Rest Area KM 164 Ruas Tol Cipali, Jawa Barat
untuk dibangun hotel Kedaton 8 EXpress Hotel & Lounge
oleh Pihak Pertama

Nilai Perjanjian

- Pembagian hasil dari Nett Profit bulanan dari
pengelolaan Hotel dan Business Lounge dibagi dengan
presentase 60% untuk Pihak Pertama dan 40% untuk
Pihak Kedua.

- Biaya Harmonisasi dan Kebersihan Lingkungan sebesar
Rp10.000.000,- per bulan kepada Pihak Kedua yang
dibayarkan sebelum tanggal 15 setiap bulannya.

Cara pembayaran:
Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap 6 bulan sekali tahun
berjalan sesuai laporan keuangan inhouse (audited)

Jangka Waktu

10 tahun sejak 24 Juni 2022 sampai dengan 24 Juni 2032

Hak dan Kewajiban

Kewajiban Pihak Pertama:

1. Menyediakan biaya investasi untuk pembangunan Hotel
dan Business Lounge.

2. Selama masa konstruksi, Pihak Pertama wajib menutup
asuransi dengan pihak tertanggung adalah Pihak
Pertama, Pihak Kedua dan pihak lainnya yang
terdampak untuk seluruh tangah/lahan/bangunan yang
ada disekitarnya dengan polis asuransi Erection All
Risk/Contractor's All Risk dengan nilai penggantian
penuh dan Third Party Liabilities. Asuransi Third Party
Liabilities harus mencantum klausula “Cross Liabilities”
dan “Waiver of Subrogation”.
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3. Pihak Pertama wajib mengoperasikan Hotel dan
Business Lounge secara sekaligus sesuai fungsinya
dan terus menerus selama perjanjian ini berlaku.

4. Selama masa pengoperasian Hotel dan Business
Lounge, Pihak Pertama wajib menyediakan:

a. Asuransi Property All Risk yang mencakup seluruh
Hotel dan Business Lounge, bangunan pelengkap
dan perlengkapan Hotel dan Business Lounge,
seluruh fasilitas dan instalasi lainnya di dalam area
Hotel dan Business Lounge terhadap kehilangan,
tidak dapat digunakan, kerusakan,a tau perusakan
yang disebabkan oleh risiko yang layak untuk
diasuransikan (termasuk risiko kebakaran dan
bencana alam); dan

b. Asuransi Third Party Liabilities yang mencantumkan

Klausula “Cross Liabilities” dan “Waiver of
Subrogation”

c. Berlaku selama masa Perjanjian Kerjasama.

5. Pihak Pertama wajib melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan
jadwal kegiatan yang ditentukan.

6. Dalam hal Pihak Pertama mengalami ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan atau perubahan terhadap jadwal
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka
Pihak Pertama wajib memberitahukan hal tersebut
secara tertulis kepada Pihak Kedua dan perubahan
periode perjanjian Kerjasama ini akan dimasukan dalam
Addendum/Amandemen Perjanjian.

7. Pihak  Pertama  wajib  memperoleh  dan
mempertahankan serta memperbaharui atas ongkos
dan biaya sendiri atas izin-izin yang berkaitan dengan
kegiatan operasional Hotel dan Business Lounge.

8. Pihak Pertama wajib membayar biaya harmonisasi dan
kebersihan lingkungan kepada Pihak Kedua sebesar
Rp10.000.000,-  tidak  termasuk  pajak-pajak
perbulannya yang dibayarkan maksimal tanggal 15 dan
tidak akan naik selama 5 tahun sejak beroperasinya
hotel.

9. Kenaikan biaya dilakukan setelah Kedaton 8 Xpress
Hotel & Business Lounge memasuki masa
operasionalnya di tahun ke-6 yang disesuaikan dengan
kenaikan inflasi.

10.Pihak Pertama wajib merawat dan memelihara
kebersihan dan keutuhan Hotel dan Business Lounge
sekurang-kurangnya:

a. Menjaga kebersinan area Hotel dan Business
Loungeatas biaya sendiri, memelihara dan segera
memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bagian-
bagian Hotel dan Business Lounge

b.  Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
ukuran 9kg minimal 2 tabung dan Hydrant Air
yang memadai sesuai aturan keselamatan yang
berlaku.
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c.  Melakukan penyaringan lemak dan tatakelola
pembuangan limbah domestik, baik padat
maupun cair.

d.  Menjaga estetika lingkungan Hotel dan Business
Lounge baik interior maupun eksterior termasuk
peremajaan bangunan setiap 5 tahun sekali.

e.  Wajib menyediakan genset sebagai backup untuk
kebutuhan operasional Hotel dan Business
Lounge di area Pihak Pertama.

11.Memberikan salinan yang sah dan masih berlaku

perjanjian-perjanjian Hotel dan Business Lounge yang
dikelolanya kepada Pihak Kedua.

12. Pihak Pertama bertanggung jawab atas keterlibatan dan

keamanan termasuk namun tidak terbatas kepada:

a. Keamanan pada Objek Kerjasama dan sekitarnya;

b. Para tamu dan Karyawan Pihak Pertama;

c. Penerbitan dan Penyelesaian apabila terjadi
keributan dan perselisihan Para Tamu Pihak
Pertama;

d. Membuat Report dan memberikan klarifikasi pada
Berita Acara kepada Pihak terkait;

e. Menerbitkan Press Release untuk beberapa media
nasional yang disetujui oleh Pihak Kedua bila
diperlukan;

Hak Pihak Pertama

1.

Mengoperasikan dan memanfaatkan Hotel dan
Business Lounge sesuai peruntukannya dengan
kewenangan penuh tanpa campur tangan dari Pihak
Kedua.

Menentukan besarnya harga sewa kamar hotel atau
harga jual produk lainnya yang wajar dari pemanfaatan
dan pengoperasian Hotel dan Business Lounge.
Menarik manfaat dari setiap kegaitan
pengoperasianHotel dan Business Lounge beserta
fasilitas lainnya dan menerima semua penghasilan yang
timbul dari pelaksanaan operasionalisasi dan
pemanfaatan Hotel semuanya masuk ke rekening Pihak
Pertama dan menjadi hak Pihak Pertama sampai
dengan adanya pembagian hasil sebagaimana diatur
dalam pasal 8 Perjanjian ini.

Menentukan sendiri tanpa pengaruh atau campur
tangan dari pihak manapun tentang kebijakan tenaga
kerja, baik dalam arti jumlah, gaji, upah maupun
tunjangan lain dari para pegawai yang bekerja pada
Pihak  pertama  untuk  melaksanakan  hak
mengoperasikan Hotel dan Business Lounge dengan
tetap tunduk kepada peraturan yang berlaku.
Menentukan  peraturan dan  kebijakan  dalam
mengoperasikan Hotel dan Business Lounge
Menentukan jumlah, jenis, kualitas dari setiap dan
semua barang atau bahan yang diperlukan untuk
pengoperasian Hotel dan Business Lounge.
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Kewajiban Pihak Kedua

1.

2.

Mengalokasikan sebagaian bidang tanah/lahan kepada
Pihak Pertama.

Menjamin bahwa Pihak Kedua merupakan pihak yang
memiliki wewenang/hak atas Lahan, termasuk dalam
hal terdapat ketentuan yang membatasi penggunaan
terhadap Lahan yang hendak dikerjasamakan, Pihak
Kedua wajib telah memperoleh persetujuan yang
dibutuhkan dari instansi yang berwenang/pemilik hak
atas Lahan guna menjamin kerjasama penyerahan
sebagian bidang tanah/lahan Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
Pihak Kedua wajib untuk bersedia membantu
menyediakan dokumen legalitas atas lahan yang
diperlukan.

Pihak Kedua wajib menajamin bahwa penyerahan hak
pengoperasian/pemanfaatan  tanah/lahan  untuk
pembangunan dan pengoperasian Hotel dan Business
Lounge oleh Pihak pertama, tanpa gangguan atau
tuduhan dari pihak manapun yang menentang hak-hak
yang dimiliki Pihak Pertama.

Apabila gangguan atau tuntutan sebagaimana
diamaksud dalam angka 4 terjadi sehingga
mengakibatkan terhentinya kegaitan, maka Pihak
Kedua akan menyelesaikan gangguan dan/atau
tuntutan tersebut dalam waktu paling lambat 3 bulan
terhitung sejak gangguan dan/atau tuntutan tersebut
dimulai.

Sejak berlakunya Perjanjian Kerjasama ini hingga mulai
beroperasi dan dengan diterbitkannya semua perjanjian
dari instansi berwenang dianggap tidak ada gangguan
lagi.

Namun apabila terjadi gangguan dari pihak lain
berkaitan dengan area yang dikerjasamakan setelah
seluruh perjanjian berlaku, maka Pihak Pertama dan
Pihak Kedua secara sendiri-sendiri ataupun bersama,
berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
tidak terbatas menggunakan jalur hukum sebagaimana
mestinya.

Pihak Kedua wajib memperoleh dan mempertahankan
serta memperbaharui perizinan yang berkaitan dengan
Tanah/Lahan, termasuk namun tidak terbatas pada izin
lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
atas bangunan Hotel milik Pihak Pertama besertta
dengan  seluruh  pemenuhan  persyaratannya,
persetujuan dan kualifikasi serta memenuhi dan
mempertahankan syarat-syarat yang diharuskan untuk
dimiliki atau dipenuhi sehubungan dengan perizinan
tersebut, atas biaya dari Pihak Pertama.

Hak Pihak Kedua:

1.

Melakukan pengawasan pengoperasian Hotel dan
Business Lounge oleh Pihak Pertama, dan akan
dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak
mengganggu  kelancaran operasional Hotel dan
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mendapat bagi hasil sebagaimana diatur dalam pasal
dibawah ini.

2. Pihak Kedua berhak memebrikan teguran tertulis
hingga menghentikan sementara atas operasional Hotel
dan Business Lounge jika adanya permintaan
penghentian operasi dari pihak berwenang.

3. Menerbitkan tagihan bagi hasil kepada Pihak Pertama
diatas tanggal 15 dibulan Januari dan Juli serta
mendapatkan pembayaran lunas dari Pihak Pertama
paling lambat 10 hari setelah kwitansi tagihan diterima
oleh Pihak Pertama.

4. Menerima update laporan terkait pengelolaan termasuk
tidak terbatas informasi, kebijakan, revenue, jumlah
tamu, promosi, marketing dan jenis pelayanan atas
pengoperasian Hotel dan Business Lounge serta
lainnya secara berkala dari Pihak Pertama.

Pembatasan

Tidak diatur

Pengalihan

Bilamana pengelolaan atau pengoperasian Hotel &
Business Lounge mengalami kerugian selama 4 tahun
berturut-turut maka Pihak Pertama hanya dapat
mengalihkan seluruh bangunan berikut isinya kepada pihak
lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis
dari Pihak Kedua.

Pengakhiran Perjanjian

1. Pihak Pertama dengan pemberitahuan tertulis
sebelumnya kepada Pihak Kedua dapat secara sepihak
mengakhiri Perjanjian tanpa memerlukan ijin Pihak
Kedua, tanpa persetujuan Pengadilan Negeri setempat
dalam hal menurut Pihak Pertama terjadi hal-hal berikut:
a. Terjadi hal-hal yang menyebabkan kepemilikan

konsesi usaha atas tanah/lahan oleh Pihak Kedua
berakhir.

b. Pihak Kedua wanprestasi dalam melaksanakan
kewajibannya baik sebagaian maupun seluruhnya
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan tidak
berusaha untuk memperbaiki dalam waktu 30 hari
kalender sejak peringatan tertulis oleh Pihak
Pertama.

c. Pihak Kedua selaku pemegang hak konsesi
tanah/lahan tidak memenuhi regulasi dan/atau
ketentuan yang berlaku terkait perizinan;

d. Pihak Kedua dilikuidasi, pailit atau bangkrut;

e. Terdapat keadaan kahar secara terus menerus
lebih dari 30 hari.

2. Berakhirya Perjanjian ini mengharuskan masing-
masing Pihak tetap menyelesaikan kewajiban yang
masih ada terhadap pihak lain.

Para Pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266
KUHPerdata sepanjang mensyaratkan putusan dan/atau
penetapan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
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Keadaan Cidera Janji

- Apabila Pihak Pertama lalai melakukan pembayaran
kewajibannya dengan jangka wakiu yang telah
ditentukan sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 5
selambat-lambatnya 1 bulan dari jadwal yang
ditentukan, maka Pihak Kedua akan mengenakan
denda 5% per bulan dari jumlah yang seharusnya
dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
pada tanggal dan bulan bersangkutan.

- Apabila Pihak Pertama lalai melakukan pembayaran
biaya harmonisasi dan kebersihan lingkungan, maka
dikenakan denda 5% per bulan dari jumlah yang
seharusnya dibayar Pihak Pertama.

Penyelesaian  Perselisihan
Hukum yang Berlaku

dan

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan isi dan
pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk
menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat
menyelesaikan perselisihan maka Para Pihak memillih
domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kota Jakarta.

c. Perjanjian Kerjasama Penyedia Tenaga Kerja Satuan Pengamanan (Satpam) Nomor
004/SPK/PSP/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021 antara Perseroan dengan PT Bumame Utama
Indonesia sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Penyedia Tenaga
Kerja Satuan Pengamanan (Satpam) Nomor 01/VI11/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 dan Addendum
Il Perjanjian Kerjasama Penyedia Tenaga Kerja Satuan Pengamanan (Satpam) Nomor
015/SPK/PSP/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022, ketiganya dibuat di bawah tangan dan bermeterai

cukup.
Para Pihak e Perseroan diwakili oleh Aan Rohanah (“Pihak Pertama”)
e PT Bumame Utama Indonesia diwakili oleh Dedy
Buniamin, S.H. (‘Pihak Kedua”)
Objek Perjanjian Kerja sama dalam pengelolaan serta penyediaan jasa tenaga

Satpam yang akan ditempatkan pada tempat usaha Pihak
Pertama.

Nilai Perjanjian

Rp. 120.121.353,- (dua puluh juta seratus dua puh satu ribu
tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dengan jumlah personil 19
(sembilan belas) orang yang terdiri dari Chief, Danru dan
Anggota.

Jangka Waktu

15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022,
diperpanjang 6 (enam) bulan sampai dengan 13 Januari 2023.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban dan tanggung jawab Pihak Pertama :

1. Apabila dibutuhkan maka Pihak Pertama dapat
memberikan  saran-saran kepada Pihak Kedua
menyangkut masalah pengamanan Lokasi.

2. Pihak Pertama berhak untuk menentukan :

- Perincian kerja dan ruang lingkup kerja yang waijib
dilakukan oleh satpam
- Jadwal dan tempat kerja
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- Persyaratan lainnya yang berlaku dan ditetapkan oleh
Pihak Pertama

Apabila Pihak Pertama bermaksud menugaskan Personil
Satpam di luar tugas pengamanan rutin sesuai yang
dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak
Pertama harus mengajukan kepada Pihak Kedua secara
tertulis terlebih dahulu, dan segala konsekuensi biaya
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua :

1.

Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya kepada
Pihak Pertama atas pelaksanaan tugas Satpam yang
ditempatkan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama bahwa
semua Personil Satpam yang akan ditempatkan pada
lokasi yang telah ditentukan akan melakukan penjagaan
dengan pola kerja selama 12 (dua belas) jam per hari,
sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang
diterbitkan oleh Pihak Pertama dengan hari kerja dari
Senin sampai dengan Minggu dan dengan pengaturan
pelaksanaan tugas ditentukan oleh Pihak Kedua.

Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama bahwa
semua personil satpam yang bertugas di lokasi adalah
satpam yang siap pakai, terlatih, dan dapat dipercaya dan
akan selalu memakai atribut lengkap satpam yang
disediakan oleh Pihak Kedua, serta memenuhi standar
yang berlaku.

Personil satpam harus hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum
jam tugas dimulai.

Pihak Kedua wajib mengganti setiap anggota satpam
dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah
diterimanya permintaan tertulis dari Pihak Pertama,
melalui Koordinator Administrasi Pihak Kedua dengan
atau tanpa alasan apapun anggota satpam tersebut
karena terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran
berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan sah, antara lain
mogok kerja, tidak disiplin, sering melalaikan tugas,
mencuri, meminum  minuman  keras,  madat,
menggunakan obat terlarang (narkoba), menggelapkan
uang, menghasut, berjudi, membocorkan rahasia
perusahaan, berkelahi dengan sesama teman, karyawan
dan atau sesama satpam Pihak Pertama atau dengan
tamu atau pelanggaran lain yang dilarang menurut
peraturan perusahaan Pihak Pertama atau Personil
Satpam tersebut dianggap tidak layak untuk ditempatkan
di Lokasi Pihak Pertama.

Selama berlakunya dan setelah berakhirnya Perjanjian ini,
maka Pihak Kedua bertanggung jawab atas pengawasan,
kewajiban dan disiplin para personilnya sesuai ketentuan
yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua
juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap satpam
yang bertugas di lokasi dan membebaskan Pihak Pertama
dari semua resiko dan tanggung jawab terhadap satpam
tersebut.
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1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap keamanan &
kenyamanan selama para tamu berada di dalam
lingkungan PT Puri Sentul Permai - Kedaton 8 Hotel dan
setelah keluar dari PT Puri Sentul Permai - Kedaton 8
Hotel sehingga tamu-tamu yang berada didalam dan
setelah keluar dari PT Puri Sentul Permai - Kedaton 8
Hotel tidak mendapat/mengalami Gangguan Keamanan.
Pihak Kedua wajib menyediakan satpam pengganti
apabila ada personil satpam yang berhalangan hadir
karena sakit atau izin dan tidak masuk karena cuti. pihak
kedua agar menginformasikan/ mengkonfirmasikan
segera detail petugas satpam pengganti kepada pihak
pertama. satpam pengganti harus sudah tiba di lokasi jaga
selambatnya 2 jam sebelum jam tugas dimulai.

Apabila terjadi penggantian personil satpam yang akan
ditempatkan oleh Pihak Kedua di lokasi harus disetujui
dan sepengetahuan Pihak Pertama.

Pihak Kedua wajib menerima kembali setiap personil
satpam dengan atau tanpa alasan apapun akibat personil
satpam tersebut terbukti berdasarkan bukti-bukti yang
cukup melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain
tidak disiplin, sering melalaikan tugas, mencuri, meminum
minuman keras, madat, menggunakan obat terlarang
(narkoba), menggelapkan uang, menghasut, berjudi,
membocorkan rahasia perusahaan, berkelahi dengan
sesama teman dan atau dengan karyawan pihak pertama
ataupun dengan tamu atau pelanggaran lain yang dilarang
menurut peraturan perusahaan pihak pertama atau
personil satpam tersebut dianggap tidak layak untuk
ditempatkan di lokasi.

Personil satpam yang ditempatkan oleh Pihak Kedua di
lokasi wajib memiliki perjanjian kerja atau Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) dengan Pihak Kedua.

Pihak Kedua wajib menjamin kesehatan dan keselamatan
kerja personil satpam melalui BPJS Ketenagakerjaan dan
BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila
tenaga kerja Pihak Kedua mengalami kecelakaan pada
jam kerja, maka Pihak Pertama akan melakukan
pertolongan pertama dan memberitahukannya kepada
Pihak Kedua. Segala biaya yang dikeluarkan oleh Pihak
Pertama sehubungan dengan tindakan pertolongan
dimaksud menjadi beban sepenuhnya Pihak Kedua.
Pihak Kedua menjamin tertibnya pembayaran gaji serta
pembayaran tunjangan lainnya kepada personil satpam
Pihak Kedua yang ditugaskan di lokasi Pihak Pertama.
Pihak Kedua membebaskan dan melepaskan Pihak
Pertama dari segala tanggung jawabnya atas setiap
tindakan pemogokan, tuntutan, tanggung jawab, ongkos-
ongkos atau biaya-biaya termasuk biaya pengacara
sehubungan dengan tuntutan atas pembayaran,
pesangon atau tuntutan atas perlakuan yang sama dan
hak-hak serta fasilitas-fasilitas lain yang dilakukan oleh
satpam dan personil lainnya dari Pihak Kedua.

Selama Perjanjian ini berlangsung, maka satpam juga
Pihak Kedua berkewajiban untuk:
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- Menjaga nama baik usaha PT Puri Sentul Permai
Kedaton 8 Hotel.

- Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan dan
peraturan perundangan yang berlaku.

- Mematuhi semua ketentuan, tata tertib dan peraturan
perusahaan yang berlaku di
PT Puri Sentul Permai - Kedaton 8 Hotel.

- Menjalankan Tugas dan Kewajiban sebagai satpam
dengan baik, penuh pengabdian, kesadaran dan
mempunyai tanggung jawab yang tinggi.

- Memberikan laporan rutin dan koordinasi secara
berkala setiap minggu mengenai  progress/
perkembangan situasi keamanan di area lokasi dan
sekitar kawasan kepada Pihak Pertama (Manajemen
PT Puri Sentul Permai).

- Dalam menjalankan Tugas dan Kewajibannya maka
Pihak Kedua dan satpam bertanggung jawab kepada
Pihak Pertama atau wakil yang ditunjuk oleh Pihak
Pertama.

Pembatasan

Tidak diatur

Pengalihan

1.

Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian
atau seluruh pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
kepada pihak ketiga atau pihak lain, kecuali dengan
persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pemberian persetujuan dari Pihak Pertama kepada Pihak
Kedua untuk mengalihkan seluruh atau sebagian dari
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak
ketiga atau pihak lain tidak mengurangi tanggung jawab
dan Kewajiban Pihak Kedua sesuai Perjanjian Kerjasama
ini. Pihak Kedua akan tetap bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap segala kegiatan, kesalahan dan
kelalaian yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak lain
tersebut.

Jaminan

Tidak diatur

Pengakhiran Perjanjian

1.

Pihak Pertama secara sepihak berhak memutuskan atau
mengakhiri  Perjanjian  Kerjasama ini  dengan
pemberitahuan tertulis dan pengakhiran dimana 3 (tiga)
hari setelah pemberitahuan tertulis oleh Pihak Pertama,
apabila:

a. Pihak Kedua memindahtangankan sebagian atau
seluruh pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kepada
pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak
Pertama; atau

b. Pihak Kedua kedapatan tidak membayar upah sesuai
dengan ketentuan upah minimum yang berlaku; atau

c. Pihak Kedua kedapatan tidak mendaftarkan BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi para
personil satpam yang ditempatkan di lokasi Pihak
Pertama, terkecuali diakibatkan dari kesalahan
identitas diri personil satpam; atau
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d. Pihak Kedua dapat dibuktikan secara wajar oleh Pihak
Pertama telah sengaja melanggar ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian ini dan petunjuk-petunjuk
serta perintah-perintah yang diberikan oleh Pihak
Pertama; atau

e. kegiatan usaha Pihak Pertama berkurang atau tidak
cukup jumlah pekerjaannya atau terhenti/tidak ada
sama sekali; atau

f. Pihak Kedua melanggar perundang-undangan
pemerintah republik indonesia; atau

g. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau semua atau salah
satu kegiatan/usahanya dinyatakan tidak sah,
dirampas, disita atau diperintahkan oleh instansi yang
berwenang untuk ditutup; atau

h. suatu keadaan force majeure berlangsung lebih dari 2
(dua) bulan.

Dalam hal Pihak Pertama tidak memenuhi kewajiban
pembayaran kompensasi jasa sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak Kedua berhak
membatalkan perjanjian kerjasama ini dengan kewajiban
memberitahukan secara tertulis tentang maksudnya itu
kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum pembatalan dilaksanakan. Hal ini
tidak mengurangi kewajiban Pihak Pertama untuk
membayar kompensasi jasa yang tertunggak.

Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri,

maka Pihak Kedua wajib menarik kembali para personil

satpam yang dipekerjakan di lokasi

Mengenai pengakhiran perjanjian kerjasama ini, para

pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan yang

tercantum dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang

mengenai diperlukannya penetapan pengadilan untuk

suatu pembatalan perjanjian.

Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur

Penyelesaian Perselisinan dan
Hukum yang Berlaku

1.

Para Pihak menyetujui bahwa apabila terjadi perselisihan
pendapat antara Para Pihak yang timbul akibat dari
penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
ini, termasuk disebabkan karena kelalaian atau
pelanggaran oleh personil satpam yang ditempatkan oleh
Pihak Kedua di lokasi yang menimbulkan kerugian bagi
Pihak Pertama, maka Para Pihak sepakat akan
diselesaikan bersama secara musyawarah mufakat.

. Apabila dengan cara seperti tersebut dalam ayat 1 di atas

tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih
domisili hukum vyang tetap di kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor.

d. Perjanjian  Berlangganan  Nomor

1926/Pack/Htl-3/Kedaton8Hotel/VIII/2021/New  tertanggal

31 Agustus 2021 antara Perseroan dengan PT MNC Sky Vision Tbk yang dibuat di bawah tangan dan

bermeterai cukup.
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Para Pihak e Perseroan diwakili oleh Aan Rohanah (“Pihak Pertama”)
e PT MNC Sky Vision Tbk diwakili oleh Henry Wijadi

(“Pihak Kedua”)
Objek Perjanjian Layanan MNC Vision dan MNC Play yang disediakan oleh

Pihak Kedua untuk kegiatan usaha Pihak Pertama

Nilai Perjanjian

Rp6.500.000,- per bulan, termasuk PPN 10%

Jangka Waktu

2 tahun sejak 31 Agustus 2021

Hak dan Kewajiban

Kewajiban dan Hak Pelanggan

1. Pelanggan setuju untuk membebaskan Penyedia
Layanan dari segala bentuk gugatan, klaim, ganti rugi dari
pihak manapun juga berkaitan dengan pelanggaran yang
dilakukan oleh Pelanggan berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian ini.

2. Pelanggan wajib memberitahukan kepada Penyedia
Layanan apabila terjadi perubahan data Pelanggan
(nama, alamat dan nomor telepon) paling lambat 20 (dua
puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

3. Pelanggan wajib mengurus ijin dan membantu Penyedia
Layanan untuk berkoordinasi dengan pihak lain yang
terkait, atas biaya Pelanggan, untuk masuk ke dalam
Lokasi (termasuk pula ruangan yang digunakan untuk
penempatan perangkat milik Pelanggan) dalam rangka
pemasangan, perbaikan, pemindahan, dan/atau
pembongkaran perangkat komunikasi serta
penyelenggaraan Layanan.

4. Pelanggan wajib membantu Penyedia Layanan dalam
melakukan pemasangan perangkat agar Layanan dapat
berjalan dengan baik.

5. Pelanggan wajib membayar biaya perbaikan dan/atau
penggantian dalam hal terjadi gangguan/kerusakan
Peralatan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak
wajar,kesalahan dan/atau kelalaian Pelanggan.

Kewajiban dan Hak Penyedia Layanan

1. Penyedia Layanan wajib menjaga ketersediaan Layanan
agar dapat digunakan oleh Pelanggan sesuai dengan
paket layanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

2. Apabila terdapat gangguan atas Layanan sesuai paket
yang dipilih, Penyedia Layanan akan melaksanakan
perawatan dan/atau perbaikan jaringan, Peralatan
dan/atau Interkoneksi di Alamat Instalasi atas biaya
Penyedia Layanan, kecuali apabila kerusakan atau
gangguan terjadi di sisi perangkat milik Pelanggan, karena
kesalahan Pelanggan, dan/atau penggunaan oleh
Pelanggan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian
ini.

3. Dalam hal peralatan yang dipergunakan bukan milik
penyedia layanan maka Penyedia Layanan tidak
bertanggungjawab atas gangguan-gangguan yang terjadi.
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Pembatasan

Tidak diatur

Pengalihan

Tidak diatur

Pengakhiran Perjanjian

1. Penyedia Layanan setiap saat mempunyai hak untuk
menangguhkan atau menghentikan akses ke Layanan
sesuai paket yang dipilih Pelanggan dan/ atau
menangguhkan atau menghentikan Perjanjian ini dalam
hal:

a. Pada akhir Periode Pembayaran, kecuali Penyedia
Layanan telah menerima pembayaran atas Biaya
Berlangganan untuk periode pembayaran berikutnya.

b. Jika Pelanggan telah melanggar salah satu Syarat dan
Ketentuan dalam Perjanjian ini.

c. Jika Pelanggan tidak membayar tepat waktu dan/atau
masih ada kewajiban pembayaran yang tidak
diselesaikan oleh Pelanggan.

d. Jika terjadi pelanggaran Hukum dan/atau peraturan
yang berlaku.

e. jika ada perubahan dalam kebijakan penyedia konten
yang berada di luar kewenangan dan kontrol dari
Penyedia Layanan.

f. Jika ada perintah Pengadilan untuk menghentikan
suatu Channel/ konten.

2. Jika Pelanggan mengakhiri Perjanjian atau Perjanjian ini
berakhir atau Layanan paket yang dipilih berakhir, maka
Pelanggan akan rnengembalikan seluruh Peralatan
kepada Penyedia Layanan.

3. Pelanggan dan Penyedia Layanan masing-masing
sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266
KUH Perdata sepanjang bahwa Pasal tersebut
menyatakan bahwa diperlukan putusan pengadilan untuk
pengakhiran secara sepihak perjanjian ini.

Keadaan Cidera Janii

Tidak diatur

Penyelesaian Perselisihan dan
Hukum yang Berlaku

Tidak diatur

e. Perjanjian Pengadaan Air Minum Dalam Kemasan Nomor 001/TAM/VI1/2021 tertanggal 1 Juli 2021
antara PT Tirta Alam Makmur dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak e PT Tirta Alam Makmur diwakili oleh Chandra Gusyanto
(“Pihak Pertama”)
e Perseroan diwakili oleh Aan Rohanah (“Pihak Kedua”)
Objek Perjanjian Pemesanan air minum dalam kemasan merek Premier Water

dari Pihak Pertama

Nilai Perjanjian

Minimum order 100 dus setiap bulan dengan harga
Rp34.000,-/Nett per dus sampai dengan 31 Desember 2022,
kemudian menjadi Rp35.000,-/Nett per dus mulai tanggal
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f.

1 Januari 2023, sudah termasuk PPN 10% dan biaya
pengiriman

Jangka Waktu

1 tahun sejak 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2023

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Pertama akan melakukan pengiriman Air Minum
Dalam Kemasan ke lokasi Pihak Kedua berdasarkan
pesanan dari Pihak Kedua.

2. Pengiriman akan dilakukan maksimal 2 (dua) hari kerja
setelah Pihak Pertama menerima pesanan dari Pihak
Kedua.

3. Pihak Pertama menjamin untuk melakukan pengiriman
tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan.

Pembatasan

Tidak diatur

Pengalihan

Tidak diatur

Pengakhiran Perjanjian

1. Salah satu Pihak dapat mengakhiri perjanjian sebelum
berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, apabila Pihak lain
melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam
Perjanjian ini.

2. Pengakhiran Perjanjian harus terjadi tanpa perlu proses
hukum melalui pengadilan, dan untuk itu masing-masing
Pihak mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku
yang memerlukan proses hukum pengadilan tersebut,
termasuk kalimat kedua dan ketiga dari Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur

Penyelesaian Perselisihan dan
Hukum yang Berlaku

1. Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak atas Perjanjian
ini, akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Jika penyelesaian perselisinan tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui
pengadilan negeri dan Para Pihak sepakat untuk memilih
tempat kedudukan domisili di kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat.

Nota Kepahaman (Memorandum Of Understanding) Kerjasama Kegiatan Pembangunan Hotel
Nomor: 012/SPK/PSP/111/2022 tertanggal 15 Maret 2022 antara Perseroan dengan PT Bawen Marga
Rahayu yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana telah diubah sebagian dan
diperpanjang berdasarkan Addendum Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
Kerjasama Kegiatan Pembangunan Hotel Nomor 020/SPK/PSP/IX/22 yang dibuat di bawah tangan

dan bermeterai cukup.

Para Pihak e  Perseroan diwakili oleh Aan Rohanah (‘Pihak Pertama’)
e PT Bawen Marga Rahayu diwakili oleh Winda Nindiaty

(“Pihak Kedua”)
Objek Perjanjian Kerja sama untuk membangun dan mengoperasikan cabang

Hotel Kedaton8 Xpress di atas Lahan milik Pihak Kedua
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Nilai Perjanjian

Jangka Waktu

Tidak diatur

6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 13 September 2022
dan berakhir sampai dengan tanggal
12 Maret 2023

Hak dan Kewajiban

- Pihak Kedua sepakat bersedia dan bertanggungjawab
memenuhi dan melengkapi seluruh perizinan terkait
operasi Hotel Kedaton 8 Xpress di Lahan yang dikelola
sebagai Tempat Istirahat dan Pelayanan yang
berdasarkan hukum merupakan kewajiban Pihak Kedua
yang diperlukan Pihak Pertama, termasuk namun tidak
terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam ayat (2)
angka (i) Pasal ini.

- Para Pihak sepakat bahwa guna merealisasikan
kerjasama berhak melaksanakan tindakan-tindakan
sebagai berikut:

(i) Pihak Pertama berhak untuk melakukan survei, studi
kelayakan (feasibility study), persetujuan desain
bangunan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu
dilakukan menurut penilaian Pihak Pertama terhadap
Lahan sebelum mendirikan Hotel Kedaton8 Xpress di
atas Lahan milik Pihak Kedua selama jangka waktu
MOU ini, termasuk namun tidak terbatas pada
melakukan pemeriksaan mengenai status Lahan
meliputi:

1)  Status kepemilikan Lahan;

Jangka waktu kepemilikan Lahan;

Perpajakan terkait Lahan;

Hak dan kewajiban terkait Lahan;

Perkara hukum atas Lahan;

) Pembebanan atas Lahan.

(i) Selama  pelaksanaan  hak  Pihak  Pertama
sebagaimana dimaksud ayat (i), Pihak Pertama
melibatkan Pihak Kedua untuk mendapatkan informasi
yang akurat mengenai data yang diperlukan.

(i) Pihak ~ Pertama hanya dapat membatalkan
pembangunan dan pengoperasian Hotel Kedaton 8
Xpress di Lahan yang dioperasikan sebagai TIP oleh
Pihak Kedua jika berdasarkan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud ayat (i), Hotel Kedaton 8
Xpress tidak dapat beroperasi.

(iv) Setelah Para Pihak membuat Perjanjian Sewa, Pihak
Kedua wajib untuk melakukan segala pemenuhan
kelengkapan dokumen-dokumen dan/atau perizinan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait Lahan
Pihak Kedua yang digunakan untuk Hotel Kedaton 8
Xpress.

(v) Dalam hal Pihak Pertama telah menggunakan haknya
sebagaimana dimaksud dalam angka (i) dan Para
Pihak menyimpulkan bahwa pendirian Hotel Kedaton
8 Xpress di Lahan milik Pihak Kedua akan
menguntungkan Para Pihak maka
Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama.

o OB Wi
—_ = =
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Pembatasan

Tidak diatur

Pengalihan

Tidak satu pihakpun dalam MOU ini dapat mengalihkan atau
memindahtangankan ~ hak-hak  atau  kepentingan-
kepentingannya berdasarkan MOU ini tanpa memberikan
pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak
lain dalam MOU ini. MOU ini mengikat bagi dan menjadi biasa
bagi kepentingan kedua belah pihak dalam MOU ini dan para
pengganti dan penerima pengalihan yang diizinkan oleh
mereka.

Pengakhiran Perjanjian

1. MOU ini berakhir apabila terjadi salah satu dari hal-hal
sebagai berikut:

a. Jangka Waktu dalam MOU ini telah berakhir
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 MOU ini;

b. Pihak Kedua tidak segera memenuhi dan
melengkapi keabsahan penggunaan Lahan oleh
Pihak Pertama untuk kepentingan kerjasama
pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(1) dan (2) MOU ini;

c. ParaPihak sepakat untuk mengakhiri MOU sebelum
Jangka Waktu MOU berakhir;

2. Setiap 3 (tiga) bulan Pihak Pertama berhak melakukan

evaluasi dan penilaian atas progres Pihak Kedua dalam
melakukan pemenuhan yang dipersyaratkan Pihak
Pertama dalam MOU ini;

3. Pihak Pertama dengan pemberitahuan tertulis

sebelumnya kepada Pihak Kedua dapat secara sepihak

mengakhiri MOU ini, dalam hal menurut Pihak Pertama

terjadi hal-hal berikut ini:

a. Pihak Kedua wanprestasi/lalai dalam melaksanakan
kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya
sebagaimana diaturdalam MOU dan/atau Perjanjian
Kerjasama Definitif yang menjadi satu kesatuan
dengan MOU ini, dan tidak berusaha untuk
memperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah diberikannya peringatan tertulis
oleh Pihak Pertama; dan/atau

b. Pihak Kedua selaku pengelola Lahan tidak
memenuhi  regulasi-regulasi dan/atau ketentuan
yang berlaku terkait perijinan;

c. Pihak Kedua berada dalam keadaan likuidasi atau
pailit (yang dibuktikan dengan Putusan dari
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap); dan/atau

d. Terdapat keadaan Kahar (Force Majeure) secara
terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari
kalender.

4. Kecuali diatur lain dalam MOU dan Perjanjian Sewa yang

menjadi satu kesatuan dengan MOU, tidak ada tuntutan,
ganti rugi, klaim lain dari Pihak Kedua yang timbul dari
pengakhiran yang diakibatkan Pasal 7 ayat (3) MOU ini.

5. Sehubungan dengan pengakhiran MOU vyang diatur

dalam MOU ini, maka Para Pihak sepakat untuk
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mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur

Penyelesaian Perselisihan dan
Hukum yang Berlaku

1. MOU ini serta dokumen-dokumen transaksi tunduk pada
peraturan perundang-undangan dan hukum negara
Republik Indonesia.

2. Setiap sengketa atau beda pendapat antar para pihak
yang berhubungan dengan MOU ini akan diselesaikan
secara musyawarah mufakat.

3. Bila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil
dicapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka
setiap sengketa atau perbedaan pendapat antar para
pihak vyang berhubungan dengan MOU ini akan
diselesaikan berdasarkan peraturan Badan Arbitrase
Nasional Indonesia.

4.2 PERJANJIAN KREDIT

a.

Perubahan Perjanjian Kredit Nomor PK/PRK/P/065/21 tanggal 20 April 2021 sebagaimana terakhir
diubah dengan Surat Nomor 1366/BOG/EXT/22 tanggal 12 April 2022 perihal Perpanjangan
Fasilitas Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk, keduanya dibuat di bawah

tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak e Perseroan (“Debitur dan Penjamin”)
e PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Bank”)
Objek Perjanjian Fasilitas kredit berarti suatu fasilitas yang disetujui untuk

diberikan  oleh  Bank  kepada  Debitur  sebesar
Rp. 1.000.000.000,- yang berupa fasilitas Pinjaman Rekening
Koran (PRK) dengan tujuan penggunaan adalah untuk modal
kerja

Nilai dan Penggunaan
Pinjaman

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berupa fasilitas
Pinjaman Rekening Koran (PRK)

Bunga, Provisi, Biaya dan
Denda

Bunga :
Sebesar 8,5 % p.a.

Provisi :
sebesar 0,5% p.a.

Biaya administrasi
Sebesar Rp. 1.000.000.- p.a.

Denda:
Sebesar 4%.
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Agunan

- SHGB No. 85/Sentul (berlaku hak s/d : 30-12-2031) Luas
Tanah: 535 m2

- SHGB No. 284/Sentul (berlaku hak s/d : 30-12-2031)
Luas Tanah: 1.087 m?

- SHGB No. 1305/Sentul(pecahan sertifikat SHGB No.
286)(berlaku hak s/d : 21-12-2027) Luas Tanah: 161 m2.

- SHGB No. 1307/Sentul (pecahan sertifikat SHGB No. 79)
(berlaku hak s/d : 30-12-2031) Luas Tanah: 1.005 m2.

- SHGB No. 1308/Sentul(pecahan sertifikat SHGB No.
287)(berlaku hak s/d : 21-12-2027) Luas Tanah: 7.988 m2

- SHGB No. 1312/Sentul(pecahan sertifikat SHGB No.
285)(berlaku hak s/d : 07-09-2035) Luas Tanah: 172 m2

Keenamnya atas nama Perseroan dengan total luas tanah :

10.948 nr. Luas bangunan (Fisik) 5.210 m2.

Jangka  Waktu  dan
Perpanjangan

20 April 2022 sampai dengan 20 April 2023

Pengalihan

Bank berhak, tanpa perlu mendapat persetujuan berupa
apapun dari Debitur, untuk mengalihkan/memindahkan atau
mengoperkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Bank
berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain yang
ditetapkan oleh Bank,.

Hal-hal Yang Harus
Dilaksanakan (Affirmative
Covenants)

Debitur wajib tunduk dan menerima sepenuhnya segala
petunjuk dan peraturan serta ketentuan yang telah maupun
yang masih akan ditetapkan kemudian oleh Bank sehubungan
dengan pemberian kredit ini.

Pembatasan dan
Pembebanan  (Negative
Covenants)

Membubarkan perusahaan;

Mengubah bidang/jenis usahanya;

Meminta dinyatakan pailit;

Mengubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan

harus dengan pemberitahuan secara tertulis oleh debitur

kepada Bank dan memperoleh persetujuan tertulis dari

Bank;

e. Mengubah anggaran dasar perusahaan harus dengan
pemberitahuan secara tertulis oleh debitur kepada Bank
dan memperoleh persetujuan tertulis dari Bank;

f.  Mengubah susunan pengurus harus dengan
pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada
pihak Bank;

g. Menyewakan perusahaan kepada pihak ketiga;

h. Menyewakan/memindah-tangankan barang-barang yang
dipergunakan sebagai jaminan baik barang bergerak
maupun yang tidak bergerak;

i.  Memindah-tangankan perusahaan dalam bentuk apapun

juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak

ketiga;

aoow

j- Mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual

saham-saham vyang telah ada harus dengan
pemberitahuan tertulis kepada pihak Bank selama 50%
kepemilikan saham-saham tersebut mayoritas dimiliki
oleh debitur maupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan
debitur.
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Keterangan point j:

Berdasarkan penjelasan dari PT Bank Pan Indonesia
Tbk, pihak Kreditur (Bank Pan Indonesia Thk) dalam
memberikan kredit telah mempertimbangkan bahwa
Debitor dapat melakukan tindakan pengeluaran dan
penjualan saham miliknya dengan ketentuan
tindakan tersebut harus dengan pemberitahuan
tertulis terlebih dahulu kepada Kreditor, dan
kepemilikan saham atas Perseroan mayoritas 50%
milik pihak terafiliasi dengan Debitor (dalam hal ini
adalah adanya hubungan antara pengurus perseroan
dengan pemegang saham, seperti Xaverius Nursalim
sebagai Direktur Utama Perseroan yang juga
merupakan salah satu pemegang saham mayoritas di
PSM, Rolf Bakri Pohan di IPS dan
Au Bintoro di CSIS, dimana masing-masing adalah
sebagai Komisaris dan Komisaris Utama di
Perseroan), apabila kepemilikan saham oleh pihak
terafiliasinya kurang dari 50% maka pihak Kreditor
akan meninjau kembali pemberian fasilitas kredit
Debitor.

Kejadian Cidera Janji/
Wanprestasi

Tidak diatur

Hal-hal yang  Dapat
Menimbulkan
Pengakhiran Perjanjian

- Terhitung mulai berakhirnya jangka waktu kredit ini, baik
karena berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini maupun karena hal-
hal tersebut pada pasal 12 perjanjian ini, debitur wajib
melunasi segala hutang debitur yang timbul karena
perjanjian ini berikut segala biaya bank termasuk bunga,
denda dan biaya-biaya lain baik yang telah ada pada saat
berakhirnya jangka waktu kredit ini maupun yang masih
akan diperhitungkan sampai saat dilunasi seluruh hutang
debitur.

- Apabila setelah berakhirnya jangka waktu kredit ini karena
sebab apapun juga dan ternyata menurut pertimbangan
bank, debitur tidak menyelesaikan kreditnya sebagaimana
tersebut pada ayat 1 pasal ini bank berhak mengambil
tindakan-tindakan hukum berupa apapun dan dengan cara
apapun yang dianggap baik atas jaminan-jaminan yang
diserahkan oleh debitur kepada bank atau diharuskan oleh
ketentuan bank Indonesia/ketentuan pemerintah yang
berlaku

Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian
Perselisihan

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya Debitur memilih
domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negen
Kabupaten Bogor di Cibinong. akan tetapi dengan tidak
mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan penuntutan
terhadap Debitur dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya
dimanapun juga yang dipandang baik oleh Bank sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
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b. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor PK/PJP-A/Prbh/030/20 tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana

terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor PK/PRK/Prbh/022/22 tanggal
11 Februari 2022 antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk, keduanya dibuat di bawah

tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak e Perseroan (“Debitur dan Penjamin”)
e PT Bank Panin Tbk (“Bank”)
Objek Perjanjian Fasilitas kredit Pinjaman Jangka Panjang Angsuran (PJP-A) Non

Revolving

Nilai dan Penggunaan
Pinjaman

Maksimal Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

Bunga, Provisi, Biaya dan
Denda

Bunga :
sebesar 8,5 % per tahun

Provisi :

Provisi sebesar 1 % (satu persen) flat dari jumlah
maksimum Kredit yang diterima.

Biaya administrasi

Sebesar Rp. 500.000.- p.a.

Denda:
sebesar 0,15 % untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran
angsuran kredit

Agunan

- SHGB No. 85/Sentul (berlaku hak s/d : 30-12-2031) Luas
Tanah: 535 m2

- SHGB No. 284/Sentul (berlaku hak s/d : 30-12-2031) Luas
Tanah: 1.087 m2

- SHGB No. 1305/Sentul (pecahan sertifikat SHGB
No. 286)(berlaku hak s/d : 21-12-2027) Luas Tanah: 161
m2.

- SHGB No. 1307/Sentul (pecahan sertifikat SHGB No. 79)
(berlaku hak s/d : 30-12-2031) Luas Tanah: 1.005 m2.

- SHGB No. 1308/Sentul (pecahan sertifikat SHGB No.
287)(berlaku hak s/d : 21-12-2027) Luas Tanah: 7.988 m2

- SHGB No. 1312/Sentul (pecahan sertifikat SHGB No.
285)(berlaku hak s/d : 07-09-2035) Luas Tanah: 172 m2

Keenamnya atas nama PerseroanTotal luas tanah : 10.948 nr.

Luas bangunan (Fisik) : 5.210 m2.

Jangka  Waktu dan
Perpanjangan

Sampai dengan 28 April 2025

Pengalihan

Bank berhak, tanpa perlu mendapat persetujuan berupa apapun
dari  Debitur, untuk  mengalihkan/memindahkan  atau
mengoperkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Bank
berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain yang ditetapkan
oleh Bank,.
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Hal-hal Yang Harus
Dilaksanakan (Affirmative
Covenants)

Debitur wajib tunduk dan menerima sepenuhnya segala petunjuk
dan peraturan serta ketentuan yang telah maupun yang masih
akan ditetapkan kemudian oleh Bank sehubungan dengan
pemberian kredit ini.

Pembatasan dan
Pembebanan (Negative
Covenants)

aoop

Membubarkan perusahaan;

Mengubah bidang/jenis usahanya;

Meminta dinyatakan pailit;

Mengubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan
harus dengan pemberitahuan secara tertulis oleh debitur
kepada Bank dan memperoleh persetujuan tertulis dari Bank;

. Mengubah anggaran dasar perusahaan harus dengan

pemberitahuan secara tertulis oleh debitur kepada Bank dan
memperoleh persetujuan tertulis dari Bank;

Mengubah susunan pengurus harus dengan pemberitahuan
secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak Bank;
Menyewakan perusahaan kepada pihak ketiga;
Menyewakan/memindah-tangankan  barang-barang yang
dipergunakan sebagai jaminan baik barang bergerak maupun
yang tidak bergerak;

Memindah-tangankan perusahaan dalam bentuk apapun
juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga;
Mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-
saham yang telah ada harus dengan pemberitahuan tertulis
kepada pihak Bank selama 50% kepemilikan saham-saham
tersebut mayoritas dimiliki oleh debitur maupun pihak-pihak
yang terafiliasi dengan debitur.

Keterangan point j:

Berdasarkan penjelasan dari PT Bank Pan Indonesia Thk,
pihak Kreditur (Bank Pan Indonesia Tbk) dalam
memberikan kredit telah mempertimbangkan bahwa
Debitor dapat melakukan tindakan pengeluaran dan
penjualan saham miliknya dengan ketentuan tindakan
tersebut harus dengan pemberitahuan tertulis terlebih
dahulu kepada Kreditor, dan kepemilikan saham atas
Perseroan mayoritas 50% milik pihak terafiliasi dengan
Debitor (dalam hal ini adalah adanya hubungan antara
pengurus perseroan dengan pemegang saham, seperti
Xaverius Nursalim sebagai Direktur Utama Perseroan
yang juga merupakan salah satu pemegang saham
mayoritas di PSM, Rolf Bakri Pohan di IPS dan Au Bintoro
di CSIS, dimana masing-masing adalah sebagai
Komisaris dan Komisaris Utama di Perseroan), apabila
kepemilikan saham oleh pihak terafiliasinya kurang dari
50% maka pihak Kreditor akan meninjau kembali
pemberian fasilitas kredit Debitor.

Kejadian Cidera Janji/
Wanprestasi

Tidak diatur

Hal-hal  yang
Menimbulkan
Pengakhiran Perjanjian

Dapat

Terhitung mulai berakhirnya jangka waktu kredit ini, baik
karena berakhirnya jangka waktu kredit sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini maupun karena hal-hal
tersebut pada pasal 12 perjanjian ini, debitur wajib melunasi
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segala hutang debitur yang timbul karena perjanjian ini
berikut segala biaya bank termasuk bunga, denda dan biaya-
biaya lain baik yang telah ada pada saat berakhirnya jangka
waktu kredit ini maupun yang masih akan diperhitungkan
sampai saat dilunasi seluruh hutang debitur.

- Apabila setelah berakhirnya jangka waktu kredit ini karena
sebab apapun juga dan ternyata menurut pertimbangan
bank, debitur tidak menyelesaikan kreditnya sebagaimana
tersebut pada ayat 1 pasal ini bank berhak mengambil
tindakan-tindakan hukum berupa apapun dan dengan cara
apapun yang dianggap baik atas jaminan-jaminan yang
diserahkan oleh debitur kepada bank atau diharuskan oleh
ketentuan bank indonesia/ketentuan pemerintah yang

berlaku
Hukum yang Berlaku dan | : | Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya Debitur memilih
Penyelesaian domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negen
Perselisihan Kabupaten Bogor di Cibinong. Akan tetapi dengan tidak

mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan penuntutan
terhadap Debitur dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya
dimanapun juga yang dipandang baik oleh Bank sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya kepada Kreditur
sebagaimana diatur dalam affimartive covenant masing-masing Perjanjian Kredit namun terkait
pemenuhan kewajiban rasio keuangan pada kedua Perjanjian Kredit tersebut tidak terdapat
pengaturan mengenai kewajiban Perseroan/Debitur untuk menjaga rasio keuangan.

Terkait dengan pembatasan dalam kedua perjanjian kredit tersebut di atas, Perseroan telah
memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Surat
Bank Panin Nomor 0603/BOG/EXT/22 tanggal 9 Februari 2022 tentang Perubahan Pasal Perjanjian
Kredit yang telah diperbarui dengan Surat Bank Panin Nomor 1383/BOG/EXT/22 tanggal 13 April
2022 tentang Perubahan Pasal Perjanjian Kredit dan Surat Nomor 1404/BOG/EXT/22 tanggal 18 April
2022 tentang Perubahan Pasal Perjanjian Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

Sebelum Perubahan

Pasal 9 Pembatasan Terhadap Tindakan Debitor

Point d: Mengubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan

Point e: Mengubah anggaran dasar perusahaan

Point f: Mengubah susunan pengurus

Point j: Mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada

Sesudah Perubahan
Pasal 9 Pembatasan Terhadap Tindakan Debitor

Point d: Mengubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan dari PT biasa menjadi
PT Terbuka (Tbk) saja harus dengan pemberitahuan secara tertulis oleh debitor
kepada Bank.

Point c: Mengubah anggaran dasar perusahaan harus dengan pemberitahuan secara tertulis
terlebih dahulu kepada pihak Bank.

Point f: Mengubah susunan pengurus harus dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih
dahulu kepada pihak Bank.

Point j: Mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada

harus dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak Bank selama 50% kepemilikan
saham-saham tersebut mayoritas dimiliki oleh debitor maupun pihak-pihak yang
terafiliasi dengan debitor.
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Terkait dengan point j di atas, Kreditur (PT Bank Pan Indonesia Tbk) menetapkan bahwa pemegang
saham Debitor (Perseroan) saat ini, yaitu PSM, IPS, dan CSIS memiliki kewajiban untuk
mempertahankan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan secara bersama-sama paling kurang 50%
dari keseluruhan kepemilikan saham debitor. Terhadap ketentuan tersebut, dalam hal Perseroan
bermaksud untuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada,
Perseroan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur dengan tetap melaksanakan
kewajiban terkait ketentuan minimum kepemilikan pemegang saham dalam Debitor.

Sehubungan dengan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana
tertuang dalam Surat Bank Panin Nomor 0603/BOG/EXT/22 tanggal 9 Februari 2022 tentang
Perubahan Pasal Perjanjian Kredit yang telah diperbarui dengan Surat Bank Panin Nomor
1383/BOG/EXT/22 tanggal 13 April 2022 tentang Perubahan Pasal Perjanijian Kredit dan Surat Nomor
1404/BOG/EXT/22 tanggal 18 April 2022 tentang Perubahan Pasal Perjanjian Kredit.

4.3 PERJANJIAN AFILIASI

Perseroan mengklarifikasi bahwa seluruh perjanjian dan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan saat
ini adalah dilakukan secara wajar (arm’s length basis).

Selanjutnya, Perseroan akan senantiasa tunduk pada pemenuhan kewajiban terhadap seluruh perjanjian
dan transaksi dengan pihak terafiliasi yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran,
yang akan dilakukan dengan syarat dan kondisi yang wajar (arm’s length) sebagaimana disyaratkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

a. Perjanjian Sewa-Menyewa Bangunan Nomor 017/SPK/PSP/XI1/2021 tanggal 29 Desember 2021
antara Perseroan dengan Uni Pawitrasari, Tan Wellih, Willson Ardian Nursalim yang memiliki
hubungan afiliasi, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak . | ® Perseroan diwakili oleh Aan Rohanah (‘Pihak
Pertama/Penyewa”)

e Uni Pawitrasari, Tan Wellih, Willson Ardian Nursalim
(“Pihak Kedua/Yang Menyewakan”)

Objek Perjanjian . | Sewa Bangunan Restaurant Fu Hotpot & Grill Restaurant,
bangunan rumah makan (restaurant) yang berdiri di atas
sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan
(“SHGB") yang beralamat di Kawasan Industri Sentul, JI.
Surya Raya, Kav. Commercial Area 1, Olympic CBD, Desa
Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor,
sebagaimana diuraikan dalam SHGB No. 1304/Sentul,
1306/Sentul, 1309/Sentul & 1313/Sentul yang terdaftar atas
nama PT Puri Sentul Permai dengan luas total 5.135 m2
sebagaimana masing-masing diuraikan dalam Surat Ukur
No. 742/Sentul/2020 tanggal 18 Agustus 2020, No.
744/Sentul/2020 tanggal 18 Agustus 2020, No. 741
/Sentul/2020  tanggal 18  Agustus 2020 &
No. 750/Sentul/2020 tanggal 11 September 2020 yang
seluruhnya terletak di Desa/Kelurahan Sentul, Kecamatan
Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
dengan luas bangunan 1.150 m2 yang digunakan untuk
kegiatan usaha restoran Fu Hotpot & Grill yang dijalankan
oleh Pihak Pertama (Penyewa).

Nilai Perjanjian Sewa : | Rp. 6.600.000.000,- sudah termasuk pajak penghasilan
(PPh) atas sewa sebesar 10%
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Jangka Waktu

Tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal
31 Maret 2032. (10 tahun)

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama dapat melakukan perubahan pada
Bangunan sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama
dengan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua. Atas
perubahan tersebut biaya ditanggung oleh Pihak
Pertama.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.2
harus bersifat memperbaiki atau memperindah
ruangan, dan tidak diperbolehkan merusak. Apabila
jangka waktu sewa Bangunan berakhir, maka Pihak
Pertama wajib mengembalikan Bangunan dalam
keadaan semula dan baik kepada Pihak Kedua.

3. Pihak Pertama berhak atas seluruh fasilitas Bangunan
Restaurant Fu Hotpot & Girill, diantaranya berupa:

- Instalasi listrik;

- Area taman bermain anak

- Area taman dan musholla

- Lahan parkir, serta fasilitas lainnya yang menjadi
satu kesatuan dengan bangunan Fu Hotpot & Girill
Restaurant.

4. Pihak Pertama bertanggung jawab atas semua tagihan
yang timbul terhadap Bangunan, termasuk namun tidak
terbatas pada tagihan telepon, listrik, air, keamanan,
dan kebersihan.

5. Pihak Pertama wajib menjaga keamanan Bangunan
serta wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan
yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

|. Pihak Kedua menjamin bahwa Bangunan berada
didalam kondisi baik dan dapat dipergunakan oleh
Pihak Pertama sebagaimana disepakati dalam
Perjanjian ini.

II. Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama atas adanya
cacat konstruksi Bangunan selama jangka wdktu sewa.

[Il. Selama jangka waktu sewa, Pihak Kedua melepaskan
dan membebaskan Pihak Pertama terhadap segala
macam gangguan, gugatan, dan kesulitan dari pihak
lain sehubungan dengan kepemilikan tanah dan
Bangunan yang berdiri di atasnya.

IV.Pihak Kedua setuju dan menjamin bahwa tidak akan
menyewakan, mengalihkan, menguasakan, atau
dengan cara lain mengasingkan bagian manapun dari
Bangunan serta tidak mengizinkan pihak ketiga
menggunakan bagian manapun dari Bangunan untuk
usaha yang serupa atau sejenis dengan usaha yang
diselenggarakan oleh Pihak Pertama.

V. Pihak Kedua membantu Pihak Pertama untuk
mengurus  perizinan usaha berkenaan dengan
Bangunan.
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VI.Apabila terjadi kehilangan pada Tanah, maka hal
tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan
Pihak Kedua dibebaskan dari tanggung jawab tersebut

Pengakhiran Perjanjian

- Masing-masing Pihak dapat melakukan pengakhiran
terhadap Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka
Waktu Perjanjian dengan ketentuan Pihak Pertama
telah memasuki masa sewa bangunan Pihak Kedua
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal
berlakunya Perjanjian ini.

- Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk melakukan
pengakhiran Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka
Waktu Perjanjian, dengan tetap memenuhi ketentuan
pada ayat 2, maka hal tersebut oleh yang bersangkutan
haruslah diberitahukan secara tertulis kepada pihak
lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam)
buian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian
ini. Apabila sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu
Perjanjian tidak ada Pihak yang menyatakan tidak
memperpanjang Perjanjian ini, maka Para Pihak
dianggap sepakat untuk memperpanjang Perjanjian,
sehingga Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis
untuk jangka waktu yang sama, dan hal ini akan tetap
berlaku untuk periode selanjutnya.

- Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk melakukan
pengakhiran Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka
Waktu Perjanjian, maka Pihak Kedua waijib
mengembalikan sisa dari pembayaran atas sewa yang
belum terpakai kepada Pihak Pertama.

- Apabila salah satu Pihak melakukan wanprestasi, maka
Pihak lainnya dapat melakukan pengakhiran Perjanjian
dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sebelumnya.

- Perjanjian ini berakhir demi hukum (by the operation of
law) jika salah satu Pihak dinyatakan pailit dan/atau
berada dalam kedudukan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, likuidasi dan/atau kejadian lain
yang menyebabkan salah satu Pihak kehilangan
kecakapannya untuk melaksanakan Perjanjian ini.

- Perjanjian dapat berakhir apabila terjadi peristiwa Force
Majeure sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian
ini.

- Berakhimya Perjanjian ini, mengharuskan masing-
masing Pihak menyelesaikan kewajiban masing-
masing yang masih ada terhadap Pihak lainnya
sebelum berakhirnya Perjanjian.

- Bahwa sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini,
Para Pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266
dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
sepanjang mensyaratkan putusan dan/atau penetapan
pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur
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Pilihan Hukum dan Domisili | : | 1. Apabila timbul perselisihan, baik mengenai penafsiran

Hukum maupun mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka
Para Pihak menyelesaikannya permasalahan tersebut
secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
dilakukannya penyelesaian secara musyawarah, Para
Pihak tidak memperoleh penyelesaian, maka
perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui
Pengadilan Negeri di Bogor.

Sehubungan dengan perjanjian sewa menyewa dimaksud dilakukan dengan pihak yang memiliki
hubungan afiliasi dimana para pihak memiliki hubungan kekeluargaan dengan masing-masing anggota
Dewan Komisaris dan Direktur Utama Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan hukum, terhadap perjanjian
afiliasi tidak dilakukan penilaian oleh pihak independen, akan tetapi terhadap perjanjian tersebut telah
dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arm’s length principle) sebagaimana
dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan Nomor 063/K8/LO/VI/22 tertanggal 6 Juni 2022 yang
menyatakan bahwa terhadap perjanjian telah dibuat dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi
yang wajar berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harga sewa yang ditetapkan pada saat itu sebesar Rp55.000.000,- per bulan (termasuk pajak) untuk

luas bangunan, lahan parkir dan taman seluar 5.135 m2. Untuk harga sewa bangunan di area sekitar

Perseroan diketahui sebesar Rp2.500,- sampai dengan Rp15.000,- per m2 per bulan;

Berita Acara Serah Terima telah dilakukan;

3. Kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku telah dilaksanakan oleh
Perseroan.

N

Adapun perjanjian dimaksud telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum perdana dan
terhadap perjanjian tersebut belum memerlukan perubahan/addendum, oleh karena tidak terdapat
indikasi Perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tidak wajar, selain itu dalam Perjanjian tidak terdapat
syarat dan kondisi yang dapat merugikan Perseroan. Lebih lanjut, tidak terdapat transaksi lain atas
perjanjian tersebut yang dilakukan sesudah Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum
Perdana atau setelah Pemyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif.

b. Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan Nomor 009/SPK/PSP/XII/2017 tanggal 1 April 2018 antara Perseroan
dengan PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak . | o Perseroan diwakili oleh Aan Rohanah (‘Pihak
Pertama”)

e PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk diwakili oleh
Setiyo Bonorowanto (“Pihak Kedua”)

Objek Perjanjian : | a. Lahan seluas lebih kurang 50 m2 (lima puluh meter
persegi) terletak di area PT Puri Sentul Permai - Sentul
8 Hotel, Jalan Surya Raya, Kav. Commercial Area 1,
Olympic CBD, Sentul, Babakan Madang - Bogor, untuk
keperluan penempatan Papan lklan (Billboard)
berukuran panjang 12 m (dua belas meter), lebar 6 m
(enam meter) dan tinggi papan billboard dari
permukaan tanah adalah 15 m (lima belas meter).

b. Papan Iklan (Billboard) milik Pihak Pertama tersebut
dalam pasal 1 ayat (a) Perjanjian akan ditempatkan
di ketinggian 15 m (limabelas meter) dari permukaan
tanah.
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Ketentuan Pemasangan lklan

a. Ukuran Papan lklan (Billboard) milik Pihak Kedua
berukuran panjang 12 m (dua belas meter), lebar 6 m
(enam meter) atau seluas 72 m2 (tujuh puluh dua meter
persegi) dan akan dipasang di ketinggian bangunan 15
m (lima belas meter) di atas permukaan tanah, dengan
1 (satu) arah muka pandang.

b. Titik Penempatan Papan Iklan (Billboard) harus sesuai
dengan lokasi yang telah ditentukan bersama oleh
kedua belah pihak sebagaimana tampak dari Gambar
Situasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.

c. Pihak Pertama wajib melakukan pemangkasan pohon
atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berada
di wilayah Pihak Pertama secara berkala yang
menghalangi Papan lklan (Billboard) dari arah pandang
jalan tol Jagorawi sehingga Papan Iklan (Billboard )
milik Pihak Kedua akan selalu dapat dilihat dengan
mudah dari arah pandang jalan tol Jagorawi.

d. Biaya Listrik untuk Penerangan Papan Iklan (Billboard)
di malam hari, Biaya Pajak-pajak, Biaya Perizinan dan
Biaya Pemeliharaan, serta Biaya-biaya lainnya yang
timbul akibat adanya Papan Iklan (Billboard) akan
menjadi tanggung jawab Pihak Kedua

Pajak Iklan:

Selama perjanijian berlangsung, semua Biaya-biaya Pajak
dan Perizinan pemasangan iklan menjadi kewajiban Pihak
Kedua, tetapi tidak hanya terbatas pada Pajak atau
Perizinan yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
yang berlaku kepada Pemerintah Daerah saja, segala
akibat yang timbul dari pemasangan iklan pada lokasi
sebagaimana tercantum daiam Pasal 1 surat perjanjian ini
akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

Nilai Perjanjian Sewa

- Total Harga Sewa Lahan untuk jangka waktu 5 tahun
dan Biaya Pajak Sewa (PPH Pasal 4 ayat 2) yang
harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
sebesar Rp. 777.777.778,-

- Selama perjanjian berlangsung, semua Biaya-biaya
Pajak dan Perizinan pemasangan iklan menjadi
kewajiban PIHAK KEDUA, tetapi tidak hanya terbatas
pada Pajak atau Perizinan yang harus dibayarkan oleh
Pihak Kedua berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku

Jangka Waktu 5 (lima) tahun, dimulai dari tanggal 1 April 2018 sampai
dengan 1 April 2023
Pengalihan Pihak Kedua tidak dibenarkan atas alasan apapun juga

untuk mengalihkan izin yang telah diterima dari Pihak
Pertama sebagaimana pasal tersebut diatas kepada pihak
lain, kecuali Pihak Kedua telah mendapat izin dari Pihak
Pertama
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Pengakhiran Perjanjian

- Apabila Perjanjian ini berakhir berdasarkan Pasal 3
ayat (a) dan (b), maka Pihak Kedua pada waktu
perjanjian ini berakhir harus membongkar iklan berikut
konstruksinya dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari sejak
berakhirnya Perjanjian ini.

- Apabila dalam jangka waktu tersebut Pasal 11 ayat (a)
tidak dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama
akan membongkar iklan berikut konstruksinya tersebut
dengan menggunakan ketentuan Pasal 6.

Keadaan Cidera Janji

Tidak Diatur

Pilihan Hukum dan
Hukum

Domisili

Segala perselisinan antara kedua belah pihak akan
diselesaikan dengan itikad baik kedua belah pihak dengan
cara musyawarah mufakat. Apabila tidak dapat
diselesaikan, kedua belah pihak sepakat untuk memilih
domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
di Bogor.

c. Surat Kesepakatan Bersama Tentang Pengelolaan Lahan Nomor PT BC : 014/legal/BC/SKB/IX/2019
Nomor PT PSP: 010/SKB/PSP/IX/2019 tertanggal 20 September 2019 antara PT Bogorindo Cemerlang
dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Para Pihak e PT Bogorindo Cemerlang diwakili oleh Au Bintoro
(“Pihak Pertama”)

e  Perseroan diwakili oleh Aan Rohanah (“Pihak Kedua”)

Objek Perjanjian Pengelolaan lahan dan menyerahkan dan untuk dikelola

oleh Pihak Kedua atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan lebih lanjut dalam SHGB No. 86/Desa Sentul
berdasarkan  Siteplan PT  Bogorindo  Cemerlang
No. 591.3/148/KTPS/SP-DPUPR/2018 yang disahkan pada
tanggal 04 Mei 2018 yang merupakan Ruang Terbuka Hijau

Nilai Perjanjian

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) belum termasuk
PPN

Jangka Waktu

Jangka waktu sesuai jatuh tempo Sertifikat Hak Guna
Bangunan vyaitu s.d tahun 2031 berikut dengan
perpanjangannya selama 25 tahun dengan total 37 tahun.

Hak dan Kewajiban

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dan yang
berhak penuh atas sebidang tanah Hak Guna
Bangunan, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten
Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Sentul,
setempat dikenal dengan Kawasan Industri, seluas
693 m2 (enam ratus sembilan puluh tiga meter
persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat
(Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan nomor
86/Desa Sentul, dan diuraikan lebih lanjut dalam Surat
Ukur nomor 163/Sentul/2001, tanggal 06-12-2001
(enam Desember tahun dua ribu satu), NIB No.
10.09.15.09.00268, masa berakhimya Hak Guna
Bangunan adalah tanggal 30 Desember 2031 terdaftar
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atas nama PT BOGORINDO CEMERLANG,
berkedudukan di Bogor
Setelah seluruh harga pengelolaan lahan diterima oleh
Pihak Pertama, maka terhitung sejak tanggal tersebut,
tanah seluas 693 m2 (enam ratus sembilan puluh tiga
meter persegi) yang terletak di Kawasan Industri
Sentul, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang,
Kabupaten Bogor 16810 (Depan Kaveling D)
sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Sertipikat
Hak Guna Bangunan No. 86/Desa Sentul, Surat Ukur
No. 163/Sentul/2001 tanggal 6 Desember 2001, NIB
No. 10.09.15.09.00268 menjadi hak pengelolaan
Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang
didapat dari dan segala kerugian atas tanah tersebut
dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 86/Desa
Sentul menjadi hak dan beban dari Pihak Kedua
Pihak Kedua berkewajiban membayar:
a. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) atas nilai Objek
pengeloaan lahan;
b. Biaya pengecekan Sertipikat, cek PBB, dan biaya
pengurusan pembayaran PPh

Pembatasan Tidak diatur

Pengalihan Tidak diatur

Jaminan Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak
Kedua:
a. Bahwa Pihak Pertama adalah benar pemilik dan yang

b.

berhak penuh atas Obyek untuk pengelolaan lahan;
Bahwa selain Pihak Pertama tidak ada orang atau pihak
lain yang ikut mengelola lahan atau ikut mempunyai
suatu hak atau kepentingan dengan nama apapun atas
Obyek dalam SKB ini;

Bahwa Obyek yang akan dikelola oleh Pihak Kedua
belum dijual/dioperkan atau  dijanjikan  untuk
dijual/dioperkan dengan cara apapun kepada pihak
manapun juga;

Tidak ada larangan bagi Pihak Pertama untuk
mengelola lahannya sesuai peruntukannya yang
dikelola lahannya oleh Pihak Kedua berdasarkan
kontrak, keputusan arbitrase dan atau keputusan badan
peradilan manapun dan Pihak Pertama tidak dalam
keadaan proses kepailitan;

Bahwa Obyek yang dikelola lahannya oleh Pihak Kedua
tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan
tidak berada dalam suatu sitaan;

Bahwa Obyek lahan yang dikelola oleh Pihak Kedua
dan/atau dalam SKB ini tidak dijaminkan dan atau
diagunkan dengan cara bagaimanapun juga kepada
orang atau pihak lain.

Bahwa baik sekarang maupun di kemudian hari tidak
akan ada tuntutan dan atau gugatan dalam bentuk dan
berjumlah berapapun dari orang atau pihak lain
sehubungan dengan pengelolaan lahan.
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Bahwa objek pengelolaan lahan dalam SKB ini tidak
dalam Keadaan tumpang tindih dengan tanah lain;
Bahwa Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua
untuk pengelolaan lahan sesuai dengan peruntukannya,
yaitu lahan terbuka hijau sesuai dengan Pasal 1 ayat 1.1
dalam SKB ini.

Bahwa Para Pihak sepakat dalam hal objek dalam SKB
ini, Pihak Kedua beralih kepemilikan kepada

Pihak Lain maka objek lahan di dalam SKB ini dapat
turut dialihkan Pengelolaan lahannya sesuai masa sisa
pengelolaan lahan yang berlaku dan sesuai dengan
huruf D dalam SKB ini.

Apabila dikemudian hari ternyata Obyek pengelolaan
lahan tumpang tindih dengan tanah lain, maka Pihak
Pertama wajib membereskan atas biaya Pihak Pertama;

. Pihak Kedua dengan ini menerima baik jaminan-jaminan

Pihak Pertama tersebut dalam pasal 6.1. ini.

Pengakhiran Perjanjian

Pihak Pertama berhak memutuskan perjanjian secara
sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis 7 hari
sebelumnya setelah melakukan teguran tertulis 3 kali
berturut-turut pada pihak kedua, dan Pihak Pertama dapat
menunjuk pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan
pilihannya sendiri.

Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur

Penyelesaian Perselisihan dan Hukum
yang Berlaku

Para Pihak sepakat apabila terjadi perselisihan
mengenai  pelaksanaan SKB ini, maka akan
diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk
mencapai mufakat.

Tentang SKB ini dan segala akibatnya, para pihak
memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di
Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Cibinong, di
Kabupaten Bogor.

5. HARTA KEKAYAAN

Perseroan memiliki harta kekayaan yang sepenuhnya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yaitu berupa tanah
dan bangunan, kendaraan bermotor, hak kekayaan intelektual dan persediaan bahan beserta barang jadi dengan

rincian sebagai berikut :

5.1 Tanah dan Banqunan

Perseroan memiliki harta kekayaan benda tidak bergerak berupa tanah dengan alas hak guna bangunan
(“HGB’”) yang diatasnya berdiri bangunan Kedaton 8 Hotel Family dengan rincian sebagai berikut:

1. SHGB Nomor 85 terdaftar atas nama Perseroan, seluas 535 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat
Ukur No. 162/Sentul/2001 tanggal 6 Desember 2001, yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2031,
terletak di Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
diterbitkan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor tanggal 31 Desember 2001 yang peruntukannya untuk area/kawasan hotel Kedaton 8

Hotel.

2. SHGB Nomor 284 terdaftar atas nama Perseroan, seluas 1.087 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat
Ukur No. 26/Sentul/2009 tanggal 18 Juni 2009, yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2031, terletak
di Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diterbitkan
oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor tanggal 10 Juli 2009 yang peruntukannya untuk area/kawasan hotel Kedaton 8 Hotel.

117




. SHGB Nomor 1305 terdaftar atas nama Perseroan, seluas 161 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat

Ukur No. 743/Sentul/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang berlaku sampai dengan 21 Desember 2027,
terletak di Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
diterbitkan oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan untuk beliau Kepala Sub Seksi
Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor tanggal 2 Sepember 2020 yang peruntukannya untuk area/kawasan hotel Kedaton 8 Hotel.

. SHGB Nomor 1307 terdaftar atas nama Perseroan, seluas 1.005 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat

Ukur No. 745/Sentul/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2031,
terletak di Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
diterbitkan oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan untuk beliau Kepala Sub Seksi
Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor tanggal 2 Sepember 2020 yang peruntukannya untuk area/kawasan hotel Kedaton 8 Hotel.

. SHGB Nomor 1308 terdaftar atas nama Perseroan, seluas 7.988 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat

Ukur No. 740/Sentul/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang berlaku sampai dengan 21 Desember 2027,
terletak di Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
diterbitkan oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan untuk beliau Kepala Sub Seksi
Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor tanggal 2 Sepember 2020 yang peruntukannya untuk area/kawasan hotel Kedaton 8 Hotel.

. SHGB Nomor 1312 terdaftar atas nama Perseroan, seluas 172 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat

Ukur No. 749/Sentul/2020 tanggal 11 September 2020, yang berlaku sampai dengan 7 September 2035,
terletak di Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
diterbitkan oleh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan untuk beliau Kepala Sub Seksi
Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor tanggal 14 Sepember 2020 yang peruntukannya untuk area/kawasan hotel Kedaton 8 Hotel.

5.2 Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor roda empat dengan rincian sebagai berikut:

Tahun . . Terdaftar
No. Merek/Type P REer No.Polisi No. Rangka No. Mesin T
1. Mazda Biante 2.0L 5 AIT 2013 F 158 GM JM6CC10E1D0102173 LF11502392 Perseroan
Toyota B401RA-GMZFJ
2. (Calya 1.2 G MIT) 2021 F 1692 FAC | MHKABGJ6JMJ628228 | 3NRH612642 Perseroan
3. Toyota Hilux 2.0 MT 2017 F 8166 HB | MRCEWSBBOH0204795 | 1TRA274049 | Perseroan
4, Toyota Avanza 1.3 G MT 2013 F1715KA | MHKM1BA3JDJ006142 MAB84368 Perseroan
Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor roda dua dengan rincian sebagai berikut:
Tahun . . Terdaftar
No. Merek/Type Pembuatan No.Polisi No. Rangka No. Mesin Atas Nama
1. Honda NF11B1D M/T 2010 F3544MH | MN1JCC12XAK00037 | JBC1E1996492 | Perseroan
p. | Temana28DMIOALTISS 2011 F6528MB | MN328D407BK325565 | 28D3325029 | Perseroan
3. Honda GL15B1DF M/T 2013 F4613JA | MN1KC5211DK0439T8 | KC52E1045090 | Perseroan
5.3 Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki harta kekayaan intelektual berupa merek yang saat ini masih dalam proses pendaftaran
merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

No Merek No. Tanggal Masa Bliilaa:g No. Status Estimasi
Pemohonan Penerimaan | Berakhir |Jasa Pendaftaran Perolehan
KEDATON 8 Pengajuan
HOTEL, 24 Agustus Jawaban November
1. RESTAURANT & JID2021055859 2021 TBA 43 TBA (Hearing) atas 2022
BUSINESS Usul
LOUNGE Penolakan
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No Merek No. Tanggal Masa BK;!:: No. Status Estimasi
Pemohonan Penerimaan | Berakhir | Jasag Pendaftaran Perolehan
Pendaftaran
Merek
(T™)
Menunggu
KEDATON 8 8 November Tanggapan November
2 EXPRESS JID2021081479 2021 TBA 43 TBA Substantif Atas 2022
Usul
Penolakan
(TM)
KEDATONS 23 November Pemeriksaan November
3 RESORT JID2022002088 2021 TBA 43 TBA Substantif 1 2022
(DISTDOC)
(TM) Selesai
4. XPRESS HOTEL JID2022039276 8 Juni 2022 TBA 43 TBA Masa Maret 2023
Pengumuman
22
5. FUHOTPOT& | 155092073685 | September TBA 43 TBA Permohonan | - y1- et 2023
GRILL 2002 30 Pendaftaran
22
KEDATONS Permohonan
6. XPRESS JID2022073392 Seg%ezn;ber TBA 43 TBA Pendaftaran Maret 2023
23 Permohonan
7. KEDATONS DID2022073928 September TBA 29 TBA Maret 2023
2002 Pendaftaran

5.4 Perlindungan Asuransi Terhadap Harta

Perseroan telah melengkapi harta kekayaan miliknya yang bersifat material dengan rincian sebagai berikut:

Jenis
No ST 6 L Il Tertanggung Premi Penanggung
’ Nomor dan Berlaku Pertanggungan Pertanggungan
Tanggal Polis
Polis Standar Toyota Avanza 1.3
Asuransi GMT
Kendaraan Jenis : Minibus
Bermotor 7 Oktober No Polisi: F 1715 PT Asuransi
1 Indonesia 2022s/d7 KA Rp Perseroan | Rp 955.000,- Buana
(PSAKBI) Oktober No Mesin: 130.000.000,- p=99.54%, Independent
No. 2023 MAB4368 ndependen
DI01022120662 No Rangka:
3 MHKM1BA3JDJ006
7 Oktober 2022 142
Bangunan Hotel
1" Kedatlon. 8 yang
September berlokaS|_d| Kawasan . .
o | Propety AllRisk | 2022s/d Isngfysa:rll??yegtu Rp. " ?gEkQF(’)amn Rp. 30.603.130;- Mt At
No- 1601022002552 Sept1e1mber Commercial Area |, 30.563.130.000,- Perseroan Guna Tbk
2003 Kel. Sentul, Kec.
Babakan Madang,
Bogor 16810
Polis Standar
Kﬁil:iraarr;zln Toyota _C?W? 1. 2GMT
Bermotor 6 Oktober Jen.ls. - Minibus )
Indonesia 2022 5/d 6 No Polisi: F 1592 FAC PT Asuransi
3. No Mesin: Rp127.000.000,- Perseroan Rp1.152.900,- Buana
(PSAKBI) Oktober INRH612642 Independent
penden
DI0102515206750 20 No Rangka:
11 Oktober 2022 MHKABGJ6MJ628228

5.5 Penyertaan Saham pada Perusahaan Lain

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan
lain.
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6. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Putrasakti Mandiri (PSM)

Riwayat Singkat

PSM didirikan dengan nama PT Putrasakti Inti Chemicals , suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamatkan di Komplek Sosial
Lt.1, JI. Daan Mogot No. 111, RT.004, RW 002, Wijaya Kusumah, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. PSM
didirikan berdasarkan Akta Pendirian PSM Nomor 107 tertanggal 8 April 1989, yang dibuat di hadapan Benny
Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh: (i) status badan hukum dari Menteri Kehakiman
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 12 Mei 1992 Nomor AHU-C2-
3937.HT.01.01.TH.92; dan (ii) didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
92tanggal 13 Juni 1992 (“Akta Pendirian PSM’)

Perubahan Anggaran Dasar PSM terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Umum
Luar Biasa Para Pemegang Saham PSM Nomor 21 tanggal 26 Oktober 2016 dibuat di hadapan Ernie S.H.,
Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam
Keputusan Menkumham Nomor AHU-0021377.AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 15 November 2016;
(i) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0135531.AH.01.11.Tahun 2016 tertanggal
15 November 2016; (iv) pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (“Akta PSM No 21/2016”).

Tujuan Pendirian Perusahaan

Maksud dan tujuan PSM adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Berita
Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Putrasakti Intichemicals Nomor 03 tertanggal
5 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Emy ., S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) memperoleh persetujuan
dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor AHU-
24247.AH.01.02 tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-
0035852.AH.01.09.tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010; (iv) pengumuman dalam Berita Negara Republik
Indonesia dalam proses sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 04/N/X1/2021, Hendrawan
Setyadiji, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur tanggal 15 November 2021, (“Akta PSM No 03/2009”)
yaitu berusaha dalam perdagangan, pembangunan, real estate, industry, percetakan, agrobisnis, jasa,
angkutan, pertambangan dan kehutanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PSM dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut;

- Melakukan perdagangan, termasuk impor, ekspor dan antar pulau, bertindak selaku agen, grossir, leveransir

- Menjadi pemborong bangunan dan kontraktor umum sebagai perencana, pelaksana pembuatan rumah,
gedung, jalanan, jembatan, pengairan, pembutan taman hias, kolam ikan

- Menjalankan usaha real estate, industry pembuatan mebel, percetakan, penerbitan, dan penjilidan

- Membuka dan mengelola peternakan pertanian, perikanan, dan perkebunan

- Menjalankan usaha di lapangan pertambangan, eksploitasi dan pengelolaan hasil hutan

- Menyediakan jasa dan pelayanan dalam bidang telekomunikasi, teknologi informasi, multimedia, periklanan,
agency kebersihan

- Menyediakan transportasi dan pengangkutan umum di darat

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar PSM adalah di bidang perdagangan, pembangunan, real estate,
industri percetakan, argobisnis, jasa angkutan, pertambangan dan kehutanan, Namun kegiatan usaha yang
benar-benar dijalankan adalah :

1. Penjualan mobil baru dan bekas

2. Industri percetakan 3D Printing

3. Jual beli dan sewa gudang
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Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dan Pengurus PSM

Struktur permodalan PSM adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2016, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp42.000.000.000,- terbagi atas 42.000 saham masing-masing
saham bernilai nominal Rp1.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp42.000.000.000,- terbagi atas 42.000 saham masing-masing

saham bernilai nominal Rp1.000.000,-

Nilai Nominal Rp,1.000.000- per saham

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase
(Rp) (%)

Modal Dasar 22.100.000 22.100.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Xaverius Nursalim 21.000 21.000.000.000 50,00
2. Willson Ardian Nursalim 8.400 8.400.000.000 20,00
3. Ivanna Nursalim 4.200 4.200.000.000 10,00
4. lvy Nursalim 4.200 4.200.000.000 10,00
5. Ixiell Nimeiry Nursalim 4.200 4.200.000.000 10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 42.000 42.000.000.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel - -

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PSM pada saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam
Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT PSM Nomor 27 tertanggal
21 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ermy., S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) diberitahukan,
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0421904 tertanggal 21 Desember 2020 (iii) didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor AHU-0215380.AH.01.11 Tahun 2020 tertanggal 21 Desember 2020 (“Akta PSM
No 27/2020"):

Direksi
Direktur : Wilson Ardian Nursalim

Dewan Komisaris

Komisaris : Tan Chian Hok
PT Intan Perdana Sukses

Riwayat Singkat

IPS didirikan dengan nama PT Intan Perdana Sukses, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamatkan di Komplek Ruko Cibubur Indah,
Blokl F No.18, JI. Raya Lapangan Tembak, Cibubur, Jakarta. IPS didirikan berdasarkan Akta Pendirian IPS
Nomor 71 tertanggal 23 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Raden Johanes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah memperoleh: (i) status badan hukum dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal 20 Oktober 2000 Nomor C-22865 HT.01.01.TH.2000.Tahun 2000; dan (ii)
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor 0902 tanggal 09 Januari 2004; (iii) pengumuman dalam
Berita Negara Republik Indonesia dalam proses sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor
11/X1/2021, Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 12 November 2021 (“Akta Pendirian IPS”).

Perubahan Anggaran Dasar IPS terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan

Rapat IPS Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 dibuat di hadapan Ernie S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:
(i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham
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Nomor AHU-0003285.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 14 Januari 2022; (i) diberitahukan, diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan Nomor AHU-AH. 01.03-0030970 tanggal 14 Januari 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor AHU-0009224.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 14 Januari 2022; (iv) pengumuman dalam
Berita Negara Republik Indonesia dalam proses sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor :
04/N/X1/2021, Hendrawan Setyadiji, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur tanggal 15 November 2021
(“Akta IPS No. 38/2021”).

Tujuan Pendirian Perusahaan

Maksud dan tujuan IPS adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta IPS
No. 38/2021, ialah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
(KBLI 68111), dan Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IPS dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

— Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang
menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan
kelompok tersebut. "Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidarinya.
Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam
merancang merger dan akuisisi perusahaan.

— Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, perseraan dan pengoperasian real estat baik yang
dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian
(seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan
flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan
atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri
(untuk penyewa ruang-ruang di Gudang tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa
pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
Kelompok ini mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti
penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemelihataan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia
dan surat menyurat.

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar IPS adalah di bidang aktivitas Perusahaan Holding, Real
estate, dan Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor, namun kegiatan usaha yang benar-
benar dijalankan adalah di bidang aktivitas Perusahaan Holding.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dan Pengurus IPS

Struktur permodalan IPS adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat IPS
Nomor 06 tanggal 9 September 2015 dibuat di hadapan Ernie S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i)
memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor
AHU-0941959.AH.01.02 Tahun 2015 tertanggal 10 September 2015; (i) diberitahukan, diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Nomor AHU-AH. 01.03-0963424 tanggal 10 September 2015; (iii) diberitahukan, diterima
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan Nomor AHU-AH. 01.03-0963425 tanggal 10 September 2015; (iv) didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Tahun 2015 tertanggal 10 September 2015 (“Akta IPS No. 06/2015”). Struktur permodalan
berdasarkan Akta IPS No. 06/2015 yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua
ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,-
(lima ratus ribu Rupiah)
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Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima
ratus) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000,-
(lima ratus ribu Rupiah)

Nilai Nominal Rp500.000- per saham

Keterangan Jumlah Jumlah Persentase
Saham Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 2000 1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. Rolf Bakri Pohan 950 475.000.000 95,00
2. dr. Abraham Arimuko 50 25.000.000 5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000 500.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 1.000 500.000.000

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IPS pada saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta
IPS No. 38/2021, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur . Rolf Bakri Pohan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama . Dokter Abraham Arikmoko
Komisaris : Hamdan Tjahjadi

PT Cahayasakti Investindo Sukses Thk

Riwayat Singkat

CSIS didirikan dengan nama PT Cahayasakti Investindo Sukses , suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Bogor, beralamatkan di JI. Kaum Sari
No.1, RT 001 RW 005, Cibuluh, Bogor Utara, Bogor. CSIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian CSIS Nomor
52 tertanggal 2 Juni 1995, yang dibuat di hadapan Djurnawati Soetarmono S.H Notaris di Kabupaten Cibinong
dan telah diperbaiki Akta Perubahan Nomor 73 tertanggal 31 Agustus 1995 yang telah memperoleh: (i) status
badan hukum dari Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 6 Maret
1996 Nomor C2-4373.HT.01.01.TH.96; (i) didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kota Bogor Nomor 36/Rub/10-04/VI1/2007 tanggal 24 Juli 2007 (‘Akta Pendirian CSIS”).

Perubahan Anggaran Dasar CSIS terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Rapat CSIS Nomor 04 tanggal 7 Desember 2020 dibuat di hadapan Nitra Reza, S.H., M.kn. Notaris di Kota
Bogor, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan
Menkumham Nomor AHU-0003285.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 14 Januari 2022; (i) diberitahukan,
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar CSIS Nomor AHU-AH. 01.03-0423158 tanggal 23 Desember 2020; dan (iii) didaftarkan dalam
Daftar Perseroan Nomor AHU-0217345.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 23 Desember 2020; (iv)
pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam proses sebagaimana dibuktikan dengan Surat
Keterangan Nomor : 04/N/X1/2021, Hendrawan Setyadji, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur tanggal
15 November 2021 (“Akta CSIS No. 04/2020").

Tujuan Pendirian Perusahaan

Maksud dan tujuan CSIS adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta CSIS
No 04/2020, yaitu menjalankan usaha di bidang Industri Pengolahan dan Konstruksi.
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Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CSIS dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

Menjalankan usaha di Bidang Industri Pengolahan yang meliputi:
- Industri Furnitur Dari Kayu (31001)
- Industri Furnitur Lainnya (31009)

Menjalankan usaha di bidang Konstruksi, yang meliputi:

- Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011)

- Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)

- Konsutruksi Gedung Industri (41013)

- Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014)

- Konstruksi Gedung Pendidikan (41016)

- Konstruksi Gedung Penginapan (41017)

- Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (41018)

- Konstruksi Gedung Lainnya (41019)

- Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung (41020)
- Konstruksi Jalan Raya (42111)

- Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang (42112)

- Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel (42114)

- Pembongkaran (43110)

- Instalasi Elektronika (43217)

- Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium (43301)

- Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon (43302)
- Pengecatan (43303)

- Dekorasi Interior (43304)

- Konstruksi Khusus Lainnya YTDL (43909)

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar CSIS adalah di bidang industri pengolahan dan konstruksi,
Namun kegiatan usaha yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang pengembangan properti
melalui etitas anak serta hasil industri furnitur dan jasa pelaksana konstrusi umum.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dan Penqurus CSIS

Struktur permodalan CSIS adalah sebagaimana termaktub dalam Akta CSIS No. 4/2020, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp440.000.000.000,- (empat ratus empat puluh miliar Rupiah)
terbagi atas 4.400.000.000 (empat miliar empat ratus juta) saham
masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp130.700.000.000,- (seratus tiga puluh miliar tujuh ratus juta
Rupiah) terbagi atas 1.307.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh
juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100,-
(seratus Rupiah)

Nilai Nominal Rp100- per saham

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal  Persentase
(Rp) (%)
Modal Dasar 4.400.000.000 440.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Andalan Utama Bintara 748.000.000 74.800.000.000 57,23
2. PT Olympic Kapital Equity 297.600.000 29.760.000.000 22,77
3. Masyarakat 261.400.000 26.140.000.000 20,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.307.000.000 130.700.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel -
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Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CSIS pada saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CSIS No. 15 tanggal 19 Agustus 2021 dibuat
di hadapan Nitra Reza, S.H., M.kn. Notaris di Kota Bogor, yang telah: (i) diberitahukan, diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0446283 tertanggal 9 September 2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0446283 tertanggal 9 September 2021 (“Akta CSIS No. 15/2021”)

Direksi

Direktur Utama : Au Bintoro
Direktur : Yohanes Sumarno

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sanro Fransiscus
Komisaris Independen  :  Yayat Supriatna

7. STRUKTUR ORGANISAS| PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Komite Audit
) H
Direktur Utama H
L]
Sekretarnis Perusahaan Pemeriksa Intermn
| ]
: : Direktur Keuangan dan
Direktur Operasional P ga
Administrasi
]
k2. Dept. Ka. Degt. - X . I . . . i
Pengembangan Operasional K Ka.ﬁll:e_. u-b_t_cf.& 2. Jeprlfllnera_s_-_- 3 Ka. BE‘\_..TE'IE 3 Ka. Dept Keangan iz DE_.Al(unta15|& Ks. Degt SOM f\aflrepf Korr:_l _.as
Ussha Farmity Hote Grill Restaurant |8 ¥press Hotel ffair Perpajakan dan Informatika
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8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan:

1 Au Bintoro 99.99% 1. VHllI2 Fransiscus 99.96% 1. Imeida Fransisca 99.96% 1. Tan Weilih 99.96% 1 Santo Fransiscus 99.96%
2. Santo Fransickus 0,001% 2. Santo Fransiskus 0,034% 2. Villia Fransiscus 0,034% 2. Villia Fransiscus 0,034% 2. Imelda Fransisca 0,034%
PT CIA PT LIA PT IML PT WAB PT SAN
86% 3,5% 3,5% 3.5% 3,5%
Au Bintoro
51% 49%
L
* * 1. Xaverius Nursalim 50%
2 Wilson Argian Nursalim 20% 1. Rolf Bakri Pohan 95%
TTN%QL‘%YQSQ&' 3 Ixiell Nimeiry Nursalim 10% 2. Dr Abraham 5%
4. lvanna Nursalim 10%
5. lvy Nursalim 10%
1 o%* 90%
\ 4 I A 4
Bi7a / PT OLYMPIC PT ANDALAN
MASXARMOT =b% KAPITAL EQUITY UTAMA BINTARA
20% 23% 57%
PT CSIS PT PSM PTIPS
30% 40% 30%
PT Puri Sentul Permai Tbk
Keterangan:
1.PT CIA : PT Cahaya Infra Antariksa 5.PT SAN : PT Samudra Antar Nusantara
2.PT LIA : PT Lautan International Antarbenua 6.PT CSIS : PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Thk
3.PT IML : PT Internusa Menjulang Langit 7.PT PSM : PT Putra Sakti Mandiri
4.PT WAB : PT Wahana Andalam Baginda 8.PT IPS : PT Intan Perdana Sukses

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Di Bidang Pasar Modal (‘POJK No. 3/2021”) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“POJK No. 9/2018"), pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai
Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi, yang terdiri dari Au Bintoro, Rolf Bakri Pohan, dan
Xaverius Nursalim.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres
No. 13/2018”), individu-individu yang menjadi pemilik manfaat Perseroan (ultimate beneficial owner) adalah Au
Bintoro, Rolf Bakri Pohan, dan Xaverius Nursalim berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana
dinyatakan Pernyataan Pemilik Manfaat Perseroan tertanggal 5 Oktober 2022 yang telah dilaporkan melalui
Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi tanggal 5 Oktober 2022 sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2018.

9. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN
Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 5/2022 adalah sebagai berikut:
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Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Komisaris

Komisaris Independen

Direksi:
Direktur Utama
Direktur

Au Bintoro
Rolf Bakri Pohan
Eka Surya

Xaverius Nursalim
Aan Rohanah

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Au Bintoro
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 69 tahun.
Menyelesaikan pendidikan di SMA Kristen Bogor pada tahun 1969.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2022 sampai
dengan saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, jabatan lainnya
termasuk diantaranya:

Maret 2022 -  : PT Puri Sentul Permai sebagai Komisaris

sekarang Utama

2018 - Februari . PT Puri Sentul Permai sebagai Komisaris

2022

2010 -2018 . PT Puri Sentul Permai sebagai Komisaris
Utama

2019 - sekarang : PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
sebagai Direktur Utama

2018 - sekarang . PT Bogorindo Cemerlang sebagai Direktur

1983 - sekarang : PT Cahayasakti Furintraco sebagai Komisaris

Rolf Bakri Pohan
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 48 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Ekonomi di Bond University, Australia pada
tahun 1998
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2018 sampai saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, jabatan lainnya
termasuk diantaranya:

2018 —sekarang :  PT Puri Sentul Permai sebagai Komisaris
2010-2018 . PT Puri Sentul Permai sebagai Direktur
2008 —sekarang :  PT Intan Perdana Sukses sebagai Direktur

2008 - 2010 . PT Puri Sentul Permai sebagai Komisaris
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Eka Surya

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Menyelesaikan pendidikan Akuntansi di Universitas Pakuan Bogor pada

tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022

sampai saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, jabatan
lainnya termasuk diantaranya:

2022 - sekarang :

2017 - 2021
2015 -2017

2014 - 2016
2010 -2014

1995 - 2010

1993 - 1995
1992 - 1993

1990 - 1992

1986 — 1990

PT Puri Sentul Permai sebagai Komisaris
Independen

PT Olympic Bangun Persada sebagai Direktur

PT Olympic Internasional Hotel sebagai Direktur
Keuangan

PT Bogorindo Cemerlang sebagai Direktur

PT Bangun Karya Filadelfia sebagai General
Manager

PT Propindo Sedayu sebagai Finance &
Coordinator Manager

PT. Sierad Produce sebagai Finance Manager
PT Welgro Feedmill Indonesia sebagai Finance
and Accounting Head

PT Jakarta Prima Steel Industries sebagai
Accounting Analyst

PT Cahaya Sakti Furintraco sebagai Asst Finance
& Accounting Manager
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DIREKSI

Xaverius Nursalim
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 67 tahun
Menyelesaikan pendidikan Akuntansi di Unika Atma Jaya pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022 sampai saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, jabatan lainnya

termasuk diantaranya:
Maret 2022 —:  PT Puri Sentul Permai sebagai Direktur Utama
sekarang
2010-Feb 2022 :  PT Puri Sentul Permai sebagai Komisaris Utama
2021 -sekarang :  PT Sena Dwi Makmur sebagai
Direktur Utama
2021 -sekarang :  PT Selaras Donlin Indonesia sebagai Komisaris
2021 —sekarang  :  PT Generasi Dua Sukses sebagai
Direktur Utama
2021 -sekarang :  PT Wicaksana Arthos Sentosa sebagai Komisaris
2020 -sekarang :  Yayasan Selaras Sentosa Sejahtera sebagai Ketua
Pembina
2013 - 2021 . PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk sebagai
Komisaris

Aan Rohanah
Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 tahun

Menyelesaikan pendidikan Perhotelan di Bogor Hotel Institute pada tahun 2016.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018 sampai saat ini.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya termasuk
diantaranya :
2018 —sekarang :  PT Puri Sentul Permai sebagai Direktur

2010 -2018 : PT Puri Sentul Permai sebagai
General Manager
2003 - 2010 . PT Citra Nusantara Perkasa sebagai
Head of Quality Control — Housekeeping Division
1997 - 2003 . PT Citra Nusantara Perkasa sebagai
Revenue and Account Receivable — Accounting Division
1996- 1997 : PT Citra Nusantara Perkasa sebagai Finance staff

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka
waktu sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ke-3 setelah pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya dan/atau mengangkatnya kembali
sewaktu-waktu.
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Hubungan Kekeluargaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan :

Nama Jabatan di Perseroan Sifat Hubungan Kekeluargaan

1.

Au Bintoro KU dan PS Pemegang Saham dan Komisaris Utama Perseroan
serta Pemegang Saham dan Direktur Utama dari
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan
Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lain dalam

Perseroan.
2. Rolf Bakri Pohan K dan PSP Pemegang Saham Pengendali dan Komisaris
Perseroan serta Direktur dari PT Intan Perdana
Sukses.
Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan
Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lain dalam
Perseroan.
3. EkaSurya Kl Komisaris Independen Perseroan
Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan
Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lain dalam
Perseroan.
4. Xaverius Nursalim DU Direktur Utama Perseroan
Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan
Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lain dalam
Perseroan.
5. Aan Rohanah D Direktur Perseroan
Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan
Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham
6. IPS PS Pemegang Saham Perseroan
7. CSIS PS Pemegang Saham Perseroan
8. PSM PS Pemegang Saham Perseroan
Catatan :
PS : Pemegang Saham bu . Direktur Utama
KU : Komisaris Utama D : Direktur
K . Komisaris IPS . PT Intan Perdana Sukses
Kl : Komisaris Independen PSM . PT Putra Sakti Mandiri
CSIS  :  PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh
amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta
Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (Good
Corporate Governance) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap
keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan
Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholder).
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Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan
kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi code of conduct yang berisi
etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya.

Dewan Komisaris

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Dewan Komisaris dapat
merangkap jabatan sebagai:

a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan

b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat)
Emiten atau Perusahaan Publik lain. Sementara itu anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota
komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;

2. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 2 (satu perdua) bagian dari
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat;

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam
4 (empat) bulan;

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas
jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Dewan Komisaris telah
melakukan Rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan presentasi kehadiran sebesar 100% (seratus persen).

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan
persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu
Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik,
upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan
perkembangan teknologi.

Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK No. 33 Tahun 2014, anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan

sebagai:

a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;

b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau

c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang
bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi berhak mewakili
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS atau
keputusan Direksi.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam 4 (empat) bulan.

4. Kehadiran anggota Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

131



Adapun pelaksanaan tugas Direksi pada 1 (satu) tahun terakhir adalah memimpin dan mengurus Perseroan sesuai
maksud dan tujuan Perseroan dan menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Direksi akan melakukan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka
meningkatkan kompetensi anggora Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi
dalam seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh BElI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti
perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang
diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh
RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat
didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris sampai dengan 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp106.260.000,- (seratus enam
juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) dan remunerasi Direksi adalah sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam
puluh juta Rupiah)

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk Aan Rohanah sebagai
Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor
007/K8/HRD/VIII/22 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 15 Agustus 2022.

Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan
Nama : Aan Rohanah
Alamat : JI. Surya Raya
Kav Commercial Area |
Olympic CBD, Sentul Babakan Madang
No Telp : 021 87905100
Email : corsec@kedaton8.com

Keterangan mengenai Aan Rohanah dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan Pengawasan
Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 antara lain sebagai

berikut;

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan—ketentuan yang berlaku,
termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-
undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik
Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum.

2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan
masyarakat;

4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa

5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal
berkaitan dengan kondisi Perseroan;
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6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan
Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya

7. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan

8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat
Dewan Komisaris serta hal-hal terkait

Sekretaris Perusahaan akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

1. Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG);

3. Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan
umum lainnya.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan
masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/PSP-SKKOM/HRD/VIII/22 tanggal 15 Agustus 2022, dengan
susunan :

Ketua . Eka Surya

Keterangan mengenai Eka Surya dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan
Pengawasan Perseroan.

Anggota 1. Tita Dwi Utari
Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 15 Agustus 2022, Memperoleh
gelar Sarjana dari STEI Rawamangun Jakarta, Saat ini menjabat sebagai Anggota
Komite Audit pada PT Puri Sentul Permai Thbk.

Adapun riwayat pengalaman kerja Tita Dwi Utari adalah sebagai berikut:

2002 - 2005 : Kantor Akuntan Publik THIF sebagai Junior Asosiasi

2005 - 2007 : Kantor Akuntan Publik Akhyadi & Chris Tbk sebagai Junior
Asosiasi

2007 - 2008 : PT Lestari Indah Raya Persada sebagai Staff Finance

2008 - 2012 : PT Qui Handika Directional Drilling and Services sebagai
Manager Finance

2012 - 2016 . PT Titan Cipta Sinergy sebagai Manager Finance & Accounting

2016 - 2021 : PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk sebagai Manager

Finance & Accounting

Anggota 2. Setiyo Bonorowanto
Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 15 Agustus 2022, Memperoleh
gelar Sarjana dari Institut Teknologi Indonesia, Saat ini menjabat sebagai Anggota
Komite Audit pada PT Puri Sentul Permai Tbk.

Adapun riwayat pengalaman kerja Setiyo Bonorowanto adalah sebagai berikut:

1992 - 1993 : PT Citas Otis Elevator sebagai Project
Engineer
1993 - 2013 : PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk

sebagai Manager
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2013 -2019 ; PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk sebagai
CFO (Chief Finance Officer)

2020 - 2020 ; PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk sebagai
COO (Chief Operation Officer)

2021 - Sekarang ; PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk sebagai
Audit Committee

Januari 2022 — Sekarang  : PT Puri Sentul Permai Tbk sebagai Audit Comittee

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit Nomor 002/PSP-
IPO/HRD/VINI/22 tanggal 15 Agustus 2022. Piagam Komite Audit yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 2022
tersebut telah dimuat dalam Situs Web Perseroan. Adapun berikut merupakan link yang memuat Piagam Komite
Audit pada Situs Web Perseroan kedaton8.com.

Komite ini akan memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan

terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta

mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan. Adapun tugas dan
tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau
pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan keuangan
Perseroan;

b.  Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
kegiatan Perseroan;

c. Memberikan pendapat inependen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan
atas jasa yang diberikan;

d.  memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan
tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

f.  Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Direksi, jika
Perseroan tidak memiliki pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan; dan

i.  Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya Perusahaan
yang diperlukan;

b.  Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit
internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

c.  Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan
tugasnya (jika diperlukan); dan

d.  Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja
untuk pelaksanaan pengawas terhadap kinerja Direksi.

Pihak-pihak yang ditunjuk menjadi anggota Komite Audit dan masa berlaku penunjukan anggota Komite Audit ini
telah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 POJK 55/2015.

Piagam Komite Audit Perseroan telah dimuat dalam Situs Web Perseroan kedaton8.com, maka Perseroan telah

memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
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Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit
Internal dengan mengangkat Edwin Taufiq Kamil sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat
Keputusan Direksi Perseroan No. 011/PSP-HRD/VII/22 tertanggal 15 Agustus 2022, Adapun pengalaman kerja
kepala unit audit internal Perseroan adalah menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tanggal 15 Agustus
2022, Memperoleh gelar Sarjana dari STMIK Bina Nusantara, Saat ini menjabat sebagai kepala audit internal pada
PT Puri Sentul Permai Tbk.

Adapun riwayat pengalaman kerja Edwm Taufig Kamil adalah sebagai berikut:

1997 - 2000 . Blue Enterpise (Event Organizer) sebagai Accounting Staff

2000 - 2002 . PT Bank Central Asia Tbk sebagai Deposit Administration Staff

2004 - 2007 . PT Setia Jaya Mobilindo, Authorized Toyota Dealer Sebagai Stock & Sales
Administration Staff

2007 - 2008 . PT Sempur Park Hotel sebagai Project Accountant

2015 - Desember 2021 . PT Puri Sentul Permai sebagai Manager Accounting

Agustus 2022 - Sekarang . PT Puri Sentul Permai Tbk sebagai Internal Audit

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal Nomor 003/PSP-
IPO/HRD/VINI/22 tanggal 15 Agustus 2022 yang telah memuat ketentuan dalam Pasal 9 POJK No0.56/2015 serta
Piagam Unit Audit Internal tersebut telah ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK. 56/2015.

Unit Audit Internal Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.  Menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;

b.  Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan
kebijakan Perseroan;

c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, proyek, pemasaran,
akuntansi, operasional dan sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

d.  Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat

manajemen;

Memantau, menganalisis serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan;

Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan; dan

Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Se ~o

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta
anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;

c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
dan

d.  Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi
dan Remunerasi dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini
menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/PSP-SKKOM/HRD/VIII/22 tanggal
15 Agustus 2022, dengan susunan:
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Ketua . Eka Surya

Keterangan mengenai Eka Surya dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan
Pengawasan Perseroan.

Anggota : 1. Rolf Bakri Pohan

Keterangan mengenai Rolf Bakri Pohan dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan
dan Pengawasan.

2. Andi

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal
15 Agustus 2022, memperoleh gelar sarjana dari Universitas Gunadarma dan saat ini
menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada PT Puri Sentul Permai
Tbk.

Adapun riwayat pengalaman kerja Andi adalah sebagai berikut:

2005 - 2012 - PT Serasi Mitra Mobil (Astra Group) sebagai Administrasi
Staff

2012 - 2015 . PT Balai Lelang Serasi (Astra Group) sebagai Spv.
Finance, Accounting and Tax

2016 - 2016 : PT Tri Mandiri Selaras sebagai Head Administration

2016 - 2018 . PT Swanish Boga Industria sebagai Manager Accounting

2018 - 2021 . PT Sriboga Bakeries Integra sebagai Manager Finance &
Accounting

April 2022 - Sekarang  :  PT Puri Sentul Permai sebagai Manager Accounting

Dalam menjalankan fungsinya nanti, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab serta
wewenang antara lain sebagai berikut:

a. Tugas dan tanggung jawab

1)  Terkait Fungsi Nominasi
a.  Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
i.  Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
ii. Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan; dan
iii. Kebijakan, evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan
kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

d.  Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggot Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) Perseroan.
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2) Terkait Fungsi Remunerasi

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
i.  Struktur Remunerasi;
ii. Kebijakan atas struktur remunerasi dan
jii. Besaran atas struktur reminerasi.
b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang
diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Kewenangan

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kewenangan untuk melakukan
hal-hal sebagai berikut:

1) Mengakses catatan informasi mengenai Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
2)  Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah menyusun secara lengkap kriteria
nominasi dan reminerasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan :

a.
b.

C.
d.

Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan Standard Operating
Procedure (SOP).

Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan
Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam
menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja.

11. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing
segmen per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Tabel Komposisi Peqawai Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021 2020 2019
Manager 6 6 6 6
Supervisor 9 9 9 9
Staff 83 91 85 89
Total 98 106 100 104
Tabel Komposisi Pegawai Menurut Usia
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021 2020 2019
<30 tahun 40 30 27 26
31-40 tahun 34 42 40 42
41 - 49 tahun 17 24 23 23
=50 tahun 7 10 10 13

Total 98 106 100 104
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Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021 2020 2019
<SLTA 77 88 82 86
Diploma 10 10 10 10
S1 11 8 8 8
> S2 keatas 0 0 0 0
Total 98 106 100 104
Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021 2020 2019
Karyawan Tetap 32 33 32 31
Karyawan Kontrak 66 73 68 73
Total 98 106 100 104
Tabel Komposisi Pegawai Menurut Aktivitas Utama
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021 2020 2019
Adm. & Umum 6 8 8 8
Keuangan 5 5 5 5
Front Office 6 9 9 9
House Keeping 36 38 36 39
Engineering 9 9 9 9
F&B Kitchen 13 14 13 14
F&B Service 4 4 3 3
Security 19 19 17 17
Total 98 106 100 104
KARYAWAN TETAP
Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Manajemen
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021 2020 2019
Manager 3 4 3 3
Supervisor 7 7 7 7
Staff 22 22 22 21
Total 32 33 32 3
Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021 2020 2019
<30 tahun 6 6 3 3
31 -40 tahun 15 15 16 15
41 - 49 tahun 1 11 12 12
= 50 tahun 0 1 1 1
Total 32 33 32 31
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Tabel Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022 2021 2020 2019
Diploma 7 7 8 8
> S2 keatas 0 0 0 0
Tenaga Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.
Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk
karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan
karyawan/serikat pekerja.

Tenaga Ahli
Perseroan memiliki 4 (empat) tenaga ahli yang memiliki Sertifikasi Khusus diantaranya sebagai berikut:

Depi Selamat, 37 tahun, memiliki tugas utama sebagai front office dan memiliki pengalaman kerja
di PT Solitronindo Tol Semesta. Saat ini memiliki Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
dengan kualifikasi / kompetensi sebagai Resepsionis.

Andriyus Alamsyah, 35 tahun, memiliki tugas utama sebagai house keeping dan memiliki pengalaman kerja
di PT Surya Kencana Teknik Mandiri. Saat ini memiliki Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
dengan kualifikasi / kompetensi sebagai Room attendant.

Ovi Sopiat, 42 tahun, memiliki tugas utama sebagai F&B Service dan memiliki pengalaman kerja
di PT Graha Krindo Utama. Saat ini memiliki Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan
kualifikasi / kompetensi sebagai Pramusaji / waiter.

Sunawar, 38 tahun, memiliki tugas utama sebagai Operator senior lokal Unit PLTD Kecil dan memiliki pengalaman
kerja di PT Puri Sentul Permai Tbk. Saat ini memiliki Setifikat Kompetensi dari PT Eleska latki dengan kualifikasi
untuk melaksanakan pekerjaan koordinasi pengoperasian unit PLTD kecil, dan mengkoordinir pengoperasian
tenaga listrik, serta mengoperasikan unit PLTD kecil bagi Pelaksana Utama.

Sarana Pendidikan dan Pelatihan serta Sarana Kesejahteraan

Perseroan mengadakan pelatihan yang dilakukan di internal perusahaan maupun yang diselenggarakan dan
bekerjasama dengan pihak profesional independen dan asosiasi. Program KPI juga dilakukan sebagai tolok ukur
pencapaian atas standard pelayanan dan performa karyawan dengan pemberlakuan reward dan punishment yang
terukur. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan. Perseroan telah pula mengikutsertakan karyawannya dalam
program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai
tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai
kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial
perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan,
dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir
batin untuk seluruh masyarakat.
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Tiap tahun Perseroan rutin mengadakan CSR dalam bentuk Santunan dan pemberian sembako untuk anak yatim
yang berada di Yayasan Al-Fatih Sidiq dan menjadi donatur tetap di yayasan ini. Perseroan juga memberikan
sembako ke anak yatim serta warga lansia/ jompo yang berada diwilayah sekitar Hotel Perseroan. Perseroan juga
rutin tiap tahun memberikan hewan kurban pada saat hari raya |dul Adha kepada perwakilan pimpinan masyarakat
disekitar lingkungan di hotel Perseroan. Selain memberikan CSR dalam bentuk santunan dan sembako, Perseroan
juga melakukan perbaikan jalan/akses jalan warga yang berada disamping lokasi hotel Perseroan.

Kegiatan CSR Tahun 2019

Perseroan mengadakan acara Santunan dan Buka Puasa Bersama ke Panti Asuhan Al-Fatih Sidiqg, yang berlokasi
di Desa Sentul, Bogor.

N

| . | } :
V8 Santunan & Buka P#asa Bersam:

Sentul 8 Hotel & Yayasan Al-Fatih Si

Pondok Pesantren Al-Fatih Sidig
Jumat 24 Mei 2019

Sumber: Perseroan

Selain ke panti asuhan Perseroan juga memberikan sembako kepada anak yatim serta warga lansia yang berada
di sekitar wilayah Perseroan:

Sumber: Perseroan

Perseroan rutin tiap tahun memberikan hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha memberikan partisipasi hewan
kurban setiap hari raya Idul Adha kepada perwakilan pimpinan masyarakat disekitar lingkungan di hotel Perseroan.

g ’, '
Sumber: Perseroan

Selain memberikan partisipasi kurban setiap hari raya Idul Adha, Perseroan juga turut serta dalam memberikan
dukungan pembangunan Gedung Bina Humaniora — Paroki St. Maria Fatima Sentul City di Keuskupan Bogor.
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PRl
Piagam Persembabhan

PT. PURI SENTUL PERMAI

wrnoga A burkenan memiiaks hebadkan Anda dan memberkan belimpahan
berhat dan ravmat

# e 2015

Sumber:perseroan
Kegiatan CSR Tahun 2020

Saat awal pandemi Covid 19, Perseroan melaksanakan CSR dengan memberikan santunan serta paket sembako
kepada perwakilan warga dan anak yatim di sekitar Hotel Perseroan, adanya CSR ini bisa membantu warga.

Sumber: Perseroan
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Selain kepada warga sekitar di wilayah Perseroan, Perseroan juga memberikan bantuan CSR berupa Alat
Pelindung Diri (APD) kepada di RSUD Leuwiliang, serta kepada Kecamatan Babakan yang dilengkapi dengan
pemberian sembako dalam rangka membantu tenaga kesehatan dan masyarakat yang terdampak
Covid 19.

SENTUL 8 HOTEL BERBAG .
o |

Sumber: Perseroan

Di tahun yang sama Perseroan juga memberikan bantuan APD serta berbagai supplement dan vitamin kepada
RSUD Cibinong di Kabupaten Bogor.

Sumber: Perseroan

Perseroan rutin dalam melakukan pemberian kurban pada saat hari raya Idul Adha kepada warga sekitar Hotel
Perseroan, kegiatan pemberian kurban di tahun 2020 kepada warga sekitar Hotel Perseroan:

Sumber: Perseroan
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Pada tahun 2020, Perseroan ikut memperingati tanggal 10 Muharram (hari Asyura) dengan cara memberikan
santunan kepada anak yatim:

Sumber: Perseroan

Konsistensi Perseroan dalam berbagi ke masyarakat selama 10 tahun diperingati dengan diadakannya acara
“1 Dekade Sentul Berbagi” pada tahun 2020 kepada warga sekitar Hotel Perseroan.

“17 Qehadgf SENTULES,
BERBAG!

Kegiatan CSR Tahun 2021

Kegiatan CSR di tahun 2021, Perseroan melakukan pemberian santunan dan paket sembako untuk anak yatim
dan lansia kepada warga di sekitar hotel Perseroan yang dilakukan secara rutin sejak Perseroan didirikan.
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Perseroan melakukan pemberian kurban rutin pada saat hari raya Idul Adha kepada warga sekitar wilayah hotel
Perseroan.

Kegiatan CSR Tahun 2022

Kegiatan CSR di tahun 2022, Perseroan melakukan kegiatan santunan kepada anak yatim dan warga di sekitar
hotel Perseroan dalam rangka Ramadhan 1443H.

Sumber : Perseroan

Perseroan melakukan pemberian kurban rutin pada saat hari raya Idul Adha kepada warga sekitar wilayah hotel
Perseroan.

Sumber : Perseroan
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13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak
pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan
dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan
instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau
perselisinan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan
pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta anggota Direksi dan anggota Komisaris
Perseroan dalam Perkara Pidana termasuk Hak Cipta, Paten, Merek, Perkara Perpajakan, Perkara Tata Usaha
Negara dan Perkara Perdata serta Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara-perkara
lain yang ditangani oleh Badan Peradilan lainnya ataupun terlibat dalam sengketa atau perselisihan yang
ditangani oleh Badan Arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial, Direksi Perseroan telah memberikan
pernyataan sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam surat
pernyataan sebagai berikut:

Status Perkara Perseroan

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama
dan Komisaris, bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan ini:

1. Perseroan tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan
maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang
lainnya di Indonesia;

2. Perseroan tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan
terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan

3. Perseroan tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh
secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan Perseroan, baik di dalam maupun di luar peradilan, yang dapat
menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang
terjadinya perubahan yang secara material dapat berdampak negatif atau merugikan terhadap kelangsungan
usaha (going concern), keadaan keuangan, operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas,
kewajban-kewajiban, dan/atau prospek Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan.

Tidak terdapat somasi/klaim yang diterima Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif dan
mempengaruhi kegiatan operasional dan/atau kelangsungan usaha Perseroan termasuk terhadap rencana
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah dikenakan Sanksi Daftar Hitam karena
melanggar ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Status Perkara Direksi dan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
seluruhnya tertanggal 19 Agustus 2022 dinyatakan, bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan:

1. Tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun

perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang
lainnya di Indonesia;
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2. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh
saya di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan

3. Tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara
material terhadap kelangsungan usaha dari Perseroan.

Tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan, baik di muka pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada permohonan pernyataan pailit dan
PKPU, maupun di luar pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa di lembaga arbitrase, yang
dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan
peluang terjadinya perubahan yang secara material dapat berdampak negatif atau merugikan terhadap
kelangsungan usaha (going concern), keadaan keuangan, operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-
aset, likuiditas, kewajban-kewajiban, dan/atau prospek Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan.

Tidak terdapat somasi/klaim yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang secara material dapat berdampak negatif dan mempengaruhi kegiatan operasional dan/atau kelangsungan
usaha Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

14. KETERANGAN MENGENAI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

. Umum

Perseroan didirkan dengan nama PT Puri Sentul Permai Tbk berdasarkan Akta Pendirian
PT. Puri Sentul Permai Tbk Nomor 28 tertanggal 08 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Emie,SH
di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan
surat keputusannya tertanggal 03 Desember 2008 dengan No. AHU-0117780.AH.01.09. Perseroan
memiliki kegiatan usaha utama pada bidang jasa akomodasi industri perhotelan dimana Perseroan
merupakan pemilik langsung dari usaha hotel dengan nama Kedaton 8 Hotel, Restaurant & Business
Lounge yang berlokasi di Kawasan Olympic CBD - Sentul, Kabupaten Bogor. Dalam menjalankan
usahanya, Perseroan memiliki visi yaitu “Menjadi pemimpin pasar dan jaringan hotel ekspress dengan
okupansi tertinggi di Indonesia melalui ekspansi cepat dan keunggulan layanan”. Untuk mencapai visi
Perseroan tersebut, Perseroan memiliki Misi menyediakan dan mengoperasikan layanan perhotelan
menggunakan platform teknologi dengan mengutamakan privasi, kemudahan dan kenyamanan
pelanggan.

Di dalam memberikan pelayanannya Kedaton 8 Hotel menerapkan standar yang tinggi yang tetap
mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan diraihnya sertifikat CHSE
(Cleanliness, Healthy, Safety, Environmenf) dan Sertifikat Indonesia Care yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan PT. Sucofindo didalam
pelaksanaan auditnya, Kedaton 8 Hotel Restaurant & Business Lounge tersertifikasi sebagai Hotel
Bintang dengan kategori Resiko Menengah Rendah.

Kedaton 8 Hotel berlokasi di Jalan Surya Raya, Kav. Commercial Area 1, Olympic CBD Sentul, Desa
Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor (“Hotel Perseroan”). Hotel Perseroan mulai
beroperasi pada tahun 2011 yang kemudian berganti nama menjadi Kedaton 8 Hotel pada tanggal
25 Mei 2021. Hotel Perseroan memiliki 69 unit kamar dengan 3 tipe unit kamar yang berbeda, deluxe,
executive, dan suite.

Pada awal tahun 2022, Perseroan melebarkan segmen bisnis baru yaitu dengan mendirikan Fu Hotpot &
Grill yang berlokasi di Kawasan yang sama dengan Hotel Perseroan. Fu Hotpot & Grill mempunyai area
yang luas dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti area play ground, area tenis meja, area taman
yang tertata rapi dan area parkiran yang mampu menampung sampai dengan 60 kendaraan roda
4 (empat). Fu Hotpot & Girill tersedia juga via online — Gofood.
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Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan telah membangun K8 Xpress Hotel dan diresmikan langsung
oleh Bupati Bekasi Bpk. H. Ahmad Marzuki dan merupakan hotel pertama di Indonesia yang dibangun
di rest area. Saat ini, Perseroan memiliki 1 (satu) Ekspres hotel yang berlokasi di rest area KM 19, ruas
tol Jakarta — Cikampek dengan konsep short term stay dan berbasis teknologi.

K8 Xpress Hotel didedikasikan untuk para pengguna jalan tol, yang mana diharapkan Perseroan kedepan
pengguna jalan tol dapat mendapatkan tempat beristirahat yang representative, guna mengurangi risiko
kecelakaan karena mengantuk.

K8 Xpress Hotel memberlakukan tarif yang atraktif dan kompetitif dengan maksimal waktu menginap
selama 12 jam, juga dilengkapi dengan 12 (dua belas) unit kamar dan 2 (dua) meeting room yang dapat
digunakan dan disewa oleh para tamu baik dari pengguna jalan tol maupun corporate.

Sertifikat CHSE dan Indonesia Care yang dimiliki Perseroan:

AID I

" NN
/A TOVRheinland LA & muty e
Precissly Right BOCORNGS nternational

CERTIFICATE CHS

Menyatakan bahwa
Certify thot

Sentul 8 Hotel

Ruang Lingkup Sertifikas| : Hotel
Scope of Certification) Hotel

Kategori Penilalan : Memuaskan
Accreditotion Rank Sotisfocton

Pernyataan ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisas! selalu memenuhi
kriteria I pian oleh Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik indonesia.

CHSE STANDARDS
(CLEANUNESS, HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY)

This stotem
I

set by M

Jakarta, 19 November 2020
Jokarta, Novemnber 19, 2020

H

Herllana Dewl
Ketug Konsorsium
Chairmon ¢ nsortium
Ee Sertifiat ini berlaku dari 19 November 2020 sampai 18 November 2021
S s certificnte s valid from Nevember 19, 2020 unti November 16, 2021
(-'# o] Certificate No : CHSEO1754/2020
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Perseroan selama melakukan kegiatan usaha juga meraih penghargaan-penghargaan yaitu:
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BUPATI BOGOR
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NOMOR: G02.6 /24D -5i0pen DA

T

FAC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR

Dengan ini menganugrahkan Piagam
Penghargaan kepada :

W

Memberikan apresiasi setinggi-tingginya
kepada:
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g
&
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Sentul 8 Botel

-

SENTUL 8 HOTEL /PT. PURI SENTUL PERMAI

Sebagai Wajib Pajak Terbaik Sebagai WP TERBAIK TAHUN 2015
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berikan konstribusi terhadap

|
1
|
|
i
|
o
1

:

an pendapatan Kabupaten Bogor

Atas kontribusiny b r Pajak Daerah terbesar,
tepat epat jumiah

dalam membisyal Fembangunan Kabupaten Bogor

Cibinong, Desember 2013
= BUPATI BOGOR

Plagam Penghargaan WajleaJk erbalk yang Piagam Penghargaan Wajib Pajak Terbaik yang
diterima Perseroan dari Pemerintah Kabupaten diterima Perseroan dari Pemerintah Kabupaten
Bogor pada tahun 2013. Boor pada tahun 2015.

!.
JUARA 2
Kategori Umum
Festroal
Makanan dan Mmuman
(Kuliner)

Kabupaten Bogor
Tahun 2018

y e

Perseroan meraih Juara 2 pada “Festival Perseroan menerima piagam penghargaan dari

Makanan & Minuman (Kuliner)” untuk Kategori Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor untuk

Umum yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan kategori usaha Hotel dan Restoran atas ketaatan

dan Pariwisata Kabupaten Bogor tahun 2018. dalam “Pelaporan dan Pelaksanaan RKL-RPL
atau UPL-UKL " tahun 2019.
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BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

NO.SERTIFINAT  32/SER/1016/1019

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

PT PURI SENTUL PERMAI

KODE BADAN USAHA. 01170287

kstaertnan dalam Pragram
] Kartu Indonesia Sehat [JKN-KIS
st beserta anggots keluarganya

de: 16 Oktober 2019 ~ 15 Oktober 2020

Andayani Budi Lestari
¥ Periuasan dan Pelayanan Pes

Perseroan memperoleh Sertifikat dari BPJS
Kesehatan — Wilayah Bogor atas “Keikutsertaan
dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional —
Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan telah
mendaftarkan 100% Karyawan beserta anggota
keluarga Periode 16 Oktober 2019 — 15 Oktober
2020”

Piagam Penghargaan yang diterima Perseroan
dari Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun
2021 atas kontribusi dukungannya dalam
Penerimaan Pajak Hotel.

Beberapa Penghargaan lainnya atas keikutsertaan & partisipasi Kedaton 8 Hotel dalam berbagai
kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh Organisasi Perhimpunan Hotel & Restaurant Indonesia

(PHRI).
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Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai
berikut:

Terdepan dalam Pengembangan Hotel di Rest Area.

Perseroan dalam hal mengembangkan Kedaton 8 Family Hotel dan merupakan Perseroan yang pertama
kali dan satu-satunya yang membangun hotel di kawasan rest area, Perseroan yakin memiliki bekal dan
pengalaman yang terdepan dalam pengembangan hotel di rest area.

Fleksibilitas waktu Check-in dan Fleksibilitas durasi menginap.

Berbeda dengan hotel-hotel pada umumnya yang memiliki 1 (satu) jadwal check-in, Hotel Perseroan
menawarkan fleksibilitas pada jadwal check-in. Hotel Perseroan memiliki waktu check-in yang fleksibel.
Pelanggan dapat check-in sepanjang waktu selama 24 jam. Waktu check-in yang fleksibel ini memberikan
kenyamanan dan mampu mengakomodir kebutuhan dari pelanggan yang berbeda-beda. Selain dari pada
waktu check-in yang fleksibel, Hotel Perseroan juga menawarkan 3 (tiga) opsi durasi waktu menginap
yaitu long-stay, daily, dan meeting rate. Dengan 3 (tiga) opsi durasi waktu menginap memberikan
kenyamanan bagi pelanggan untuk menentukan berapa lama durasi istirahat yang dibutuhkannya.

Registrasi Mandiri (Self Check-in) dan Drive-Thru

Hotel Perseroan menawarkan proses registrasi yang cepat tanpa keluar dari kendaraan (drive-thru).
Sistem drive-thru memungkinkan pelanggan untuk tidak perlu keluar dari kendaraan selama proses
registrasi dilakukan. Sistem drive-thru juga didukung dengan area parkir yang dimiliki Hotel Perseroan.
Beberapa tipe kamar juga menyediakan fasilitas parkir di masing-masing unitnya. Hal ini memberikan
kenyamanan dan kecepatan bagi pelanggan untuk dapat sampai pada kamar yang telah dipesan dan
menikmati fasilitas Hotel yang ditawarkan.

Selain dari sistem drive-thru Hotel Perseroan juga menawarkan 2 (dua) metode registrasi, yaitu Registrasi
Mandiri dan registrasi dengan dibantu oleh receptionist. Pelanggan bebas memilih untuk menggunakan
metode registrasi yang ditawarkan. Registrasi Mandiri menawarkan proses registrasi yang tanpa kontak
dengan manusia sehingga membantu pencegahan penularan virus COVID-19. Selain itu Registrasi
Mandiri dilakukan dengan sangat efisien karena pembayaran yang dilakukan menggunakan e-money
sehingga tidak dibutuhkan interaksi atau kontak fisik antara pelanggan dan karyawan. Dikedua metode
registrasi ini juga ada barcode yang bisa discan untuk aplikasi peduli lindungi sehingga ikut mendukung
pemerintah dalam mencegah penularan virus covid-19.

Pelayanan yang unik dan standar kebersihan yang terjaga

Perseroan dalam mengantarkan makanan dan minuman atas pesanan pelanggan dan proses serah
terima makanan dan minuman menggunakan sistem loker putar disetiap kamar, sehingga
menghindarkan kontak fisik antara pelanggan dengan karyawan.

Perseroan juga menjaga standar kebersihan dan sterilisasi ruangan kamar dengan:

i. Tersedianya Peralatan Air Purifier dengan HEPA Filter disetiap ruang kamar guna membersihkan
udara.

ii. Proses Sterilisasi Intensif disetiap ruangan kamar setelah selesai digunakan oleh Pelanggan.

Lokasi hotel yang strategis
Hotel Perseroan terletak di Sentul, Kabupaten Bogor dengan akses yang mudah dijangkau oleh

pengunjung. Lokasi Hotel Perseroan memiliki radius yang dekat dengan berbagai arena olahraga seperti
Permata Sentul Golf Club, Palm Hills Golf Club, Sentul International Circuit dan Stadion Pakansari. Hal
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ini menjadikan Hotel Perseroan sebagai pilihan tepat untuk bersinggah bagi wisatawan lokal maupun
internasional. Hotel Perseroan juga memiliki jarak hanya 10 menit dari Exit Tol Sirkuit Sentul dan tepat
berada di kavlng komersial area bisnis vyaitu Olympic Central Business District
(dahulu disebut Kawasan Industri Sentul) sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk para tamu dengan
kesibukan yang tinggi, jadwal kerja yang padat beristirahat di Hotel Perseroan. Sementara untuk
mengakomodir kebutuhan akomodasi perusahaan yang berada di Kawasan Industri tersebut, Hotel
Perseroan memiliki Corporate Rate dan fasilitas Long Term Stay yang ditawarkan Hotel bagi pekerja yang
sedang dinas ke kawasan industri tersebut.

Manajemen Perseroan yang berpengalaman dalam manajemen perhotelan

Manajemen Perseroan yang memiliki pengalaman lebih dari belasan tahun dalam mengelola perhotelan
serta memahami seluk-beluk industri perhotelan di Indonesia. Manajemen Perseroan mengutamakan
konsistensi dalam sistem manajemen yang efisien dan efektif dalam meningkatkan pertumbuhan hotel
dan memastikan pelanggan mendapatkan pelayanan yang terbaik selama berada di Hotel Perseroan.

Strategi Usaha Perseroan

Dalam rangka mewujudkan potensi dan proyeksi, Perseroan telah mengimplementasikan beberapa
strategi sebagai berikut:

Menjaga relasi yang baik dengan pelanggan

Perseroan terus melakukan inovasi dan kreasi dalam rangka meningkatkan relasi dengan pelanggan.
Beberapa contoh inovasi yang sudah dilakukan Perseroan adalah menghadirkan Sistem Registrasi
Mandiri (Self Check-In), yang mana sistem Self Check-In ini hadir sebagai salah satu Inovasi disaat
pandemi COVID-19. Sistem Self Check-In ini Hotel diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan
kepada para tamu untuk terus bisa menikmati fasilitas Hotel Perseroan dengan melakukan tap e-money
tanpa harus bertemu dengan Petugas Hotel (Jaga Jarak — 5M). Disisi lain Hotel Perseroan juga memiliki
program pemasaran yang unik seperti program Nine to Nine dimana untuk program ini para tamu yang
check-In pukul 21.00 WIB akan Check Out Pukul 09.00 WIB keesokan harinya dengan mendapatkan
harga yang kompetitif. Selain itu ada juga promo Easy Sunday dimana promo ini menawarkan special
rate disetiap Hari Minggu. Dalam menjaga hubungan dengan pelanggan Hotel Perseroan juga
memberikan reward kepada pelanggan yang setia menggunakan jasa hotel perseroan seperti bisa
mendapatkan voucher gratis menginap ataupun mendapatkan voucher discount hingga 50% untuk para
pelanggan yang memenuhi kriteria yang sesuai. Inovasi & Kreasi bisnis dilakukan Perseroan untuk
senantiasa meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Hadimya sistem registrasi mandiri juga
merupakan bagian dari inovasi bisnis yang dilakukan oleh Perseroan. Kedepannya Perseroan akan
meningkatkan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan sekaligus
memberikan daya tarik bagi pelanggan untuk terus datang ke Hotel Perseroan.

Memperbanyak outlet Kedaton 8 Xpress Hotel di rest area

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Perseroan dalam pengelolaan hotel short term stay, Perseroan
memiliki strategi untuk mengembangkan hotel-hotel short term stay di berbagai Rest Area Tipe A
diwilayah Indonesia. Pembangunan hotel short term stay didasari atas adanya peluang dan keahlian yang
dimiliki oleh Perseroan serta adanya payung hukum Permen PUPR No. 28 tahun 2021 tentang
Pengelolaan TIP (Tempat Istirahat & Pelayanan) yang baru. Meningkatnya permintaan untuk
menghadirkan tempat untuk beristirahat sejenak yang nyaman bagi pengendara yang berpergian jauh
menjadi peluang bagi Perseroan untuk mengembangkan hotel short term stay di berbagai rest area
di seluruh Indonesia.
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Menjalankan bisnis perhotelan dengan berbasis teknologi

Selain membuat inovasi baru dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga akan terus
memperluas kerjasama terutama dalam bidang promosi yang dapat menarik minat pengunjung pada
Hotel Perseroan. Beberapa diantaranya adalah dengan mengadakan room rate khusus untuk
Perusahaan-perusahaan sekitar kawasan industry dengan paket khusus ruangan meeting, sehingga
akan meningkatkan occupancy rate secara keseluruhan. Selain dari promosi untuk kamar hotel,
Perseroan juga mengadakan promosi untuk pengenalan Fu Hot Pot & Grill kepada masyarakat dengan
mengadakan diskon sampai dengan 50% (lima puluh persen). Dengan diskon di awal pembukaan
restoran Fu Hot Pot & Girill, diharapkan masyarakat akan lebih mengenal terkait dengan restoran
Perseroan ini, sehingga kedepannya Fu Hot Pot & Grill dapat menjadi segmen bisnis andalan Perseroan
untuk segmen keluarga. Hal tersebut akan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara
keseluruhan dan menciptakan diversifikasi pendapatan Perseroan.

Memperluas kerjasama dengan partner lain

Selain membuat inovasi baru dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga akan terus
memperluas kerjasama terutama dalam bidang promosi yang dapat menarik minat pengunjung pada
Hotel Perseroan. Beberapa diantaranya adalah dengan mengadakan room rate khusus untuk
Perusahaan-perusahaan sekitar kawasan industry dengan paket khusus ruangan meeting, sehingga
akan meningkatkan occupancy rate secara keseluruhan. Selain dari promosi untuk kamar hotel,
Perseroan juga mengadakan promosi untuk pengenalan Fu Hot Pot & Grill kepada masyarakat dengan
mengadakan diskon sampai dengan 50% (lima puluh persen). Dengan diskon di awal pembukaan
restoran Fu Hot Pot & Girill, diharapkan masyarakat akan lebih mengenal terkait dengan restoran
Perseroan ini, sehingga kedepannya Fu Hot Pot & Grill dapat menjadi segmen bisnis andalan Perseroan
untuk segmen keluarga. Hal tersebut akan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara
keseluruhan dan menciptakan diversifikasi pendapatan Perseroan.

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

Perseroan dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan, seluruh pegawai Perseroan akan dilatih dalam
skill maupun perilaku agar pelanggan dapat merasa nyaman saat berada di kawasan hotel Perseroan.
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IV. Sejarah Perseroan

Berikut di bawabh ini kejadian-kejadian penting dalam evolusi bisnis Perseroan:

2011

2014

2015

2016

2018

2020

2021

2022

* Perseroan mulai dikenalkan kepada masyarakat dengan 48 kamar hotel yang dioperasionalkan.

+ Penambahan 16 unit kamar tipe deluxe dengan fasilitas parkir dan area terbuka hijau.

* Penambahan 5 unit kamar tipe suite dengan fasilitas private swimming pool dan private karaoke.

* Pembangunan restoran, pembangunan lahan parkir, dan renovasi area taman.

+ Desain ulang untuk seluruh interior kamar hotel tipe executive room sebanyak 48 kamar.

*Pengembangan sistem registrasi mandiri yaitu dengan menghadirkan mekanisme sistem
Self Check In.

*Renovasi dan perluasan area "Kedaton 8 Resto" menjadi Fu Hot Pot & Grill Restaurant

* Membuka outlet K8 Xpress di rest area KM 19 dengan 12 unit kamar dan 2 meeting room.

V. Kegiatan Usaha Perseroan

Kedaton 8 — Family Hotel

Perseroan bergerak di bidang perhotelan dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan pelayanan
kepada para tamu hotel dan sistem check-in yang canggih dan terintegrasi. Saat ini Perseroan memiliki
1 (satu) hotel yang bersertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bernama
Kedaton 8 Hotel. Kedaton 8 Hotel mulai beroperasi pada tahun 2011 dengan nama Sentul 8 Hotel yang
kemudian diganti menjadi Kedaton 8 Hotel. Kedaton 8 Hotel berlokasi di Jalan Surya Raya, Kavling
Commercial Area 1, Olympic CBD Sentul, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor
(“Hotel Perseroan”). Hotel Perseroan memiliki 69 unit kamar dengan 3 tipe yang berbeda, Suite Room,
Executive dan Deluxe. Berikut merupakan tampak atas dari Hotel Perseroan yang berada pada lahan
seluas 10.948 m?:
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Kamar pada Hotel Perseroan memiliki jumlah sebesar 69 kamar, yang dibagi menjadi beberapa tipe
kamar yaitu sebagai berikut :

Tipe Kamar Ukuran Kamar Jumlah Kamar
Suite Room 120 meter persegi 5
Executive 30 meter persegi 48
Deluxe 24 meter persegi 16

Tipe-tipe kamar memiliki luas, fasilitas dan rate yang berbeda-beda. Masing-masing tipe kamar memiliki
fasilitas yang berbeda juga. Pelanggan Hotel Perseroan bisa memilih tipe kamar sesuai dengan
kebutuhan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing tipe kamar Hotel Perseroan :

Suite Room

Tipe kamar hotel yang menjadi salah satu unggulan kamar Hotel Perseroan adalah tipe Suite Room.
Suite Room merupakan kamar Hotel Perseroan dengan harga yang paling mahal. Hal ini tentu didukung
dengan fasilitas dari Suite Room. Pada Suite room terdapat private swimming pool dan area parkir private
yang luas dan cukup untuk 2 buah kendaraan roda 4.

Berikut merupakan gambar yang menunjukan fasilitas pada Suite Room:

Sumber : Perseroan

Executive

Executive merupakan tipe kamar yang memiliki rate yang kompetitif dan fasilitas yang lengkap. Tipe
Executive memiliki area parkir private yang lebih kecil dibandingkan dengan suite yaitu maksimal
1 kendaraan roda 4 yang bisa digunakan oleh pelanggan.
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Berikut merupakan gambar yang menunjukan fasilitas pada kamar hotel tipe Executive:

Sumber : Perseroan
Deluxe

Tipe Deluxe adalah tipe kamar Hotel Perseroan dengan room rate yang paling ekonomis dibandingkan
dengan 2 tipe lainnya. Tipe Deluxe dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan Hotel
Perseroan namun dengan harga yang terjangkau. Selain itu berbeda dengan 2 tipe lainnya yang memiliki
area parkir private, tipe Deluxe tidak memiliki area parkir private, akan tetapi pelanggan tetap dapat parkir
di fasilitas parkir umum yang luas yang disediakan oleh Perseroan. Walupun memiliki harga yang paling
terjangkau dan tidak memiliki fasilitas-fasilitas seperti yang ada pada 2 tipe lainnya, tipe Deluxe tetap
memberikan fasilitas yang unggul. Fasilitas yang diberikan oleh tipe Deluxe sendiri adalah kamar hotel
yang luas dan nyaman.

Berikut merupakan gambar yang menunjukan fasilitas pada kamar hotel tipe Deluxe:

Sumber: Perseroan
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Pendapatan

Berikut adalah data pendapatan hotel selama 3 tahun terakhir berdasarkan segmen pendapatan dari
hotel:

(dalam Rupiah penuh)
Ket 31 Desember
SRR 2021 2020 2019
Sewa Kamar 17.496.611.977  14.972.689.955 21.321.511.951
Makanan dan minuman 2.932.783.656 2.531.439.642 2.797.665.453
Lain-lain 7.061.816 7.076.363 6.592.727
TOTAL 20.436.457.449  17.511.205.960 24.125.770.131

*)Tidak termasuk pendapatan pada restoran Fu Hotpot & Grill

Berdasarkan tabel diatas total pendapatan hotel di tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar
16,71% dikarenakan ekonomi masyarakat sudah mulai mengalami pemulihan sehingga berdampak ke
pendapatan sewa kamar.

Adapun Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tingkat okupansi Perseroan mengalami Penurunan. Hal
ini berdampak juga terhadap pendapatan Perseroan, berikut adalah data okupansi Perseroan tahun 2019
-2021:

Tabel Okupansi dari Hotel Kedaton 8 - Family

No. | Rooms Category 2019 2020 2021
| Kesaons. .kggfnr}/sy' o T | a0 34,2% 43,3%
“ | keabtons- Famiy ol | #43% | sos 48.1%
: Egggfotn gﬁ”ﬁ:&?fyﬁgtlglx R 25,8% 28,0%

Hotel Kedaton 8 — Family berlokasi di JI. Surya Raya Kav. Commercial Area | Olympic CBD, Sentul,
Babakan Madang.

Okupansi selama Pandemi di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan di tahun
2019, hal ini berdampak ke pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang terrefleksi di laporan keuangan
Perseroan.

Tabel Okupansi dari K8 Xpress Hotel — Realisasi dari tingkat Okupansi Kamar & Ruang Meeting sejak
beroperasional pada 31 Maret 2022 — 15 Mei 2022

No. Rooms Category April 2022 1-15 Mei 2022
1. Tingkat Okupansi Kamar tidur - 0 0
K8 Xpress Hotel 1.74% 3,82%
2. Tingkat Okupansi Meeting Room - 0 0
K8 Xpress Hotel 1.67% 2,08%

nb: kapasitas Xpress Hotel 12 kamar tidur dan 2 ruangan meeting.

Keterangan :

1. Kapasitas sewa kamar tidur maupun ruang meeting maksimal 12 jam.

2. Kapasitas maksimal okupansi kamar tidur perhari adalah 8 cycle @ 3jam per hari = 96 cycle sewa per
hari

3. Kapasitas maksimal okupansi meeting room perhari adalah 8 cycle @ 3jam per hari = 16 cycle sewa
per hari
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Fu Hot Pot & Grill

Selain kamar hotel yang lengkap, Hotel Perseroan juga memiliki restoran yang bernama Fu Hot Pot
& Grill.

Fu Hot Pot & Grill merupakan restoran yang dimiliki Perseroan yang menyediakan berbagai jenis
masakan yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Fu Hot Pot & Grill sendiri merupakan
restoran yang dirancang untuk melayani segmen keluarga. Selain kapasitas dine-in restoran yang cukup
besar kurang lebih 150 pax, restoran ini juga menyediakan cafe yang dapat digunakan sebagai tempat
untuk berkumpul dengan keluarga ataupun kerabat. Cafe yang disediakan Fu Hot Pot & Grill diperuntukan
bagi pelanggan yang hanya ingin menikmati minuman yang disediakan oleh restoran.

Fu Hotpot & Grill berlokasi di lokasi yang sama dengan Hotel Kedaton 8 — Family yaitu di JI. Surya Raya
Kav. Commercial Area | Olympic CBD, Sentul, Babakan Madang.

Berikut merupakan beberapa gambar dari restoran Fu Hot Pot & Grill :

K8 Xpress Hotel

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan telah menambah lini bisnis baru yaitu K8 Xpress Hotel, yang
berfokus di rest area dengan tema konsep short term stay. Perseroan menganggap bahwa proyek hotel
rest area ini adalah strategi pengembangan bisnis sesuai dengan Permen (Peraturan Menteri)
PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) No 28 Tahun 2021 terkait optimalisasi
Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang mana disebutkan rest area boleh dibangun hotel.

Hotel pertama yang dibangun oleh Perseroan terletak di rest area Tol Jakarta — Cikampek KM 19,
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Hotel K8 Xpress KM 19 merupakan hotel pertama di Indonesia yang
didirikan di rest area. Dengan melihat pengguna Tol Japek (Jakarta — Cikampek) kerap singgah di rest
area tersebutlah yang menjadikan alasan Perseroan untuk mendirikan hotel di kawasan tersebut.

Perseroan berharap bahwa dengan dibangunnya hotel di kawasan rest area, dapat memberikan manfaat
kepada pengendara yang kelelahan karena mengantuk sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.

Saat ini Kedaton 8 (K8) Xpress Hotel memiliki 12 unit kamar dan 2 meeting room. Dengan tarif yang
kompetitif dengan mulai dari waktu menginap 3 jam dan maksimal 12 jam.
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Berikut merupakan gambar dari K8 Xpress Hotel :

PT.PURISENTUL PERMAI Tbk
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Vi.

Sumber: Perseroan
Pemasaran

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan konsisten melakukan kegiatan pemasaran untuk
meningkatkan daya minat tamu untuk berkunjung dan menggunakan jasa serta fasilitas yang disediakan
pada Hotel Perseroan. Beberapa kegiatan pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

Room Promo Discount

Salah satu promo yang dilakukan Perseroan untuk menarik minat pengunjung adalah dengan
memberikan diskon pada rate kamar pada waktu tertentu.

Diskon rate kamar diberikan kepada para tamu yang memesan kamar pada Hotel Perseroan di waktu
tertentu dengan durasi menginap tertentu. Promo diskon rate kamar ini diharapkan dapat menarik lebih
banyak pengunjung.

Digital Advertisement

Perseroan selalu berupaya untuk mempertahankan brand image secara konsisten melalui kegiatan
pemasaran di media sosial. Aktivitas melalui media sosial ini memudahkan Perseroan untuk melakukan
promosi pemasaran langsung dan membagikan informasi resmi kepada target konsumennya terkait
promosi pemasaran yang sedang berlangsung. Perseroan memiliki tim media sosial yang fokus pada
Instagram dan facebook, dimana akun Instagram aktif dalam melakukan unggahan baru serta untuk
menjagkau lebih banyak pelanggan, Perseroan juga memasang ads berbayar.

Banner Advertising

Perseroan juga melakukan kegiatan iklan konvensional pemasangan papan iklan di wilayah strategis
yang biasa dilewati para pelancong seperti di Kawasan samping tol bogor arah jakarta — Jagorawi
(Sentul). Papan iklan dinilai oleh Perseroan masih sangat efektif dalam menjangkau calon pelanggan
baru.

Long Stay Packages

Perseroan mengadakan rate kamar khusus bagi pelanggan yang berencana untuk menginap dalam
jangka waktu yang cukup lama yang bernama Long Stay Packages. Long Stay Packages diciptakan
Perseroan untuk memanfaatkan peluang dari kebutuhan tempat tinggal bagi pekerja yang melakukan
perjalanan dinas dari luar kota untuk bekerja pada Olympic CBD (kawasan industri Sentul). Pelanggan
yang melakukan pekerjaan dinas dan membutuhkan waktu menginap yang cukup lama sekitar
1 sampai 4 minggu atau lebih membutuhkan akomodasi yang nyaman dan efisien. Hotel Perseroan hadir
sebagai solusi bagi para pekerja yang membutuhkan akomodasi selama masa perjalanan dinasnya.
Dengan memberikan paket Long Stay Packages, Perseroan dapat menjami utilisasi atau occupancy rate
dari setiap kamar yang dimiliki oleh Hotel Perseroan.
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Kerja sama dengan Klub Golf dan Pemerintah

Perseroan melakukan kerjasama dengan beberapa klub golf saat klub golf itu mengadakan acara,
di mana dengan melakukan kerjasama ini dapat membuat calon pelanggan mengetahui Hotel Perseroan.
Selain dengan klub golf, Perseroan juga memiliki hubungan baik dengan pemerintah setempat (Dinas
Kebudaya dan Pariwisata Kabupaten Bogor) di mana hubungan baik ini membuat perseroan sering diajak
untuk ikut acara yang membuat perseroan dikenal oleh calon pelanggan dan menambah basis pelanggan
perseroan tidak hanya domestik tetapi juga internasional dikarenakan acara yang ada bertaraf
internasional.

Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pesaing dari Perusahaan atau grup yang
memiliki kegiatan serupa dengan Perseroan yaitu industri perhotelan bintang dua dan tiga yang posisi
atau letaknya berdekatan dengan lokasi Perseroan seperti Bigland Sentul Hotel & Convention, Lorin
Sentul Hotel, M One Sentul Hotel, Hotel Harris Sentul-City, Capital O 1662 Sentul Hotel, dan beberapa
hotel Red Doorz dan OYO di Apartemen Sentul City.

Hotel-hotel kompetitor tersebut memiliki fasilitas standar yang Perseroan juga miliki. Akan tetapi
Perseroan memiliki perbedaan yang dapat menjadi daya tarik utama bagi pelanggan seperti sistem
registrasi mandiri, area parkir yang luas, dan setiap kamar hotel dilengkapi juga dengan air purifier yang
membuat pelanggan nyaman dan merasa aman. Perseroan juga dapat survive bahkan bangkit dari
keterpurukan industri pariwisata dikarenakan covid-19, dimana dilihat dari masih dibukukannya net profit
di tahun 2020 yang termasuk tahun sulit untuk industri pariwisata, bahkan terjadi kenaikan net profit
di tahun 2021. Selain itu, Perseroan dalam pandemi covid-19, tidak pernah memecat atau merumahkan
karyawan. tidak banyak pesaing Perseroan yang dapat melakukan apa yang Perseroan lakukan. Untuk
itulah, Perseroan meyakini bahwa Perseroan masih terdepan dibandingkan pesaing-pesaing Perseroan.

Sebagaimana dimuat dalam situs www.hallotourism.com, Kedaton 8 Xpress yang dimiliki oleh Perseroan
merupakan hotel pertama dan menjadi hotel satu-satunya saat ini yang berdiri di rest area jalan tol, yang
berlokasi di Rest Area KM 19 Tol Jakarta — Cikampek. Pembangunan hotel ini dilaksanakan menyusul
keluarnya Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28
Tahun 2021, khususnya Pasal 39 yang mengatur mengenai Tempat Istirahat Pelayanan (TIP) di jalan tol.

Selain itu, FU Hotpot & Resto juga memiliki Pesaing Grill Resto yang lokasi atau letaknya berdekatan
dengan lokasi Perseroan seperti:

1. The Grilll House di Sentul City
a.  Memiliki konsep grill steak (Western) dan menu ala carte Indonesia serta minuman model cafe.
Restoran bukan merupakan restoran AYCE (all you can eat).
b.  Memiliki Interior yang menarik dengan konsep outdoor.

2. Gyu-Kaku Japanese BBQ di AEON Mall Sentul City
a. Konsep BBQ Japanese Food.
b.  Lokasi berada di dalam AEON Mall Sentul, sehingga membuat suasana menjadi nyaman.
c.  Segmen pasar (menurut harga makanan & minuman) lebih tinggi dari Perseroan dengan harga
kisaran Rp250.000 s/d Rp450.000.

3. Ginyeom 168 Grill.
a.  Segmen pasar (menurut harga makanan & minuman) lebih rendah dari Perseroan.
b. Berada di foodcourt dengan 1 counter dan tempat makanan bersama di dalam bangunan
foodcourt.
c.  Pilihan menu mulai dari Hotpot & Grill (tipe asian food) & ala carte masakan indonesia.
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Tidak ada pesaing langsung yang memiliki keunggulan menu yang sama dengan Perseroan dan terletak
di radius exit tol Sentul. Dengan demikian maka persaingan tidak menjadi ketat untuk FU Hotpot & Grill
Restaurant.

15. PROSPEK USAHA
Tinjauan Makro dan Industri

Kombinasi pemulihan ekonomi global, stimulus fiskal domestik untuk mendukung konsumsi, pengendalian
pandemi Covid-19 dan tingkat vaksinasi yang meningkat memungkinkan kegiatan ekonomi untuk bergerak
lebih jauh. Hal ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menunjukan adanya perbaikan
dibandingkan tahun 2020. Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto
(PDB) atas dasar berlaku mencapat Rp16.970,8 triliun dan PDB, per kapita mencapat Rp62,2 juta atau
US$4.349,5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan 1V-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami
pertumbuhan sebesar 1,06 persen (g-to-q). Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen,
lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen.
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diprakirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5%, sejalan dengan upaya
pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat
pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapat 5,01 persen pada kuartal 1-2022 atau setara year on year (yoy).
Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan kuartal | - 2021 yang terkontraksi minus 0,70 persen. (sumber :
Badan Pusat Statistik)

Menurut Bank Indonesia (“BI”), Perekonomian Jawa Barat pada triwulan Il 2022 mencatatkan pertumbuhan
positif sebesar 5,68% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan | 2022 yang tumbuh sebesar 5,61% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut merupakan manifestasi dari kondisi perekonomian yang
terus membaik pada triwulan Il 2022 seiring dengan melandainya kasus covid-19, peningkatan aktivitas dan
mobilisasi masyarakat akibat relaksasi aturan perjalanan salah satunya pada momen ramadhan dan Hari
Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. (sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Agustus
2022)

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia

Tabel Wisatawan Mancanegara ke Indonesia
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Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)

Kedatangan turis asing di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 13,62% pada Januari 2022
dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, hal ini karena pembatasan Covid-19 mulai
berkurang di seluruh negeri sejalan dengan meningkatnya program vaksinasi. Jumlah kedatangan melalui
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udara di Jakarta melonjak 1.037 persen menjadi 14,1 ribu dan yang mencapat Sulawesi Utara naik 7,6 persen
menjadi 466. Selain itu, jumlah kedatangan melalui darat di atambua naik 5.750 persen menjadi 234.
Wisatawan meningkat terutama dari Filipina, Thailand dan Vietnam. Pada tahun 2021, kunjungan wisatawan
turun 61,57 persen menjadi 1,56 juta.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat Juni 2021 — Juni 2022
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Sumber : Berita Resmi Statistik, Juni 2022

Sejak Maret 2022, untuk mengurangi penyebaran Covid-19, Bandara Husein Sastranegara dan Bandara
Kertajati ditutup sementara untuk penerbangan internasional, sehingga sampai Agustus 2020 tidak ada
wisatawan mancanegara yang masuk ke Jawa Barat melalui bandara. Namun, di Bulan September, Oktober
dan November 2020 terdapat penerbangan terbatas untuk rute internasional di Bandara Husein
Sastranegara. Begitu pula di tahun 2021, hanya ada 7 (tujuh) kunjungan wisman sampai dengan November
melalui Bandara Husein Sastranegara dan 35 kunjungan wisman di bulan Agustus dan Desember melalui
Bandara Kertajati. Bulan April 2022 terdapat kedatangan 5 (lima) orang berkewarganegaraan Malaysia
melalui bandara Kertajati tercatat di Kantor Imigrasi Cirebon. (sumber Berita Resmi Statistik, Juni 2022)

Sedangkan di bulan Juni 2022 ini wisman yang tercatat datang ke Jawa Barat sebanyak 117 (seratus tujuh
belas) orang, atau naik 18,18 persen dari bulan sebelumnya yang berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan)
orang. Sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang masuk melalui penerbangan terbatas di bandara Husein
Sastranegara dan sisanya sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang adalah crew kapal yang datang melalui
Pelabuhan Muara Jati. Jumlah ini naik 44,68 (empat puluh empat koma enam delapan) persen jika
dibandingkan Juni 2021 yang tercatat 47 (empat puluh tujuh) orang. (sumber Berita Resmi Statistik, Juni
2022)

Tingkat Penghunian Kamar Hotel

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di Jawa Barat pada Juni 2022 mencapai 44,05 (empat puluh empat koma
nol lima) persen, turun 1,49 (satu koma empat sembilan) poin dibanding TPK Mei 2022 yang mencapai 45,54
(empat lima koma lima empat) persen. (sumber Berita Resmi Statistik, Juni 2022)

TPK Hotel di Jawa Barat pada Juni 2022 tercatat sebesar 52,82 (lima puluh dua koma delapan dua) persen
atau turun 1,31 (satu koma tiga satu) poin dibandingkan TPK Mei yang tercatat sebesar 54,13 (lima puluh
empat koma satu tiga) persen. Sedangkan jika dibanding dengan TPK Juni 2021 yang tercatat 38,19 (tiga
puluh delapan koma satu sembilan) persen, TPK Juni 2022 mengalami peningkatan 14,63 (empat belas
koma enam tiga) poin. TPK tertinggi bulan Juni 2022 tercatat pada hotel bintang lima yang mencapai 64,45
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(enam puluh empat koma empat lima) persen, dan TPK terendah tercatat pada hotel bintang satu yaitu
sebesar 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) persen. (sumber Berita Resmi Statistik, Juni
2022)

Tinjauan Prospek Bisnis Perseroan

Pelonggaran Kebijakan Mobilitas Terkait Pandemi Covid-19

Menurut Badan Pusat Statistik, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel klasifikasi bintang naik sebesar
9,08% (sembilan koma nol delapan) menjadi 45,15% (empat puluh lima koma satu lima persen) pada Maret
2022. Saat ini, kebijakan mobilitas terkait pandemi Covid-19 sudah mulai dilonggarkan.

Total Volume Kendaraan di Tol Jabodetabek yang Mulai Memulih

PT Jasa Marga Thk (JSMR) mencatat sebanyak 1.157.959 (satu juta seratus lima puluh tujuh sembilan ratus
lima puluh sembilan) kendaraan telah keluar wilayah Jabodetabek dan 372.048 (tiga ratus tujuh puluh dua
ribu empat puluh delapan) kendaraan melalui Tol Jakarta-Cikampek pada H-10 sampai H-4 lebaran (30 April
2022).

Total volume lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabodetabek ini naik 14,1% (empat belas koma satu
persen) jika dibandingkan lalu lintas normal periode November 2021 dengan total 1.015.248 (satu juta lima
belas ribu dua ratus empat puluh delapan) kendaraan.

Belum Adanya Kompetitor dalam Bisnis Hotel di Jalan Tol

Sebagai Pioneer Hotel Xpress di Indonesia, Perseroan belum memiliki kompetitor yang bergerak di bidang
yang sama. Untuk itu, Perseroan dapat dengan mudah menguasai potensi dari pangsa pasar yang ada.
Selain itu, Perseroan juga dapat mengambil posisi di Rest Area yang dianggap strategis dengan jumlah
pengunjung yang tinggi karena belum terdapatnya kompetisi. Dengan memanfaatkan Permen PUPR
Republik Indonesia No. 6 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pasal 39
yang mengatur mengenai Tempat Istirahat Pelayanan (TIP) di jalan tol.

Prospek Pengembangan Xpress Hotel & Hotel Operator

Rest Areai menjadi potensi utama pengembangan usaha Kedaton 8 Xpress di Trans Jawa. Dimana Trans Jawa
akan masih dilanjutkan sampai dengan Banyuwangi (Jawa Timur), sehingga masih akan ada Rest Area tipe A lagi
yang baru selain 32 rest area tipe A yang telah ada saat ini.

Potensi pengelolaan menjadi amat besar karena tersedianya Rest Area di seluruh Jalan Tol di Indonesia (tidak
hanya Trans Jawa) adalah menjadi potensi bagi Kedaton 8 Xpress untuk memberikan layanan sebagai Hotel
Operator.

Dengan meningkatnya panjang jalan Tol se-Indonesia dalam periode 5 (lima) tahun kedepan dan adanya
peningkatan pengguna jalan tol di berbagai Wilayah serta telah adanya regulasi legalitas yang jelas maka akan
menjadi daya tarik investasi bagi pebisnis Hotel, khususnya investor yang tidak memiliki pengalaman mengelola
hotel inilah yang berpotensi menjadi mitra Perseroan, dan juga investor pemain hotel yang mempunyai segmentasi
berbeda dengan K8 Xpress Hotel karena Perseroan telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan, ICT &
Management System.
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IX. EKUITAS

Dibawah ini disajikan perkembangan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per
tanggal 31 Maret 2022 serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, anggota jaringan global RSM berdasarkan laporan auditor independen tanggal
9 September 2022 dengan Akuntan Publik Tjun Tjun, No Izin Akuntan Publik : AP.1115.

(dalam Rupiah penuh)

31 Maret

31 Desember

Keterangan 2022

2021

2020 2019

EKUITAS

Modal saham —

Nilai Nominal Rp25 per Saham

Modal Dasar - 4.000.000.000 Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -

1.000.000.000 Saham pada 31 Maret 2022

Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham

Modal Dasar - 20.000 Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -

11.000 Saham pada 31 Desember 2021, 2020
dan 2019

Tambahan Modal Disetor

Saldo laba

25.000.000.000
500.000.000

11.000.000.000
500.000.000

11.000.000.000
500.000.000

11.000.000.000
500.000.000

Ditentukan

1.000.000.000

3.326.120.910

17.824.916.624

9.401.979.934

9.561.577.005

Belum Ditentukan

JUMLAH EKUITAS

29.826.120.910

29.324.916.624

20.901.979.934

21.061.577.005

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2022

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Maret 2022, maka proforma
struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Modal saham - Nilai Nominal

Rp1.000.000 per Saham Modal
Dasar - 20.000 Saham Modal

Keterangan

Ditempatkan dan Disetor
Penuh -25.000 Saham

Saldo Laba

Tambahan

Modal Disetor

Ditentukan

Belum
ditentukan

Total Ekuitas

Posisi  Ekuitas  pada
31 Desember 2021

Posisi  Ekuitas  pada
31 Maret 2022

Proforma Ekuitas pada tanggal 31
Maret 2022 jika diasumsikan pada
tanggal tersebut telah
dilaksanakan:

Penawaran Umum Perdana Saham
sebanyak 250.000.000 saham biasa
atas nama dengan nilai nominal
Rp25,- per saham dengan Harga
Penawaran Rp150,- per saham
Biaya Emisi

Proforma Ekuitas pada tanggal 31
Maret 2022 setelah Penawaran
Umum Perdana Saham
dilaksanakan

tanggal

tanggal

Pelaksanaan Waran Seri | sebanyak
50.000.000 saham biasa atas nama
dengan nilai nominal Rp25,- per
saham dengan Harga Pelaksanaan
Rp180,- per saham

Proforma Ekuitas pada tanggal 31
Maret 2022 setelah
dilaksanakannya Waran Seri |

11.000.000.000

25.000.000.000

6.250.000.000

31.250.000.000

1.250.000.000

32.500.000.000

500.000.000

500.000.000 1.000.000.000

32.250.000.000
(3.470.007.700)

29.279.992.300 1.000.000.000

7.750.000.000

37.029.992.300 1.000.000.000

17.824.916.624

3.326.120.910

3.326.120.910

3.326.120.910

29.324.916.624

29.826.120.910

37.500.000.000
(3.470.007.700)

63.856.113.210

9.000.000.000

72.856.113.210
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X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama
yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat
termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen
mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang
saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim pada akhir tahun keuangan sepanjang diatur dalam anggaran
dasar Perseroan.

2. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil
daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

3. Pembangian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi
kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setalah memberoleh persetujuan Dewan
Komisaris dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 72 UUPT.

5. Dalam Hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah
dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam
hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jumlah dividen
yang dibagikan akan bergantung pada laba Perseroan di tahun berjalan dan dengan menimbang indikator-
indikator finansial dan keputusan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen
mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang
saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Dividen hanya boleh dibagikan apabila
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen
interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari
modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh
mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu
kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah
mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan
mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada
Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 60% dari laba bersih Perseroan
mulai dari tahun buku 2022 (audited), setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen setiap tahunnya akan mengikuti rekomendasi dari
Direksi, kecuali untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Keputusan untuk pembayaran
dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa
faktor antara lain:

Pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
Proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
Prospek usaha perseroan;

Belanja modal dan rencana investasi lainnya;

Rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

® o0 o
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Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum
karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan
sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.
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XI. PENJAMINAN EMISI EFEK
A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek,
Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual
Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan
penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual
pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang
telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah
PT Victoria Sekuritas Indonesia.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum
Perseroan adalah sebagai berikut:

Porsi Penjaminan

18 2 BT (AT (5 Jumlah Saham Nilai (Rupiah) Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek

1 PT Victoria Sekuritas Indonesia 250.000.000  37.500.000.000 100,00%

TOTAL 250.000.000  37.500.000.000 100,00%

PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (Bookbuilding).

Dengan mempertimbangkan hasil Bookbuilding yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan

kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp150,-

(seratus lima puluh Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat Bookbuilding dilakukan;

- Permintaan dari calon investor;

- Permintaan dari calon investor berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);

- Kinerja Keuangan Perseroan;

- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;

- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun
pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;

- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;

- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk
beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan

- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek
regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan
dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme
pasar.
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Xll.  PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikarenakan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan
menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Waijib Pajak (a) orang
pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk
Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf Undang-Undang Pajak Penghasilan
berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan
dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang
dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum
pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis
dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal
20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa
Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek
dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final.
Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang
efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai
saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final
di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham
pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tariff umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang
‘Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang
Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak
Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Pribadi
Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan
sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau
lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara
yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk
dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak
No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 SEPTEMBER 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen SKD
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adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani
oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangan oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Perseroan telah memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan
prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk
tahun terakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuanakuntansi dan dapat berubah pada
waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI
DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM INLI.
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Xlll. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah
sebagai berikut:

1. Akuntan Publik :  KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Plaza Asia Level 10
JI. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia

Telp. 021-51401340
Fax. 021-51401350

Laporan audit yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
ditandatangani oleh Eishennoraz dengan Registrasi Akuntan Publik
No. AP.1155.

No. STTD : STTD.AP-00005/PM.223/2017

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Perikatan Prosedur
No. 0141221/E1Z/1112/EL tertanggal 6 Desember 2021.

KAP RSM: untuk audit 31 Maret 2022 ditandatangani oleh Tjun Tjun
No. AP 1115. No STTD: STTD.AP-243/PM.22/2018.

Surat Perikatan: No. 1140722/E1Z/1112/EL tertanggal 20 Juli 2022

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit
dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik
diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa
laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh
atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan
dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang
signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan.

2. Konsultan Hukum : Law Firm Fahmy Hoessein and Partners

Wima Bayuadii
JI. Gandaria Tengah Ill No. 44
Kramat Pela, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Telp. (021) 7231985
Fax. (021) 7231985

No. STTD : STTD.KH-225/PM.2/2018

HKHPM No. Anggota: 200912

Partner : Fahmy Hoessein, S.H., M.M.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat

No. 013/SPK/PSP/XI/2021
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Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini
adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain
yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan
penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum
yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus
sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar
modal yang berlaku.

3. Notaris . Kantor Notaris & PPAT Rini Yulianti, SH.

Komplek Bina Marga Il, JI. Swakarsa V No. 57 B
Pondok Kelapa - Jakarta 13450

Telp. (021) 8641170 / 86909544
Fax. (021) 8641170

No. STTD : STTD.N-40/PM.22/2018

Ditunjuk  oleh  Perseroan  berdasarkan surat Penawaran
No. 016/SPK/PSP/XI1/2021 tertanggal 16 Desember 2021.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk
menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran
Dasar Perseroan, Perjanjian Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan
Biro Administrasi Efek.

4. Biro Adminitrasi Efek . PT Datindo Entrycom
JI. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2

Telp. (021) 3508077
Fax. (021) 3508078

Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep16/PM/1991 Tanggal 19 April
1991

Ditunjuk  oleh  Perseroan berdasarkan surat Penawaran
No. 072/K8/LO/XII/21 tertanggal 16 Desember 2021.

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi
dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa DPPS dan
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana
disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi Efek sebagai
pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan Saham
sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham
yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE
juga bertanggung jawab menerbitkan FKP atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun
laporan Penawaran Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan pasar modal yang
berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI
DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.
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XIv.

KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub
dalam Akta No. 5/2022 tertanggal 8 Agustus 2022.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; dan
Real Estat.

a.
b.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Kegiatan Usaha Utama

a.

Hotel Bintang (KBLI 55110), mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang
memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan
sebagian atau seluruh bangunan.

Restoran (KBLI 56101), mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi
dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

Kegiatan Usaha Penunjang

Vi,

Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (KBLI 55199), mencakup usaha penyediaan jasa
pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha
penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, coftage dan lain-lain. Termasuk motel
dan pondok tamu (guesthouse).

Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (KBLI 56210), mencakup kegiatan yang
menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan lokasi ditentukan oleh
pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap
dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan
sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya
berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta,
seminar/kegiatan acara berlangsung.

Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303), mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas
maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan
permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan
maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang
membinanya maupun belum.

Bar (KBLI 56301), mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan
nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari
instansi yang membinanya.

Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111), mencakup usaha pembelian, penjualan,
persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan
apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall,
pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa
perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan
penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang
di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan
pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Apartemen Hotel (KBLI 55194), mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum
yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan
perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel
(apartel/kondotel).
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Catatan:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha riil dan spesifik yang dilakukan Perseroan adalah
bergerak di bidang Hotel Bintang (KBLI 55110) dan Restoran (KBLI 56101), saat ini kegiatan usaha penunjang
yaitu Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (KBLI 55199), Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu
(Event Catering) (KBLI 56210), Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303), Bar (KBLI 56301), Real Estat Yang Dimiliki
Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111), dan Apartemen Hotel (KBLI 55194) belum dijalankan oleh Perseroan.
Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini telah sesuai dengan Klasifikasi kategori dan
subgolongan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(“KBLI 20207).

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), terbagi atas 4.000.000.000
(empat miliar) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp25,-

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah
1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh
lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai
nominal saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan waijib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar
Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:

a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan
dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (i) benda yang dijadika setoran
modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (i) memperoleh persetujuan dari
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran
atas saham tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

b.  Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang
telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak
independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus
dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang
berlaku.

c.  Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang
tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan
dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsure
modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah
diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat
dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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.oa

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga

tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di
bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian

berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara
Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau
waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS,
telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa
Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”), Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK
tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat
dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan
Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham

atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yan mengandung hak untuk memperoleh Saham
antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang
Namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum
Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding
dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama
pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat diaihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu
yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-
undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana
saham Perseroan dicatatkan.

. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perserona dan tidak dianbil oleh pemegang Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan
jumlah hak memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham

sebagaimana dimaksud huruf d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas
tersebit wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan
syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan oleh peraturan perundangan dibidang Pasar Modal.

Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada
pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek;
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i. Ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau
perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

i Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang
telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum
Pemegang Saham; dan/atau

iv. Dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada
Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:

i. Perbaikan posisi keuangan;

i Selain perbaikan posisi keuangan;

. Penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang
dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio
saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu
memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk
penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain
perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham dengan kuorum kehadirandan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran
Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan
seperti tersebut dalam Pasal 4 atau 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan
peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-
saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadi penyetoran, dan saham yang diterbitkan
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar
dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi
berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui
pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar
ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-
saham Perseroan dicatatkan.

Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan
peraturan di bidang Pasar Modal.
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6.

7.

Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%
(duapuluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :

a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;

b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
ayat 10.b Pasal ini;

d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenunhi
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal
ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;

e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini,
termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d
Pasal ini.

Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan
perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut
dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal.

KETENTUAN HAK, PREFERENSI DAN PEMBATASAN PADA SAHAM

SAHAM

1.
2.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham
tanpa nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal.

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai
pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham
yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-
sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai
kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam
Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan
serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham
tersebut.

Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai
penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-
saham tersebut.

Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGANTI SURAT SAHAM

1.

5.

6.

Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima

bukti yang cukup bahwa:

a. Surat saham tersebut rusak; dan

b.  Perseroan telah menerima surat saham rusak.

Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.

Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;

b.  Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya
surat saham tersebut;

¢.  pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang
cukup oleh Direksi Perseroan; dan

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat
dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum
pengeluaran pengganti surat saham.

Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang

bersangkutan.

Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak

berlaku lagi.

Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1.

Pendaftaran pemindahan 374 a katas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan
pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak
yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang
menerima pemindahan 374 a katas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup
membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran
Dasar;

Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk
sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada
Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada
Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan
dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek.

Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah
dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa
suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas
saham itu ditangguhkan.

Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun
pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan
ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
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10.

1.

12.

Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam
Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak
terpenuhi.

Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat lambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan
hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan.

Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena
sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum,
dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan
permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran
hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan
dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
di Indonesia.

Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara
mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.

Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan
di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF

1.

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam Rekening
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut:;

Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud
dalam huruf ¢ di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada
Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan
konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam Rekening Efek;

Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang
atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang
cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar
hilang atau musnah;

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan,
diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara
pidana;

Pemegang Rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS;

Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan
nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS;

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan
saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek tersebut;

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan
saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus
atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang
Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar
penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya,
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-
hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN

1.
2.
3.

RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.

Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini.

Dalam RUPS Tahunan tersebut:

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan
(mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku
serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
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b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ atau
Direksi untuk menunjuk akuntan publik.

d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan
Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan
tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang
tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan
tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukan usul-usul yang diajukan oleh :

i. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua
puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;

ii. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan
RUPS Tahunan.

Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan

dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RUPSLB

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau
Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

1.
2.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi
Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi
diangkat menjadi Direktur Utama, dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan
yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan
usaha Perseroan.
Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat
diangkat dan selama menjabat:
a.  Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
b.  Cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
i.  Tidak Pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
ii.  Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau
berkaitan dengan sektor keuangan; dan
iii. ~ Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;

b.  Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah
tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

c.  Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari
OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan
kepada OJK.

iv. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

V. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan
disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas.
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6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
a.  Anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik lain;
b.  Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; dan
c.  Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga
menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan
tertentu dan dapat diangkat kembali.

9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun,
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan
berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) kecuali
apabila ditentukan lain dalam RUPS.

10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya
berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian
yang lain ditentukan oleh RUPS.

11.Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 di atas maka
pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada
anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut
menghadiri Rapat yang bersangkutan.

12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan
menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS
untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan
keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana
tersebut di atas. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas
maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa
memerlukan persetujuan RUPS.

13.Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan
setelah RUPS tahunan membebaskannya.

14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat
anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

15. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris
berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini dan
Peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16.RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari
jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi
untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.

17.Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota
Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur
yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut
adalah untuk sisa masa jabatan dari direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan
lain dalam RUPS.

18. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
b.  Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau.

c.  Meninggal dunia; atau

d.  Diberhentikan karena keputusan RUPS.
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19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota

Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu,
harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku

jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban
sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

1.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara
anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen.

b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah
Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan
Komisaris.

c. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan
memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal
dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Komisaris Independen waijib

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu
6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan
atau pada periode berikutnya.

b.  Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

c.  Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau
Pemegang Saham Utama Perseroan, dan;

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-

udangan yang berlaku.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan publik lain dengan ketentuan sebagai berikut :

a.  Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;

b.  Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling
banyak 4 (empat) perusahaan publik lain; dan

d.  Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris diangkat

untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan

keputusan RUPS.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima)

tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka)

diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya

(mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
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a. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali
pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap
Independen kepada RUPS.

b. Pernyataan Independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam
Laporan Tahunan.

c.  Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan
hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit
berikutnya.

10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

11. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran
Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

12.Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris
tersebut:

a.  Meninggal dunia;

b.  Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau

c.  Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan
di bidang pasar modal.

13. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.

14. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan
Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka RUPS harus
diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan
tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.

15. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku
jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan
menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama
sebagai Komisaris Utama.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM
ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR
PERSEROAN YANG TERAKHIR.
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XV.

2.

TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM
Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam
POJK No. 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek
Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book
building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran
Umum Perdana Saham ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia.

Penyampaian pesanan atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib
disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana
pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang
tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan
menjadi nasabahnya; dan/atau

c. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem
dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem.
Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan
menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek
dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran
Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan
merupakan Partisipan Sistem.

Pemesan Yang Berhak
Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran

Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal.
Adapun Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b.  Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan
nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan
selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.
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4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran
Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut
akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada
tanggal distribusi saham.

b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan
akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKP.

c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang
rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat
konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.

d. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.

e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek
terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.

f.  Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang
Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di
KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang
rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang
menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI
setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank
Kustodian yang telah ditunjuk.

h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.

i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama
pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk
mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya
tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa.

5. Harga dan Jumlah Saham

Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama,
atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan
setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap
saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada
Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh) setiap saham.
Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp37.500.000.000,-(tiga puluh tujuh miliar lima
ratus juta Rupiah) setiap saham.
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6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja pada tanggal 1 November sampai
dengan 7 November 2022.

Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari Pertama, tanggal 1 November 2022 00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Kedua, tanggal 2 November 2022 00:00 WIB — 23:59 WIB
Hari Ketiga, tanggal 3 November 2022 00:00 WIB — 23:59 WIB
Hari Keempat, tanggal 4 November 2022 00:00 WIB = 23:59 WIB
Hari Kelima, tanggal 7 November 2022 00:00 WIB = 12:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem
Penawaran Umum Elektronik serta menyiapakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan
pada Rekening Dana Nasabah (“RDN”) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk
pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak
memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak
mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai
satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan
sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan
pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening
Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut
menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana
Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

8. Penjatahan Saham

Penjamin Emisi Efek bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan
penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas,
Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/SEOQJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk
Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”)

PT Victoria Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan
penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7
serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham

untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal
7 November 2022.
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Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen
penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau
memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek,
Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang
telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut
dicatatkan di Bursa Efek.

(i)

().

Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar 85%
dari Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun,
asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya
melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a.

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi dapat menentukan besarnya persentase dan pihak
yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan
mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan
merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana
pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan
investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada :

(@) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih
saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen
penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

(b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau

(c) afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan
pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin
Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

Penjatahan Terpusat (Pooling)

Berikut ini adalah ketentuan terkait Penjatahan Terpusat :

1.

Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama
melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi
1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:

a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat
selain ritel.

b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Efek yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan
Terpusat Ritel
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Dalam hal terjadi:

a.

kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal
yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan
pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut
tidak diperhitungkan.

kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal
yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan
pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut
mendapat alokasi secara proporsional.

c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari

pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham
tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang
tersisa habis.

3. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang
diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

4. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3
lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil
pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga
saham yang tersisa habis.

5. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi
jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh
Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal
dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan
perdagangan atau sesuai dengan pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10
(sepuluh) satuan perdagangan;

dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan
dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan
pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan
berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan
perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional
sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang
pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-
masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

6. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel
(untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain
ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi
Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat)
golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham yang ditawarkan sebagaimana berikut:
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Golongan Penawaran Umum

Batasan Nilai Penawaran
Umum (IPO)

Alokasi Saham

Penawaran Umum Golongan |

IPO < Rp250 Miliar

= 15% atau senilai Rp20 Miliar*

Penawaran Umum Golongan I

Rp250 Miliar < IPO < Rp500 Miliar

2 10% atau senilai Rp37,5 Miliar*

Penawaran Umum Golongan Il

Rp500 Miliar < IPO < Rp1 Triliun

= 7,5% atau senilai Rp50 Miliar*

Penawaran Umum Golongan IV

IPO > Rp1 Triliun

= 2,5% atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak Rp37.500.000.000,-
(tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan |
karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,-, dengan batasan minimum
alokasi untuk penjatahan terpusat senilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham,
alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI
SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah masuk dalam Golongan Penawaran
Umum | sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk
Golongan Persenta§e Penjatahan Terpusat
PeS?n“L'ITT:an gg’hk::l' Penyesuaian | Penyesuaian Il Penyesuaian il
2,5x < X <10x 10x < X < 25x 2 25x
I =15% =2 17,5% =20% = 25%

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran
Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2,
Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan
sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum
Perdana Saham, dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

1.

2.

3.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama
3 (tiga) Hari Bursa berturut — turut;

Banijir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang
ditetapkan oleh OJK.

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut;

1)

mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam
paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional
paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam
media massa lainnya;

menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum
tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin
1);

menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat
satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
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10.

1.

12.

4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang
sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan
uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan
penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali
masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a) poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8
(delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling
sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar
penundaan;

b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana
dimaksud dalam huruf a poin a 1, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa
Penawaran Umum;

¢. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan
lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum
(jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran
Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
dalam media massa lainnya; dan

d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem
Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

Batas Waktu Pembayaran Pemesanan Saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan

Lembaga Kliring dan Penjamin Efek menyerahkan dana pesanan ke Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui
mekanisme yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; Dana hasil Penawaran Umum diserahkan
kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek
wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum
tanggal pencatatan efek di Bursa Efek.

Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang
memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak
akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem
Penawaran Umum Elektronik.

Penyerahan Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum
Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran
Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.
Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan
jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.
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XVI.  PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu pada tanggal
1 — 7 November 2022 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta pada
Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elekironik yang dapat diakses melalui
website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:
victoria~)-sekuritas

PT Victoria Sekuritas Indonesia
Graha BIP Lt. 3A
JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 10230
Website: www.victoria-sekuritas.co.id
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XVIl. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini yang telah disusun oleh Konsultan
Hukum Law Firm Fahmy Hoessein and Partners.
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Fahmy Hoessein & Partners
Advocates & Legal Consultants

Ref No: 078/FH/LO/X/2022 Jakarta, 31 Oktober 2022

Kepada Yth.

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

Kawasan Olympic CBD

JI. Surya Raya Kavling Komersial Area 1 Sentul,
Babakan Madang, Bogor

U.p: Direksi

Perihal : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA
PT PURI SENTUL PERMAI TBK

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum Fahmy Hoessein & Partners (‘F&P”) berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili
oleh Dr. Fahmy Hoessein S.H., M.M., selaku Partner yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai
Profesi Penunjang Pasar Modal dengan pendaftaran Nomor STTD.KH-225/PM.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dan
anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (*HKHPM"), telah ditunjuk dan diminta oleh PT Puri Sentul
Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Sentul, Kabupaten Bogor (“Perseroan”), berdasarkan Perjanjian
Kerjasama Jasa Konsultan Hukum antara Perseroan dengan F&P Nomor 013/SPK/PSP/X1/2021 tanggal 29
November 2021 untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum termasuk untuk memberikan pendapat segi
hukum (“PSH") sehubungan dengan Rencana penawaran umum perdana Perseroan (“Penawaran Umum Perdana
Saham”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“POJK
No. 7/2017”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK 41/2020"),
dan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM
No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No.
KEP.02/HKHPM/VI11/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar
Modal (“Standar Profesi”) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“UU No. 8/1995").

PSH tanggal 31 Oktober 2022 ini menggantikan secara keseluruhan PSH yang telah diberikan sebelumnya
sebagaimana tercantum dalam surat kami Ref No: 074/FH/LO/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 karenanya PSH
tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Melalui Penawaran Umum Perdana, Perseroan merencanakan untuk menawarkan kepada masyarakat dengan cara
penawaran umum sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas
nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah
Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham (“Saham
Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga
Penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem
Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah
Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.
Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh
miliar lima ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri | sebanyak
50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri |, atau setara dengan sebanyak 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran. Pendaftaran. Waran Seri | diberikan secara
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cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan
Penawaran Umum Perdana Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan, dimana
setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri |, dimana setiap 1 (satu)
Waran Seri | memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang
dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri | yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua)
tahun yang ditawarkan pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah). Jumlah dana dari
Waran Seri | adalah sebanyak-banyaknya Rp9.000.000.000,- (sembilan milliar Rupiah).

Penerbitan saham baru hasil pelaksanaan konversi Waran Seri | tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang
saham Perseroan dan pelaksanaan penerbitannya telah didelegasikan kepada Direksi untuk melaksanakan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri | tersebut
sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 5 tanggal 8
Agustus 2022 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur sebagai berikut:

“‘Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham baru hasil
konversi Waran Seri | dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri | tersebut’

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri | adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dicatatkan sampai dengan satu
hari sebelum ulang tahun ke-2 pencatatan di bursa yaitu tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 8 November 2024.

Perseroan mengadakan Progam ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh
lima juta) saham atau sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan saham dengan harga Penawaran.

Perseroan juga menerbitkan opsi saham untuk Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3,00% (tiga
koma nol nol persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana
Saham atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal
dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas
pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (‘RUPS”), hak atas
pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*HMETD”). Hak-hak tersebut sesuai dengan
Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (‘UU No.
40/2007").

Sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan
Nomor 22 tanggal 18 Agustus 2022, Akta Addendum | Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana
Perseroan Nomor 25 tanggal 9 September 2022, Akta Addendum Il Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran
Umum Perdana Perseroan Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta
Addendum Il dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan
Nomor 43 tanggal 28 Oktober 2022, yang keempatnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta
Timur serta ditandatangani oleh dan antara Perseroan selaku Emiten, dengan PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku
Penjamin Pelaksana Emisi Efek (“PPEE”) dengan cara penjaminan kesanggupan penuh (Full Commitment) oleh
Penjamin Emisi Efek yang namanya dan bagian penjaminannya akan dicantumkan di dalam addendum atas PPEE.

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana

Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk:

1. Sekitar 86,56% (delapan puluh enam koma lima enam persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha
dalam bentuk pembangunan 5 (lima) outlet Kedaton 8 Xpress Hotel baru yang akan dibangun di rest area yang
berbeda yang rencananya masing-masing akan memiliki sekitar 12 kamar dan dilengkapi sampai dengan 2 (dua)
fasilitas ruang meeting diantaranya:

a. Hotel K8 Xpress pada rest area KM 166 tol Cipali, yang telah terjadi penandatanganan Perjanjian Kerjasama
(PKS) No. 013/SPK/PSP/VI1/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang ditargetkan pembangunannya pada kuartal
keempat tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2023, berikut merupakan
informasi mengenai perjanjian dan perizinan hotel K8 Xpress pada rest area KM 166 tol Cipali ini:
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Institusi yang

No.| Perjanjian Kerjasama mengeluarkan P J?r!'s LB _B_e LT St_a t_us
izin erizinan Perizinan Perizinan
1. | Perjanjian Kerjasama Pemerintah Nomor Induk | Dikeluarkan Telah diperoleh
(PKS) Republik Berusaha tertanggal 1 Perseroan
No. Indonesia melalui | (NIB) NIB : Oktober 2018
013/SPK/PSP/VI/2022 Lembaga 8120013010 | dengan
tertanggal 24 Juni 2022 Pengelola dan 314 perubahan ke-22
Penyelenggara tanggal 9
Sistem Online Agustus 2022.
Single
Submission NIB berlaku
(“0SS") selama pelaku
usaha
menjalankan
kegiatan usaha
sesuai ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Pemerintah Persetujuan Dikeluarkan Telah diperoleh
Republik Kesesuaian tertanggal 4 Perseroan
Indonesia melalui | Kegiatan Agustus 2022
Lembaga Pemanfaatan | dan berlaku
Pengelola dan Ruang efektif untuk
Penyelenggara (PKKPR) jangka waktu 3
Sistem OSS untuk (tiga) tahun sejak
Kegiatan penerbitan dan
Berusaha dapat
Nomor diperpanjang
04082210213 | sesuai dengan
210001 untuk | ketentuan
KBLI 55110 peraturan
perundang-
undangan
Kepala Bidang Surat Selama Telah diperoleh
Penataan dan Pernyataan Perseroan Perseroan
Penaatan Kesanggupan | menjalankan
Lingkungan Pengelolaan kegiatan usaha
Hidup Kabupaten | dan di rest area KM
Majalengka Pemantauan | 166 tol Cipali
Lingkungan
Hidup (SPPL)
dengan nomor
bukti
penerimaan
oleh DLH
LH.00-
05.01/41/PPL
H
Pemerintah Sertifikat Selama Telah diperoleh
Republik Standar. Perseroan Perseroan
Indonesia melalui menjalankan
Lembaga Perseroan kegiatan
Pengelola dan telah memiliki | usahanya
Penyelenggara Izin Usaha
Sistem 0SS berupa
Perizinan
Berusaha
Berbasis
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Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Kabupaten
Majalengka
sebagai dokumen
persyaratan
penerbitan PBG
yang mana sudah
dilakukan proses
verifikasi
administrasi dan
penilaian teknis,
dan saat ini dalam
proses validasi
persetujuan teknis
dari Kepala Dinas
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Kabupaten
Majalengka.

Estimasi
diperolehnya PBG
adalah pada
pertengahan bulan
November 2022.

Halaman: - 4 -
Institusi yang .
No.| Perjanjian Kerjasama mengeluarkan P J?r!'s L _B_e L St_a t_us
izin erizinan Perizinan Perizinan
Risiko
Sertifikat
Standar:
81200130103
140001 atas
nama
Perseroan
untuk
kegiatan
usaha Hotel
Bintang (kode
KBLI 55110)
Dinas Persetujuan Selama Belum diperoleh
Penanaman Bangunan Perseroan Perseroan
Modal & Gedung menjalankan
Pelayanan (PBG) kegiatan Perseroan telah
Terpadu Satu usahanya memperoleh
Pintu Keterangan
(DPMPTSP) Rencana Kota
Kabupaten (KRK) Nomor
Majalengka PU.03.00.00.00/27
87/Bid.TR tanggal
5 Oktober 2022
yang dikeluarkan
oleh Dinas

b. Hotel K8 Xpress pada rest area KM 164 tol Cipali, yang telah terjadi penandatanganan Perjanjian Kerjasama
(PKS) No. 014/SPK/PSP/VI1/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang ditargetkan pembangunannya pada kuartal
keempat tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2023, berikut merupakan
informasi mengenai perjanjian dan perizinan hotel K8 Xpress pada rest area KM 164 tol Cipali ini:
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A . LS Jenis Masa Berlaku Status
No. | Perjanjian Kerjasama mengeluarkan Perizi . .
izin erizinan Perizinan Perizinan
1. |Perjanjian Kerjasama| Pemerintah Nomor Induk | Dikeluarkan Telah  diperoleh
(PKS) Republik Berusaha tertanggal 1 | Perseroan
No. 014/SPK/PSP/VI/2022| Indonesia melalui | (NIB) NIB : | Oktober 2018
tertanggal 24 Juni 2022 Lembaga 8120013010 | dengan
Pengelola dan | 314 perubahan ke-22
Penyelenggara tanggal 9
Sistem  Online Agustus 2022.
Single
Submission NIB berlaku
(“OSS”) selama  pelaku
usaha
menjalankan
kegiatan usaha
sesuai ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Pemerintah Persetujuan Dikeluarkan Telah  diperoleh
Republik Kesesuaian tertanggal 4 | Perseroan
Indonesia melalui | Kegiatan Agustus 2022
Lembaga Pemanfaatan | dan berlaku
Pengelola dan | Ruang efektif untuk
Penyelenggara (PKKPR) jangka waktu 3
Sistem OSS untuk (tiga) tahun sejak
Kegiatan penerbitan  dan
Berusaha dapat
Nomor diperpanjang
04082210213 | sesuai  dengan
210001 untuk | ketentuan
KBLI 55110 peraturan
perundang-
undangan
Kepala Bidang | Surat Selama Telah  diperoleh
Penataan  dan | Pernyataan Perseroan Perseroan
Penaatan Kesanggupan | menjalankan
Lingkungan Pengelolaan kegiatan usaha di
Hidup Kabupaten | dan rest area KM 164
Majalengka Pemantauan | tol Cipali
Lingkungan
Hidup (SPPL)
dengan nomor
bukti
penerimaan
oleh DLH
LH.00-
05.01/40/PPL
H
Pemerintah Sertifikat Selama Telah  diperoleh
Republik Standar. Perseroan Perseroan
Indonesia melalui menjalankan
Lembaga Perseroan kegiatan
Pengelola  dan | telah memiliki | usahanya
Penyelenggara Izin  Usaha
Sistem 0SS berupa
Perizinan
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Institusi yang

No. | Perjanjian Kerjasama mengeluarkan Pngls Masa_B_erIaku St_at_us
izin erizinan Perizinan Perizinan
Berusaha
Berbasis
Risiko
Sertifikat
Standar:
81200130103
140001 atas
nama
Perseroan
untuk kegiatan
usaha Hotel
Bintang (kode
KBLI 55110)
Dinas Persetujuan Selama Belum  diperoleh
Penanaman Bangunan Perseroan Perseroan
Modal & | Gedung menjalankan
Pelayanan (PBG) kegiatan
Terpadu  Satu usahanya Perseroan  telah
Pintu memperoleh
(DPMPTSP) Keterangan
Kabupaten Rencana Kota
Majalengka (KRK) Nomor
PU.03.00.00.00/21

69/Bid.TR tanggal
7 Oktober 2022
yang dikeluarkan
oleh Dinas
Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Kabupaten
Majalengka
sebagai dokumen
persyaratan
penerbitan  PBG
yang mana sudah
dilakukan  proses
verifikasi
administrasi  dan
penilaian  teknis,
dan saat ini dalam
proses validasi
persetujuan teknis
dari Kepala Dinas
Pekerjaan  Umum
dan Tata Ruang
Kabupaten
Majalengka.

Estimasi
diperolehnya PBG
adalah pada
pertengahan bulan
November 2022.

c. Hotel K8 Xpress pada rest area KM 439+400(A) JI. Tol Semarang Solo, Jawa Tengah, dimana Perseroan
telah membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) MoU dengan Nomor
012/SPK/PSP/III/2022 tertanggal 15 Maret 2022, sebagaimana telah diubah sebagian dan diperpanjang
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berdasarkan Addendum MoU Nomor 020/SPK/PSP/IX/22 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai
cukup. yang ditargetkan pembangunannya pada kuartal kedua tahun 2023 dan direncanakan akan selesai
pada kuartal keempat tahun 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, belum terdapat perjanjian
antara Para Pihak, MOU tersebut merupakan dokumen terkini yang berisi kesepakatan pendahuluan para
pihak dan belum terdapat perizinan hotel K8 Xpress pada rest area KM 439+400 (A);

d. 2(dua) Hotel K8 Xpress lainnya sedang dalam tahap penjajakan MoU dengan perkiraan akan selesai paling
lambat pada bulan April 2023. Rencana pembangunan 2 (dua) Hotel K8 Express lainnya ini berada di lokasi
rest area type A yang strategis dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2024. Sampai
dengan tanggal Prospektus diterbitkan belum terdapat kesepakatan baik berupa MOU/Perjanjian antara
para pihak dan belum terdapat perizinan atas rencana pembangunan 2 (dua) hotel K8 Xpress tersebut;

Pembangunan di rest area type A ini berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Pada Jalan Tol,
TIP antarkota tipe A paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas umum yang terdiri atas:

a) gerai anjungan tunai mandiri dengan fasilitas isi ulang kartu Tol;

b) peturasan tidak berbayar dengan jumlah paling sedikit 40 (empat puluh) peturasan untuk pria yang terdiri
atas 20 kubikal dan 20 urinoir serta 80 (delapan puluh) peturasan kubikal untuk wanita;

c) klinik kesehatan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas instalasi gawat darurat sesuai dengan kebutuhan
dan fasilitas Evakuasi Medik;

d) bengkel untuk kendaraan yang mengalami kerusakan ringan;

e) warung atau kios dengan luas area paling sedikit 300 m? (tiga ratus meter persegi);

f) miniswalayan;

g) tempatibadah dengan luas paling sedikit 400m? (empat ratus meter persegi);

h) stasiun pengisian bahan bakar umum yang dapat disediakan dengan 2 (dua) merek dagang yang
berbeda;

i) rumah makan;

j) ruang terbuka hijau;

k) sarana tempat parkir yang dapat menampung paling sedikit 200 (dua ratus) unit kendaraan golongan |
(kendaraan kecil termasuk bus) dan 50 (lima puluh) unit kendaraan golongan II/III/IV/V (truk dengan 2
(dua) gandar atau lebih);

) fasilitas pengisian bahan bakar listrik sesuai dengan kebutuhan;

m) tempat pengolahan limbah dan air daur ulang; dan

n) fasilitas pemadam kebakaran, termasuk alat pemadam khusus untuk bahan berbahaya dan beracun.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 huruf a, TIP antarkota tipe A harus memiliki luas tanah paling sedikit 6ha
(enam hektar) dengan lebar depan sejajar Jalan Tol paling sedikit 150m (seratus lima puluh meter) dengan
Area Komersial yang harus memiliki luas lahan paling sedikit 1.000m? (seribu meter persegi).

Berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan Pasal 39, TIP antarkota tipe A dapat dilengkapi
dengan Fasilitas Inap untuk beristirahat sementara guna mengatasi kelelahan Pengguna Jalan Tol saat
mengemudi dengan kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) jumlah kamar paling banyak 100 (seratus) unit;
b) dapat disewakan dengan durasi waktu paling lama 12 (dua belas) jam;
c) dilengkapi dengan area parkir yang disediakan secara terpisah dengan area parkir TIP; dan
d) area parkir sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dapat menampung paling sedikit:
1) 50 (lima puluh) kendaraan golongan | (kendaraan kecil termasuk bus); dan
2) 30 (tiga puluh) kendaraan golongan II/IIl/IV/V (truk dengan 2 (dua) gandar atau lebih).

Status kepemilikan tanah atas seluruh Kedaton 8 Xpress Hotel baru adalah milik lessor sedangkan bangunan
yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan aset tetap dari Perseroan sampai dengan perjanjian sewa atau
bagi hasil selesai dan berakhir.

Dalam hal rencana penggunaan dana sekitar 86,56% merupakan Transaksi Material berdasarkan perhitungan

Laporan Keuangan terakhir yang digunakan Perseroan sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (‘POJK No.
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17/2020”). Maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, yaitu menunjuk
penilai dalam menentukan nilai wajar atas objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud,
melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada publik, dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih
dahulu. Lebih lanjut, transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan transaksi bukan
dilakukan dengan pihak terafiliasi serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam
Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
(“‘POJK No. 42/2020") dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis
pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

2. Sekitar 5,97% (lima koma sembilan tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan 2 (dua) suite room di
Kedaton 8 — Family Hotel yang pembangunannya direncanakan akan selesai pada kuartal keempat tahun 2022.
Perseroan telah memiliki perizinan dalam rangka pembangunan 2 (dua) suite room tersebut berupa Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) atau sekarang dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung. Perseroan tidak
memerlukan izin lain terkait dengan pembangunan suite room tersebut;

Dalam hal rencana penggunaan dana sekitar 5,97% merupakan Transaksi Material berdasarkan perhitungan
Laporan Keuangan terakhir yang digunakan Perseroan sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020, maka
Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada POJK No. 17/2020. Transaksi tersebut bukan
merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan penggunaan dana untuk pembangunan 2 suite room di Kedaton 8
Family Hotel tersebut tidak akan digunakan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung
benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan
ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun
pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.
42/2020.

3. Sekitar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan
Management system & ICT untuk pengembangan aplikasi self check-in untuk 5 (lima) lokasi K8 Xpress Hotel
baru yang akan dibangun di rest area yang berbeda dan pengembangan sistem IT yang ada di Kedaton 8 Family
Hotel di Sentul;

Dalam hal rencana penggunaan dana sekitar 2,99% merupakan Transaksi Material berdasarkan perhitungan
Laporan Keuangan terakhir yang digunakan Perseroan sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020, maka
Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada POJK No. 17/2020. Transaksi tersebut bukan
merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan penggunaan dana untuk pembiayaan pengembangan Management
system & ICT tersebut tidak akan digunakan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung
benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan
ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun
pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.
42/2020.

4.  Sekitar 4,48% (empat koma empat delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti
penyediaan perlengkapan kebutuhan hotel, biaya marketing dan promosi, biaya penyelenggaraan pelatihan
maupun operasional kantor pada 5 (lima) hotel Kedaton 8 Xpress Hotel baru yang akan dibangun di rest area
yang berbeda.

Dalam hal rencana penggunaan dana sekitar 4,48% merupakan Transaksi Material berdasarkan perhitungan
Laporan Keuangan terakhir yang digunakan Perseroan sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020, maka
Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada POJK No. 17/2020 dengan tetap memperhatikan
ketentuan Pasal 13 POJK No. 17/2020 karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dalam
rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.
Transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan penggunaan dana untuk untuk modal kerja
tersebut tidak digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung
benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan
ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun
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pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.
42/2020.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri |, seluruhnya akan digunakan oleh
Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional diantaranya namun tidak
terbatas untuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, penyediaan perlengkapan kebutuhan hotel, biaya marketing dan
promosi, biaya penyelenggaraan pelatihan maupun operasional kantor.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK
secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada para Pemegang
Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil
Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”) dan apabila dikemudian hari
Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan
wajib melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan
perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu, sebagaimana diatur
dalam POJK No. 30/2015.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. PSH ini diberikan berdasarkan pada LUT serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari LUT yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam PSH ini.

2. PSH ini hanya meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak
meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya.

3. F&P tidak melakukan pemeriksaan hukum Investigasi atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan-
keadaan yang dirujuk dalam PSH ini.

4, PSH ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan kepada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta
observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam PSH ini.

5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam PSH ini, PSH ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan
sejak tanggal dimana Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ('Tanggal
Pemeriksaan”), dengan tetap memperhatikan (i) laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam
rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022
("Laporan Keuangan”) dan (ii) ketentuan POJK No. 7/2017 yang mensyaratkan pemeriksaan struktur
permodalan dan perubahan kepemilikan saham atas Perseroan hanya mencakup periode 3 (tiga) tahun
terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran.

6. PSH ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (i) kewajaran komersial dan finansial atau suatu
transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai
kepentingan atau harta kekayaan yang terkait; (i) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan
pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (iii) aspek risiko yang dapat diderita oleh
pemegang saham Perseroan yang berasal dari Saham-Saham termasuk risiko usaha yang sebagaimana
diungkapkan dalam Prospektus Awal, serta (iv) harga penawaran Saham-Saham dalam Penawaran Umum

Perdana.

7. PSH ini berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
di Indonesia.

8. Pada Tanggal Pemeriksaan, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis)

diantara para pihak dalam dokumen-dokumen yang F&P periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri
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membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur
dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.

9. PSH ini berdasarkan hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan
dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan
menurut hukum atau yuridiksi lain.

ASUMSI-ASUMSI DAN KUALIFIKASI-KUALIFIKASI

PSH ini didasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak
ketiga kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami
adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi, scanned
copy atau bentuk salinan lainnya adalah benar, akurat, sesuai, identik dengan aslinya.

2. Dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan serta
penegasan-penegasan yang diberikan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Hasil Uji Tuntas Segi
Hukum dan PSH ini atau diperlihatkan oleh Perseroan serta pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat
dan lengkap, tidak menyesatkan, tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja
maupun tidak dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material
sampai dengan Tanggal Pemeriksaan.

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan maupun pejabat instansi, lembaga, badan
pemerintah dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan,
keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan laporan, atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan
mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

4, Secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal
yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam PSH
ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dari faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Prospektus Awal
Penawaran Umum Perdana mengenai Faktor Risiko.

5. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang
terbuka untuk umum dan menggunakan database yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar,
lengkap, dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau
sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan perkara maupun
kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara
dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.

6. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh F&P dan/atau dibuat dalam rangka
Penawaran Umum Perdana dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur
dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum Perdana yang
berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka
seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan
Penawaran Umum Perdana berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“‘KUHPerdata”) khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
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8. Pendapat sehubungan dengan "izin material” dan "Harta Kekayaan Material” adalah sejauh izin atau
persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh secara material terhadap keberlangsungan usaha
Perseroan.
9. F&P bukan merupakan konsultan hukum pajak dan karenanya PSH ini tidak dapat dianggap,

diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-
hal yang terkait pajak.

10. F&P tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan
keuangan, akunting (accounting), pajak, data statistik maupun data industri.

1. Diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana,
walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud
atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Perdana. Dengan demikian PSH ini akan menjadi batal
dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Perdana karena sebab apapun tidak terlaksana.

12. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana tunduk kepada
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

13. PSH ini dibuat oleh F&P selaku Konsultan Hukum yang Independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana disebut di atas dan berdasarkan ruang lingkup,
asumsi-asumsi serta kualifikasi-kualifikasi tersebut di atas dan menunjuk kepada Laporan Uji Tuntas Dari Segi
Hukum Nomor Ref: 077/FH/LUT/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 (“‘LUT") serta dengan mentaati kode etik dan
standar profesi kami sebagai konsultan hukum, maka PSH kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan dengan nama PT Puri Sentul Permai, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sentul, Kapubaten Bogor didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tertanggal 8 Juli 2008, yang dibuat di hadapan
Ernie, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh status badan hukum dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 3 Desember 2008 Nomor
AHU-93509.AH.01.01.Tahun 2008; (ii) didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0117780.AH.01.09
Tahun 2008 tertanggal 3 Desember 2008; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 003 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 001402 yang diterbitkan tanggal 11
Januari 2022, berdasarkan sertifikat Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tanggal 11 Januari 2022
yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Berita Negara atas nama Direksi Perum Percetakan Negara
Republik Indonesia (“‘Akta Pendirian”).

Pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah dibuat secara sah sesuai dengan UU No. 40/2007
sebagai ketentuan yang berlaku pada saat penetapan status badan hukum, kecuali terkait Penyetoran
modal sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian
Perseroan yang telah disetor penuh secara tunai oleh para pemegang saham pendiri Perseroan, terdapat
keterlambatan penyetoran yang telah melewati 60 (enam puluh) hari berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat
(2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan
Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk
Usaha Mikro dan Kecil, yang mana dilakukan oleh para pemegang saham pendiri Perseroan pada 24 April
2009 yang telah diratifikasi berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 4
tanggal 4 Oktober 2022 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah: (i)
diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0299052 tanggal 5 Oktober
2022; dan (i) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0198776.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal
5 Oktober 2022 (‘Akta No. 4/2022") , yang memuat tentang persetujuan pemegang saham Perseroan
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sehubungan adanya keterlambatan atas penyetoran sesuai Akta Pendirian Perseroan yang baru dilakukan
melalui Pembelian Tanah pada tanggal Akta Jual Beli pada 24 April 2009 ditambah dengan biaya
pematangan tanah, seluruhnya sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah), Para Pemegang
Saham Perseroan menyatakan bahwa modal ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan sampai dengan tanggal Keputusan telah disetor penuh. Terhadap keterlambatan penyetoran,
tidak terdapat suatu konsekuensi hukum yang menyebabkan Perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan
usahanya dan tidak terdapat sanksi sebagai akibat dari keterlambatan penyetoran tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan
Modal Dasar Perseroan Terbatas, pada saat Peraturan Pemerintah dimaksud mulai berlaku, Perseroan
Terbatas yang telah didirikan dengan modal dasar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (1) UU No. 40/2007, tetap dapat menjalankan usahanya tanpa harus menyesuaikan modal
dasarnya.

2. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana dalam rangka
Penawaran Umum Perdana ini, diubah seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler
Pemegang Saham Perseroan Nomor 5 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H.,
Notaris di Kota Jakarta Timur yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (‘Menkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham
Nomor AHU-0055897.AH.01.03. TAHUN 2022 tertanggal 8 Agustus 2022; (ii) telah diberitahukan, diterima
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (‘Kemenkumham”) sebagaimana
dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-
AH.01.03-0276594 tanggal 8 Agustus 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor:
AHU-AH.01.09-0041747 tanggal 8 Agustus 2022; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-
0154253.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 8 Agustus 2022 (“Akta No. 5/2022"). Akta No. 5/2022 memuat
tentang keputusan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

[.  Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham
dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham
Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing) serta menyetujui untuk
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.

[l Menyetujui:

a. Mengangkat dan menetapkan tuan Eka Surya sebagai Komisaris Independen untuk sisa masa
jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

b. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal
Keputusan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
- Direktur Utama : Xaverius Nursalim
- Direktur : Aan Rohanah
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Au Bintoro
- Komisaris : Rolf Bakri Pohan
- Komisaris Independen : Eka Surya

lIl.  Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:

(a) Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan
menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT PURI SENTUL PERMAI, Tbk.;
(b) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya

250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp.25,-
(dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh
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persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran

Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-

banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri | atau sebanyak-banyaknya 5% (lima

persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana disampaikan, dengan

memperhatikan:

- Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar
Modal; dan

- Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan
dicatatkan;

serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan

kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada

Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi

Perseroan;

() Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh
juta) saham baru hasil konversi Waran Seri | dan memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri | tersebut;

(d) Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan
dan disetor penuh, Waran Seri | dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri | setelah
dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual
kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para
Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek
Indonesia (selanjutnya disebut "BEI");

(e) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor 1X.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar
Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga mencerminkan
adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya
disebut "Anggaran Dasar");

4] Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai
dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham
Perseroan dalam BEI| dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil
pelaksanaaan konversi Waran Seri [

(9) Menetapkan program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation — ESA) dengan
jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham atau mewakili
sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana;

(h) Menetapkan program MESOP (Management Employee Stock Option Program) yang
merupakan hak opsi untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 3% (tiga
persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran
Umum Perdana; dan

(i) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan program ESA dan MESOP tersebut.

IV.  Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala
tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang
diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas
pada:

(a) melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang
dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
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41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas,
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik;

(b) menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang
ditawarkan dan menetapkan kepastian harga pelaksanaan Waran Seri | dan kepastian jumlah
Waran Seri | dalam Penawaran Umum Perdana;

() menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta menentukan
tujuan penggunaan dana hasil Pelaksanaan Waran Seri [;
(d) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan

dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau
dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum
Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

(e) mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas
Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam
rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

() membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam
rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan
Waran Seri |, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri [;

(9) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia;
(h) menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan
dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka
Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; menunjuk
lembaga dan profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak
terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro
Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan
menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa lembaga dan profesi penunjang tersebut;

(i) menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak
terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro
Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan
menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang
tersebut;

(i) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan
pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan
dan BEI;

(k) memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran
Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta,
perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;

(m) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun
tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-
dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

(n) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-
undangan.

V. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan
penerbitan saham baru hasil Penawaran Umum Perdana dan hasil konversi Waran Seri | serta
pelaksanaan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan program MESOP, untuk maksud tersebut
menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada,
atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta,
formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau
disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.

VI. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum
Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan
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serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang
diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala
izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar
disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

Akta No. 5/2022 kemudian diubah berdasarkan Akta No. 4/2022 yang memuat tentang keputusan para
pemegang saham Perseroan sebagai berikut:
l. Persetujuan penyisipan dengan menambah satu ayat pada Pasal 4- ayat (3) Anggaran Dasar
Perseroan menjadi sebagai berikut:
3. Dari modal ditempatkan dan disetor tersebut sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
Rupiah), seluruhnya telah disetor secara penuh sebagai berikut :
i.  Sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah) merupakan setoran awal; dan
ii. SebesarRp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar Rupiah) merupakan tambahan setoran
modal yang berasal dari dividen saham.
Il. Menyusun kembali Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyisipan dengan
penambahan satu ayat pada Pasal 4 ayat (3), sehingga mengubah urutan dalam Pasal 4 Anggaran
Dasar Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022 telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan : (i) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan
yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; (i) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (iv) klasifikasi kategori dan subgolongan
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
2020 (dua ribu dua puluh), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022 dan Akta No.
4/2022 telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No.
40/2007.

3. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya berkantor di Kawasan Olympic CBD, JI. Surya Raya
Kavling Komersial Area 1 Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

4.  Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 5/2022 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha

dalam bidang:
a. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; dan
b. Real Estat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:

Maksud dan Tujuan:

a. Kegiatan Usaha Utama

i. Hotel Bintang (KBLI 55110), mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang
memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan
sebagian atau seluruh bangunan.

ii. Restoran (KBLI 56101), mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen,
dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

b.  Kegiatan Usaha Penunjang

i. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (KBLI 55199), mencakup usaha penyediaan

jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha
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penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, coftage dan lain-lain. Termasuk
motel dan pondok tamu (guesthouse).

ii. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (KBLI 56210), mencakup kegiatan
yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan lokasi
ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa
makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan,
pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja,
pesta,seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta
seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.

jii. Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303), mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik
panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh
bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan
dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah
minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

iv. Bar (KBLI 56301), mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan
nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari
instansi yang membinanya.

v. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111), mencakup usaha pembelian,
penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa,
seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas
penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau
apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan
atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan
sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah
kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa
dipindah-pindah.

vi. Apartemen Hotel (KBLI 55194), mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi
umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal
sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen
hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel).

Pada Tanggal Pemeriksaan, kegiatan usaha riil dan spesifik yang dilakukan Perseroan adalah bergerak di
bidang Hotel Bintang (KBLI 55110) dan Restoran (KBLI 56101), saat ini kegiatan usaha penunjang yaitu
Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (KBLI 55199), Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu
(Event Catering) (KBLI 56210), Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303), Bar (KBLI 56301), Real Estat Yang
Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111), dan Apartemen Hotel (KBLI 55194) belum dijalankan oleh
Perseroan. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar Perseroan
maupun izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki Perseroan. Kegiatan usaha yang dijalankan
oleh Perseroan telah sesuai dengan klasifikasi kategori dan subgolongan Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19
Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (‘KBLI 2020”) yaitu Hotel Bintang (KBLI
55110) dan Restoran (KBLI 56101).

5. Pada Tanggal Pemeriksaan, izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang dimiliki Perseroan yang bersifat
material untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana yang disyaratkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, izin-izin dan persetujuan-persetujuan material
termasuk persyaratan dan/atau kewajiban berdasarkan Lampiran Sertifikat Standar Izin Usaha yang
diwajibkan dimiliki Perseroan tersebut diperoleh Perseroan dari instansi yang berwenang dan masih berlaku
kecuali perihal dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk lokasi Rest Area Tol Cipali KM 166
dan 164, Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat sudah
dilakukan proses verifikasi administrasi dan penilaian teknis, dan saat ini dalam proses validasi persetujuan
teknis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka yang diperkirakan
diperolehnya PBG adalah pada pertengahan bulan November 2022 dan seluruh SIPA yang sedang dalam
proses permohonan perpanjangan masa berlaku yang diperkirakan akan selesai pengurusannya pada akhir
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bulan November 2022. Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, tidak ada pelanggaran pentaatan terhadap
perizinan dan persetujuan yang dimiliki Perseroan dari instansi yang berwenang.

Perseroan tidak mengalami perubahan struktur permodalan sampai dengan berlakunya Akta No. 5/2022,
namun perubahan susunan kepemilikan dalam Perseroan terakhir sebelum Akta No 35/2021 2022 adalah
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 18 tanggal 24 Oktober
2016, yang dibuat di hadapan Ermie., S.H., sebagaimana diungkapkan dalam LUT.

Berdasarkan Akta No. 5/2022, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan adalah sebagai

berikut:

Modal Dasar : Rp 100.000.000.000,- terbagi atas 4.000.000.000 saham masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp 25,-

:Rp 25.000.000.000,- terbagi atas 1.000.000.000 saham masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp 25,-

:Rp 25.000.000.000,- terbagi atas 1.000.000.000 saham masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp 25,-

Modal Ditempatkan

Modal Disetor

Berdasarkan Akta No. 5/2022 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan, susunan pemegang saham
Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan berdasarkan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah Saham (:g?g;:;r; Pers(«oe/stase
Modal Dasar - Rp100.000.000.000,- 4.000.000.000 | 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
1. PT Putrasakti Mandiri 400.000.000 10.000.000.000 40
2. PT Cahayasaki Investindo, Tbk 300.000.000 7.500.000.000 30
3. PT Intan Perdana Sukses 300.000.000 7.500.000.000 30
‘I;‘I‘s“;'ti': Modal Ditempatkan dan Modal | 4 10 000000 |  25.000.000.000 100
Saham Dalam Portepel 3.000.000.000 75.000.000.000

Pada Tanggal Pemeriksaan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode
3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan,
UU No. 40/2007, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terkait kepemilikan atas saham oleh para pemegang saham telah dimuat dalam Daftar Pemegang
Saham tertanggal 31 Januari 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan
Sebelum Penawaran Umum (‘POJK No. 25/2017"), sehubungan tidak terdapat pemegang saham
Perseroan yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga di bawah harga Penawaran
Umum Perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK,
maka tidak ada pemegang saham Perseroan yang dibatasi haknya sebagaimana diatur dalam POJK No.
25/2017, namun berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap Surat Pernyataan Pemegang Saham
Perseroan tertanggal 12 Oktober 2022, PT Putrasakti Mandiri, PT Intan Perdana Sukses, PT Cahayasakti
Investindo Sukses Tbk telah menyatakan untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham Perseroan
yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Pada Tanggal Pemeriksaan, memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (‘POJK No. 3/2021”) dan Pasal 1 angka 4
Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (‘POJK No.
9/2018"), pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang
Terorganisasi, yang terdiri dari Au Bintoro, Rolf Bakri Pohan, dan Xaverius Nursalim Nursalim berdasarkan
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Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan tertanggal 5 Oktober 2022. Berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap Surat Pernyataan
tertanggal 12 Oktober 2022, Pengendali Perseroan berkomitmen untuk tidak akan mengalihkan
pengendaliannya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Pada Tanggal Pemeriksaan, individu-individu yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan Pasal 4 ayat (1)
poin d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (‘Perpres No. 13/2018") sebagai pemilik manfaat
Perseroan (ultimate beneficial owner) adalah Au Bintoro, Rolf Bakri Pohan, dan Xaverius Nursalim
berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan tertanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan Pernyataan Pemilik Manfaat
Perseroan tertanggal 5 Oktober 2022 yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelayanan Administrasi
Korporasi tanggal 5 Oktober 2022 sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018,
dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (‘Permenkumham No. 15/2019”).

8. Pada Tanggal Pemeriksaan, memperhatikan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 40/2007, susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sah bertindak sebagai Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
berdasarkan Akta No. 5/2022 yang sah yang diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak
tanggal diterbitkannya surat Keputusan Menkumham sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk
tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut adalah sebagai

berikut;

Direksi

Direktur Utama : Xaverius Nursalim
Direktur : Aan Rohanah
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Au Bintoro
Komisaris : Rolf Bakri Pohan
Komisaris Independen : Eka Surya

Bahwa untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah orang
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagaimana diatur
dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Surat Pernyataan masing-
masing Direksi dan Komisaris dalam hal pemenuhan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 19 Agustis
2022.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum di atas telah sesuai dan
memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan
dari pihak yang berwenang.

9.  Guna memenuhi ketentuan-ketentuan Perusahaan Terbuka dan Penawaran Umum Perseroan, Perseroan
telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Nominasi dan
Remunerasi, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut;

a. Mengangkat Aan Rohanah sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) terhitung sejak
tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 007/K8/HRD/VIIIf22 tentang
Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 15 Agustus 2022, untuk memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan
Emiten Atau Perusahaan Publik (‘POJK No. 35/2014”).
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b. Membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris Perseroan Nomor 001/PSP-SKKOM/HRD/VIII/22 tentang Pengangkatan Komite Audit
tertanggal 15 Agustus 2022 dengan masa jabatan Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan
Dewan Komisaris untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (‘POJK No. 55/2015”). Susunan anggota
Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Eka Surya
Anggota : Tita Dwi Utari
Anggota : Setiyo Bonorowanto

Untuk memenuhi POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit Nomor 002/PSP-
IPO/HRD/VIII/22 tanggal 15 Agustus 2022.

Bahwa terhadap pengangkatan dan keanggotaan anggota Komite Audit atas nama Setiyo Bonorowanto
telah dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, dan 7 POJK No. 55/2015.

Bahwa keanggotaan dan pengangkatan anggota Komite Audit telah dilakukan sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 55/2015, sehingga telah memenuhi POJK No. 55/ 2015.

c. Membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 011/PSP-HRD/VIII/22
tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal tertanggal 15 Agustus 2022. Sebagaimana termaktub
dalam Surat Keputusan Direksi tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris
Perseroan mengangkat Edwin Taufiq Kamil sebagai Kepala Unit Audit Internal yang berlaku efektif sejak
tanggal 15 Agustus 2022 untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“POJK No. 56/2015”).

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal Nomor
003/PSP-IPO/HRD/VIII/22 tanggal 15 Agustus 2022 yang telah memuat ketentuan dalam Pasal 9 POJK
No. 56/2015 serta Piagam Unit Audit Internal tersebut telah ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat
persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK No. 56/2015.

d. Membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
Perseroan Nomor 002/PSP-SKKOM/HRD/VIII/22 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan
Remunerasi tertanggal 15 Agustus 2022 dengan masa jabatan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan
Komisaris untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (‘POJK No. 34/2014"). Susunan anggota
Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Eka Surya
Anggota : Rolf Bakri Pohan
Anggota - Andi

Untuk memenuhi Pasal 19 POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan
Remunerasi Nomor 001/PSP-IPO/HRD/VIII/22 tanggal 15 Agustus 2022. Perseroan telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 ayat (2) POJK Nomor 34/POJK.04/2014 terkait hal-hal yang harus dimuat pada
Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi serta ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Bahwa keanggotaan dan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilakukan
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 POJK Nomor 34/POJK.04/2014,
sehingga telah memenuhi POJK Nomor 34/POJK.04/2014.

10. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah mengadakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2021

berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku 2021 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan
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bermeterai cukup, yang didaftarkan dalam buku register/pendaftaran Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota
Jakarta Timur, dengan Nomor 521/W/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Pelaksanaan RUPST 2021
Perseroan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan batas waktu RUPS wajib diselenggarakan
sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (2) UU No. 40/2007, akan tetapi tidak terdapat sanksi akibat
keterlambatan pelaksanaan RUPST 2021 Perseroan tersebut. Namun, apabila pengurus Perseroan tidak
menyelenggarakan RUPST dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, maka belum selesai
tanggung jawab pengurus dalam Perseroan tersebut oleh karena pertanggungjawaban yang dituangkan
dalam laporan tahunan belum mendapatkan pengesahan.

11. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memiliki harta kekayaan tidak bergerak berupa bidang-bidang tanah
dan bidang-bidang tanah tersebut telah didukung berdasarkan dokumen kepemilikan dan dokumen
transaksi yang sah secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Harta kekayaan berupa bidang-bidang tanah tersebut
pada Tanggal Pemeriksaan sedang dijaminkan sebagaimana diungkapkan dalam Perjanjian Kredit
Perseroan. Penjaminan Harta kekayaan Perseroan berupa bidang-bidang tanah tersebut telah dilakukan
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap
harta kekayaan Perseroan yang sedang dijaminkan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk tersebut, apabila
bidang-bidang tanah yang sedang dijadikan objek jaminan tersebut dieksekusi maka akan memberikan
dampak yang material kepada kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran harta kekayaan intelektual berupa merek yang saat
ini sedang dalam proses pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum
dan HAM Republik Indonesia (DJKI) dengan nomor permohonan JID2021055859, JID2021081479,
JID2022002088, JID2022039276, DID2022073685, JID2022073392, DID2022073928 dengan status
Pengajuan Jawaban (Hearing) atas Usul Penolakan Pendaftaran Merek, (TM) Menunggu Tanggapan
Substantif Atas Usul Penolakan, (TM) Pemeriksaan Substantif 1 (DISTDOC), (TM) Selesai Masa
Pengumuman, dan selebihnya masih dalam proses Permohonan Pendaftaran sebagaimana dibuktikan
pada publikasi website pangkalan data kekayayaan intelektual DJKI. Sehubungan dengan hal tersebut,
pendaftaran kekayaan intelektual berupa merek Perseroan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis.

Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan/atau
penguasaan yang sah. Bahwa harta kekayaan berupa kendaraan bermotor tersebut sebagian telah
diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau
menutup risiko yang dipertanggungkan, dan sampai dengan Tanggal Pemeriksaan asuransi tersebut masih
berlaku.

Bahwa harta kekayaan Perseroan yang dimiliki dan dikuasai Perseroan adalah sah dan dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, dan sedang tidak berada dalam keadaan yang dipersengketakan dengan pihak ketiga serta tidak
terdapat gugatan hukum terhadap Perseroan terkait perolehan aset-aset tersebut.

Pada Tanggal Pemeriksaan Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa penyertaan saham dalam
perseroan terbatas.

12. Pada Tanggal Pemeriksaan Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap
Perseroan di bidang ketenagakerjaan, antara lain: (i) peraturan perusahaan yang berlaku selama 2 (dua)
tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor pada tanggal 28
Desember 2021, (i) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (i) Wajib Lapor Ketenagakerjaan
(WLTK) yang diwajibkan lapor kembali pada tanggal 6 Januari 2023, (iv) pembentukan LKS Bipartit dan
telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor; (v) pendaftaran seluruh karyawan Perseroan
dalam program jaminan sosial tenaga kerja, (vi) pendaftaran seluruh karyawan Perseroan dalam program
jaminan sosial kesehatan, dan (vii) kewajiban pembayaran iuran jaminan sosial tenaga kerja dan program
jaminan sosial Kesehatan sampai dengan bulan Oktober 2022.
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13. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban pelaporan di bidang
perpajakan dan tidak memiliki utang pajak.

14. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban penyisihan laba bersih untuk cadangan
sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU No. 40/2007 sebesar 4.00% dari modal ditempatkan dan disetor
Perseroan, dimana belum mencapai 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Penggunaan laba
bersih Perseroan untuk pembagian dividen sejak tahun 2018 belum sesuai memperhatikan aturan
penyisihan cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 40/2007, berdasarkan ketentuan
dalam Anggaran Dasar Perseroan penggunaan laba dan pembagian dividen dapat ditentukan berdasarkan
RUPS. Selain itu, pembagian dividen Perseroan sejak tahun 2018 tersebut dilakukan pada saat saldo laba
Perseroan positif sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 40/2007.

Bahwa UU No. 40/2007 tidak mengatur sanksi sehubungan dengan tidak dilakukannya penyisihan untuk
cadangan oleh Perseroan berdasarkan Pasal 70 dan 71 UU NO. 40/2007 sejak tahun 2018 sampai dengan
2020. Namun, mengenai ketentuan mininum penyisihan laba bersih untuk cadangan Perseroan yang belum
dipenuhi, Perseroan berkomitmen untuk secara bertahap memenuhi kewajiban penyisihan laba bersih
sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU NO. 40/2007 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan
Perseroan Nomor 008/K8/LO-IPO/2022 tanggal 13 April 2022.

15. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah menandatangani perjanjian atau kesepakatan dan menjadi
pihak dalam perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perjanjian atau
kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan, serta dilakukan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak
saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Terkait perikatan-perikatan tersebut pada saat ini Perseroan
tidak sedang cidera janji dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian tersebut yang dapat
merugikan hak-hak pemegang saham publik dan menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana
oleh Perseroan berikut dengan penggunaan dananya, kecuali terhadap pembatasan dalam Perubahan
Perjanjian Kredit Nomor : PK/PRK/Prbh/022/22 tanggal 11 Februari 2022 antara Perseroan dengan PT Bank
Pan Indonesia Tbk namun terhadap pembatasan tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari
PT Bank Pan Indonesia Tbk sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana berdasarkan Surat
Nomor 0603/BOG/EXT/22 tanggal 9 Februari 2022 tentang Perubahan Pasal Perjanjian Kredit yang telah
diperbarui dengan Surat Nomor 1383/BOG/EXT/22 tanggal 13 April 2022 tentang Perubahan Pasal
Perjanjian Kredit dan Surat Nomor 1404/BOG/EXT/22 tanggal 18 April 2022 tentang Perubahan Pasal
Perjanjian Kredit. Perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor PK/PRK/P/065/21 tanggal 20 April
2021 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Nomor 1366/BOG/EXT/22 tanggal 12 April 2022 perihal
Perpanjangan Fasilitas Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk telah dituangkan dalam
Perubahan Perjanjian Kredit Nomor PK/PRK/P/ /22, sedangkan terhadap Perubahan Perjanjian Kredit
Nomor PK/PJP-A/Prbh/030/20 tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan
Perjanjian Kredit Nomor PK/PRK/Prbh/022/22 tanggal 11 Februari 2022 antara Perseroan dengan PT Bank
Pan Indonesia Tbk tidak perlu dituangkan dalam suatu perubahan perjanjian kredit berdasarkan ketentuan
poin 5 Syarat/Ketentuan Lainnya huruf a dalam Surat Nomor 1383/BOG/EXT/22 tanggal 13 April 2022
tentang Perubahan Pasal Perjanjian Kredit dan Surat Nomor 1404/BOG/EXT/22 tanggal 18 April 2022
tentang Perubahan Pasal Perjanjian Kredit.

Terkait dengan pengesampingan pembatasan dalam kedua perjanjian kredit tersebut di atas, diantaranya
disebutkan point sebagai berikut:

Point j: Mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada harus dengan
pemberitahuan tertulis kepada pihak Bank selama 50% kepemilikan saham-saham tersebut
mayoritas dimiliki oleh debitor maupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan debitor.

Kreditur (PT Bank Pan Indonesia Tbk) menetapkan bahwa pemegang saham Debitor (Perseroan) saat ini,
yaitu PSM, IPS, dan CSIS memiliki kewajiban untuk mempertahankan kepemilikan sahamnya dalam
Perseroan secara bersama-sama paling kurang 50% dari keseluruhan kepemilikan saham debitor.
Terhadap ketentuan tersebut, dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan saham-saham baru
dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, Perseroan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada
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Kreditur dengan tetap melaksanakan kewajiban terkait ketentuan minimum kepemilikan pemegang saham
dalam Debitor.

Lebih lanjut, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
termasuk dengan telah dikesampingkannya klausul pembatasan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit
Perseroan sebelumnya, maka saat ini tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dapat
merugikan hak-hak pemegang saham publik dan menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana
oleh Perseroan berikut dengan penggunaan dananya.

Pada Tanggal Pemeriksaan, tidak terdapat kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan selain
daripada PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Pada Tanggal Pemeriksaan, terkait dengan perjanjian antara Perseroan dengan pihak yang memiliki
hubungan afiliasi, berdasarkan pemeriksaan hukum, terhadap perjanjian afiliasi tidak dilakukan penilaian
oleh pihak independen, akan tetapi terhadap perjanjian Sewa-Menyewa Bangunan Nomor 017/SPK/PSP/
XI1/2021 tanggal 29 Desember 2021 antara Perseroan dengan Uni Pawitrasari, Tan Wellih, Willson Ardian
Nursalim yang memiliki hubungan afiliasi, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup telah
dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arm’s length principle) sebagaimana dinyatakan
dalam Surat Pernyataan Perseroan Nomor 063/K8/LO/VI/22 tertanggal 6 Juni 2022. Adapun perjanjian
dimaksud telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum perdana dan terhadap perjanjian
tersebut belum memerlukan perubahan/addendum, oleh karena tidak terdapat indikasi Perjanjian tersebut
tidak dilakukan secara tidak wajar, selain itu dalam Perjanjian tidak terdapat syarat dan kondisi yang dapat
merugikan Perseroan. Lebih lanjut, tidak terdapat transaksi lain atas perjanjian tersebut yang dilakukan
sesudah Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum Perdana atau setelah Pernyataan
Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif. Perseroan memastikan bahwa terhadap seluruh
perjanjian afiliasi tidak akan dilakukan perubahan setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana
Saham dengan tetap tunduk kepada Pasal 8 ayat (3) POJK No. 42/2020 yang menyatakan bahwa dalam
hal terdapat perubahan syarat dan kondisi atas Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha, serta
perubahan tersebut berpotensi merugikan Perseroan, maka Perseroan wajib kembali melaksanakan
prosedur Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 POJK No. 42/2020.

Terhadap seluruh perjanjian afiliasi telah memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf d POJK No. 42/2020, dimana
terhadap seluruh perjanjian afiliasi adalah perjanjian yang dilakukan sebelum Perseroan menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik, dengan ketentuan bahwa terhadap perjanjian
dimaksud telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum perdana, dan syarat dan kondisi dalam
perjanjian tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

16. Guna memenuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah
menandatangani:
a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan Nomor 22 tanggal 18
Agustus 2022 dan Akta Addendum | Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan Nomor 25 tanggal 9 September 2022, Akta Addendum Il Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2022, dan
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Addendum Il dan Pernyataan Kembali Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 43 tanggal 28 Oktober
2022 yang keempatnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang dalam
hal ini PT Victoria Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

b. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri | Perseroan Nomor 20 tanggal 18 Agustus 2022 dan Akta
Addendum | Pernyataan Penerbitan Waran Seri | Perseroan Nomor 23 tanggal 9 September 2022, Akta
Addendum Il Pemyataan Penerbitan Waran Seri | Perseroan Nomor 9 tanggal 5 Oktober 2022 dan
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Addendum IIl dan Pernyataan Kembali Pernyataan
Penerbitan Waran Seri | Perseroan Nomor 41 tanggal 28 Oktober 2022 yang keempatnya dibuat di
hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.

c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor

214



Fahmy Hoessein & Partners Pendapat Segi Hukum PT Puri Sentul Permai Tbk
Advocates & Legal Consultants Halaman: - 23 -

19 tanggal 18 Agustus 2022 dan Akta Addendum | Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 22 tanggal 9 September 2022, Akta Addendum ||
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 8
tanggal 5 Oktober 2022 dan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Addendum Il dan
Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan Nomor 40 tanggal 28 Oktober 2022 yang keempatnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H.,
Notaris di Kota Jakarta Timur, yang dalam hal ini PT Datindo Entrycom ditunjuk sebagai Biro Administrasi
Efek.

d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri | Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
Nomor 21 tanggal 18 Agustus 2022 dan Akta Addendum | Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran
Seri | Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 24 tanggal 9 September 2022, Akta
Addendum |l Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri | Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan Nomor 10 tanggal 5 Oktober 2022 dan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta
Addendum [l dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri | Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan Nomor 42 tanggal 28 Oktober 2022 yang keempatnya dibuat di
hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang dalam hal ini PT Datindo Entrycom
ditunjuk sebagai Biro Administrasi Efek.

e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor SP-117/SHM/KSEI/1022 tanggal 26
Oktober 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dengan PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia.

Pada Tanggal Pemeriksaan, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan penandatanganan perjanijian-
perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham tersebut di atas telah
ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan, dengan demikian perjanjian-perjanjian
tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan. Selain itu, perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat sesuai
dengan ketentuan dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 serta
perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor S-08039/BEI.PP3/09-2022 tanggal 26
September 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.

17. Pada Tanggal Pemeriksaan, pendapat hukum terkait rencana penggunaan dana hasil penawaran umum
adalah sebagai berikut;

1. Sekitar 86,56% (delapan puluh enam koma lima enam persen) akan digunakan untuk pengembangan
usaha dalam bentuk pembangunan 5 (lima) outlet Kedaton 8 Xpress Hotel baru yang akan dibangun di
rest area yang berbeda yang rencananya masing-masing akan memiliki sekitar 12 kamar dan dilengkapi
sampai dengan 2 (dua) fasilitas ruang meeting diantaranya:

a. Hotel K8 Xpress pada rest area KM 166 tol Cipali, yang telah terjadi penandatanganan Perjanjian
Kerjasama (PKS) No. 013/SPK/PSP/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang ditargetkan
pembangunannya pada kuartal keempat tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada kuartal
kedua tahun 2023, berikut merupakan informasi mengenai perjanjian dan perizinan hotel K8 Xpress
pada rest area KM 166 tol Cipali ini:

N Perjanjian eI T Jenis Masa Berlaku Status
o Kerjasama menge I_uarkan Perizinan Perizinan Perizinan
) izin
1. | Perjanjian Kerjasama | Pemerintah Nomor Induk Dikeluarkan Telah

(PKS) Republik Berusaha (NIB) | tertanggal 1 diperoleh
No. Indonesia melalui | NIB: Oktober 2018 Perseroan
013/SPK/PSP/VI/202 | Lembaga 812001301031 | dengan
2 tertanggal 24 Juni Pengelola dan 4 perubahan ke-22
2022 Penyelenggara
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No. :erjanjian g::gléfg:kg% J(_er!is Masa _B_erlaku St_at_us
erjasama izin Perizinan Perizinan Perizinan
Sistem Online tanggal 9
Single Agustus 2022.
Submission
(“0SS”) NIB berlaku
selama pelaku
usaha
menjalankan
kegiatan usaha
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Pemerintah Persetujuan Dikeluarkan Telah
Republik Kesesuaian tertanggal 4 diperoleh
Indonesia melalui | Kegiatan Agustus 2022 Perseroan
Lembaga Pemanfaatan dan berlaku
Pengelola dan Ruang efektif untuk
Penyelenggara (PKKPR) untuk | jangka waktu 3
Sistem 0SS Kegiatan (tiga) tahun sejak
Berusaha penerbitan dan
Nomor dapat
0408221021321 | diperpanjang
0001 untuk sesuai dengan
KBLI 55110 ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
Kepala Bidang Surat Selama Telah
Penataan dan Pernyataan Perseroan diperoleh
Penaatan Kesanggupan menjalankan Perseroan
Lingkungan Pengelolaan kegiatan usaha
Hidup Kabupaten | dan di rest area KM
Majalengka Pemantauan 166 tol Cipali
Lingkungan
Hidup (SPPL)
dengan nomor
bukti
penerimaan
oleh DLH
LH.00-
05.01/41/PPLH
Pemerintah Sertifikat Selama Telah
Republik Standar. Perseroan diperoleh
Indonesia melalui menjalankan Perseroan
Lembaga Perseroan telah | kegiatan
Pengelola dan memiliki |zin usahanya
Penyelenggara Usaha berupa
Sistem 0SS Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
Sertifikat
Standar:
8120013010314
0001 atas nama
Perseroan
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No.

Perjanjian
Kerjasama

Institusi yang
mengeluarkan
izin

Jenis
Perizinan

Masa Berlaku
Perizinan

Status
Perizinan

untuk kegiatan
usaha Hotel
Bintang (kode
KBLI 55110)

Dinas
Penanaman
Modal &
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
(DPMPTSP)
Kabupaten
Majalengka

Persetujuan
Bangunan
Gedung (PBG)

Selama
Perseroan
menjalankan
kegiatan
usahanya

Belum
diperoleh
Perseroan

Perseroan
telah
memperoleh
Keterangan
Rencana Kota
(KRK) Nomor
PU.03.00.00.0
0/2787/Bid. TR
tanggal 5
Oktober 2022
yang
dikeluarkan
oleh Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Tata Ruang
Kabupaten
Majalengka
sebagai
dokumen
persyaratan
penerbitan
PBG yang
mana sudah
dilakukan
proses
verifikasi
administrasi
dan penilaian
teknis, dan
saat ini dalam
proses
validasi
persetujuan
teknis dari
Kepala Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Tata Ruang
Kabupaten
Majalengka.

Estimasi
diperolehnya
PBG adalah
pada
pertengahan
bulan
November
2022.
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No.

Perjanjian
Kerjasama

Institusi yang
mengeluarkan
izin

Jenis
Perizinan

Masa Berlaku
Perizinan

Status
Perizinan

b. Hotel K8 Xpress pada rest area KM 164 tol Cipali, yang telah terjadi penandatanganan Perjanjian
Kerjasama (PKS) No. 014/SPK/PSP/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang ditargetkan
pembangunannya pada pada kuartal keempat tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada
kuartal kedua tahun 2023, berikut merupakan informasi mengenai perjanjian dan perizinan hotel K8
Xpress pada rest area KM 164 tol Cipali ini:

A . LS Jenis Masa Berlaku Status
No. | Perjanjian Kerjasama | mengeluarkan Perizi . .
izin erizinan Perizinan Perizinan
1. |Perjanjian  Kerjasama Pemerintah Nomor Induk | Dikeluarkan Telah
(PKS) Republik Berusaha (NIB) | tertanggal 1 | diperoleh
No. Indonesia melalui | NIB . | Oktober 2018 | Perseroan
014/SPK/PSP/VI/2022 | Lembaga 812001301031 | dengan
tertanggal 24 Juni 2022 | Pengelola dan | 4 perubahan ke-22
Penyelenggara tanggal 9
Sistem  Online Agustus 2022.
Single NIB berlaku
Submission selama pelaku
(0SS’) usaha
menjalankan
kegiatan usaha
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Pemerintah Persetujuan Dikeluarkan Telah
Republik Kesesuaian tertanggal 4 | diperoleh
Indonesia melalui | Kegiatan Agustus 2022 | Perseroan
Lembaga Pemanfaatan dan berlaku
Pengelola dan | Ruang efektif untuk
Penyelenggara (PKKPR) untuk | jangka waktu 3
Sistem 0SS Kegiatan (tiga) tahun sejak
Berusaha penerbitan  dan
Nomor dapat
0408221021321 | diperpanjang
0001 untuk KBLI | sesuai  dengan
55110 ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
Kepala Bidang | Surat Selama Telah
Penataan  dan | Pernyataan Perseroan diperoleh
Penaatan Kesanggupan menjalankan Perseroan
Lingkungan Pengelolaan kegiatan usaha di
Hidup Kabupaten | dan rest area KM 164
Majalengka Pemantauan tol Cipali
Lingkungan
Hidup (SPPL)
dengan nomor
bukti
penerimaan
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Institusi yang .
No. | Perjanjian Kerjasama | mengeluarkan PJ?r!'s Masa_B_e ELD St_a t_us
izin erizinan Perizinan Perizinan
oleh DLH LH.00-
05.01/40/PPLH
Pemerintah Sertifikat Selama Telah
Republik Standar. Perseroan diperoleh
Indonesia melalui menjalankan Perseroan
Lembaga Perseroan telah | kegiatan
Pengelola  dan | memiliki Izin | usahanya
Penyelenggara Usaha berupa
Sistem OSS Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
Sertifikat
Standar:
8120013010314
0001 atas nama
Perseroan untuk
kegiatan usaha
Hotel  Bintang
(kode KBLI
55110)
Dinas Persetujuan Selama Belum
Penanaman Bangunan Perseroan diperoleh
Modal & | Gedung (PBG) | menjalankan Perseroan
Pelayanan kegiatan
Terpadu  Satu usahanya Perseroan
Pintu telah
(DPMPTSP) memperoleh
Kabupaten Keterangan
Majalengka Rencana Kota

(KRK) Nomor
PU.03.00.00.0
0/2169/Bid.TR
tanggal 7
Oktober 2022
yang
dikeluarkan
oleh Dinas
Pekerjaan
Umum  dan
Tata Ruang
Kabupaten
Majalengka
sebagai
dokumen
persyaratan
penerbitan
PBG  yang
mana sudah
dilakukan
proses
verifikasi
administrasi
dan penilaian
teknis,  dan
saat ini dalam
proses
validasi
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Institusi yang
No. | Perjanjian Kerjasama | mengeluarkan
izin

Jenis Masa Berlaku Status
Perizinan Perizinan Perizinan

persetujuan
teknis  dari
Kepala Dinas
Pekerjaan

Umum  dan
Tata Ruang
Kabupaten

Majalengka.

Estimasi
diperolehnya
PBG adalah
pada
pertengahan
bulan
November
2022.

c. Hotel K8 Xpress pada rest area KM 439+400(A) JI. Tol Semarang Solo, Jawa Tengah, dimana

Perseroan telah membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)/ MoU dengan
Nomor 012/SPK/PSP/I11/2022 tertanggal 15 Maret 2022, sebagaimana telah diubah sebagian dan
diperpanjang berdasarkan Addendum MoU Nomor 020/SPK/PSP/IX/22 yang dibuat di bawah tangan
dan bermeterai cukup. yang ditargetkan pembangunannya pada kuartal kedua tahun 2023 dan
direncanakan akan selesai pada kuartal keempat tahun 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus
diterbitkan, belum terdapat perjanjian antara Para Pihak, MOU tersebut merupakan dokumen terkini
yang berisi kesepakatan pendahuluan para pihak dan belum terdapat perizinan hotel K8 Xpress pada
rest area KM 439+400 (A);

. 2(dua) Hotel K8 Xpress lainnya sedang dalam tahap penjajakan MoU dengan perkiraan akan selesai
paling lambat pada bulan April 2023. Rencana pembangunan 2 (dua) Hotel K8 Express lainnya ini
berada di lokasi rest area type A yang strategis dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua
tahun 2024. Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan belum terdapat kesepakatan baik berupa
MOU/Perjanjian antara para pihak dan belum terdapat perizinan atas rencana pembangunan 2 (dua)
hotel K8 Xpress tersebut;

Pembangunan di rest area type A ini berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Pada Jalan

Tol, TIP antarkota tipe A paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas umum yang terdiri atas:

a) gerai anjungan tunai mandiri dengan fasilitas isi ulang kartu Tol;

b) peturasan tidak berbayar dengan jumlah paling sedikit 40 (empat puluh) peturasan untuk pria
yang terdiri atas 20 kubikal dan 20 urinoir serta 80 (delapan puluh) peturasan kubikal untuk wanita;

c) klinik kesehatan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas instalasi gawat darurat sesuai dengan
kebutuhan dan fasilitas Evakuasi Medik;

d) bengkel untuk kendaraan yang mengalami kerusakan ringan;

e) warung atau kios dengan luas area paling sedikit 300 m? (tiga ratus meter persegi);

f) miniswalayan;

g) tempatibadah dengan luas paling sedikit 400m? (empat ratus meter persegi);

h) stasiun pengisian bahan bakar umum yang dapat disediakan dengan 2 (dua) merek dagang yang
berbeda;

i) rumah makan;

j) ruang terbuka hijau;

k) sarana tempat parkir yang dapat menampung paling sedikit 200 (dua ratus) unit kendaraan
golongan | (kendaraan kecil termasuk bus) dan 50 (lima puluh) unit kendaraan golongan II/1ll/IV/V
(truk dengan 2 (dua) gandar atau lebih);
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) fasilitas pengisian bahan bakar listrik sesuai dengan kebutuhan;

m) tempat pengolahan limbah dan air daur ulang; dan

n) fasilitas pemadam kebakaran, termasuk alat pemadam khusus untuk bahan berbahaya dan
beracun.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 huruf a, TIP antarkota tipe A harus memiliki luas tanah paling
sedikit 6ha (enam hektar) dengan lebar depan sejajar Jalan Tol paling sedikit 150m (seratus lima
puluh meter) dengan Area Komersial yang harus memiliki luas lahan paling sedikit 1.000m? (seribu
meter persegi).

Berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan Pasal 39, TIP antarkota tipe A dapat
dilengkapi dengan Fasilitas Inap untuk beristirahat sementara guna mengatasi kelelahan Pengguna
Jalan Tol saat mengemudi dengan kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) jumlah kamar paling banyak 100 (seratus) unit;
b) dapat disewakan dengan durasi waktu paling lama 12 (dua belas) jam;
c) dilengkapi dengan area parkir yang disediakan secara terpisah dengan area parkir TIP; dan
d) area parkir sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dapat menampung paling sedikit;
1) 50 (lima puluh) kendaraan golongan | (kendaraan kecil termasuk bus); dan
2) 30 (tiga puluh) kendaraan golongan II/IIIMIV/V (truk dengan 2 (dua) gandar atau lebih).

Status kepemilikan tanah atas seluruh Kedaton 8 Xpress Hotel baru adalah milik lessor sedangkan
bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan aset tetap dari Perseroan sampai dengan
perjanjian sewa atau bagi hasil selesai dan berakhir.

Dalam hal rencana penggunaan dana sekitar 86,56% merupakan Transaksi Material berdasarkan
perhitungan Laporan Keuangan terakhir yang digunakan Perseroan sebagaimana dimaksud POJK No.
17/2020. Maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, yaitu
menunjuk penilai dalam menentukan nilai wajar atas objek transaksi material dan/atau kewajaran
transaksi dimaksud, melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada publik, dan memperoleh
persetujuan RUPS terlebih dahulu. Lebih lanjut, transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi
dikarenakan transaksi bukan dilakukan dengan pihak terafiliasi serta tidak mengandung benturan
kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan
ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun
pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK
No. 42/2020.

Lebih lanjut, untuk dapat melaksanakan pembangunan Hotel K8 Xpress pada rest area KM 166 dan KM
diuraikan di atas. Pembangunan Hotel K8 Xpress pada rest area KM 166 dan KM 164 tol Cipali dapat
direalisasikan oleh Perseroan dalam hal Perseroan telah memperoleh PBG dari instansi terkait.

Terhadap rencana pembangunan Hotel K8 Xpress pada rest area KM 439+400(A) JI. Tol Semarang
Solo, Jawa Tengah dan 2 (dua) Hotel K8 Xpress lainnya di lokasi rest area type A yang strategis, belum
terdapat perjanjian kerjasama definitif antara Perseroan dengan pihak pengelola rest area terkait
rencana pembangunan dimaksud dan akan dilaksanakan dalam hal telah tercapai kesepakatan dengan
pihak pengelola rest area masing-masing.

Selain dari perizinan di atas, tidak diperlukan perizinan lain untuk merealisasikan penggunaan dana
dimaksud.

2. Sekitar 5,97% (lima koma sembilan tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan 2 (dua) suite
room di Kedaton 8 — Family Hotel yang pembangunannya direncanakan akan selesai pada kuartal
keempat tahun 2022. Perseroan telah memiliki perizinan dalam rangka pembangunan 2 (dua) suite room
tersebut berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau sekarang dikenal sebagai Persetujuan Bangunan
Gedung. Perseroan tidak memerlukan izin lain terkait dengan pembangunan suite room tersebut;
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Dalam hal rencana penggunaan dana sekitar 5,97% merupakan Transaksi Material berdasarkan
perhitungan Laporan Keuangan terakhir yang digunakan Perseroan sebagaimana dimaksud POJK No.
1712020, maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada POJK No. 17/2020. Transaksi
tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan penggunaan dana untuk pembangunan 2 suite
room di Kedaton 8 Family Hotel tersebut tidak akan digunakan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan,
serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020
dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota
Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan penggunaan dana dimaksud, Perseroan telah memiliki perizinan dalam rangka
pembangunan 2 (dua) suite room tersebut berupa lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak
membutuhkan suatu perizinan dan/atau persetujuan khusus lainnya dalam merealisasikan penggunaan
dana.

3. Sekitar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk pembiayaan
pengembangan Management system & ICT untuk pengembangan aplikasi self check-in untuk 5 (lima)
lokasi K8 Xpress Hotel baru yang akan dibangun di rest area yang berbeda dan pengembangan sistem
IT yang ada di Kedaton 8 Family Hotel di Sentul;

Dalam hal rencana penggunaan dana sekitar 2,99% merupakan Transaksi Material berdasarkan
perhitungan Laporan Keuangan terakhir yang digunakan Perseroan sebagaimana dimaksud POJK No.
17/2020, maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada POJK No. 17/2020. Transaksi
tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan penggunaan dana untuk pembiayaan
pengembangan Management system & ICT tersebut tidak akan digunakan dengan pihak terafiliasi dari
Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No.
42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi
anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan penggunaan dana dimaksud, Perseroan tidak membutuhkan suatu perizinan
dan/atau persetujuan khusus dalam merealisasikan penggunaan dana.

4. Sekitar 4,48% (empat koma empat delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja
seperti penyediaan perlengkapan kebutuhan hotel, biaya marketing dan promosi, biaya
penyelenggaraan pelatihan maupun operasional kantor pada 5 (lima) hotel Kedaton 8 Xpress Hotel baru
yang akan dibangun di rest area yang berbeda.

Dalam hal rencana penggunaan dana sekitar 4,48% merupakan Transaksi Material berdasarkan
perhitungan Laporan Keuangan terakhir yang digunakan Perseroan sebagaimana dimaksud POJK No.
17/2020, maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada POJK No. 17/2020 dengan tetap
memperhatikan ketentuan Pasal 13 POJK No. 17/2020 karena merupakan kegiatan usaha yang
dijalankan Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin,
berulang, dan/atau berkelanjutan. Transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan
penggunaan dana untuk untuk modal kerja tersebut tidak digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak
terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam
POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan
ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat
merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan penggunaan dana dimaksud, Perseroan tidak membutuhkan suatu perizinan
dan/atau persetujuan khusus dalam merealisasikan penggunaan dana.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri |, seluruhnya akan digunakan

oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional
diantaranya namun tidak terbatas untuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, penyediaan perlengkapan
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kebutuhan hotel, biaya marketing dan promosi, biaya penyelenggaraan pelatihan maupun operasional
kantor.

Dalam hal rencana dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri | tersebut merupakan
transaksi material sebagaimana dimaksud POJK No.17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan
POJK No. 17/2020 serta rencana penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran
Seri | tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (b) POJK
No. 42/2020, dikarenakan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional termasuk gaji dan
tunjangan karyawan Perseroan dan bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur
POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis
pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

18. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 12 September 2022,
Perseroan: (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan,
perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau
instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (i) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan
kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan
negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar
pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dari Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan Perseroan, baik di
dalam maupun di luar peradilan, yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau
perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan yang secara material dapat
berdampak negatif dan merugikan terhadap kelangsungan usaha (going concern), keadaan keuangan,
operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas, kewajban-kewajiban, dan/atau prospek
Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta tidak terdapat
somasi/klaim yang diterima Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif dan mempengaruhi
kegiatan operasional dan/atau kelangsungan usaha Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan.

19. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 12 September 2022; (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata,
pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan
pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii)
tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan
terhadap/oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang
berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan
yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dari Perseroan serta rencana
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan masing-masing anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan, baik di muka pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada permohonan
pernyataan pailit dan PKPU, maupun di luar pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa di
lembaga arbitrase, yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan
atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan yang secara material dapat berdampak
negatif atau merugikan terhadap kelangsungan usaha (going concern), keadaan keuangan, operasional,
dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas, kewajban-kewajiban, dan/atau prospek Perseroan
termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta tidak terdapat
somasi/klaim yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
secara material dapat berdampak negatif dan mempengaruhi kegiatan operasional dan/atau kelangsungan
usaha Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
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20. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas Dari
Segi Hukum yang kami lakukan.
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Advocates & Legal Consultants Halaman: - 33 -

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan objektif dalam kapasitas kami sebagai konsultan
hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan Perseroan serta kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
Fahmy Hoessein & Partners

Dr. Fahmy Hoessein, S.H., M.M.
STTD No. STTD.KH-225/PM.2/2018
Tanda Pengenal Advokat No. 99.10636
Anggota HKHPM No. 200912

Tembusan:

1. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan

3. Yang terhormat Direksi PT Victoria Sekuritas Indonesia.
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XVIll. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Audit Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian oleh Akuntan
Publik Tjun Tjun dengan Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1115 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 disusun berdasarkan laporan keuangan
Perseroan yang telah diaudit dan memiliki opini tanpa modifikasian oleh Kantor Audit Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan yang ditandatangani oleh Eishennoraz dengan Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1155.
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227

PT PURI SENTUL PERMAI Thbk

Interim Financial Statements

For the 3 (Three) Months Periods
Ended March 31, 2022

and 2021 (Unaudited) and
Financial Statements for the Years
Ended December 31, 2021,

2020 and 2019



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

Daftar Isi

Surat Pernyataan Direksi
Laporan Auditor Independen
Laporan Keuangan Interim
Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2022
dan 2021 (Tidak Diaudit) dan
Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021,
2020 dan 2019

Laporan Posisi Keuangan Interim

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Interim

Laporan Perubahan Ekuitas Interim
Laporan Arus Kas Interim

Catatan Atas Laporan Keuangan Interim

Halaman/
Page

228

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

Table of Contents

Directors’ Statement Letter
Independent Auditors’ Report
Interim Financial Statements
For the 3 (Three) Months Periods
Ended March 31, 2022
and 2021 (Unaudited) and
Financial Statements for the Years
Ended December 31, 2021,
2020 and 2019

Interim Statements of Financial Position

Interim Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income

Interim Statements of Changes in Equity
Interim Statements of Cash Flows

Interim Notes to the Financial Statements



PT Puri Sentul Permai, Thk

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS

LAPORAN KEUANGAN INTERIM

UNTUK PERIODE 3 (TIGA) BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2022 DAN
2021(TIDAK DIAUDIT)

DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

BOARD OF DIRECTOR’S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON

THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE 3 (THREE) MONTHS PERIODS ENDED
MARCH 31, 2022 AND 2021(UNAUDITED)

AND FOR THE YEARS ENDED

DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

Kami yang bertanda tangan
dibawabh ini:

Nama
Alamat Kantor

Alamat Domisili sesuai KTP

Nomor Telepon
Jabatan

Nama
Alamat Kantor

Alamat Domisili sesuai KTP

Nomor Telepon
Jabatan

Menyatakan bahwa:

Xaverius Nursalim

Kawasan Industri Sentul, JI. Surya Raya
Kav. Commercial Area 1, Olympic CBD,
Sentul, Babakan Madang - Bogor

JI. Wijaya IX No. 8, Rt/Rw. 001/004,
Melawai, Kebayoran Baru - Jakarta
Selatan

021 - 87905100
Direktur Utama/President Director

Aan Rohanah
Kawasan Industri Sentul, JI. Surya Raya
Kav. Commercial Area 1, Olympic CBD,
Sentul, Babakan Madang - Bogor

Komp. Pesanggrahan, JI. Darma Sirujul
Munir No. 1, RtRw, 001/007,
Nanggewer, Cibinong - Bogor

021 - 87905100
Direktur/Director

State that:

We, the undersigned:

Name
Office Address

Domicile as Stated in ID Card

Phone Number
Title

Name
Office Address

Domicile as Stated in ID Card

Phone Number
Title

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan 1.
penyajian laporan keuangan PT PURI SENTUL
PERMAI Tbk (Perusahaan);

We are responsible for the preparation and
presentation of the financial statements of PT
PURI' SENTUL PERMAI Tbik (the Company);

2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan 2.
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia;

The Company's financial statements have been
prepared and presented in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards;

3. a Semua informasi dalam laporan keuangan 3. a. Al information in the Company's financial
Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan statements has been disclosed in a complete
benar; and truthful manner;

b. Laporan keuangan Perusahaan tidak b. The Company's financial statements do not

mengandung informasi atau fakta material
yang ftidak benar, dan tidak menghilangkan
informasi atau fakta material; dan

contain any incorrect information or material
fact, nor do they omit information or material
fact; and

PT Puri Sentul Permai, Thk

Kawasan Industri Sentul Jl. Surya Raya Kav Commercial Area 1, Sentul - Bogor 16810
Telp. (021) 8790 5100, Fax (021) 8790 5200 email: infowkedatons.com / purisentulpermal@yahoo.com




PT Puri Sentul Permal, Thk

4. Kami bertanggung jawab atas sistem 4. We are responsible for the Company's internal
pengendalian intern Perusahaan. control system,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Thus this statement letter is made truthfully.

Jakarta, 9 September/September 9, 2022
Atas Nama dan Mewakili Direksi/On Behalf of the Board of Director

~ Xaverius Nursalim Aan Rohanah
_~ Direktur Utamal/ Direktur/
/ President Director Director

PT Puri Sentul Permai, Tbk
Kawasan Industiri Sentul Jl. Surya Raya Kav Commercial Area 1, Sentul — Bogor 16810
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Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Register ed Public Accountants
RSMIndonesia
Nomor/Number : 00851/2.1030/AU.1/05/1115-1/1/1X/2022 Wit
Jakarta 12190 Indonesia
T +62 215140 1340
F +62 215140 1350
Laporan Auditor Independen/ WWW.rsmid

Independent Auditor’s Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT Puri Sentul Permai Tbk
Opini Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan interim
PT Puri Sentul Permai Tbk ("Perusahaan”) terlampir,
yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim
pada tanggal 31 Maret 2022, serta laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain interim, laporan
perubahan ekuitas interim dan laporan arus kas
interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal tersebut, serta catatan atas laporan
keuangan interim, termasuk ikhtisar kebijakan
akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan interim
terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan interim Perusahaan
tanggal 31 Maret 2022 serta kinerja keuangan
interim dan arus kas interimnya untuk periode tiga
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar
Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar
tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf
Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan Interim pada laporan kami. Kami
independen terhadap Perusahaan berdasarkan
ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas
laporan keuangan interim di Indonesia, dan kami
telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya
berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa
bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan
tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit
kami.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT [ TAX | CONSULTING

Armir Atad| Jusul, Aryano, Mavar

k 15 an independet accounting and consuiting frm whicn practices in its owd (ght, The RSM network ks nat insel

We have audited the interim financial statements of
PT Puri Sentul Permai Thk (“‘the Company”), which
comprise the interim statement of financial position
as of March 31, 2022, and the inferim statements of
profit or loss and other comprehensive income,
interim statement of changes in equity and interim
statement of cash flows for the three-month period
ended, and notes the interim financial statements,
including a summary of significant accounting
policies.

In our opinion, the accompanying interim financial
statements present fairly, in all material respects, the
interim financial position of the Company as at
March 31, 2022, and its interim financial
performance and jts interim cash flows for the three-
month period then ended, in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with
Standards on Auditing established by the Indonesian
Institute of Certified Public Accountants. Our
responsibilities under those standards are further
described in the Auditor's Responsibilities for the
Audit of the Interim Financial Statements paragraph
of our report. We are independent of the Company in
accordance with the ethical requirements that are
relevant to our audit of the interim financial
statements in Indonesia, and we have fulfilled our
other ethical responsibilities in accordance wilh these
requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide
a basis for our opinion.

& Rekan ks amember of the RSM natwoark, RSM s the traging name used by the members of the RSM networ Jeence K Na 477 /1M 1520
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nancial Services Autharty (CIK)
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Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut
pertimbangan profesional kami, merupakah hal yang
paling signifikan dalam audit kami atas laporan
keuangan interim pada periode kini. Hal-hal tersebut
disampaikan dalam laporan keuangan interim secara
keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami
atas laporan keuangan interim terkait, kami tidak
menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit
utama tersebut.

Berdasarkan pada fakta dan kondisi Perusahaan dan
audit, kami telah menentukan bahwa tidak terdapat
hal audit utama untuk dikomunikasikan dalam
laporan auditor.

Hal-hal Lain

Kami tidak mengaudit atas laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan
ekuitas, serta laporan arus kas interim konsolidasian
PT Puri Sentul Permai Thk untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yang
disajikan untuk tujuan perbandingan. Oleh karena itu,
kami tidak menyatakan opini audit atas informasi
keuangan tersebut.

Sebelum laporan ini, kami telah menerhitkan laporan
auditor independen No. 00815/2.1030/AU.1/05/1115-
1/1/VIIlj2022 bertanggal 19 Agustus 2022 atas
laporan keuangan interim PT Puri Sentul Permai Thk
untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2022 dengan opini tanpa modifikasian.
Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana
sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 38 atas
laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan
kembali laporan keuangan untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan
beberapa perubahan dan penambahan atas
penyajian dan pengungkapan pada catatan tertentu
atas laporan keuangan terdahulu.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang
Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap
Laporan Keuangan Interim

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan
dan penyajian wajar laporan keuangan interim ini
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia, dan atas pengendalian internal yang
dianggap perlu oleh manajemen untuk
memungkinkan penyusunan laporan keuangan
interim yang bebas dari kesalahan penyajian
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan interim,
manajemen bertanggung jawab untuk menilai
kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan
kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our
professional judgement, were of most significance in
our audit of the interim financial statements of the
current period. These matters were addressed in the
context of our audit of interim financial statements as
a whole, and in forming our opinion thereon, and we
do not provide a separate opinion on these matters.

Based on the facts and circumstances of the
Company and the audit, we have determined that
there are no key audit matters to communicate in the
auditor's report.

Other Matters

We have not audited the consolidated statements of
profit or loss and other comprehensive income,
changes in equityy, and cash flow of
PT Puri Sentul Permai Tbk for the three-months
period ended March 31, 2021, which are presented
for comparative purposes. Accordingly, we do not
express an audit opinion on such financial
information.

Prior to this report, we have issued and
independent auditor’'s report independen
No. 00815/2.1030/AU.1/05/1115-1/1/VIll/2022 dated
August 19, 2022 on the interim financial statements
of PT Puri Sentul Permai Tbk for the three months
period ended Maret 31, 2022 with an unmodified
opinion. In connection with the Company's Initial
Public Offering as described in Note 38 to the
financial statements, the Company has reissued the
financial statements for the three months period
ended March 31, 2022 with several changes and
additional of presentations and disclosures in certain
notes to the previous financial statements

Responsibilities of Management and Those
Charged with Governance for the Interim
Financial Statements

Management is responsible for the preparation and
fair presentation of interim financial statements in
accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the
preparation of interim financial statements that are
free from material misstatement, whether due to
fraud or error.

In preparing the interim financial statements,
management is responsible for assessing the
Company's ability to continue as a going cornicern,
disclosing, as applicable, matters related to going
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dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan
kelangsungan usaha, dan menggunakan basis
akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen
memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau
menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif
yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung Jawab atas tata kelola
bertanggung jawab untuk mengawasi proses
pelaporan keuangan interim Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan Interim

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan
memadai tentang apakah laporan keuangan interim
secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan
auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan
memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi,
namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit
yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan
selalu mendeteksi kesalahan penyajian material
ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan
dianggap material jika, baik secara individual
maupun secara agregat, dapat diekspektasikan
secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi
yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan
keuangan interim tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan

Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan

profesional dan mempertahankan skeptisisme

profesional selama audit. Kami juga:

e Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan
penyajian material dalam laporan keuangan, baik
yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan, mendesain dan melaksanakan
prosedur audit yang responsif terhadap risiko
tersebut, serta memeroleh bukti audit yang
cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi
opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan
penyajian material yang disebabkan cleh
kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan
oleh kesalahan, karena kecurangan dapat
melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan
secara sengaja, pernyataan salah, atau
pengabaian pengendalian internal.

= Memeroleh suatu pemahaman  tentang
pengendalian internal yang relevan dengan audit
untuk mendesain prosedur audit yang tepat
sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk
tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan
pengendalian internal Perusahaan.

concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to
liquidate the Company or to cease operations, or has
no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for
overseeing the Company's interim financial reporting
process.

Auditor’'s Responsibilities for the Audit of the
Interim Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance
about whether the interim financial statements as
whole are free from material misstatement, whether
due to fraud or error, and to issue an auditor's report
that includes our opinion. Reasonable assurance is a
high level of assurance, but is not a guarantee that
an audit conducted in accordance with Standards on
Auditing will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in
the aggregate, they could reasonably be expected fo
influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on

Auditing, we exercise professional judgment and

maintain professional skepticism throughout the

audit. We also:

e [dentify and assess the risks of material
misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient
and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve

collusion,  forgery, Intentional  omissions,
misrepreseniations, or the override of internal
control.

s Obtain an understanding of internal control
relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of
the Company's internal control.
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e Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi
yang digunakan serta kewajaran estimasi
akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat
oleh manajemen.

¢ Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis
akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen
dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh,
apakah terdapat suatu ketidakpastian material
yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang
dapat menyebabkan keraguan signifikan atas
kemampuan Perusahaan untuk
mempertahankan  kelangsungan  usahanya.
Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu
ketidakpastian material, kami diharuskan untuk
menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke
pengungkapan terkait dalam laporan keuangan
atau, jika pengungkapan tersebut tidak
memadai, harus menentukan apakah perlu untuk
memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami
didasarkan pada bukti audit yang diperoleh
hingga tanggal laporan auditor kami. Namun,
peristwa atau kondisi masa depan dapat
menyebabkan  Perusahaan  tidak  dapat
mempertahankan kelangsungan usaha.

e Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan
keuangan secara keseluruhan, termasuk
pengungkapannya, dan apakah laporan
keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa
yang mendasarinya dengan suatu cara yang
mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara
lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas
audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap
defisiensi signifikan dalam pengendalian internal
yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika
yang relevan mengenai independensi, dan
mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal
lain yang dianggap secara wajar berpengaruh
terhadap independensi kami, dan, jika relevan,
pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak
yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami
menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan
dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan
oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami
menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor
kami, kecuali peraturan perundang-undangan
melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut
atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi,
kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh

e FEvaluate the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures
made by management.

e Conclude on the appropriateness  of
management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that
a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our auditor's report to the
related disclosures in the financial statements
or, if such disclosures are inadequate, to modify
our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our
auditor's report. However, future events or
conditions may cause the Company to cease to
continue as a going concern.

o FEvaluate the overall presentation, structure and
content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial
statements represent the underlying transaction
and events in a manner that achieves fair
presentation.

We communicate with those charged with
governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant
audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with
a statement that we have complied with relevant
ethical requirements regarding independence, and to
communicate with them all relationships and other
matters that may reascnably be thought to bear on
our independence, and where applicable, related
safeguards.

From the matters communicated with those charged
with governance, we determine those matters that
were of most significance in the audit of the financial
statements of the current period and are therefore
the key audit matters. We describe these matters in
our auditor's report unless law or regulation
precludes public disclosure about the matter or
when, in extremely rare circumstances, we
determine that a matter should not be communicated
in our report because the adverse consequences of
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dikomunikasikan dalam laporan kami karena
konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal
tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi
manfaat kepentingan publik atas komunikasi
tersebut.

doing so would reasonably be expected to outweigh
the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

-

Tjun Tjun
Nomor lzin Akuntan Publik: AP.1115/
Public Accountant License Number: AP.1115

Jakarta, 9 September/ September 9, 2022
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Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissijoners and Directors

PT Puri Sentul Permai Thk

Pendahuluan

Kami telah mereviu laporan keuangan interim PT Puri
Sentul Permai Tbk (“Perusahaan”), yang terdiri dari
laporan interim laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan
laporan arus kas interim untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dan suatu
ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan
penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab
atas penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah
untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan
keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar
Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas Informasi Keuangan
Interim yang Dilaksan oleh Auditor Independen
Entitas”, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia. Suatu reviu atas laporan keuangan interim
terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada
pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan
dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan
prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang
lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu
audit yang dilaksan berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan
sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami
untuk memperoleh keyakinan bahwa kami mengetahui
seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi
dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak
menyatakan suatu opini audit.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Introduction

We have reviewed the accompanying interim financial
statements of PT Puri Sentul Permai Tbk
(“the Company”), which comprise the interim statement
of profit or loss and other comprehensive income,
statement of changes in equity, and statement of cash
flows for the three-months period ended
March 31, 2021, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory notes.
Management is responsible for the preparation and fair
presentation of these interim financial statements in
accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards. OQur responsibility is to express a
conclusion on these interim financial statements based
on our review.,

Scope of review

We conducted our review in accordance with Standard
on Review Engagements 2410, "Review of Interim
Financial Information Performed by the Independent
Auditor of the Entity”, established by the Indonesian
Institute of Certified Public Accountants. A review of
interim financial statements consists of making
inquiries, primarily of persons responsible for financial
and accounting matters, and applying analytical and
other review procedures. A review is substantially less
in scope than an audit conducted in accordance with
Standards on Auditing established by the Indonesian
Institute of Certified Public Accountants and
consequently, does not enable us to obtain assurance
that we would become aware of all significant matters
that might be identified in an audit. Accordingly, we do
not express an audit opinion.
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Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang
menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami
percaya bahwa laporan keuangan interim terlampir
tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, kinerja keuangan dan arus kas interim
PT Puri Sentul Permai Tbk untuk periode tiga bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our
aftention that causes us to believe that the
accompanying interim financial statements do not
present fairly, in all material respects, the interim
financial performance and cash flows of PT Puri Sentul
Permai Tbk for the three-months period ended
March 31 2021, in accordance with [ndonesian
Financial Accounting Standards.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Tjun Tjun

Nomor lzin Akuntan Publik: AP.1115/
Public Accountant License Number: AP.1115

Jakarta, 9 September / September 9, 2022
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Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Puri Sentul Permai Thk

Kami telah  mengaudit laporan  keuangan
PT Puri Sentul Permai Tbk (“Perusahaan”) terlampir,
yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal
31 Desember 2021, 2020 dan 2019; serta laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain; laporan
perubahan ekuitas; dan laporan arus kas dan suatu
ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi
penjelasan lainnya.

Tanggung atas
keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas
pengendalian internal yang dianggap perlu oleh
manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan
keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan.

jawab manajemen laporan

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan
suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan
audit kami. Kami melaksanakan audit kami
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh
Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut
mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika
serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk
memperoleh keyakinan memadai tentang apakah
laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian
material.

THE POWER OF BEING UNDERSTQOD
AUDIT | TAX | CONSULTING
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We have audited the accompanying financial
statements of PT Puri Sentul Permai Tbk (“the
Company”), which comprise the statements of financial
position as of December 31, 2021, 2020 and 2019;
and the statements of profit or loss and other
comprehensive income; statements of changes in
equity; and statements of cash flows and a summary
of significant accounting policies and other explanatory
information.

Management’s responsibility for the financial
statements

Management is responsible for the preparation and fair
presentation of such financial statements in
accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors’ responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such
financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Standards on Auditing
established by the Indonesian Institute of Certified
Public Accountants. Those standards require that we
comply with ethical requirements and plan and perform
the audit to obtain reasonable assurance
about whether such financial statemerits are free from
material misstatement.
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Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk
memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur
yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor,
termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian
material dalam laporan keuangan, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor
mempertimbangkan pengendalian internal yang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar
laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur
audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi
bukan untuk tujuan menyatakan opini atas
keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu
audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan
kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran
estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta
pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan
secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh
adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu
basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan PT Puri Sentul Permai Tbk
tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta
kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020
dan 2019, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
di Indonesia.

RSM
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An audit involves performing procedures to obtain audit
evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend
on the auditors’ judgment, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making
those risk assessments, the auditor considers internal
control relevant to the entity's preparation and fair
presentation of the financial statements in order to
design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the entity’s internal
control. An audit also includes evaluating the
appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements
present fairly, in all material respects, the financial
pasition of PT Puri Sentul Permai Tbk as of December
31, 202, 2020 and 2019 and their financial
performance and cash flows for the years ended
December 31, 2021, 2020 and 2019, in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Eishennoraz
Nomor |zin Akuntan Publik: AP.1155/
Public Accountant License Number: AP.1155

Jakarta, 18 Aprill April 18, 2022




PT PURI SENTUL PERMAI Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM

Per Tanggal 31 Maret 2022,

31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

INTERIM STATEMENTS OF

FINANCIAL POSITION

As of March 31, 2022,

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

31 Maret/ 31D ber/ 31D ber/ 31D ber/
March 31, Do 31, D 31, Do 31,
Catatan/ 2022 2021 2020 2019
Notes Rp Rp Rp Rp
ASET ASSET
ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas 4,33 3,209,636,754 5,843,600,875 1,486,439,947 2,801,408,509 Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha - Pihak Ketiga 5,33 54,643,188 88,907,112 68,606,001 18,401,150 Trade Receivables - Third Parties
Piutang Lain-lain 6, 33 Other Receivables
Pihak Berelasi 30 - - 50,000,000 50,000,000 Related Parties
Pihak Ketiga 56,200,000 62,535,756 81,500,000 104,000,000 Third Parties
Persediaan 7 507,885,193 469,846,699 470,736,463 457,319,761 Inventories
Uang Muka 8 81,349,000 26,982,000 6,100,000 29,125,000 Advances
Biaya Dibayar di Muka 9, 30 19,328,560 24,199,348 24,212,908 83,704,128 Prepaid Expenses
Aset Non Keuangan Lancar Lainnya 2q 3,470,007,700 2,555,000,000 - - Other Current Non-Financial Assets
Total Aset Lancar 7,399,050,395 9,071,071,790 2,187,595,319 3,543,958,548 Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR NON CURRENT ASSETS
Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang 9,30 - - - 1,033,108,108 Non Current Prepaid Expenses
Aset Pajak Tangguhan 20.b 262,362,574 188,033,444 277,093,960 263,555,750 Deferred Tax Assets
Aset Tetap 10 27,784,229,261 26,067,518,324 31,500,032,067 32,784,839,930 Fixed Assets
Aset Hak Guna " 9,466,554,194 7,668,414,855 1,062,837,838 - Right of Use Assets
Properti Investasi 12 266,685,876 266,685,876 266,685,876 266,685,876 Investment Properties
Total Aset Tidak Lancar 37,779,831,905 34,190,652,499 33,106,649,741 34,348,189,664 Total Non Current Assets
TOTAL ASET 45,178,882,300 43,261,724,289 35,294,245,060 37,892,148,212 TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha - Pihak Ketiga 13,33 329,389,597 373,252,679 185,078,351 386,633,390 Trade Payables - Third Parties
Utang Bank Jangka Pendek 14, 33 259,942,691 - 19,074,200 - Short Term Bank Loans
Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Pendek 15, 33 48,433,508 69,040,000 - - Short Term Consumer Financing Payables
Beban Akrual 16, 33 2,084,506,716 2,575,314,348 919,539,050 914,592,513 Accrued Expenses
Utang Pajak 20.c 843,475,915 767,669,512 522,072,641 498,964,862 Taxes Payable
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 18, 33 1,672,200 6,498,600 5,410,600 400,000 Other Current Financial Liabilities
Bagian Jangka Pendek atas Current Portion of
Liabilitas Jangka Panjang: LongTerm Liabilities:
Utang Bank 14, 33 2,709,525,944 1,568,296,060 3,892,274,523 1,687,871,079 Bank Loans
Pendapatan Ditangguhkan 17, 30 155,555,553 155,555,556 155,555,556 155,555,556 Deferred Revenues
Liabilitas Sewa 21,33 36,128,692 5,283,508 - - Lease Liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek 6,468,630,816 5,520,910,263 5,699,004,921 3,644,017,400 Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Long-Term Liabilities Net of
dengan Bagian Jangka Pendek: Current Portion
Utang Bank 14,33 5,712,362,126 7,405,038,144 7,239,297,760 11,782,330,807 Bank Loans
Pendapatan Ditangguhkan 17, 30 - 38,888,889 194,444,445 350,000,000 Deferred Revenues
Liabilitas Sewa 21,33 2,076,908,448 142,465,369 - - Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Pascakerja 19 1,094,860,000 829,505,000 1,259,518,000 1,054,223,000 Post-employment Benefits Liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang 8,884,130,574 8,415,897,402 8,693,260,205 13,186,553,807 Total Non Current Liabilities
Total Liabilitas 15,352,761,390 13,936,807,665 14,392,265,126 16,830,571,207 Total Liabilities
EKUITAS EQUITY
Modal Saham - Share Capital -
Nilai Nominal Rp25 per Saham Par Value of Rp25 per Share
Modal Dasar - 4.000.000.000 Saham Authorized Capital - 4,000,000,000 Shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Issued and Fully Paid -
1.000.000.000 Saham pada 31 Maret 2022 1,000,000,000 Shares as of March 31, 2022
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Par Value of Rp1,000,000 per Share
Modal Dasar - 20.000 Saham Authorized Capital - 20,000 Shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Issued and Fully Paid -
11.000 Saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 22 25,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000 Shares as of December 31, 2021, 2020 and 2019
Tambahan Modal Disetor 20.d 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Additional Paid-in Capital
Saldo Laba 23 Retained Earnings
Ditentukan 1,000,000,000 - - - Approriated
Belum Ditentukan 3,326,120,910 17,824,916,624 9,401,979,934 9,561,577,005 Unapproriated
Total Ekuitas 29,826,120,910 29,324,916,624 20,901,979,934 21,061,577,005 Total Equity

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

45,178,882,300

43,261,724,289

35,294,245,060 37,892,148,212 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan keuangan secara keseluruhan

240

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk PT PURI SENTUL PERMAI Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN INTERIM STATEMENTS OF
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFIT OR LOSS
INTERIM AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir For the 3 (Three) Months Periods Ended
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit) March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 December 31, 2021, 2020 and 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain) (In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)
31 Maret/ 31 Maret/ 31D 31D 31D
March 31, March 31, D 31, D 31, D 31,
Catatan/ 2022 2021 2021 2020 2019
Notes Rp Rp Rp Rp Rp

PENDAPATAN BERSIH 24 5,984,333,946 5,869,997,254 20,436,457,449 17,511,205,960 24,125,770,131 NET REVENUES
BEBAN LANGSUNG 25 (2,850,358,472) (2,393,388,910) (8,985,224,808) (7,808,170,298) (9,628,604,926) DIRECT COST
LABA BRUTO 3,133,975,474 3,476,608,344 11,451,232,641 9,703,035,662 14,497,165,205 GROSS PROFIT
Beban Usaha 26 (2,122,796,117) (1,909,008,095) (6,909,688,291) (6,376,656,999) (7,935,526,527) Operating Expenses
Pendapatan Lain-lain 27 39,888,890 38,888,890 14,404,764,796 648,846,129 194,635,903 Other Income
Beban Lain-lain 28 - (3,136,412) (530,017,942) (1,905,232) - Other Expenses
LABA USAHA 1,051,068,247 1,603,352,727 18,416,291,204 3,973,319,560 6,756,274,581 OPERATING INCOME
Beban Keuangan - Bersih 29 (241,186,055) (277,418,883) (1,055,334,714) (1,279,595,697) (1,524,415,469) Finance Charges - Net
LABA SEBELUM PAJAK 809,882,192 1,325,933,844 17,360,956,490 2,693,723,863 5,231,859,112 INCOME BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan 20.a (131,252,086) (221,526,766) (803,418,020) (643,813,122) (1,264,284,029) Income Tax Expenses
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN 678,630,106 1,104,407,078 16,557,538,470 2,049,910,741 3,967,575,083 INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi Item that Will Not be Reclassified

ke Laba Rugi: to Profit or Loss:

Pengukuran Kembali atas Program Remeasurement on Defined

Imbalan Pasti 19 (227,469,000) 40,276,000 161,104,000 (265,769,000) (120,606,000) Benefits Plan

Pajak Penghasilan Terkait 20.b 50,043,180 (8,860,720) (35,442,880) 63,693,620 30,151,500 Related Income Tax

Total Penghasilan Komprehensif Lain (177,425,820) 31,415,280 125,661,120 (202,075,380) (90,454,500) Total Other Comprehensive Income
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

PERIODE/ TAHUN BERJALAN 501,204,286 1,135,822,358 16,683,199,590 1,847,835,361 3,877,120,583 FOR THE PERIOD/ YEAR
LABA PER SAHAM DASAR 31 0.68 1.10 16.56 2.05 3.97 BASIC EARNINGS PER SHARE
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these
laporan keuangan secara keseluruhan financial statements

241
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PT PURI SENTUL PERMAI Tbk PT PURI SENTUL PERMAI Tbk
LAPORAN ARUS KAS INTERIM INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir For the 3 (Three) Months Periods Ended
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2020 (Tidak Diaudit) March 31, 2022, and 2021
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 December 31, 2021, 2020 and 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain) (In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)
31 Maret/ 31 Maret/ 31D 31D 31D
March 31, March 31, D 31, D 31, Do 31,
Catatan/ 2022 2021 2021 2020 2019
Notes Rp Rp Rp Rp Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan 6,013,771,470 5,930,658,965 20,417,244,338 17,466,011,709 24,123,691,481 Cash Received from Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok Cash Paid to Suppliers and
dan Pihak Ketiga Lainnya (3,065,984,820) (1,596,402,862) (11,178,026,752) (3,105,910,925) (6,074,310,235) Other Third Parties
Pembayaran Bunga dan Administrasi Bank (254,939,350) (287,081,733) (1,076,324,064) (1,307,750,507) (1,597,459,564) Payment of Interest and Bank Administrations
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (83,320,823) (130,246,351) (368,948,668) (693,476,528) (1,195,844,758) Payment of Corporate Tax Income
Pembayaran Pajak Pembangunan 1 (615,020,967) (657,033,322) (2,165,763,056) (1,860,980,989) (2,573,189,106) Payment of Hotel and Restaurant Tax
Pembayaran Kas kepada Karyawan (2,092,233,637) (3,043,032,475) (7,975,575,025) (6,797,447,708) (7,284,106,542) Payment to Employees
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Net Cash Flows Provided by (Used in)
Aktivitas Operasi (97,728,127) 216,862,222 (2,347,393,227) 3,700,445,052 5,398,781,276 Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil Pelepasan Aset Tetap 10 1,864,144 - 21,040,000,000 764,000 - Proceeds from Disposal of Fixed Assets
Pembayaran Pajak Final Pelepasan Aset Tetap - - (526,000,000) - - Payment of Fixed Assets Disposal Final Tax
Perolehan Aset Tetap 10, 34 (2,188,259,385) - (3,287,197,552) (664,643,469) (499,534,234) Acqusitions of Fixed Assets
Penerimaan Penghasilan Bunga 3,847,197 6,179,452 6,179,452 2,315,068 33,618,531 Interest Income Received
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Net Cash Flows Provided by (Used in)
Aktivitas Investasi (2,182,548,044) 6,179,452 17,232,981,900 (661,564,401) (465,915,703) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran Utang Bank 14 (593,024,149) (535,280,302) (2,214,570,645) (2,372,923,413) (2,863,723,063) Payment of Bank Loan
Pembayaran Utang Pembiayaan Konsumen (20,606,492) - (34,520,000) - - Payment of Consumer Financing Payables
Pembayaran Dividen Tunai 23 - - (8,260,262,900) (2,000,000,000) (1,500,000,000) Cash Dividend Paid
Arus Kas Bersih Digunakan Net Cash Flows Used
untuk Aktivitas Pendanaan (613,630,641) (535,280,302) (10,509,353,545) (4,372,923,413) (4,363,723,063) in Financing Activities
INCREASE (DECREASE) IN CASH
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS AND CASH EQUIVALENTS
DAN SETARA KAS DAN CERUKAN (2,893,906,812) (312,238,628) 4,376,235,128 (1,334,042,762) 569,142,510 AND BANK OVERDRAFT
CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN AND BANK OVERDRAFT
PADA AWAL TAHUN 5,843,600,875 1,467,365,747 1,467,365,747 2,801,408,509 2,232,265,999 AT BEGINNING YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN AND BANK OVERDRAFT
PADA AKHIR TAHUN 2,949,694,063 1,155,127,119 5,843,600,875 1,467,365,747 2,801,408,509 AT END OF YEAR
Kas dan Setara Kas dan Cash and Cash Equivalents and
Cerukan pada Akhir Tahun Terdiri dari: Bank Overdraft at End of Year Consist of:
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents
Kas 133,555,200 108,212,220 316,325,619 145,394,320 362,472,120 Cash on Hands
Bank 776,081,554 946,914,899 4,927,275,256 1,341,045,627 2,118,936,389 Cash in Banks
Deposito Berjangka 2,300,000,000 100,000,000 600,000,000 - 320,000,000 Time Deposits
Sub-total Kas dan Setara Kas 3,209,636,754 1,155,127,119 5,843,600,875 1,486,439,947 2,801,408,509 Sub-total Cash and Cash Equivalents
Cerukan (259,942,691) - - (19,074,200) - Bank Overdraft
TOTAL KAS DAN SETARA KAS TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENTS
DAN CERUKAN 2,949,694,063 1,155,127,119 5,843,600,875 1,467,365,747 2,801,408,509 AND BANK OVERDRAFT
Tambahan informasi arus kas disajikan pada Catatan 34 Additional information of cash flow presented in Note 34
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these
laporan keuangan secara keseluruhan financial statements
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PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

INTERIM

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

1. Umum 1. General

1.a. Pendirian dan Informasi Umum 1.a. Establisment and General Information
PT Puri Sentul Permai Tbk (“Perusahaan”) PT Puri Sentul Permai Thk (‘the Company”)
didirikan pada tanggal 8 Juli 2008 berdasarkan was established on July 8, 2008 based on
Akta Notaris No. 28 dari Ernie, S.H., Notaris di Notarial Deed No.28 of Ernie, S.H., Notary in
Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Jakarta. The Deed of establishment was
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam approved by the Minister of Justice of the
Surat Keputusannya No. AHU-93059.AH.01.01. Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-
Tahun 2008 tanggal 3 Desember 2008. 93059.AH.01.01. Year 2008 dated December
Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami 3, 2008. The Company’s articles of association
beberapa kali perubahan, terakhir sehubungan have been amended several times, most
dengan pernyataan keputusan pemegang recently in connection with changes in the
saham sirkuler yang dibuat di hadapan Rini stated circular resolution which was made in
Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta dengan Akta presence of Rini Yulianti S.H., Notary in
No. 31 tanggal 23 Maret 2022. Perubahan Jakarta with Deed No. 31 dated March 23,
tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan 2022. The amendment has been approved by
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan the Minister of Law and Human Rights of
surat keputusan No. AHU-0020714.AH.01.02 Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-
tanggal 23 Maret 2022. 0020714.AH.01.02 dated March 23, 2022.
Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, According to the Company’s articles of
ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama association, the Company’s scope of activities
meliputi bidang perhotelan, fravel, dan are engaged in hotel, travel, and restaurant.
restoran. Saat ini kegiatan usaha utama Currently the Company's is engaged in hotel
Perusahaan adalah perhotelan dan restoran. and restaurant. The Company started its
Perusahaan mulai beropersi secara komersial commercial operation since 2011.
sejak tahun 2011.
Perusahaan berdomisili di JI. Surya Raya Kav The Company is domiciled at JI. Surya Raya
Comercial Area 1, Olympic CBD - Desa Sentul Kav Comercial Area 1, Olympic CBD - Desa
Bogor, Jawa Barat. Sentul Bogor, Jawa Barat.
Entitas induk dan entitas induk terakhir The parent entity and ultimate parent entity of
Perusahaan adalah PT Putrasakti Mandiri pada the Company is PT Putrasakti Mandiri as of
tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. December 31 2021, 2020 and 2019. Based on
Berdasarkan surat pernyataan kepemilikan the statement of beneficial ownership and the
manfaat dan keputusan para pemegang saham decision of the Company's shareholders dated
Perusahaan pada tanggal 23 Maret 2022, March 23, 2022, the Company's parent
entitas induk dan entitas induk terakhir entity and ultimate parent entity is PT Intan
Perusahaan adalah PT Intan Perdana Sukses Perdana Sukses as of March 31, 2022.
pada tanggal 31 Maret 2022.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan 1.b. Board of Commissioners, Directors and

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada
tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021,
2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

244

Employees

The composition of the Board of
Commissioners and Directors as of March 31,
2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019
are as follows:



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

31 Desember/
December 31
2021, 2020 dan/ and 2019

31 Maret/
March 31
2022
Dewan Komisaris
Komisaris Utama AU Bintoro
Komisaris Rolf Bakri Pohan
Komisaris -
Komisaris Independen Eka Surya
Direksi
Direktur Utama Xaverius Nursalim
Direktur Aan Rohanah

Corporate Secretary Perusahaan pada tanggal
31 Maret 2022 dijabat oleh Aan Rohanah. Pada
tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019,
Perusahaan belum memiliki corporate
secretary.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember
2021, 2020 dan 2019, Perusahaan belum
memiliki komite audit dan internal audit.

Per tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember
2021, 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki
masing-masing 32, 33, 32, dan 31 karyawan
tetap (tidak diaudit).

2.  Kebijakan Akuntansi Signifikan

Board of Commissioners

Xaverius Nursalim President Commissioner
AU Bintoro Commissioner
Rolf Bakri Pohan Commissioner
- Independent Commissioner
Directors

- President Director

Aan Rohanah Director

The Company’s Corporate Secretary as of
March 31, 2022 is Aan Rohanah. As of
December 31, 2021, 2020 and 2019, the
Company does not yet have the corporate
secretary.

As of March 31, 2022, December 31, 2021,
2020 and 2019, the Company does not yet
have the audit committee and internal audit.

As of March 31 2022, December 31, 2021,
2020 and 2019, the Company has 32, 33, 32,
and 31 permanent employees, respectively
(unaudited).

2. Significant Accounting Policies

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi
Keuangan (SAK)
Laporan keuangan telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar  Akuntansi Keuangan
di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan — lkatan Akuntan Indonesia (DSAK —
IAl), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku
antara lain  Peraturan  Otoritas Jasa
Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.
VIIl.G.7 tentang pedoman penyajian laporan
keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No.
KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan emiten atau
perusahaan publik.
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Compliance with Financial Accounting
Standards (SAK)

The financial statements were prepared and
presented in accordance with Indonesian
Financial Accounting Standards which include
the Statements of Financial Accounting
Standards (PSAK) and Interpretation of
Financial Accounting Standards (ISAK) issued
by the Financial Accounting Standard Board —
Indonesian Institute of Accountant (DSAK -
IAl), and the applicable Capital Market
Regulations, among others, Financial Services
me Authority/Capital Market and Supervisory
Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-
LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the
presentation of financial statements, and
Chairman of Bapepam-LK Decree
No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation
and disclosure of financial statements of the
issuer or public company.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

2.b.

2.c.

Dasar Pengukuran dan Penyusunan
Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan
berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta
atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.
Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan
keuangan ini adalah konsep biaya perolehan,
kecuali beberapa akun tertentu yang
didasarkan pengukuran lain sebagaimana
dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-
masing akun tersebut. Biaya perolehan
umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan

yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas disajikan dengan metode
langsung (direct method) dengan
mengelompokkan arus kas dalam aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan ini adalah
Rupiah yang merupakan mata uang fungsional
Perusahaan.

Pernyataan dan Interpretasi Standar

Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku

Efektif pada Tahun Berjalan

Amandemen dan penyesuaian atas standar

yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai

pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan

penerapan dini diperkenankan yaitu:

e Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis
tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;

¢ Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas
Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang
Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;

e Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang
Hasil Sebelum Penggunaan yang
Diintensikan;

e PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020):
Agrikultur,;

e PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020):
Instrumen Keuangan; dan

e PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020):
Sewa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak
memiliki dampak yang signifikan terhadap
jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau
tahun sebelumnya.
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2.b.

2.c.

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

Measurement and Preparation of Financial
Statements

The financial statements have been prepared
and presented based on going concern
assumption and accrual basis, except for the
statements of cash flows. Basis of
measurement in preparation of these financial
statements is the historical costs concept,
except for certain accounts which have been
prepared on the basis of other measurements
as described in their respective policies.
Historical cost is generally based on the fair
value of the consideration given in exchange
for assets.

The financial statements of cash flows are
prepared using the direct method by classifying
cash flows into operating, investing and
financing activities.

The presentation currency used in the
preparation of these financial statements is
Indonesian Rupiah which is the functional
currency of the Company.

New and Revised Statements and
Interpretation of Financial Accounting
Standards Effective in the Current Year
Amendment and improvement to standards
which effective for periods beginning on or
after January 1, 2022, with early adoption is
permitted, are as follows:

o Amendments PSAK 22: Business
Combinations regarding Reference to
Conceptual Frameworks;

e Amendments PSAK 57: Provisions,
Contingent Liabilites, and Contingent
Assets regarding Onerous Contracts — Cost
of Fulfilling the Contracts;

o Amendments PSAK 16: Property, Plant and
Equipment regarding Proceeds before
Intended Use;

e PSAK 69 (Annual
Agriculture;

o PSAK 71 (Annual Improvement 2020):
Financial Instruments; and

e PSAK 73 (Annual Improvement 2020):
Leases.

Improvement 2020):

The implementation of the above standards
had no significant effect on the amounts
reported for the current period or prior financial
yeatr.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

2.d. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank
(rekening giro), dan deposito berjangka yang
jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan
atau kurang pada saat penempatan yang tidak
digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi
pengunaannya.

Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah
terendah antara biaya perolehan dan nilai
realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari
seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan
biaya lain yang timbul sampai persediaan
berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya
perolehan ditentukan dengan metode rata-rata
tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan
taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa
dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan
estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat
penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah
biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan
seluruh kerugian persediaan diakui sebagai
beban pada periode terjadinya penurunan atau
kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali
penurunan nilai persediaan karena peningkatan
kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai
pengurangan terhadap  jumlah beban
persediaan pada periode terjadinya pemulihan
tersebut.

2.f. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai

masa manfaat dengan menggunakan metode

garis lurus (straight-line method).

Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya
perolehan yang meliputi harga perolehannya
dan setiap biaya yang dapat diatribusikan
langsung untuk membawa aset ke kondisi dan
lokasi yang diinginkan agar aset siap
digunakan sesuai intensi manajemen.

2.9.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali
tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi
rugi penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan
tidak disusutkan.
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Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand,
cash in banks (current account) and time
deposits with maturity periods of three months
or less at the time of placement that are not
used as collateral or are not restricted.

Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and
net realizable value. The cost of inventories
comprise all costs of purchase, costs of
conversion and other costs incurred in bringing
the inventories to their present location and
condition. Cost is determined using the
weighted average method. Net realizable value
is the estimated selling price in the ordinary
course of business less the estimated costs of
completion and the estimated costs necessary
to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to
net realizable value and all losses of
inventories shall be recognized as an expense
in the period the write-down or loss occurs.
The amount of any reversal of any write-down
of inventories, arising from an increase in net
realizable value, is recognized as a reduction
in the amount of inventories recognized as an
expense in the period in which the reversal
occurs.

Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over its
beneficial periods by using the straight line
method.

Fixed Asset

Fixed assets are initially recognized at cost,
which comprises its purchase price and any
cost directly attributable in bringing the assets
to the location and condition necessary for it to
be capable of operating in the manner
intended by management.

After initial recognition, fixed assets, except
land, are carried at its cost less any
accumulated depreciation, and any
accumulated impairment losses.

Land is recognized at its cost and not
depreciated.
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Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset
tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud
penggunaannya dan dihitung dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan
estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai
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Depreciation of fixed assets starts when its
available for use and its computed by using
straight-line method based on the estimated
useful lives of assets as follows:

Tarif Penyusutan/
Depreciation Rate

berikut:
Tahun/
Years
Bangunan 10-20
Peralatan dan Perlengkapan 5
Kendaraan 5

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan
sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam
Penyelesaian” dan dinyatakan sebesar biaya
perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya
pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan
penyelesaian aset tersebut dikapitalisasi
sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap
dalam pembangunan. Biaya perolehan aset
tetap dalam pembangunan tidak termasuk
setiap laba internal, jumlah tidak normal dari
biaya pemborosan yang terjadi dalam
pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau
sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan
ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai
pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau
siap digunakan dan disusutkan sejak
beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan
pengakuannya pada saat pelepasan atau
ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis
masa depan yang diharapkan dari penggunaan
atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian
yang timbul dari penghentian pengakuan
tersebut (yang ditentukan sebesar selisih
antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada,
dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam
laba rugi pada saat penghentian pengakuan
tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan
melakukan penelaahan berkala atas masa
manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan
sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi
teknis.
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5%-10% Buildings
20% Equipments and Supplies
20% Vehicles

Self-constructed fixed assets are presented as
part of the fixed assets under “Construction in
Progress” and are stated at its cost. All costs,
including borrowing costs, incurred in relation
with the construction of these assets are
capitalized as part of the cost of assets in
construction. Cost of assets in construction
shall exclude any internal profits, cost of
abnormal amounts of wasted material, labour,
or other resources incurred.

The accumulated historical costs will be
transferred to the respective fixed assets items
at the time the asset is completed or ready for
use and are depreciated since the operation.

The carrying amount of an item of fixed assets
is derecognized on disposal or when there are
no future economic benefits are expected from
its use or disposal. Any gain or loss arising
from derecognition (that determined as the
difference between the net disposal proceeds,
if any, and the carrying amount of the item) is
included in profit or loss when item is
derecognized.

At the end of each reporting period, the
Company made regular review of the useful
lives, residual values, depreciation method and
residual life based on the technical conditions.
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2.h. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti tanah yang
dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui
sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa
atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya,
dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau
penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan
administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha
sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan
hanya jika besar kemungkinan manfaat
ekonomis masa depan yang terkait dengan
property investasi akan mengalir ke entitas;
dan biaya perolehan properti investasi dapat
diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar
biaya perolehan, meliputi harga harga
pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat
diatribusikan secara langsung (biaya jasa
hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya
transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam
pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan memilih
menggunakan model biaya. Tanah dan hak
atas tanah tidak disusutkan dan disajikan
sebesar biaya perolehan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan
pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan
pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Perusahaan mengalihkan properti ke, atau dari,

properti investasi jika, dan hanya jika, ketika

properti memenuhi, atau berhenti memenuhi,
definisi properti investasi dan terdapat bukti
atas perubahan penggunaan, mencakup:

a. dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau
pengembangan untuk pemilik, untuk
pengalihan dari properti investasi menjadi
properti yang digunakan sendiri;

b. dimulainya pengembangan untuk dijual,
untuk pengalihan dari properti investasi
menjadi persediaan;

c. berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk
pengalihan dari properti yang digunakan
sendiri menjadi properti investasi; dan

d. insepsi sewa operasi kepada pihak lain,
untuk pengalihan dari persediaan menjadi
properti investasi.
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2.h. Investment Properties

Investment properties are properties land held
by the owner or the lessee under a finance
lease to earn rentals or for capital appreciation
or both, rather than for use in the production or
supply of goods or services or for
administrative purposes; or sale in the daily
business activities.

Investment property is recognised as an asset
when, and only when it is probable that the
future economic benefits that are associated
with the investment property will flow to the
entity; and the cost of the investment property
can be measured reliably.

Investment property shall be measured initially
at its cost, comprises its purchase price and
any directly attributable expenditure
(professional fees for legal services, property
transfer taxes and other transaction costs).
Transaction costs are included in the initial
measurement.

After initial recognition, the Company choose
to use cost model. Land and landrights are not
depreciated and are carried at costs.

Maintenance and repairment costs are
charged to profit or loss as incurred, while
renewals and betterments are capitalized.

The Company shall transfer a property, to, or
from investment property when, and only
when, there the property meets, or ceases to
meet, the definition of investment property and
there is evidence of the change in use, include:
a. commencement of owner-occupation, or of
development with a view to owner-
occupation, for a transfer from investment
property to owner-occupied property;

b. commencement of development with a view
to sale, for a transfer from investment
property to inventories;

c. end of owner-occupation, for a transfer from
owner-occupied property to investment
property; and

d. inception of an operating lease to another
party, for a transfer from inventories to
investment property.
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Properti investasi dihentikan pengakuannya
pada saat dilepaskan atau ketika tidak
digunakan lagi secara permanen dan tidak
memiliki manfaat ekonomi masa depan yang
diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan
atau kerugian yang timbul dari penghentian
atau pelepasan ditentukan dari selisih antara
hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset,
dan diakui dalam laba rugi pada periode
terjadinya penghentian atau pelepasan.

Sewa

Perusahaan sebagai Penyewa (Lessee)
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari
2020

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau
suatu perjanjian yang mengandung sewa
merupakan sewa pembiayaan atau sewa
operasi didasarkan pada substansi transaksi
dan bukan pada bentuk kontraknya pada
tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa
pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan
secara substansial seluruh risiko dan manfaat
yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu
sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika
sewa tersebut tidak mengalihkan secara
substansial seluruh risiko dan manfaat yang
terkait dengan kepemilikan aset.

Pada awal masa sewa, Perusahaan mengakui
sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas
dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai
wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari
pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih
rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan
pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang
digunakan dalam perhitungan nilai kini dari
pembayaran sewa minimum adalah tingkat
suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat
ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan
tingkat suku bunga pinjaman inkremental
lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan
lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang
diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset
sewaan adalah konsisten dengan aset tetap
yang dimiliki sendiri.
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An investment property is derecognizes on
disposal or when the investment property is
permanently withdrawn from use and no future
economic benefits are expected from its
disposal. Gains or losses arising from the
retirement or disposal are determined as the
difference between the net disposal proceeds
and the carrying amount of the asset, and are
recognized in profit or loss in the period of the
retirement or disposal.

Lease

The Company as Lessee

Accounting treatment before January,1
2020

The determination of whether a lease
agreement or an agreement containing with a
lease is a finance lease or an operating lease
depends on the substance of transaction rather
than the form of the contract at the inception
date of lease.

A lease is classified as finance leases if it
transfers substantially all the risks and rewards
incidental to ownership. A lease is classified as
an operating lease if it does not transfer
substantially all the risks and rewards
incidental to ownership.

At the commencement of the lease term, the
Company recognizes finance leases as assets
and liabilities in the statement of financial
position at amounts equal to the fair value of
leased asset or the present value of the
minimum lease payments, if the present value
is lower than fair value. Assessment is
determined at the inception of the lease. The
discount rate to be used in calculating the
present value of the minimum lease payments
is the interest rate implicit in the lease, if this is
practicable to determine, if not, the lessee's
incremental borrowing is used. Any initial direct
costs of the lessee are added to the amount
recognized as an asset. The depreciation
policy for depreciable leased assets is
consistent with the fixed assets that are
owned.
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Dalam sewa operasi, Perusahaan mengakui
pembayaran sewa sebagai beban dengan
dasar garis lurus selama masa sewa.

Perlakuan akuntansi setelah 1 Januari 2020
Pada tanggal insepsi suatu  kontrak,
Perusahaan menilai apakah suatu kontrak
merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu
kontrak merupakan, atau mengandung sewa
jika kontrak tersebut memberikan hak untuk
mengendalikan  penggunaan suatu aset
identifikasian selama suatu jangka waktu untuk
dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk  menilai apakah suatu kontrak

memberikan hak untuk mengendalikan suatu

aset identifikasian, Perusahaan  menilai
apakah:

a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset
identifikasian — ini dapat ditentukan secara
eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat
dibedakan atau mewakili secara substantial
seluruh kapasitas aset yang secara fisik
dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki
hak substitusi substantif, maka aset
tersebut tidak teridentifikasi;

b. Perusahaan memiliki hak untuk
memperoleh secara substansial seluruh
manfaat ekonomik dari penggunaan aset
selama periode penggunaan; dan

c. Perusahaan memiliki hak untuk
mengarahkan penggunaan aset
identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini
ketika hak pengambilan keputusan yang
paling relevan untuk mengubah bagaimana
dan untuk tujuan apa aset tersebut
digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana
semua keputusan tentang bagaimana dan
untuk tujuan apa aset digunakan telah
ditentukan sebelumnya, Perusahaan
memiliki hak untuk mengarahkan
penggunaan aset tersebut jika:

- Perusahaan memiliki hak  untuk
mengoperasikan aset; atau

- Perusahaan mendesain aset dengan
cara menetapkan sebelumnya
bagaimana dan untuk tujuan apa aset
akan digunakan.

251

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

Under an operating lease, the Company
recognizes the lease payments as an expense
on a straight-line basis over the lease term.

Accounting treatment after January 1, 2020
At inception of a contract, the Company
assesses whether a contract is, or contains, a
lease. A contract is, or contains, a lease if the
contract conveys the right to control the use of
an identified asset for a period of time in
exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right
to control the use of an identified asset, the
Company assesses whether:

a. The contract involves the use of an
identified asset — this may be specified
explicitly or implicitly and should be
physically distinct or represent
substantially all of the capacity of a
physically distinct asset. If the supplier has
the substantive substitution right, then the
asset is not identified;

b. The Company has the right to obtain
substantially all of the economic benefits
from use of the asset throughout the
period of use; and

c. The Company has the right to direct the
use of the identified asset. The Company
has this right when it has the
decisionmaking rights that are most
relevant to changing how and for what
purpose the asset is used. In certain
circumstances where all the decisions
about how and for what
purpose the asset is used are
predetermined, the Company has the right
to direct the use of the asset if either:

- The Company has the right to operate
the asset; or

- The Company designed the asset in a
way that predetermines how and for
what purpose the asset will be used.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian
kembali suatu kontrak yang mengandung suatu
komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan
imbalan dalam kontrak ke masing-masing
komponen sewa berdasarkan harga tersendiri
relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam
indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa
tetap, sewa variabel yang bergantung pada
indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam
jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi
beli, opsi perpanjangan atau penalti
penghentikan jika Perusahaan cukup pasti
akan mengeksekusi opsi tersebut.

Perusahaan mengakui aset hak guna dan
liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa.
Aset hak guna awalnya diukur pada biaya
perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran
awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan
pembayaran sewa yang dilakukan pada atau
sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan
biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan
estimasi biaya untuk membongkar dan
memindahkan aset pendasar atau untuk
merestorasi aset pendasar atau tempat di
mana aset berada, dikurangi insentif sewa
yang diterima.

Setelah pengakuan awal, aset hak guna diukur
pada biaya perolehan dikurangi akumulasi
penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset
pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya
perolehan aset hak guna merefleksikan
penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka
penyewa menyusutkan aset hak guna dari
tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat
aset pendasar. Periode penyusutan untuk aset
hak guna dengan opsi beli yang dieksekusi
tersebut mengacu pada ketentuan masa
manfaat aset tetap.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini
atas pembayaran sewa yang belum dibayar
pada tanggal permulaan, didiskontokan
menggunakan suku bunga implisit dalam sewa
atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat
ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman
inkremental Perusahaan.
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At inception date or on reassessment of a
contract that contains a lease component, the
Company allocates consideration in the
contract to each lease component on the basis
of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement
of the lease liability comprise the following:
fixed payments, variable lease payments that
depend on an index, amounts expected to be
payable under a residual value guarantee and
the exercise price under a purchase option,
optional renewal period or penalties for early
termination of a lease unless the Company is
reasonably certain not to terminate early.

The Company recognizes a right of use asset
and a lease liability at the lease
commencement date. The right of use asset is
initially measured at cost, which comprises the
initial amount of the lease liability adjusted for
any lease payments made at or before the
commencement date, plus any initial direct
costs incurred and an estimate of costs to
dismantle and remove the underlying asset or
to restore the underlying asset or the site on
which it is located, less any lease incentives
received.

After initial recognition, right of use assets are
measured at cost less accumulated
depreciation and impairment, if any.

If the lease transfers ownership of the
underlying asset at the end of the lease term or
if the cost of acquisition of the asset rights
indicates the lessee will exercise the call
option, then the right of use asset will be
depreciated from the beginning of the lease
term to the end of the underlying asset’s useful
life. The depreciation periods for the right of
use assets with buy options executed should
refer to the policy for the fixed assets.

The lease liability is initially measured at the
present value of the lease payments that are
not yet paid at the commencement date,
discounted using the interest rate implicit in the
lease or, if that rate cannot be readily
determined, the Company’s incremental
borrowing rate.
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Umumnya, Perusahaan menggunakan suku
bunga pinjaman inkremental sebagai suku
bunga diskonto.

Setelah tanggal permulaan, Perusahaan

mengukur liablitas sewa dengan:

a. meningkatkan  jumlah tercatat untuk
merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;

b. mengurangi jumlah tercatat untuk
merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan

c. mengukur kembali jumlah tercatat untuk
merefleksikan penilaian kembali atau
modifikasi sewa atau untuk merefleksikan
pembayaran sewa tetap secara substansi
revisian.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada
perubahan pembayaran sewa masa depan
yang timbul dari perubahan indeks atau suku
bunga, jika ada perubahan estimasi
Perusahaan atas jumlah yang diperkirakan
akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau
jilka Perusahaan mengubah penilaiannya
apakah akan mengeksekusi opsi beli,
perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan
cara ini, penyesuaian terkait dilakukan
terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau
dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset
hak guna telah berkurang menjadi nol.

Perusahaan menerapkan pengecualian untuk
sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai
rendah berdasarkan sewa-per-sewa.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang
termasuk ke dalam pengecualian, yakni
pembayaran atas sewa jangka pendek dan
sewa aset bernilai rendah diakui pada metode
garis lurus dan dibebankan pada laba rugi.
Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang
dikecualikan tersebut diakui sebagai beban
dengan menggunakan metode garis lurus
selama masa sewa.

Sewa jangka pendek adalah sewa dengan
masa sewa kurang dari atau sama dengan 12
bulan. Sewa aset bernilai rendah adalah sewa
untuk perlengkapan umum, perlengkapan
kantor lainnya, serta aset lain yang harga
barunya tidak lebih dari plafon nilai rendah
yang ditetapkan oleh Perusahaan.
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Generally, the Company uses its incremental
borrowing rate as the discount rate.

After the commencement date, the Company

shall measure the lease liability by:

a. increasing the carrying amount to reflect
interest on the lease liability;

b. reducing the carrying amount to reflect the
lease payments made; and

c. remeasuring the carrying amount to reflect
any reassessment or lease modifications, or
to reflect revised in-substance fixed lease
payments.

It is remeasured when there is a change in
future lease payments arising from a change in
an index or rate, if there is a change in the
Company estimate of the amount expected to
be payable under a residual value guarantee,
or if the Company changes its assessment of
whether it will exercise a purchase, extension
or termination option.

When the lease liability is remeasured in this
way, a corresponding adjustment is made to
the carrying amount of the right of use assets,
or is recorded in profit or loss if the carrying
amount of the right of use asset has been
reduced to zero.

The Company apply the exemption for low-
value assets on a leaseby-lease basis; and for
all other leases of low value asset.

Furthermore, payments associated with
contracts included in the exception, which are
payments associated with all short-term leases
and certain leases of all low-value assets are
recognized on a straight-line basis as an
expense in profit or loss. The lease payments
associated with those leases will be
recognized as an expense on a straightline
basis over the lease term.

Short-term leases are leases with a lease term
of 12 months or less. Low-value assets are
those of general equipments, office supplies,
and other assets which have value less than
the maximum amount of low value set in the
Company’s policy.
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Pembayaran yang dilakukan untuk sewa
tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar
garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pemberi Sewa (Lessor)
Sewa dimana Perusahaan tidak mengalihkan
secara subtansial seluruh risiko dan manfaat
yang terkait dengan kepemilikan aset
diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya
langsung awal sehubungan proses negosiasi
sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat
dari aset sewaan dan diakui sebagai beban
selama masa sewa dengan dasar yang sama
dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa
operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar
garis lurus selama masa sewa.

2.j. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan
manfaat ekonomi akan diperoleh oleh
Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur
secara handal. Pendapatan diukur pada nilai
wajar pembayaran yang diterima, tidak
termasuk diskon dan rabat.

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari
2020

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi
sebelum pendapatan diakui:

Penjualan barang

Penjualan barang diakui pada saat terjadinya
perpindahan kepemilikan atas barang kepada
pelanggan, vyaitu pada saat penyerahan
barang, atau dalam hal barang disimpan di
gudang atas permintaan pelanggan, pada saat
diterbitkan faktur.

Pendapatan Jasa

Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan
dengan mengacu pada tingkat penyelesaian
transaksi.

Pendapatan bunga
Pendapatan bunga diakui dengan
menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan
dasar akrual.
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Payments made under those leases are
charged to profit or loss on a straight-line basis
over the period of the lease.

The Company as Lessor

Leases where the Company does not transfer
substantially all the risks and rewards
incidental to ownership are classified as
operating leases. Initial direct costs incurred in
negotiating an operating lease are added to
the carrying amount of the leased asset and
recognized as expense over the lease term on
the same basis as rental income. Operating
lease income is recognized as income on a
straight-line basis over the lease term.

Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized when it is probable that
the economic benefits will flow to the Company
and the amount of revenue can be measured
reliably. Revenue is measured at the fair value
of the consideration received, excluding
discounts and rebates.

Accounting treatment before January 1,
2020

The following specific recognition criteria must
also be met before revenue is recognized:

Sale of goods
Sales of goods are recognized upon the

transfer of ownership of the goods fo the
customer, either upon delivery of the goods, or
in the case of goods stored in the Company
warehouse at the request of the customer,
when invoices issued.

Rendering of services

Revenue is recognized when the service is
rendered by reference to the stage of
completion of transaction.

Interest income
Interest is recognized using the effective
interest method.

Expenses are recognized as incurred on an
accruals basis.
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Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Dalam menentukan pengakuan pendapatan,
Perusahaan melakukan analisa transaksi
melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengindentifikasi kontrak dengan
pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:

- Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak
terkait dalam kontrak;

- Perusahaan bisa mengidentifikasi hak
dari pihak-pihak terkait dan jangka
waktu pembayaran dari barang atau
jasa yang akan dialihkan;

- Kontrak memiliki substansi komersial;

- Besar kemungkinan entitas akan
menerima imbalan atas barang atau
jasa yang dialihkan.

2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam
kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan
janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan
barang atau jasa yang memiliki karakteristik
berbeda ke pelanggan.

3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi
merupakan jumlah imbalan yang berhak
diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi
atas diserahkannya barang atau jasa yang
dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang
dijanjikan di kontrak mengandung suatu
jumlah yang Dbersifat variabel, maka
Perusahaan membuat estimasi jumlah
imbalan tersebut sebesar jumlah yang
diharapkan berhak diterima atas
diserahkannya barang atau jasa yang
dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan
estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang
akan dibayarkan selama periode kontrak.

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban
pelaksanaan dengan menggunakan dasar
harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap
barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di
kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara
langsung, harga jual berdiri sendiri relatif
diperkirakan berdasarkan biaya yang
diharapkan ditambah marjin.

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban
pelaksanaan telah  dipenuhi  dengan
menyerahkan barang atau jasa yang
dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan
telah memiliki kendali atas barang atau jasa
tersebut).
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Accounting Treatment since January 1,

2020

In determining revenue recognition, the

Company perform analysis transaction through

the following five steps of assessment:

1. Identify contracts with customers, with
certain criteria as follows:

- The contract has been agreed by the
parties involved in the contract;

- The Company can identify the rights of
relevant parties and the term of payment
for the goods or services to be
transferred;

- The contract has commercial substance;

- It is probable that the Company will
receive benefits for the goods or
services transferred.

2. Identify the performance obligations in the
contract. Performance obligations are
promises in a contract to transfer to a
customer goods or services that are
distinct.

3. Determine the transaction price.
Transaction price is the amount of
consideration to which an entity expects to
be entitled in exchange for transferring
promised goods or services to a customer.
If the consideration promised in a contract
includes a variable amount, the Company
estimates the amount of consideration to
which it expects to be entitled in exchange
for transferring the promised goods or
services to a customer less the estimated
amount of service level guarantee which will
be paid during the contract period.

4. Allocate the transaction price to each
performance obligation on the basis of the
relative stand-alone selling prices of each
distinct goods or services promised in the
contract. Where these are not directly
observable, the relative stand-alone selling
price are estimated based on expected cost
plus margin.

5. Recognize revenue when performance
obligation is satisfied by transferring a
promised goods or services to a customer
(which is when the customer obtains control
of that goods or services).
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2.k.

Pendapatan dari penjualan barang diakui ketika
pengendalian dialihkan kepada pelanggan.
terdapat kondisi di mana pertimbangan
diperlukan berdasarkan lima indikator
pengendalian di bawah ini:

1. Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat

signifikan atas kepemilikan aset dan
memperoleh kemampuan untuk
mengarahkan penggunaan atas, dan

memperoleh secara substansial seluruh
sisa manfaat dari barang.

2. Pelanggan memiliki kewajiban kini untuk

membayar sesuai dengan syarat dan
ketentuan dalam kontrak penjualan.
3. Pelanggan telah menerima  barang.

Penjualan barang dapat tergantung pada
penyesuaian berdasarkan inspeksi
terhadap pengiriman oleh pelanggan.
Dalam hal ini, penjualan diakui berdasarkan
estimasi terbaik Perusahaan terhadap
kualitas dan/atau kuantitas saat pengiriman,
dan penyesuaian kemudian dicatat dalam
akun pendapatan.  Secara historis,
perbedaan antara kualitas dan kuantitas,
estimasi dan/atau actual tidak signifikan.

4. Pelanggan telah memiliki hak kepemilikan
legal atas barang.

5. Pelanggan telah menerima kepemilikan fisik
atas barang.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan
dasar akrual.

Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika
pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu
periode akuntansi, sebesar jumlah tidak
terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek
yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan
atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara
lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang
pisah dan uang penghargaan masa kerja
dihitung berdasarkan Undang-Undang Cipta
Kerja No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November
2020 pada 31 Desember 2021 dan 31 Maret
2022 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan
No0.13/2003 ("UU 13/2003") pada 31 Desember
2020 dan 2019.
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Revenue from sales of goods is recognized

when control transfers to the customer. There

may be circumstances when judgement is
required based on the five indicators of control
below:

1. The customer has the significant risks and
rewards of ownership and has the ability to
direct the use of, and obtain substantially all
of the remaining benefits from, the goods.

2. The customer has a present obligation to
pay in accordance with the terms of the
sales contract.

3. The customer has accepted the goods.
Sales of goods may be subject to
adjustment based on the inspection of
shipments by the customer. In these cases,
sales are recognized based on the
Company’s best estimate of the grade
and/or quantity at the time of shipment, and
any subsequent adjustments are recorded
against revenue. Historically, the differences
between estimated and actual grade and/or
quantity are not significant.

4. The customer has legal title to the goods.

5. The customer has physical possession of
the goods.

Expenses are recognized as incurred on an
accruals basis.

Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Shor-term employee benefits are recognized
when an employee has rendered service
during accounting period, at the undiscounted
amount of short-term employee benefits
expected to be paid in exchange for that
service.

Short term employee benefits include such as
wages, salaries, bonus and incentive.

Post-Employement Benefit

Post-employment benefits such as retirement,
severance and service payments are
calculated based on Omnibus Law No. 11 Year
2020 dated November 2, 2020 as of December
31, 2021 and March 31, 2022 and Labor Law
No.13/2003 (“Law 13/2003”) as of December
31, 2020 and 2019.
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2.1

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan
pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan
pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi
nilai wajar aset program yang dihitung oleh
aktuaris independen dengan menggunakan
metode Projected Unit Credit. Nilai Kkini
kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan
dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban
hukum berdasarkan persyaratan formal
program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban
konstruktif yang timbul dari praktik informal
entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan
atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga
neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto
diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset)
imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan
dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset
program dan setiap perubahan dampak batas

atas aset diakui sebagai penghasilan
komprehensif lain.

Pesangon

Perusahaan mengakui pesangon sebagai

liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih

awal di antara:

a. ketika Perusahaan tidak dapat lagi
menarik tawaran atas imbalan tersebut;
dan

b. ketika Perusahaan mengakui biaya untuk
restrukturisasi yang berada dalam ruang
lingkup PSAK 57 dan melibatkan
pembayaran pesangon.

Perusahaan mengukur pesangon pada saat
pengakuan awal dan mengukur serta mengakui
perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat
imbalan kerja.

Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak
kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan
dalam menentukan laba rugi pada suatu
periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui
dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan
yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang
diakui dalam penghasilan komprehensif lain
atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini,
pajak tersebut masing-masing diakui dalam
penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.
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The Company recognizes the amount of the
net defined benefit liability at the present value
of the defined benefit obligation at the end of
the reporting period less the fair value of plan
assets which calculated by independent
actuaries using the Projected Unit Credit
method. Present value benefit obligation
determine by discounting the benefit.

The Company accounts not only for its legal
obligation under the formal terms of a defined
benefit plan, but also for any constructive
obligation that arises from the entity’s informal
practices.

Current service cost, past service cost and
gain or loss on settlement, and net interets on
the net defined benefit liability (asset) are
recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit
liability (assets) comprises actuarial gains and
losses, the return on plan assets, and any
change in effect of the asset ceiling are
recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Company recognizes a liability and

expense for termination benefits at the earlier

of the following dates:

a. when the Company can no longer withdraw
the offer of those benefits; and

b. when the Company recognizes costs for a
restructuring that is within the scope of
PSAK 57 and involves payment of
termination benefits.

The Company measures termination benefits
on initial recognition, and measures and
recognizes subsequent changes, in
accordance with the nature of the employee
benefits.

Income Tax

Tax expense is the aggregate amount of
current tax and deferred tax which calculated
in determining profit or loss in the period.
Current tax and deferred tax is recognized in
profit or loss, except for income tax arising
from transactions or events that are recognized
in other comprehensive income or directly in
equity. In this case, the tax is recognized in
other comprehensive income or equity,
respectively.
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Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan
periode sebelumnya yang belum dibayar diakui
sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah
dibayar untuk periode berjalan dan periode-
periode sebelumnya melebihi jumlah pajak
yang terutang untuk periode tersebut, maka
kelebihannya diakui sebagai aset.

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode
berjalan dan periode sebelumnya diukur
sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar
kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan,
yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan
undang-undang pajak) yang telah berlaku atau
secara substantif telah berlaku pada akhir
periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat
ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode
sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak
tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak
belum dikompensasi dan kredit pajak belum
dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar
laba kena pajak masa depan akan tersedia
untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum
dikompensasi dan kredit pajak belum
dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui

sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali

perbedaan temporer kena pajak yang berasal

dari:

a. pengakuan awal goodwill; atau

b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari
transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan
pada saat transaksi tidak mempengaruhi
laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi
pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh
perbedaan temporer dapat dikurangkan
sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak
akan tersedia sehingga perbedaan temporer
dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba
dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan
timbul dari pengakuan awal aset atau
pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang
bukan kombinasi bisnis dan pada saat
transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi
atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur
dengan menggunakan tarif pajak yang
diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau
liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak
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Current tax for current and prior periods shall,
to the extent unpaid, be recognized as a
liability. If the amount already paid in respect of
current and prior periods exceeds the amount
due for those periods, the excess shall be
recognized as an asset.

Current tax liabilities (assets) for the current
and prior periods shall be measured at the
amount expected to be paid to (recovered
from) the taxation authorities, using the tax
rates (and tax laws) that have been enacted or
substantively enacted by the end of the
reporting period.

Benefits related to tax losses that can be
withdrawn to recover current tax of prior
periods is recognized as an asset. Deferred tax
asset is recognized for the carryforward of
unused tax losses and unused tax credit to the
extent that it is probable that future taxable
profit will be available against which the
unused tax losses and unused tax credits can
be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for
all taxable temporary differences, except to the
extent that the deferred tax liability arises from:

a. the initial recognition of goodwill; or

b. the initial recognition of an asset or liability
in a transaction which is not a business
combination and at the time of the
transaction, affects neither accounting
profit nor taxable profit (fax loss).

A deferred tax asset shall be recognized for all
deductible temporary differences to the extent
that it is probable that taxable profit will be
available against which the deductible
temporary difference can be utilized, unless
the deferred tax asset arises from the initial
recognition of an asset or liability in a
transaction that is not a business combination
and at the time of the transaction affects
neither accounting profit nor taxable profit (tax
loss).

Deferred tax asset and deferred tax liablities
are measured at the tax rates that are
expected to apply to the period when the asset
is realized or the liability is settled, based on
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(dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau
secara substantif telah berlaku pada akhir
periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan
mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai
dengan cara Perusahaan memperkirakan,
pada akhir periode pelaporan, untuk
memulihkan atau menyelesaikan jumlah
tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah
ulang pada akhir periode pelaporan.
Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset
pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba
kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah
yang memadai untuk mengkompensasikan
sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan
tersebut.  Setiap  pengurangan tersebut
dilakukan pembalikan atas aset pajak
tangguhan hingga kemungkinan besar laba
kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perusahaan melakukan saling hapus aset
pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan
jika dan hanya jika:

a. Perusahaan memiliki hak yang dapat
dipaksakan secara hukum untuk
melakukan saling hapus aset pajak kini
terhadap liabilitas pajak kini; dan

b. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak
tangguhan terkait dengan pajak
penghasilan yang dikenakan oleh otoritas
perpajakan yang sama atas:

i. entitas kena pajak yang sama; atau

ii. entitas kena pajak yang berbeda yang
bermaksud untuk memulihkan aset dan
liabilitas pajak kini dengan dasar neto,
atau merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitas secara
bersamaan, pada setiap periode masa
depan dimana jumlah signifikan atas
aset atau liabilitas pajak tangguhan
diperkirakan untuk diselesaikan atau
dipulihkan.

Perusahaan melakukan saling hapus atas aset
pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya
jika, Perusahaan:

a. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara
hukum untuk melakukan saling hapus atas
jumlah yang diakui; dan

b. bermaksud untuk menyelesaikan dengan
dasar neto atau merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
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tax rates (and tax laws) that have been
enacted or substantively enacted by the end of
the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and
deferred tax liabilities shall reflect the tax
consequences that would follow from the
manner in which the entity expects, at the end
of the reporting period, to recover or settle the
carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset is
reviewed at the end of each reporting period.
The Company shall reduce the carrying
amount of a deferred tax asset to the extent
that it is no longer probable that sufficient
taxable profit will be available to allow the
benefit of part or all of that deferred tax asset
to be utilized. Any such reduction shall be
reversed to the extent that it becomes probable
that sufficient taxable profit will be available.

The Company offset deferred tax assets and
deferred tax liabilities if, and only if:

a. the Company has a legally enforceable
right to set off current tax assets against
current tax liabilities; and

b. the deferred tax assets and deferred tax
liabilities related to income taxes levied by
the same taxation authority on either:

i.  the same taxable entity; or

ii. different taxable entities which intend
either to settle current tax liabilities and
assets on a net basis, or to realize the
assets and settle the liabilities
simultaneously, in each future period in
which significant amounts of deferred
tax liabilities or assets are expected to
be settled or recovered.

The Company offset current tax assets and

current tax liabilities if, and only if, the

Company:

a. has legally enforceable right to set-off the
recognized amounts; and

b. intends either to settle on a net basis, or to
realize the assets and settle liabilities
simultaneously.
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2.m. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang
konsisten dengan pelaporan internal yang
diberikan  kepada pengambil keputusan
operasional. Pengambil keputusan operasional
bertanggung jawab untuk mengalokasikan
sumber daya, menilai kinerja segmen operasi
dan membuat keputusan strategis.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari

entitas:

e yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang
memperoleh pendapatan dan menimbulkan
beban (termasuk pendapatan dan beban
yang terkait dengan transaksi dengan
komponen lain dari entitas yang sama);

¢ hasil operasinya dikaji ulang secara berkala
oleh kepala operasional untuk pembuatan
keputusan tentang sumber daya yang
dialokasikan pada segmen tersebut dan
menilai kinerjanya; dan

o tersedia informasi keuangan yang dapat
dipisahkan.

Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan
membagi laba atau rugi yang dapat
diatribusikan kepada pemegang saham biasa
entitas induk dengan jumlah rata-rata
tertimbang saham biasa yang beredar dalam
suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham
dilusian, Perusahaan menyesuaikan laba atau
rugi yang dapat diatribusikan kepada
pemegang saham dan jumlah rata-rata
tertimbang saham yang beredar, atas dampak
dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa
yang bersifat dilutif.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak
mempunyai potensi saham biasa yang bersifat
dilutif.

. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang

terkait dengan entitas pelapor:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya
mempunyai relasi dengan entitas pelapor
jika orang tersebut:

i. Memiliki pengendalian atau
pengendalian bersama atas entitas
pelapor;
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2.m. Operating Segment

2.n.

Operating segments are reported in a manner
consistent with the internal reporting provided
to the chief operating decision-maker. The
chief operating decision-maker is responsible
for allocating resources, assessing
performance of the operating segments and
making strategic decisions.

An operating segment is a component of the

entity:

e that engages in business activities from
which it may earn revenues and incur
expenses  (including  revenues  and
expenses relating to the transactions with
other components of the same entity);

e whose operating results are regularly
reviewed by chief operating decision maker
to make decisions about resources to be
allocated to the segment and assesses its
performance; and

e for which separate financial information is
available.

Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by
dividing the profit or loss attributable to
ordinary equity holders of the parent entity by
the weighted average number of ordinary
shares outstanding during the period.

For the purpose of calculating diluted earnings
per share, the Company shall adjust profit or
loss attributable to ordinary equity holders and
the weighted average number of shares
outstanding, for the effect of all dilutive
potential ordinary shares.

At reporting date, the Company has no
outstanding potential dilutive ordinary share.

. Related Parties Transactions and Balance

A related party is a person or entity that is

related to the reporting entity:

a. A person or a close member of that
person’s family is related to the reporting

entity if that person:
i. Has control or joint control over the
reporting entity;



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)

dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Suatu entitas berelasi
pelapor jika memenuhi

Memiliki pengaruh signifikan atas
entitas pelapor; atau
Personil manajemen kunci entitas

pelapor atau entitas induk dari entitas
pelapor.

dengan entitas
salah satu hal

berikut:

Vi.

Vii.

viii.

Entitas dan entitas pelapor adalah
anggota dari kelompok usaha yang
sama (artinya entitas induk, entitas
anak, berikutnya terkait dengan entitas
lain);

Satu entitas adalah entitas asosiasi
atau ventura bersama dari entitas lain
(atau entitas asosiasi atau ventura
bersama yang merupakan anggota
suatu kelompok usaha, yang mana
entitas lain tersebut adalah
anggotanya);

Kedua entitas tersebut adalah ventura
bersama dari pihak ketiga yang sama;
Satu entitas adalah ventura bersama
dari entitas ketiga dan entitas yang lain
adalah entitas asosiasi dari entitas
ketiga;

Entitas tersebut adalah suatu program
imbalan pascakerja untuk imbalan kerja
dari salah satu entitas pelapor atau
entitas yang terkait dengan entitas
pelapor. Jika entitas pelapor adalah

entitas yang menyelenggarakan
program tersebut, maka entitas
sponsor juga berelasi dengan entitas
pelapor;

Entitas yang dikendalikan atau

dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasi dalam huruf (a);

Orang yang diidentifikasi dalam huruf
(a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas
entitas atau personil manajemen kunci
entitas (atau entitas induk dari entitas);
atau

Entitas, atau anggota dari kelompok
yang mana entitas merupakan bagian
dari kelompok tersebut, menyediakan
jasa personil manajemen kunci kepada
entitas pelapor atau kepada entitas
induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan

dengan pihak berelasi

diungkapkan dalam

catatan yang relevan.
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ii.

fi.

Has a significant influence upon the
reporting entity or;

Is a member of key management
personnel of the reporting entity or of a
parent of the reporting entity.

b. An entity is related to reporting entity if any
of the following conditions applies:

I.

ii.

fi.

iv.

Vi.

Vii.

Viii.

The entity and the reporting entity are
members of the same Company
(which means that each parent,
subsidiary and fellow subsidiary is
related to the others);

An entity is an associate or joint
venture of the other entity (or an
associate or joint venture of a member
of a Company of which the other entity
is a member);

Both entities are joint ventures of the
same third party;
An entity is a joint venture of the third
entity and other entity is an associate
of the third entity;

The entity is a post-employment
defined benefit plan for the benefit of
employees of either the reporting entity
or an entity related to the reporting
entity. If the reporting entity is the
provider  itself, the  sponsoring
employers are also related to the
reporting entity;

The entity is controlled or jointly
controlled by a person identified in (a);

A person identified in (a) (i) has
significant influence over the entity or
is a member of the key management
personnel of the entity (or of a parent
of the entity); or

The entity, or any member of a
Company of which it is a part, provides
key management personnel services
to the reporting entity or to the parent
of the reporting entity.

All significant transactions and balances with
related parties are disclosed in the relevant

Notes.
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2.p. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Perusahaan mengakui aset keuangan atau
liabiltas keuangan dalam laporan posisi
keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan
menjadi salah satu pihak dalam ketentuan
pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat
pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas
keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai
wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau
liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah
atau dikurang dengan biaya transaksi yang
dapat diatribusikan secara langsung dengan
perolehan atau penerbitan aset keuangan atau
liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi
yang dikeluarkan  sehubungan  dengan
perolehan aset keuangan dan penerbitan
liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada
nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari

2020

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan

sebagai berikut: aset keuangan yang diukur

pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman

yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki

hingga jatuh tempo, dan yang tersedia untuk

dijual.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai
Wajar Melalui Laba Rugi (“FVTPL”)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL
adalah aset keuangan yang dimiliki untuk
diperdagangkan atau yang pada saat
pengakuan awal telah ditetapkan untuk
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
Aset keuangan diklasifikasikan dalam
kelompok diperdagangkan jika diperoleh
atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual
atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau
bagian dari portofolio instrumen keuangan
tertentu yang dikelola bersama dan terdapat
bukti mengenai pola ambil untung dalam
jangka pendek aktual saat ini, atau
merupakan derivatif, kecuali derivatif yang
ditetapkan dan efektif sebagai instrumen
lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan
yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai
wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang
timbul dari perubahan nilai wajar aset
keuangan diakui dalam laba rugi.
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Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Company recognizes a financial asset or a
financial liability in the statement of financial
position when, and only when, it becomes a
party to the contractual provisions of the
instrument. At initial recognition, the Company
measures all financial assets and financial
liabilites at its fair value. In the case of a
financial asset or financial liability not at fair
value through profit or loss, fair value plus or
minus with the transaction costs that are
directly attributtable to the acquisition or issue
of the financial asset or financial liability.
Transaction costs incurred on acquisition of a
financial asset and issue of a financial liability
classified at fair value through profit or loss are
expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial
Assets

Accounting treatment before January 1,
2020

The Company’s financial assets are classified
into the following specified categories: financial
assets at fair value through profit or loss, loans
and  receivables, held-to-maturity, and
available-for-sale.

i. Financial Assets at Fair Value Through
Profit or Loss (“FVTPL”)
Financial assets at FVTPL are financial
assets held for ftrading or upon initial
recognition it is designated as at fair value
through profit or loss. Financial asset
classified as held for trading if it is acquired
or incurred principally for the purpose of
selling and repurchasing it in the near term,
or it is a part of a portfolio of identified
financial instruments that are managed
together and for which there is evidence of a
recent actual pattern of short-term profit
taking, or it is a derivative, except for a
derivative that is a designated and effective
hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at
FVTPL are measured at its fair value. Gains
or losses arising from a change in the fair
value of financial assets are recognized in
profit or loss.
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Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang

adalah aset keuangan nonderivatif dengan

pembayaran tetap atau telah ditentukan dan
tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif,
kecuali:

a. Pinjaman yang diberikan dan piutang
yang dimaksudkan untuk dijual dalam
waktu dekat dan yang pada saat
pengakuan awal ditetapkan sebagai aset
keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi;

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang
yang pada saat pengakuan awal
ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual;
atau

c. Pinjaman yang diberikan dan piutang
dalam hal pemilik mungkin tidak akan

memperoleh kembali investasi awal
secara  substansial kecuali yang
disebabkan oleh penurunan kualitas
pinjaman.
Setelah  pengakuan awal, pinjaman
yang diberikan dan piutang diukur pada
biaya perolehan diamortisasi dengan

menggunakan metode suku bunga efektif.

Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
("HTM”)
Investasi HTM adalah aset keuangan

nonderivatif dengan pembayaran tetap atau
telah ditentukan dan jatuh temponya telah
ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai
intensi  positif dan kemampuan untuk
memiliki aset keuangan tersebut hingga
jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi HTM
diukur pada biaya perolehan diamortisasi
dengan menggunakan metode suku bunga
efektif.

Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual
(“AFS”)

AFS aset keuangan adalah aset keuangan
non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai
AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai
pinjaman yang diberikan dan piutang,
dimiliki hingga jatuh tempo atau aset
keuangan pada FVTPL.

Setelah pengakuan awal, AFS tersebut
diukur sebesar nilai wajar, dimana
keuntungan atau kerugian diakui dalam
pengasilan komprehensif lain, kecuali untuk
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Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments that are not quoted in an active
market, other than:

a. Those that intends to sell immediately or
in the near term and upon initial
recognition designated as at fair value
through profit or loss;

b. Those that upon initial recognition
designated as available for sale; or

c. Those for which the holder may not
recover substantially all of its initial
investment, other than because of credit
deterioration.

After initial  recognition, loans and
receivables are measured at amortized cost
using the effective interest method.

Held-to-Maturity (“HTM”) Investments

HTM investments are  non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments and fixed maturity that the
Company has the positive intention and
ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments
are measured at amortized cost using the
effective interest method.

Available-for-Sale Financial Assets (“AFS”)

AFS financial assets are non-derivative
financial assets that are either designated as
AFS or are not classified as loans and
receivables, held to maturity investments or
financial assets at FVTPL.

On subsequent measurement, the AFS are
carried at fair value, with gains or losses
recognized in other comprehensive income,
except for impairment losses and foreign
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kerugian akibat penurunan nilai dan
keuntungan atau kerugian akibat perubahan
kurs, sampai aset keuangan tersebut
dihentikan pengakuannya. Pada saat itu,
keuntungan atau kerugian kumulatif yang
sebelumnya diakui dalam penghasilan
komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas
ke laba rugi sebagai penyesuaian
reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang
tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif
dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara
andal diukur pada biaya perolehan.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan
sebagai berikut: aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain, aset keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan = menjadi
kategori tersebut di atas dengan menggunakan
dua dasar yaitu: model bisnis Perusahaan
dalam mengelola aset keuangan dan
karakteristik arus kas kontraktual dari aset
keuangan.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya

Perolehan Diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada Dbiaya

perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi

berikut terpenuhi:

1) aset keuangan dikelola dalam model
bisnis yang bertujuan untuk memiliki
aset keuangan dalam rangka
mendapatkan arus kas kontraktual
saja; dan

2) persyaratan kontraktual dari aset
keuangan tersebut memberikan hak
pada tanggal tertentu atas arus kas
yang semata dari pembayaran pokok
dan bunga (solely payments of
principal and interest - SPPI) dari
jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang
diakui pada awal pengakuan dikurangi
dengan pembayaran pokok, kemudian
dikurangi atau ditambah dengan jumlah
amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah
pengakuan awal dengan jumlah pada saat
jatuh tempo, dan penurunan nilainya.
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exchange gain and losses, until they are
derecognized. At that time, the cumulative
gain or losses previously recognized in other
comprehensive income shall be reclassified
from equity to profit or loss as
reclassification adjustment.

Investment in equity instruments that do not
have a quoted market price in an active
market and whose fair value cannot be
reliably measured are measured at cost.

Accounting treatment since January 1, 2020
The Company’s financial assets are classified
into the following specified categories: financial
assets at amortized costs, financial assets at
fair value through other comprehensive
income, and financial assets at fair value
through profit or loss.

Financial assets are classified into these
categories on the basis of both: the
Company's business model for managing the
financial assets and the contractual cash flow
characteristics of the financial asset.

i.  Financial Assets Measured at Amortized

Cost.

Financial assets are measured at

amortized costs if both of the following

conditions are met:

1) the financial asset is held within a
business model whose objective is to
hold financial assets in order to collect
contractual cash flows; and

2) the contractual terms of the financial
asset give rise on specified dates to
cash flows that are solely payments of
principal and interest (SPPI) on the
principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the
amount recognized at initial recognition
minus principal repayments, plus or minus
the cumulative amortization of any
difference between that initial amount and
the maturity amount and any loss
allowance.
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Pendapatan keuangan dihitung dengan
menggunakan metode suku bunga efektif
dan diakui di laba rugi. Perubahan pada
nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset
dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan
menjadi aset keuangan yang diukur pada
biaya perolehan diamortisasi dapat dijual
ketika terdapat peningkatan risiko kredit.
Penghentian untuk alasan lain
diperbolehkan namun jumlah penjualan
tersebut harus tidak signifikan jumlahnya
atau tidak sering.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai
Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif
Lain ("FVTOCI”)

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika
kedua kondisi berikut terpenuhi:

1) aset keuangan dikelola dalam model
bisnis yang tujuannya akan terpenuhi
dengan mendapatkan arus kas
kontraktual dan menjual aset
keuangan; dan

2) persyaratan kontraktual dari aset
keuangan tersebut memberikan hak
pada tanggal tertentu atas arus kas
yang semata dari pembayaran pokok
dan bunga (solely payments of
principal and interest - SPPI) dari
jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar
nilai wajar. Keuntungan atau kerugian
diakui dalam penghasilan komprehensif
lain, kecuali untuk kerugian akibat
penurunan nilai dan keuntungan atau
kerugian akibat perubahan kurs, diakui
pada laba rugi. Ketika aset keuangan
tersebut dihentikan pengakuannya atau
direklasifikasi, keuntungan atau kerugian
kumulatif yang sebelumnya diakui dalam
penghasilan komprehensif lain
direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi
sebagai penyesuaian reklasifikasi.
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Interest income is calculated using the
effective interest method and is recognized
in profit or loss. Changes in fair value are
recognized in profit and loss when the
asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized
cost may be sold where there is an
increase in credit risk. Disposals for other
reasons are permitted but such sales
should be insignificant in value or
infrequent in nature.

Financial Assets Measured at Fair Value
Through Other Comprehensive Income
(“FVTOCY!)

The financial assets are measured at

FVTOCI if both of the following conditions

are met:

1) the financial asset is held within a
business model whose objective is
achieved by both collecting contractual
cash flows and selling financial assets;
and

2) the contractual terms of the financial
asset give rise on specified dates to
cash flows that are solely payments of
principal and interest (SPPI) on the
principal amount outstanding.

The financial assets are measured at fair
value. The changes in fair value are
recognized initially in other comprehensive
income (OCI), except for impairment gains
and losses, and a portion of foreign
exchange gains and losses, are
recognized in profit or loss. When the
asset is derecognized or reclassified,
changes in fair value previously recognized
in other comprehensive income and
accumulated in equity are reclassified from
equity to profit and loss as a
reclassification adjustment.
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iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai
Wajar Melalui Laba Rugi (“FVTPL”")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL
adalah aset keuangan vyang tidak
memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya
perolehan diamortisasi atau untuk diukur
FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan
yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai
wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang
timbul dari perubahan nilai wajar aset
keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan
investasi pada instrumen ekuitas tidak
memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya
perolehan diamortisasi atau kriteria untuk
diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada
FVTPL. Namun demikian, Perusahaan
dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat
dibatalkan saat pengakuan awal atas
investasi pada instrumen ekuitas yang
bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu
dekat (held for trading) untuk diukur pada
FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan
semua keuntungan atau kerugian disajikan
di penghasilan komprehensif lain, kecuali
pendapatan dividen tetap diakui di laba
rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif

yang sebelumnya diakui dalam
penghasilan komprehensif lain
direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui
laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang
digunakan untuk menghitung biaya perolehan
diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan
(atau kelompok aset atau liabilitas keuangan)
dan metode untuk mengalokasikan pendapatan
bunga atau beban bunga selama periode yang
relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga
yang secara tepat mendiskontokan estimasi
pembayaran atau penerimaan kas masa depan
selama perkiraan umur dari instrumen
keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan
periode yang lebih singkat untuk memperoleh
jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau
liabilitas keuangan. Pada saat menghitung
suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi
arus kas dengan mempertimbangkan seluruh
persyaratan kontraktual dalam instrumen
keuangan  tersebut, seperti  pelunasan
dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi
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iii. Financial Assets at Fair Value Through
Profit or Loss (“FVTPL”)
Financial assets measured at FVTPL are
those which do not meet both criteria for
neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial
assets are measured at fair value. The
changes in fair value are recognized in
profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and
investment in equity instrument are not
eligible to meet both criteria for amortized
costs or fair value through other
comprehensive income FVTOCI. Hence,
these are measured at fair value through
profit or loss FVTPL. Nonetheless, the
Company may irrevocably designate an
investment in an equity instrument which is
not held for trading in any time soon as
FVTOCI. This designation result in gains
and losses to be presented in other
comprehensive  income, except for
dividend income on a qualifying investment
which is recognized in profit or loss.
Cumulative gains or losses previously
recognized in other comprehensive income
are reclassified to retained earnings, not to
profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of
calculating the amortized cost of a financial
asset or a financial liability (or the Company of
financial assets or financial liabilities) and of
allocating the interest income or interest
expense over the relevant period. The effective
interest rate is the rate that exactly discount
estimated future cash payments or receipts
through the expected life of the financial
instrument or, when appropriate, a shorter
period to the net carrying amount of the
financial asset or financial liability. When
calculating the effective interest rate, the
Company estimates cash flows considering all
contractual terms of the financial instrument,
for example, prepayment, call and similar
option, but shall not consider future credit
losses. The calculation includes all fees and
points paid or received between parties to the
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tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa
depan. Perhitungan ini mencakup seluruh
komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau
diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang
merupakan bagian takterpisahkan dari suku
bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh
premium atau diskonto lain.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari
2020

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator
penurunan nilai pada setiap akhir tanggal
pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya
bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari
satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah
pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa
yang merugikan tersebut berdampak pada
estimasi arus kas masa depan atas aset
keuangan vyang dapat diestimasi secara
handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan
tidak tercatat di bursa, penurunan yang
signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar
dari investasi ekuitas di bawah biaya
perolehannya dianggap sebagai bukti objektif
penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif

penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami
penerbit atau pihak peminjam; atau

- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya
wanprestasi atau tunggakan pembayaran
pokok atau bunga; atau

- Terdapat kemungkinan bahwa pihak
peminjam akan dinyatakan pailit atau
melakukan reorganisasi keuangan;

Terdapat data yang dapat diobservasi yang
mengindikasikan adanya penurunan yang
dapat diukur atas estimasi arus kas masa
depan dari kelompok aset keuangan sejak
pengakuan awal aset, seperti memburuknya
status pembayaran pihak peminjam atau
kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal
bayar.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu,
seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan
diturunkan secara individual tetapi penurunan
secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan
nilai portofolio piutang dapat termasuk
pengalaman Perusahaan atas tertagihnya
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contract that are an integral part of the
effective interest rate, transaction costs, and all
other premiums or discounts.

Impairment of Financial Assets

Accounting treatment before January 1,
2020

Financial assets are assessed for indicators of
impairment at the end of each reporting date.
Financial assets are impaired where there is
objective evidence that, as a result of one or
more events that occurred after the initial
recognition of the financial asset and the
estimated future cash flows of the investment
have been affected.

For listed and unlisted equity investments
classified as AFS, a significant or prolonged
decline in the fair value of the security below its
cost is considered to be objective evidence of
impairment.

For all other financial assets, objective

evidence of impairment could include:

- Significant financial difficulty of the issuer or
counterparty; or

- Breach of contract, such as default or
delinquency in interest or  principal
payments; or

- It becomes probable that the borrower will
enter bankruptcy or financial re-organization;

Observable data indicating that there is a
measurable decrease in the estimated future
cash flows from a Company of financial assets
since the initial recognition, such as adverse
changes in the payment status of borrowers or
economic condition that correlate with defaults.

For certain categories of financial asset, such
as receivables, assets that are assessed not to
be impaired individually are, in addition,
assessed for impairment on a collective basis.
Objective evidence of impairment for a portfolio
of receivables could include the Company’s
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piutang di masa lalu, peningkatan
keterlambatan penerimaan pembayaran
piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga
pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi
nasional atau lokal yang berkorelasi dengan
gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi, jumlah kerugian
penurunan nilai merupakan selisih antara nilai
tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari
estimasi arus kas masa datang yang
didiskontokan menggunakan tingkat suku
bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi
dengan Kkerugian penurunan nilai secara
langsung atas aset keuangan, kecuali piutang
yang nilai tercatatnya dikurangi melalui
penggunaan akun  cadangan kerugian
penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak
tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui
akun cadangan kerugian penurunan nilai
piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang
sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan
terhadap akun cadangan kerugian penurunan
nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun
cadangan kerugian penurunan nilai piutang
diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun
nilainya, keuntungan kumulatif yang
sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat
ke laba rugi.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika,
pada periode berikutnya, jumlah penurunan
nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan
secara objektif dengan sebuah peristiwa yang
terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui,
kerugian penurunan nilai yang sebelumnya
diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai
tercatat investasi pada tanggal pemulihan
penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan
diamortisasi sebelum pengakuan kerugian
penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian
penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam
laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba
rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah
penurunan nilai diakui secara langsung ke
penghasilan komprehensif lain.
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past experiences of collecting payments, an
increase in the number of delayed payments in
the portfolio past the average credit period, as
well as observable changes in national or local
economic conditions that correlate with default
on receivables.

For financial assets carried at amortized cost,
the amount of the impairment is the difference
between the asset’s carrying amount and the
present value of estimated future cash flows,
discounted at the financial asset’s original
effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is
reduced by the impairment loss directly for all
financial assets with the exception of
receivables, where the -carrying amount is
reduced through the use of an allowance
account. When a receivable is considered
uncollectible, it is written off against the
allowance account. Subsequent recoveries of
amounts previously written off are credited
against the allowance account. Changes in the
carrying amount of the allowance account are
recognized in profit or loss.

When an AFS financial asset is considered to
be impaired, cumulative gains previously
recognized in equity are recognized in profit or
loss.

With the exception of AFS equity instruments, if
in a subsequent period, the amount of the
impairment loss decreases and the decrease
can be related objectively to an event occurring
after the impairment was recognized, the
previously recognized impairment loss is
reversed through profit or loss to the extent that
the carrying amount of the investment at the
date the impairment is reversed does not
exceed what the amortized cost would have
been had the impairment not been recognized.

In respect of AFS equity, impairment losses
previously recognized in profit or loss are not
reversed through profit or loss. Any increase in
fair value subsequent to an impairment loss is
recognized directly in other comprehensive
income.
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Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020
Perusahaan  mengakui  kerugian  kredit
ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, aset
keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan
mengukur penyisihan kerugian instrumen
keuangan sejumlah kerugian kredit
ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko
kredit atas instrumen keuangan tersebut telah
meningkat secara signifikan sejak pengakuan
awal. Namun, jika risiko kredit instrumen
keuangan tersebut tidak meningkat secara
signifikan sejak pengakuan awal, maka
mengakui sejumlah kerugian kredit
ekspektasian 12 bulan.

Perusahaan menerapkan metode yang
disederhanakan untuk mengukur kerugian
kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang
usaha dan aset kontrak tanpa komponen
pendanaan yang signifikan.

Perusahaan menganggap aset keuangan gagal
bayar ketika pihak ketiga tidak mampu
membayar kewajiban  kreditnya kepada.
Perusahaan secara penuh. Periode maksimum
yang dipertimbangkan ketika memperkirakan
kerugian kredit ekspektasian adalah periode
maksimum  kontrak dimana Perusahaan
terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang
jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk
aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang
penyisihan kerugiannya diakui dalam
penghasilan komprehensif lain. Sedangkan
jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau
pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba
rugi, sebagai keuntungan atau kerugian
penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari
instrumen keuangan dilakukan dengan suatu
cara yang mencerminkan:

i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata
probabilitas tertimbang yang ditentukan
dengan mengevaluasi serangkaian
kemungkinan yang dapat terjadi;

ii. Nilai waktu uang; dan
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Accounting treatment since January 1, 2020
The Company recognise expected credit loss
for its financial assets measured at amortized
costs and financial assets measured at
FVTOCI, receivables.

At the end of each reporting date, the
Company calculates any impairment provision
in financial instruments based on its lifetime
expected credit loss if the credit risk of the
financial instruments has increased
significantly  since its initial recognition.
However, if credit risk has not increased
significantly since initial recognition, then 12
months expected credit loss is recognized.

The Company applied a simplified approach to
measure such expected credit loss for trade
receivables and contract assets without
significant financing component.

The Company considers a financial asset to be
in default when the counterparty is unlikely to
pay its credit obligations to the Company in full.
The maximum period considered when
estimating expected credit loss is the
maximum contractual period over which the
Company is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a
deduction in financial assets’ carrying amount,
except for financial assets measured at
FVTOCI where its impairment is recognized in
other comprehensive income. The expected
credit loss (or recovery of credit loss) is
recognized in profit or loss, as gains or losses
of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial intruments

are conducted by a means which reflect:

i. An unbiased and probability-weighted
amount that reflects a range of possible

outcomes;

ii. Time value of money; and
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iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang
tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan
pada tanggal pelaporan mengenai
peristiwva masa lalu, kondisi Kkini, dan
perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak
mengalami peningkatan risiko kredit secara
signifikan sejak pengakuan awal jika aset
keuangan memiliki risiko kredit yang rendah
pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada
instrumen keuangan dianggap rendah ketika
aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal
bayar yang rendah, peminjam memiliki
kapasitas yang kuat untuk memenuhi
kewajiban arus kas kontraktualnya dalam
jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi
ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu
panjang mungkin, namun tidak selalu,
menurunkan kemampuan peminjam untuk
memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.
Untuk menentukan apakah aset keuangan
memiliki risiko kredit rendah, Perusahaan dapat
menggunakan peringkat risiko kredit internal
atau penilaian eksternal.

Misal, aset keuangan dengan peringkat
“investment grade” berdasarkan penilaian
eksternal merupakan instrumen yang memiliki
risiko kredit yang rendah, sehingga tidak
mengalami peningkatan risiko kredit secara
signifikan sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
Perusahaan menghentikan pengakuan aset
keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual
atas arus kas yang berasal dari aset keuangan
berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak
kontraktual untuk menerima kas yang berasal
dari aset keuangan atau tetap memiliki hak
kontraktual untuk menerima kas tetapi juga
menanggung kewajiban kontraktual untuk
membayar arus kas yang diterima tersebut
kepada satu atau lebih pihak penerima melalui
suatu kesepakatan. Jika Perusahaan secara
substansial mengalihkan seluruh risiko dan
manfaat atas kepemilikan aset keuangan,
maka Perusahaan menghentikan pengakuan
aset keuangan dan mengakui secara terpisah
sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak
dan kewajiban yang timbul atau yang masih
dimiliki dalam pengalihan tersebut.
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iii. Reasonable and supportable information
that is available without undue cost or effort
about past events, current conditions and
forecasts of future conditions.

Financial assets may be considered to not
having significant increase in credit risk since
initial recognition if the financial assets have a
low credit risk at the reporting date. Credit risk
on financial instrument may be considered be
low if there is a low risk of default, the borrower
has a strong capacity to meet its contractual
cash flow obligations in the near term and
adverse changes in economic and business
conditions in the longer term may, but will not
necessarily, reduce the ability of the borrower
to fulfil its contractual cash flow obligations. To
determine whether a financial asset has a low
credit risk, the Company may use internal
credit risk rating or external assessment.

For example, a financial asset with “investment
grade” according to external assessment has a
low credit risk rating, thus it does not
experience an increase in significant credit risk
since initial recognition.

Derecognition of Financial Assets

The Company derecognize a financial asset
when, and only when the contractual rights to
the cash flows from the financial asset expire or
the Company transfer the contractual rights to
receive the cash flows of the financial asset or
retains the contractual rights to receive the
cash flows but assumes a contractual
obligation to pay the cash flows to one or more
recipients in an arrangement. If the Company
transfers substantially all the risks and rewards
of ownership of the financial asset, the
Company derecognize the financial asset and
recognize separately as asset or liabilities any
rights and obligation created or retained in the
transfer.
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Jika Perusahaan secara substansial tidak
mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko
dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan
tersebut dan masih memiliki pengendalian,
maka Perusahaan mengakui aset keuangan
sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset
keuangan tersebut. Jika Perusahaan secara
substansial masih memiliki seluruh risiko dan
manfaat atas kepemilikan aset keuangan,
maka Perusahaan tetap mengakui aset
keuangan tersebut.

Reklasifikasi

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari
2020

Perusahaan tidak mereklasifikasi instrumen
derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau
diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap
instrumen keuangan dari diukur melalui laba
rugi jika pada pengakuan awal instrumen
keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan
sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi. Perusahaan dapat mereklasifikasi aset
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki
untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali
aset keuangan tersebut dalam waktu dekat.

Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap
instrumen keuangan pada nilai wajar melalui
laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau
kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut
tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai
investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka
investasi  tersebut direklasifikasi menjadi
tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada
nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau
reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh
tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah
yang tidak signifikan, maka sisa investasi
dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi
menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan
atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset
keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau
tanggal pembelian kembali, terjadi setelah
seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara
substansial sesuai jadwal pembayaran atau
telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau
terkait dengan kejadian tertentu yang berada di
luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat
diantisipasi secara wajar.
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If the Company neither transfer nor retains
substantially all the risks and rewards of
ownership of the financial asset and has
retained control, the Company continue to
recognize the financial asset to the extent of its
continuing involvement in the financial asset. If
the Company retains substantially all the risks
and rewards of ownership of the financial asset,
the Company continue to recognize the
financial asset.

Reclassification

Accounting treatment before January 1,
2020

The Company shall not reclassify a derivative
instrument out of the fair value through profit or
loss category while it is held or issued and not
reclassify any financial instrument out of the
fair value through profit or loss category if upon
initial recognition it was designated by the
Company as at fair value through profit or loss.
The Company may reclassify the financial
asset out of the fair value through profit or loss
category if it is no longer held for the purpose
of selling or repurchasing it in the near term.

The Company shall not reclassify any financial
instrument into the fair value through profit or
loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in the Company’s
intention or ability, it is no longer appropriate to
classify an investment as held-to-maturity
investments, it shall be reclassified to
available-for—sale investments and
remeasured at fair value. Whenever sales or
reclassification of more than insignificant
amount of held-to-maturity investments, any
remaining held-to-maturity investments shall
be reclassified as available for sale, other than
sale or reclassification that are so close to
maturity or the financial asset’s call date, occur
after all the financial asset’s original principal
has been collected substantially through
scheduled payments or prepayments, or are
attributable to an isolated event that is beyond
control, non-recurring, and could not have
been reasonably anticipated.
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Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020
Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan
ketika Perusahaan mengubah tujuan model
bisnis untuk pengelolaan aset keuangan
sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak
dapat diterapkan.

Ketika Perusahaan mereklasifikasi aset
keuangan, maka Perusahaan menerapkan
reklasifikasi secara prospektif dari tanggal
reklasifikasi. Perusahaan tidak menyajikan
kembali keuntungan, kerugian (termasuk
keuntungan atau kerugian penurunan nilai),
atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Perusahaan mereklasifikasi aset
keuangan keluar dari kategori pengukuran
biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori
FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal
reklasifikasi.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari
selisih antara biaya perolehandiamortisasi
sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan
diakui dalam laba rugi.
Pada saat Perusahaan melakukan reklasifikasi
sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori
FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya
perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada
tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat
bruto yang baru.

Pada saat Perusahaan mereklasifikasi aset
keuangan keluar dari kategori pengukuran
biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori
FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal
reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang
timbul dari selisih antara biaya perolehan
diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset
keuangan diakui dalam penghasilan
komprehensif lain. Suku bunga efektif dan
pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak
disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
Ketika Perusahaan mereklasifikasi aset
keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori
FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya
perolehan  diamortisasi, aset keuangan
direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal
reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau
kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui
dalam penghasilan komprehensif lain dihapus
dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai
wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.
Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset
keuangan diukur seperti halnya jika aset
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Accounting treatment since January 1, 2020
The Company reclassifies a financial asset if
and only if the Company’s business model
objective for its financial assets changes so its
previous model assessment would no longer

apply.

If the Company reclassifies a financial asset, it
is required the Company to apply the
reclassification ~ prospectively  from  the
reclassification date. The Company does not
restate previously recognized gains, losses
(including impairment gains or losses) or
interest.

When the Company reclassifies its financial
asset out of the amortized cost into FVTPL,
then its fair value is measured at
reclassification date.

Any gains or losses resulted from the
difference between previous amortized cost
and its fair value is recognized in profit or loss.
Otherwise, if the Company reclassifies its
financial asset from FVTPL into amortized
cost, then its fair value at the date of
reclassification becomes new gross carrying
amount.

When the Company reclassifies its financial
asset out of the amortized cost into FVTOCI,
its fair value is measured at the reclassification
date. Any gains or losses resulted from the
difference between previous amortized cost
and fair value is recognized in other
comprehensive income. Effective interest rate
and expected credit loss measurement are not
adjusted as a result of the reclassification.
Otherwise, when the Company reclassifies its
financial asset out of FVTOCI into amortized
cost, the financial asset is reclassified by its
fair value at the reclassification date. However,
any cumulative gains or losses previously
recognized in other comprehensive income are
omitted from equity and adjusted to the
financial asset’s fair value at the date of
reclassification. Consequently, at the
reclassification date, the financial asset is
measured the same way as if it were amortized
cost. This  adjustment  affects  other
comprehensive income but not profit or loss,
and hence it is not a reclassification
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keuangan tersebut selalu diukur pada biaya
perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini
memengaruhi penghasilan komprehensif lain
tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan
karenanya bukan merupakan penyesuaian
reklasifikasi. Suku bunga efektif dan
pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak
disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Perusahaan mereklasifikasi aset
keuangan keluar dari kategori pengukuran
FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI,
aset keuangan tetap diukur pada nilai
wajarnya. Sama halnya, ketika Perusahaan
mereklasifikasi aset keuangan keluar dari
kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran
FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai
wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif
yang sebelumnya diakui di penghasilan
komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke
laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi
pada tanggal reklasifikasi.

Pengukuran Liabilitas
Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari
2020

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan
tergantung pada klasifikasinya pada saat
pengakuan awal. Perusahaan
mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam
salah satu dari kategori berikut:

Selanjutnya

(i). Liabilitas Keuangan yang Diukur pada
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada
FVTPL adalah liabilitas keuangan yang
dimiliki untuk diperdagangkan atau yang
pada saat pengakuan awal telah
ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi. Liabilitas keuangan
diklasifikasikan dalam kelompok
diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki
terutama untuk tujuan dijual atau dibeli
kembali dalam waktu dekat, atau bagian
dari portfolio instrumen keuangan tertentu
yang dikelola bersama dan terdapat bukti
mengenai pola ambil untung dalam jangka
pendek aktual saat ini, atau merupakan
derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan
dan efektif sebagai instrumen lindung
nilai.

Setelah  pengakuan awal, liabilitas
keuangan yang diukur pada FVTPL diukur
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adjustment.  Effective interest rate and
expected credit loss are no longer adjusted as
a result of the reclassification.

When the Company reclassifies its financial
asset out of the FVTPL into FVTOCI, the
financial asset is measured at its fair value.
Similarly, when the Company reclassifies its
financial asset out of the FVTOCI into FVTPL,
the financial asset is measured at its fair value.
Any gains or losses previously recognized in
other comprehensive income are reclassified
out of the equity to profit or loss as a
reclassification adjustment at the date of
reclassification.

Subsequent Measurement of Financial
Liabilities

Accounting treatment before January 1,
2020

Subsequent measurement of financial liabilities
depends on their classification on initial
recognition. The Company classifies financial
liabilities into one of the following categories:

(i). Financial Liabilities at Fair Value Through
Profit or Loss (FVTPL)
Financial liabilities at FVTPL are financial
liabilities held for trading or upon initial
recognition. It is designated as at fair value
through profit or loss. Financial liabilities
classified as held for trading if it is acquired
or incurred principally for the purpose of
selling and repurchasing it in the near
term, or it is a part of a portfolio of
identified financial instruments that are
managed together and for which there is
evidence of a recent actual pattern of
short-term profit taking, or it is a derivative,
except for a derivative that is a designated
and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities
at FVTPL are measured at its fair value.
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pada nilai wajarnya. Keuntungan atau
kerugian yang timbul dari perubahan nilai
wajar diakui dalam laba rugi.

(ii). Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak
diklasifikasikan sebagai liabilitas
keuangan vyang diukur pada FVTPL
dikelompokan dalam kategori ini dan
diukur pada biaya perolehan diamortisasi
dengan menggunakan metode suku
bunga efektif.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan seluruh

liabilitas keuangan sehingga setelah

pengakuan awal liabilitas keuangan diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

a. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui
laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk
derivatif  yang merupakan liabilitas,
selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.

b. Liabilitas keuangan yang timbul Kketika
pengalihan aset keuangan yang tidak
memenuhi kualifikasi penghentian
pengakuan atau  ketika  pendekatan
keterlibatan berkelanjutan diterapkan.

c. Kontrak jaminan keuangan dan komitmen
untuk menyediakan pinjaman dengan suku
bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan
awal, penerbit kontrak dan penerbit
komitment selanjutnya mengukur kontrak
tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi
antara:

i. Jumlah penyisihan kerugian dan

i. Jumlah yang pertama kali diakui
dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah
kumulatif dari penghasilan yang diakui
sesuai dengan prinsip PSAK 72.

d. Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak
pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika
PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi
selanjutnya diukur pada nilai wajar dan
selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal entitas dapat membuat
penetapan yang takterbatalkan untuk
mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar
melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar
atau jika penetapan akan menghasilkan
informasi yang lebih relevan, karena:
a. mengeliminasi atau mengurangi secara
signifikan inkosistensi pengukuran atau
pengakuan (kadang disebut sebagai
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Gains or losses arising from a change in
the fair value are recognized in profit or
loss.

(ii). Other Financial Liabilities
Financial liabilities that are not classified
as financial liabilities at FVTPL are
Companyed in this category and are
measured at amortized cost using the
effective interest method.

Accounting treatment since January 1, 2020
The Company shall classify all financial
liabilities as subsequently measured at
amortised cost, except for:

a. Financial liabilities at fair value through profit
or loss. Such liabilities, including derivatives
that are liabilities, shall be subsequently
measured at fair value.

b. Financial liabilities that arise when a transfer
of a financial asset does not qualify for
derecognition or when the continuing
involvement approach applies.

c. Financial ~ guarantee contracts and
commitments to provide a loan at a
below-market interest rate. After initial
recognition, an issuer of such a contract and
an issuer of such a commitment shall
subsequently measure it at the higher of:

i. the amount of the loss allowance and

ii. the amount initially recognised less, when
appropriate, the cumulative amount of
income recognised in accordance with
the principles of PSAK 72.

d. Contingent consideration recognised by an
acquirer in a business combination to which
PSAK 22 applies. Such contingent
consideration  shall  subsequently  be
measured at fair value with changes
recognised in profit or loss.

An entity may, at initial recognition, irrevocably
designate a financial liability as measured at
fair value through profit or loss when permitted
by the standard or when doing so results in
more relevant information, because either:

a. it eliminates or significantly reduces a
measurement or recoghnition inconsistency
(sometimes referred to as “an accounting
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“accounting mismatch”) yang dapat timbul
dari pengukuran aset atau liabilitas atau
pengakuan keuntungan dan kerugian atas
aset atau liabilitas dengan dasar yang
berbeda beda; atau

b. sekelompok liabilitas keuangan atau aset
keuangan dan liabilitas keuangan dikelola
dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai
wajar, sesuai manajemen risiko atau
strategi investasi yang terdokumentasi, dan
informasi dengan dasar nilai wajar
dimaksud atas kelompok  tersebut
disediakan secara internal untuk personil
manajemen kunci Perusahaan.

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang
diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan
sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual
dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen
ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang
memberikan  hak  residual atas aset
Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh
liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar
hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya
penerbitan langsung.

Penghentian Liabilitas
Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas
keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas
Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau
kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat
liabilitas keuangan yang dihentikan
pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan
dan utang diakui dalam laba rugi.

Pengakuan

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas
Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan
disalinghapuskan, jika dan hanya jika,
Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat
dipaksakan secara hukum untuk melakukan
saling hapus atas jumlah yang telah diakui
tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan
secara neto atau untuk merealisasikan aset
dan menyelesaikan liabilitasnya secara
simultan.
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mismatch”) that would otherwise arise from
measuring assets or liabilities or recognising
the gains and losses on them on different
bases; or

b. a group of financial liabilities or financial
assets and financial liabilities is managed
and its performance is evaluated on a fair
value basis, in accordance with a
documented risk management or investment
strategy, and information about the
Company is provided internally on that basis
to the Company’s key management
personnel.

Classification as Liabilities or Equity
Financial liabilities and equity instruments
issued by the Company are classified
according to the substance of the
contractual arrangements entered into and
the definitions of a financial liability and an
equity instrument.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that
evidences a residual interest in the assets
of the Company after deducting all of its
liabilities. Equity instruments are recorded
as the proceeds received, net of direct
issue costs.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company derecognise financial liabilities,
if and only if the Company obligations are
discharged, cancelled or expired. The
difference between the carrying amount of the
financial liability =~ derecognized and the
considerations paid and payable is recognized
in profit or loss.

Offsetting a Financial Asset and a Financial
Liability

A financial asset and financial liability shall be
offset when and only when, the Company
currently has a legally enforceable right to set
off the recognized amount; and intends either
to settle on a net basis, or to realize the asset
and settle the liability simultaneously.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

2.q.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima
untuk menjual suatu aset atau harga yang akan
dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas
dalam transaksi teratur antara pelaku pasar
pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan
diestimasi untuk keperluan pengakuan dan
pengukuran atau untuk keperluan
pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang
berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar
berdasarkan pada apakah input suatu
pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi
input terhadap keseluruhan pengukuran nilai
wajar:

i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di
pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang
identik yang dapat diakses pada tanggal
pengukuran (Level 1);

ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk
dalam Level 1 yang dapat diobservasi
untuk aset atau liabilitas, baik secara
langsung maupun tidak langsung (Level 2);

iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk
aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas,
Perusahaan sebisa mungkin menggunakan
data pasar yang dapat diobservasi. Apabila
nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat
diobservasi secara langsung, Perusahaan
menggunakan teknik penilaian yang sesuai
dengan keadaannya dan memaksimalkan
penggunaan input yang dapat diobservasi yang
relevan dan meminimalkan penggunaan input
yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar
diakui oleh Perusahaan pada akhir periode
pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Biaya Emisi Saham Ditangguhkan
Berdasarkan  Peraturan  Nomor  VIIL.G.7
(Lampiran dari Surat Keputusan Ketua
BAPEPAM No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13
Maret 2000), biaya emisi saham dicatat
sebagai pengurang modal disetor dan disajikan
sebagai bagian dari ekuitas dalam akun
“Tambahan Modal Disetor” yang berlaku efektif
untuk penyusunan laporan keuangan yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2000.
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Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to
sell an asset or paid to transfer a liability in an
orderly transaction between market
participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial
liabilities must be estimated for recognition and
measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels
in a fair value hierarchy based on the degree to
which the inputs to the measurement are
observable and the significance of the inputs to
the fair value measurement in its entirety:

i.  Quoted prices (unadjusted) in active
markets for identical assets or liabilities
that can be accessed at the measurement
date (Level 1);

ii. Inputs other than quoted prices included in
Level 1 that are observable for the assets
or liabilities, either directly or indirectly
(Level 2);

jii. Unobservable inputs for the assets or
liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a
liability, the Company uses market observable
data to the extent possible. If the fair value of
an asset or a liability is not directly observable,
the Company uses valuation techniques that
appropriate  in  the circumstances and
maximizes the use of relevant observable
inputs and minimizes the use of unobservable
inputs.

Transfers between levels of the fair value
hierarchy are recognized by the Company at
the end of the reporting period during which
the change occurred.

2.q. Deferred Stock Issuance Cost

According to Regulation No. VIII.G.7 (Appendix
of Decision Letter of Head of Bapepam No.
Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000), the
stock issuance cost is recorded as a deduction
of proceed from paid in capital and presented
as part of stockholders’ equity under
“Additional Paid in Capital” account. — The
Regulation was applied for financial statements
which cover periods beginning on or after
January 1, 2000.
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Penawaran umum perdana saham Perusahaan
masih dalam proses. Biaya-biaya yang telah
dikeluarkan sehubungan dengan penawaran
umum tersebut disajikan sebagai biaya emisi
saham yang ditangguhkan yang nantinya akan
dicatat sebagai pengurang tambahan modal
disetor pada kelompok ekuitas apabila
pernyataan pendaftaran telah dinyatakan
efektif.

2.r. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas
Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat
Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP)
diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik
Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling
hapus). Selisih antara Aset Pengampunan
Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui
sebagai Tambahan Modal Disetor (Catatan
20.d).

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui
sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya
diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang
masih harus dibayarkan oleh Perusahaan
sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan
Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan vyang dibayarkan oleh
Perusahaan untuk memperoleh pengampunan
pajak diakui sebagai beban pada periode
dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas
Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan
SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi
masing-masing Aset dan Liabilitas
Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas

Pengampunan Pajak yang diakui, Perusahaan

telah mengungkapkan dalam laporan

keuangannya:

a. Tanggal SKPP

b. Jumlah yang diakui sebagai Aset
Pengampunan Pajak sesuai SKPP

c. Jumlah vyang diakui sebagai Liabilitas
Pengampunan Pajak.
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The Company’s shares Initial Public Offering
still on process. Cost incurred related to the
public offering is presented as a deferred stock
issuance cost and subsequently will be
recorded as a deduction of paid in capital as
part of stockholders’ equity when the statement
of registration are became effective.

2.r. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty
Liabilities are recognized when the Tax
Amnesty Certificate (SKPP) is issued by the
Minister of Finance of the Republic of
Indonesia, and are not recognized on a net
basis (offsetting). The difference between Tax
Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities is
recognized as Additional Paid-in Capital (Note
20.d).

Tax Amnesty Assets are initially recognized at
the agreed value in the SKPP.

Tax Amnesty Liabilities are initially recognized
at the amount of cash and cash equivalents
still to be paid by the Company in accordance
with the contractual obligations for the
acquisition of the Tax Amnesty Assets.

The ransom paid by the Company to obtain tax
amnesty is recognized as an expense in the
period in which the SKPP is received by the
Company.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets
and Liabilities are measured in accordance
with the relevant SAK according to the
respective classification of Tax Amnesty
Assets and Liabilities.

With respect to recognized Tax Amnesty
Assets and Liabilities, the Company has
disclosed in its financial statements:

a. SKPP date

b. Amount recognized as Tax Amnesty Asset
according to SKPP

c. Amount recognized as Tax Amnesty Liability.
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Sumber Ketidakpastian Estimasi dan

Pertimbangan Akuntansi yang Penting

3.
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Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan
mengharuskan manajemen untuk membuat
pertimbangan, estimasi dan asumsi yang
mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari
pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan
pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada
akhir periode pelaporan. Ketidakpastian
mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat
mengakibatkan penyesuaian material terhadap
nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam
periode pelaporan berikutnya.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama
ketidakpastian estimasi lain pada tanggal
pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi
penyesuaian yang material terhadap nilai
tercatat aset dan liabilitas untuk tahun
berikutnya diungkapkan di bawah ini.
Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi
pada parameter yang tersedia pada saat
laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi
mengenai  perkembangan masa  depan
mungkin berubah akibat perubahan pasar atau
situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan
tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait
pada saat terjadinya.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap

Perusahaan melakukan penelahaan berkala
atas masa manfaat ekonomis aset tetap
berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis
dan perkembangan teknologi di masa depan.
Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi
secara material atas perubahan estimasi ini
yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang
telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset
tetap disajikan dalam Catatan 10.

Estimasi Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja yang
masih harus dibayar tergantung pada beberapa
faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial
berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang
digunakan untuk menentukan biaya
(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat
diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi
jumlah tercatat imbalan pasca kerja.
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The preparation of the Company financial
statements requires management to make
judgments, estimates and assumptions that
affect the reported amounts of revenues,
expenses, assets and liabilities, and the
disclosure of contingent liabilities, at the end of
the reporting period. Uncertainty about these
assumptions and estimates could result in
outcomes that require a material adjustment to
the carrying amount of the asset and liability
affected in future periods.

Accounting Estimates and Assumptions
The key assumptions concerning the future
and other key sources of estimation
uncertainty at the reporting date that have a
significant risk of causing a material
adjustment to the carrying amounts of assets
and liabilities within the next financial year are
disclosed below. The Company based its
assumptions and estimates on parameters
available when the financial statements were
prepared. Existing  circumstances  and
assumptions about future developments may
change due to market changes or
circumstances arising beyond the control of the
Company. Such changes are reflected in the
assumptions when they occur.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The Company reviews periodically the
estimated useful lives of fixed based on factors
such as technical specification and future
technological developments. Future results of
operations could be materially affected by
changes in these estimates brought about by
changes in the factors mentioned. Carrying
amounts of fixed assets are disclosed in
Note 10.

Estimated Post-employment Benefits

The present value of post-employment benefits
obligations expenses depends on several
factors that are determined by actuarial basis
based on several assumptions. Assumptions
used to determine net pension cost (income)
include the discount rate and salary increase
rate.

Changes in these assumptions will affect the
carrying amount of post-employment benefits.
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Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang
sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni
tingkat suku bunga yang harus digunakan
untuk menentukan nilai kini arus kas keluar
masa depan estimasian yang diharapkan untuk
menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan
tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan
mempertimbangkan tingkat suku bunga
obligasi pemerintah yang didenominasikan
dalam mata uang imbalan akan dibayar dan
memiliki jangka waktu yang serupa dengan
jangka waktu liabilitas yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja
sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar
saat ini. Informasi mengenai asumsi dan jumlah
liabilitas dan beban imbalan pascakerja
diungkapkan pada Catatan 19.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam
menentukan pengurangan biaya tertentu ketika
mengestimasi penyisihan pajak penghasilan
Perusahaan. Terdapat transaksi dan
perhitungan yang memungkinkan penentuan
pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan
usaha normal. Dimana perhitungan pajak akhir
dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah
yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut
akan berdampak pada penetapan pajak
penghasilan dan pajak penghasilan yang
ditangguhkan dalam periode penentuan pajak
tersebut.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul
dari kerugian pajak yang dapat
dikompensasikan kembali, penyisihan modal
dan perbedaan temporer diakui hanya ketika
hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat
dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan
laba kena pajak yang mencukupi di masa
depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak
di masa depan tergantung pada estimasi
manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal
ini tergantung pada estimasi produksi, jumlah
penjualan barang dan jasa, harga komoditas,
biaya operasi, belanja modal, dividen dan
transaksi manajemen modal lainnya di masa
depan.
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The Company determines the appropriate
discount rate at the end of each reporting
period, this is the interest rate that should be
used to determine the present value of
estimated future cash outflows expected to be
required to settle the obligations. In
determining the appropriate discount rate, the
Company considers the interest rates of
government bonds that are denominated in the
currency in which the benefits will be paid and
that have terms to maturity approximating the
terms of the related obligation.

Key assumptions for post-employment benefit
obligations reserves are based in part on
current market  conditions.  Information
regarding the assumptions and Additional
information and total liabilites and post-
employment benefits expenses are disclosed
in Note 19.

Income Tax

Judgements and assumptions are required in
determining the deduction of certain costs
when estimating the Companys income tax
allowances. There are transactions and
calculations that allow the determination of the
final tax to be uncertain during the normal
course of business. Where the final tax
calculation of these matters differs from the
amount previously recorded, the difference will
have an impact on the determination of income
tax and with holding tax withheld during the tax
determination period.

Deferred tax assets, including those arising
from recoverable tax losses, capital allowance,
temporary differences are recognized only
when they are calculated to be recoverable,
depending on the formation of sufficient future
taxable profit. The assumption of forming
future  taxable  income  depends on
management's estimate of future cash flows.
This depends on estimated future production,
total sales of goods and services, commodity
prices, operating costs, capital expenditures,
dividends and other capital management
transactions.
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4. Cash and Cash Equivalents

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
Kas/ Cash on Hand 133,555,200 316,325,619 145,394,320 362,472,120
Bank/ Cash in Banks
PT Bank Pan Indonesia Tbk 309,457,316 4,010,488,723 474,273,595 1,387,744,097
PT Bank Permata Tbk 256,427,131 - -- -
PT Bank Central Asia Tbk 177,797,839 846,182,690 695,877,739 651,879,645
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 32,399,268 70,603,843 170,894,293 79,312,647
Sub - Total 776,081,554 4,927,275,256 1,341,045,627 2,118,936,389
Deposito Berjangkal/ Time Deposits
PT Bank Pan Indonesia Tbk 2,300,000,000 600,000,000 -- 320,000,000
Total 3,209,636,754 5,843,600,875 1,486,439,947 2,801,408,509

Deposito Berjangka/ Time Deposits
2.75%

2.5% - 3.25%

5.00% - 5.50%

Tingkat Bunga/ Interest rate

Jatuh Tempo/ Maturity 1 Bulan/ Month

Seluruh saldo bank dan deposito berjangka
ditempatkan pada pihak ketiga.

Seluruh kas dan setara kas dalam mata uang
rupiah.

5.  Piutang Usaha — Pihak Ketiga

1 - 3 Bulan/Months

1 - 3 Bulan/Months

All bank balances and time deposits are placed
on third parties.

All  cash and cash equivalents are

denominated in rupiah currencies.

5. Trade Receivables — Third Parties

Piutang usaha merupakan piutang dari
transaksi perhotelan dan restoran. Piutang
usaha dari pihak ketiga terdiri dari piutang
tunai, kartu kredit dan uang elektronik.

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Trade receivables represent receivables from
hotel and restaurant transactions. Trade
receivables from third parties consisted of
cash, credit card and electronic money
receivables

The aging of trade receivables are as follows:

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp

Belum Jatuh Tempo/ Not Yet Due 51,786,795 39,514,272 30,491,556 12,267,433
Jatuh Tempo/ Over Due:
1 - 30 Hari/ Days 2,856,393 49,392,840 38,114,445 6,133,717
Total 54,643,188 88,907,112 68,606,001 18,401,150

Semua piutang usaha dalam mata uang
Rupiah.

Manjemen berkeyakinan seluruh piutang dapat

tertagih sehingga tidak dibentuk penyisihan
penurunan nilai piutang.
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All trade receivables are denominated in
Rupiah currency.

Management believes that all receivables are
collectible therefore, provision for impairment
of receivables is not provided.
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6.  Piutang Lain-lain
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6. Other Receivables

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
Pihak Berelasi (Catatan 30)/
Related Parties (Note 30) -- -- 50,000,000 50,000,000
Pihak Ketiga/
Third Parties 56,200,000 62,535,756 81,500,000 104,000,000
Total 56,200,000 62,535,756 131,500,000 154,000,000

Piutang lain-lain dari pihak ketiga terutama
terdiri dari pinjaman kepada karyawan.

Manjemen berkeyakinan seluruh piutang dapat

tertagih sehingga tidak dibentuk penyisihan
penurunan nilai piutang.

7. Persediaan

Other receivalbes from third parties mainly
consist of loan to employess.

Management believes that all receivables are

collectible therefore, provision for impairment
of receivables is not provided.

7. Inventories

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
Perkengkapan Hotel/ Hotel Supplies 448,814,826 379,911,388 423,008,142 414,199,703
Perlengkapan Dapur/ Kitchen Supplies 30,275,143 32,585,402 7,765,913 3,180,394
Makanan dan Minuman/

Food and Beverage 19,351,933 50,634,829 30,541,638 31,891,859
Rokok/ Cigarettes 6,381,540 4,829,080 6,137,770 5,324,800
Lain-lain/ Others 3,061,751 1,886,000 3,283,000 2,723,005
Total 507,885,193 469,846,699 470,736,463 457,319,761

Perusahaan

mengasuransikan

The Company has not yet

insured the

persediaan terhadap semua risiko yang
mungkin terjadi.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada
indikasi penurunan nilai persediaan.

Jumlah persediaan yang dibebankan ke beban
langsung adalah masing-masing sebesar
Rp683.987.006, Rp466.539.662,
Rp1.792.851.941, Rp1.300.289.201 dan
Rp1.732.828.601 untuk periode-periode tiga
bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan
2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Uang Muka

inventories against all possible risk.

Management believes that is no indication of
impairment of inventories.

Total inventories charged to direct costs
amounted to Rp683,987,006, Rp466,539,662,
Rp1,792,851,941, Rp1,300,289,201 and
Rp1,732,828,601 for the three months periods
ended March 31, 2022 and 2021 and for the
years ended December 31, 2021, 2020, and
2019, respectively.

8. Advances

Akun ini merupakan uang muka pembelian
untuk kegiatan operasional dan keperluan hotel
kepada pihak ketiga.
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This account represents advances for
purchases for operational activities and hotel
needs to third parties.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)
For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

9. Biaya Dibayar di Muka 9. Prepaid Expenses
31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
Biaya Dibayar di Muka - Lancar/
Prepaid Expenses - Current

Asuransi/ Insurances 19,328,560 24,199,348 24,212,908 24,244,669

Sewa/ Rent (Catatan/ Note 30) - - - 59,459,459

Sub-total 19,328,560 24,199,348 24,212,908 83,704,128
Biaya Dibayar di Muka - Tidak Lancar/

Prepaid Expenses - Non Current

Sewa/ Rent (Catatan/ Note 30) -- -- -- 1,033,108,108

Sub-total — — - 1,033,108,108
Total 19,328,560 24,199,348 24,212,908 1,116,812,236
Biaya dibayar di muka sewa merupakan Prepaid rent represent land and building rental
transaksi sewa tanah dan bangunan yang transactions located in Babakan Madang
berlokasi di Kawasan Industri Babakan Industrial Estate, Sentul, Bogor which on
Madang, Sentul, Bogor yang pada tanggal January 1, 2020 has been reclassified as Right
1 Januari 2020 telah direklas menjadi Aset Hak of Use Assets in accordance with the initial
Guna sesuai dengan penerapan awal PSAK application of PSAK 73: "Leases" (Notes 11
73: "Sewa" (Catatan 11 dan 36). and 36).

10. Aset Tetap 10. Fixed Assets

31 Maret 2022/ March 31, 2022

Saldo Awal/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Saldo Akhir/
Balance Addition Deduction Reclassification Ending Balance
Rp Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan/
Acquistion Cost
Perolehan Langsung:
Direct Ownership/
Tanah/ Lands 8,812,070,406 - - - 8,812,070,406
Bangunan/ Buildings 25,166,170,491 2,101,063,885 - 1,038,996,842 28,306,231,218
Peralatan dan Perlengkapan/
Equipments and Supplies 4,728,061,480 87,195,500 (22,037,140) 483,491,321 5,276,711,161

Kendaraan/ Vehicles

804,011,800

804,011,800

Aset Dalam Penyelesaian/
Construction in Progress

39,510,314,177

1,522,488,163

2,188,259,385

(22,037,140)

1,522,488,163

43,199,024,585

Sub-total

41,032,802,340

2,188,259,385

(22,037,140)

(1,522,488,163)

43,199,024,585

Akumulasi Penyusutan/
Accumulated Depreciation
Perolehan Langsung/

Direct Ownership:
Bangunan/ Buildings 11,059,674,482 313,112,072 -- -- 11,372,786,554
Peralatan dan Perlengkapan/

Equipments and Supplies 3,252,006,192 146,975,557 (21,172,996) - 3,377,808,753
Kendaraan/ Vehicles 653,603,342 10,596,675 - - 664,200,017
Sub-total 14,965,284,016 470,684,304 (21,172,996) - 15,414,795,324

Nilai Tercatat/ Carrying Value

26,067,518,324
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27,784,229,261
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PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

31 Desember 2021/ December 31, 2021

Saldo Awal/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/
Balance Addition Deduction Ending Balance
Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan/
Acquistion Cost
Perolehan Langsung:
Direct Ownership/
Tanah/ Lands 13,067,607,924 - (4,255,537,518) 8,812,070,406
Bangunan/ Buildings 27,661,835,692 809,742,113 (3,305,407,314) 25,166,170,491
Peralatan dan Perlengkapan/

Equipments and Supplies 3,822,290,005 907,096,475 (1,325,000) 4,728,061,480

Kendaraan/ Vehicles 744,465,000 159,546,800 (100,000,000) 804,011,800

45,296,198,621 1,876,385,388 (7,662,269,832) 39,510,314,177

Aset Dalam Penyelesaian/

Construction in Progress 8,115,999 1,514,372,164 -- 1,522,488,163

Sub Total 45,304,314,620 3,390,757,552 (7,662,269,832) 41,032,802,340
Akumulasi Penyusutan/

Accumulated Depreciation
Perolehan Langsung/

Direct Ownership:

Bangunan/ Buildings 10,360,200,468 1,469,628,086 (770,154,072) 11,059,674,482

Peralatan dan Perlengkapan/

Equipments and Supplies 2,748,462,918 504,868,274 (1,325,000) 3,252,006,192
Kendaraan/ Vehicles 695,619,167 57,984,175 (100,000,000) 653,603,342
Sub Total 13,804,282,553 2,032,480,535 (871,479,072) 14,965,284,016

Nilai Tercatat/ Carrying Value 31,500,032,067 26,067,518,324
31 Desember 2020/ December 31, 2020
Saldo Awal/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/
Balance Addition Deduction Ending Balance
Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan/
Acquistion Cost
Perolehan Langsung:
Direct Ownership/
Tanah/ Lands 13,067,607,924 - -- 13,067,607,924
Bangunan/ Buildings 27,661,835,692 - -- 27,661,835,692
Peralatan dan Perlengkapan/

Equipments and Supplies 3,170,380,335 656,527,470 (4,617,800) 3,822,290,005

Kendaraan/ Vehicles 744,465,000 -- -- 744,465,000

44,644,288,951 656,527,470 (4,617,800) 45,296,198,621

Aset Dalam Penyelesaian/

Construction in Progress -- 8,115,999 -- 8,115,999

Sub Total 44,644,288,951 664,643,469 (4,617,800) 45,304,314,620
Akumulasi Penyusutan/

Accumulated Depreciation
Perolehan Langsung/

Direct Ownership:

Bangunan/ Buildings 8,908,776,863 1,451,423,605 - 10,360,200,468

Peralatan dan Perlengkapan/

Equipments and Supplies 2,349,940,491 403,140,227 (4,617,800) 2,748,462,918
Kendaraan/ Vehicles 600,731,667 94,887,500 -- 695,619,167
Sub Total 11,859,449,021 1,949,451,332 (4,617,800) 13,804,282,553

Nilai Tercatat/ Carrying Value

32,784,839,930
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)

dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)
For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

31 Desember 2019/ December 31, 2019

Saldo Awal/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/
Balance Addition Deduction Ending Balance
Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan/
Acquistion Cost
Perolehan Langsung:
Direct Ownership/
Tanah/ Lands 13,067,607,924 - -- 13,067,607,924
Bangunan/ Buildings 27,539,376,642 122,459,050 - 27,661,835,692
Peralatan dan Perlengkapan/

Equipments and Supplies 2,793,305,151 377,075,184 - 3,170,380,335
Kendaraan/ Vehicles 744,465,000 - - 744,465,000
Sub Total 44,144,754,717 499,534,234 -- 44,644,288,951

Akumulasi Penyusutan/
Accumulated Depreciation
Perolehan Langsung/
Direct Ownership:
Bangunan/ Buildings 7,462,708,327 1,446,068,536 -- 8,908,776,863
Peralatan dan Perlengkapan/

Equipments and Supplies 1,763,324,298 586,616,193 - 2,349,940,491
Kendaraan/ Vehicles 490,219,167 110,512,500 -- 600,731,667
Sub Total 9,716,251,792 2,143,197,229 -- 11,859,449,021

Nilai Tercatat/ Carrying Value

Beban
berikut:

penyusutan dialokasikan

31 Maret/
March 31,

34,428,502,925

sebagai

2022

(3 Bulan/ Months)

31 Maret/
March 31,
2021
(3 Bulan/ Months)
R

32,784,839,930

Depreciation expenses is allocated as follows:

31 Desember/
December 31,

2021

(12 Bulan/ Months))

31 Desember/

December 31,
2020

(12 Bulan/ Months))

31 Desember/
December 31,
2019
(12 Bulan/ Months))

Rp Rp Rp Rp
Beban Langsung (Catatan 25)/
Direct Cost (Note 25) 398,039,932 502,388,172 1,712,462,143 1,614,718,670 1,806,228,895
Beban Usaha (Catatan 26)/
Operating Expenses (Note 26) 72,644,372 84,861,871 320,018,392 334,732,662 336,968,334
Total 470,684,304 587,250,043 2,032,480,535 1,949,451,332 2,143,197,229

Pengurangan aset tetap terdiri dari penjualan

aset tetap sebagai berikut:

Harga Jual/ Selling Price
Nilai Tercatat/ Carrying Value

Laba Pelepasan Aset Tetap (Catatan 27)/
Gain on Disposal of Fixed Assets (Note 27)

Pada tahun 2021,

Deduction of assets consist of sales of fixed
assets are as follows:

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
1,864,144 21,040,000,000 764,000 --
864,144 6,790,790,760 -- --
1,000,000 14,249,209,240 764,000 --

Perusahaan melakukan

penjualan aset berupa tanah dan bangunan
seluas 5.135 m2, berlokasi di Kelurahan Sentul,

Kabupaten Bogor kepada pihak

berelasi,

dengan harga jual sebesar Rp21.040.000.000

(Catatan 30).

284

In 2021, the Company sold its assets in the
form of land and buildings covering an area of
5,135 sqm, located in Sentul Village, Bogor
Regency to related parties, with selling price of
Rp21,040,000,000 (Note 30).



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan memiliki sejumlah tanah yang
digunakan untuk operasional hotel dan kantor
dengan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas
10.955m? yang terletak di Kelurahan Sentul,
Kabupaten Bogor yang berakhir pada tahun
2035. HGB tersebut dapat diperpanjang pada
saat berakhirnya hak tersebut. Manajemen
berkeyakinan tidak terdapat masalah dengan
perpanjangan hak atas tanah karena seluruh
tanah diperoleh secara sah dan didukung
dengan bukti pemilikan yang memadai.

Aset tetap Perusahaan telah diasuransikan
kepada PT Asuransi Buana Independent dan
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk terhadap
risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai
pertanggungan masing-masing sebesar
Rp17.583.000.000, Rp17.072.000.000,
Rp15.720.000.000 dan Rp15.740.000.000
pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020
dan 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai
pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk
menutupi kemungkinan Kkerugian atas aset
tetap yang dipertanggungkan.

Berdasarkan penelaahan aset tetap secara
individual pada akhir tahun, manajemen
berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi
penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31
Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan
2019.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember
2021, 2020 dan 2019, nilai perolehan bruto
aset tetap yang telah disusutkan penuh dan
masih digunakan adalah masing-masing
sebesar Rp3.210.447.581, Rp2.996.731.811,
Rp2.814.681.811 dan Rp1.952.140.351.

11. Aset Hak Guna

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

The Company owns a number of lands used
for hotel and office operations with Building
Use Rights (HGB) covering an area of
10,955sqm located in Sentul Village, Bogor
Regency which will expire in 2035. The HGB
can be extended upon expiration of the rights.
Management believes that there will be no
problem with the extension of land rights
because all land was acquired legally and
supported by adequate evidence of ownership.

The Company’s fixed assets have been
insured to PT Asuransi Buana Independent
and PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk against
risk of fire and other associated risks with a
total sum insured of Rp17,583,000,000,
Rp17,072,000,000, Rp15,720,000,000 and
Rp15,740,000,000 as of March 31, 2022,
December 31, 2021, 2020 and 2019,
respectively. Management believes that the
insured amount is adequate to cover possible
losses from such risk.

According to review on fixed assets conducted
at the end of the year, management believes
that there is no indication of impairment in fixed
assets as of March, 31, 2022, December 31,
2021, 2020 and 2019.

As of March 31 2022, December 31, 2021,
2020 and 2019, the cost of fixed assets which
have been fully depreciated and still in used
amounted to Rp3,210,447,581,
Rp2,996,731,811, Rp2,814,681,811 and
Rp1,952,140,351, respectively.

11. Right of Use Assets

Rincian aset hak guna adalah sebagai berikut:

Detailed of right of use assets is as follows:

31 Maret 2022/ March 31, 2022

Saldo Awal/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/
Balance Addition Deduction Ending Balance
Rp Rp Rp Rp

Harga Perolehan/
Acquistion Cost
Tanah dan Bangunan/

Lands and Buildings 7,785,316,445

1,970,571,771 --

9,755,888,216

Sub-total 7,785,316,445

1,970,571,771

9,755,888,216
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PT PURI SENTUL PERMAI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)

dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

31 Maret 2022/ March 31, 2022

Saldo Awal/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/
Balance Addition Deduction Ending Balance
Rp Rp Rp Rp
Akumulasi Penyusutan/
Accumulated Depreciation
Tanah dan Bangunan/
Lands and Buildings 116,901,590 172,432,432 -- 289,334,022
Sub-total 116,901,590 172,432,432 -- 289,334,022
Total 7,668,414,855 9,466,554,194

31 Desember 2021/ December 31, 2021

Saldo Awal/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/
Balance Addition Deduction Ending Balance
Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan/
Acquistion Cost
Tanah dan Bangunan/
Lands and Buildings 1,092,567,568 6,692,748,877 -- 7,785,316,445
Sub-total 1,092,567,568 6,692,748,877 -- 7,785,316,445
Akumulasi Penyusutan/
Accumulated Depreciation
Tanah dan Bangunan/
Lands and Buildings 29,729,730 87,171,860 -- 116,901,590
Sub-total 29,729,730 87,171,860 -- 116,901,590
Total 1,062,837,838 7,668,414,855

31 Desember 2020/ December 31, 2020

Penyesuaian
Penerapan Awal

PSAK 73/
Adjustment of
Saldo Awal/ Initial
Beginning Implementation Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/
Balance PSAK 73 Addition Deduction Ending Balance
Rp Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan/
Acquistion Cost
Tanah -- 1,092,567,568 -- -- 1,092,567,568
Akumulasi Penyusutan/
Accumulated Depreciation
Tanah -- -- 29,729,730 -- 29,729,730
Total -- 1,062,837,838
Beban penyusutan dialokasikan sebagai Depreciation expenses is allocated as follows:
berikut:
31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, December 31, December 31, December 31,

(3 Bulan/ Months))

2022 2021

(3 Bulan/ Months))

2021
(12 Bulan/ Months)

2020
(12 Bulan/ Months)

2019
(12 Bulan/ Months)

Rp Rp Rp Rp Rp
Beban Langsung (Catatan 25)/
Direct Cost (Note 25) 165,000,000
Beban Usaha (Catatan 26)/
Operating Expenses (Note 26) 7,432,432 7,432,433 87,171,860 29,729,730
Total 172,432,432 7,432,433 87,171,860 29,729,730
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Manejemen berkeyakinan bahwa tidak ada
perubahan keadaan yang mengindikasikan
penurunan nilai aset hak guna pada
31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

12. Properti Investasi

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

Management believes that there are no
changes in circumstances that indicate
material impairment of right of use assets as
March 31, 2022, December 31, 2021 and
2020.

12. Investment Properties

31 Maret 2022/ March 31, 2022

Saldo Awal/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/
Balance Addition Deduction Ending Balance
Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan/
Acquistion Cost
Perolehan Langsung/
Direct Ownership
Tanah/ Lands 266,685,876 -- - 266,685,876
Nilai Tercatat/ Carrying Value 266,685,876 266,685,876
31 Desember 2021/ December 31, 2021
Saldo Awal/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/
Balance Addition Deduction Ending Balance
Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan/
Acquistion Cost
Perolehan Langsung/
Direct Ownership
Tanah/ Lands 266,685,876 -- - 266,685,876
Nilai Tercatat/ Carrying Value 266,685,876 266,685,876
31 Desember 2020/ December 31, 2020
Saldo Awal/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/
Balance Addition Deduction Ending Balance
Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan/
Acquistion Cost
Perolehan Langsung/
Direct Ownership
Tanah/ Lands 266,685,876 -- - 266,685,876
Nilai Tercatat/ Carrying Value 266,685,876 266,685,876
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PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

13.

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

31 Desember 2019/ December 31, 2019

Saldo Awal/
Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Saldo Akhir/
Balance Addition Deduction Ending Balance
Rp Rp Rp Rp
Harga Perolehan/
Acquistion Cost
Perolehan Langsung/
Direct Ownership
Tanah/ Lands 266,685,876 -- -- 266,685,876
Nilai Tercatat/ Carrying Value 266,685,876 266,685,876

Pendapatan sewa dan beban operasi langsung
dari properti investasi adalah sebagai berikut:

31 Maret/
March 31,
2022
(3 Bulan/ Months)

Rp Rp

2021

31 Maret/
March 31,

(3 Bulan/ Months)

Rental incomes earned and direct operating
expenses from investment properties are as
follows:

31 Desember/
December 31,

31 Desember/
December 31,
2021 2020 2019
(12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp

31 Desember/
December 31,

Pendapatan Sewa Catatan 27/
Rent Income Note 27
Beban Operasi Langsung yang Timbul dari
Properti Investasi yang Menghasilkan
Penghasilan Sewa/
Direct Operating Cost Arises from
the Rental Generated Investment Properties

38,888,890

(6,438,003)

38,888,890

(7,764,213)

155,555,556 155,555,556 155,555,556

(23,105,876) (18,009,487) (21,632,820)

Total 32,450,887

31,124,677

132,449,680 137,546,069 133,922,736

Perusahaan memiliki properti investasi berupa
tanah Dberlokasi di Kecamatan Babakan
Madang, Desa Sentul seluas 50 m?.

Manejemen berkeyakinan bahwa tidak ada
perubahan keadaan yang mengindikasikan
penurunan nilai properti investasi pada
31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Utang Usaha — Pihak Ketiga

The Company owns investment properties in
the form of land located in Babakan Madang
District, Sentul Village with an area of 50 sqm.

Management believes that there are no
changes in circumstances that indicate material
impairment of investment properties as March
31, 2022, December 31, 2021 and 2020.

13. Trade Payables — Third Paries

Utang usaha terutama timbul dari pembelian
keperluan hotel dan restoran.

Umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Trade payables mainly arise from purchases
of hotel and restaurant needs.

The aging of trade payables are as follows:

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp

Belum Jatuh Tempo/ Not Yet Due 40,930,466 46,380,960 22,998,125 48,043,669
Jatuh Tempo/ Over Due:
1 - 30 Hari/ Days 144,171,070 163,369,574 81,007,245 169,226,199
31 - 60 Hari/ Days 63,136,813 71,544,411 35,475,490 74,109,202
Diatas 60 hari/ Over 60 Days 81,151,248 91,957,734 45,597,491 95,254,320
Total 329,389,597 373,252,679 185,078,351 386,633,390

Semua utang usaha dalam mata uang Rupiah.
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All trade payables are denominated in Rupiah
currency.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

14. Utang Bank

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

14. Bank Loans

a. Utang Bank Jangka Pendek

a. Short Term Bank Loans

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
Utang Jangka Pendek/
Short-Term Bank Loan
PT Bank Pan Indonesia Tbk 259,942,691 -- 19,074,200 --
Total 259,942,691 - 19,074,200 --

Berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal
20 April 2017 No. PK/PRK/069/17 yang telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir
berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit
No. PK/PRK/Prbh/260/21 tanggal 3 Desember
2021, Perusahaan memperoleh Pinjaman
Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Pan
Indonesia Tbk maksimum sebesar
Rp1.000.000.000 untuk modal kerja.

Pinjaman ini dikenakan bunga mengambang
(floating) per tahun yang dapat berubah
sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank dengan
jangka waktu fasilitas pinjaman berakhir pada
tanggal 20 April 2023. Pada tanggal 31 Maret
2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
saldo pinjaman ini masing-masing sebesar
Rp259.942.691, Nihil, Rp19.074.200 dan Nihil.

b. Utang Bank Jangka Panjang

Based on the Credit Agreement dated
April 20, 2017 No. PK/PRK/069/17 which has
been amended several times, most recently
based on the Amendment to the Credit
Agreement No. PK/PRK/Prbh/260/21 dated
December 3, 2021, the Company obtained a
Overdraft Loan (PRK) from PT Bank Pan
Indonesia Thk a maximum of
Rp1,000,000,000 for working capital.

This loan bears floating interest per annum
which can change at any time according to the
Bank's term which will due on April 20, 2023.
As of March, 31, 2022, December 31, 2021,
2020 and 2019 the balance of this loan is
amounting to Rp259,942,691, Nil,
Rp 19,074,200 and Nil, respectively.

b. Long Term Bank Loans

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/

March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp

Utang Jangka Panjang/
Long-Term Bank Loan
PT Bank Pan Indonesia Tbk 8,421,888,070
Biaya Keuangan yang Belum Diamortisasi/

9,014,912,219 11,229,482,864 13,602,406,277

Unamortized Financial Charges - (41,578,015) (97,910,581) (132,204,391)
Total 8,421,888,070 8,973,334,204 11,131,572,283 13,470,201,886
Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo 1 Tahun/

Less: Current Portion (2,709,525,944) (1,568,296,060) (3,892,274,523) (1,687,871,079)

Bagian Jangka Panjang/
Long-Term Portion 5,712,362,126 7,405,038,144 7,239,297,760 11,782,330,807
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Based on the Deed of Credit Agreement

No. 15 tanggal 28 April 2015 yang dibuat di
hadapan Hasnah, S.H., Notaris di Bogor, yang
beberapa kali telah mengalami perubahan,
terakhir berdasarkan surat
No. 0603/BOG/EXT/22 pada tanggal 9 Februari
2022, Perusahaan memperoleh fasilitas
pinjaman dari PT Bank Pan Indonesia Tbk
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No. 15 dated April 28, 2015 made in pressence
of Hasnah, S.H., Notary in Bogor, which has
been amended several times, most recently
based on letter No. 0603/BOG/EXT/22 dated
February 9, 2022, the Company obtained a
loan facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk
with a plafond amounting to Rp20,000,000,000
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dengan jumlah plafon sebesar
Rp20.000.000.000 dengan tujuan modal kerja.
Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga
mengambang (floating) per tahun. Fasilitas ini
berlaku 10 tahun sejak tanggal pencairan
pinjaman yang akan jatuh tempo pada tanggal
28 April 2025. Pinjaman ini dijamin dengan
beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) berupa tanah milik Perusahaan
Catatan 10) dengan detail sebagai berikut:
SHGB No. 1305 dengan luas tanah 161m?;
SHGB No. 85 dengan luas tanah 535m?;
SHGB No. 284 dengan luas tanah 1.866m?;

@WN =S

P

SHGB No. 1308 dengan luas tanah

7.988m?2;

5. SHGB No. 1307 dengan Iluas tanah
1.005m2;

6. SHGB No. 1312 dengan luas tanah 172m?2.

Pada perjanjian pinjaman ini, terdapat
ketentuan pembatasan yang dilakukan oleh
Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:
Membubarkan Perusahaan;

Mengubah bidang atau jenis usahanya;

Meminta dinyatakan pailit;

Mengubah bentuk hukum atau status

hukum harus dengan pemberitahuan

secara tertulis kepada Bank dan
memperoleh persetujuan dari Bank;

5. Mengubah anggaran dasar dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada Bank
dan memperoleh persetujuan dari Bank;

6. Mengubah susunan pengurus dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada Bank
dan memperoleh persetujuan dari Bank;

7. Menyewakan Perusahaan kepada pihak
ketiga;

8. Menyewakan atau mengalihkan barang-
barang yang dipergunakan sebagai jaminan
baik barang bergerak maupun tidak
bergerak;

9. Mengalihkan Perusahaan kepada pihak
ketiga;

10. Mengeluarkan saham-saham baru dan/atau
menjual saham-saham yang telah ada,
selama 50% (lima puluh persen) saham
mayoritas dimiliki oleh Perusahaan, dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada Bank
dan memperoleh persetujuan dari Bank;

son=
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for working capital purposes. This loan facility
bears floating interest per annum. This facility
is valid for 10 years from the date of
disbursement of the loan which will mature on
April 28, 2025. This loan is secured by several
Building Use Rights Certificates (SHGB) in the
form of land owned by the Company (Note 10)
with details as follows:

1.SHGB No. 1305 with a land area of 161sqm;
2.SHGB No. 85 with a land area of 535sqm;
3.SHGB No. 284 with a land area of

1,866sqm;

4.SHGB No. 1308 with a land area of
7,988sqm;

5.SHGB No. 1307 with a land area of
1.005sqm;

6. SHGB No. 1312 with a land area of 172sqm.

In this loan agreement, there are restrictions

imposed by the Company, with details as

follows:

1. Disbanding the Company;

2. Change the field or type of business;

3. Requesting to be declared bankrupt;

4. Changing the legal form or legal status must
be with written notification to the Bank and
obtain approval from the Bank;

5. Change the article association by giving
written notification to the Bank and obtaining
approval from the Bank;

6. Change the composition of the management
by giving written notification to the Bank and
obtaining approval from the Bank;

7. Leasing the Company to third parties;

8. Rent or transfer goods used as collateral,
both movable and immovable;

9. Transferring the Company to a third party;

10.Issue new shares and/or sell existing shares,
as long as 50% (fifty percent) of the majority
shares are owned by the Company, with
written notification to the Bank and obtaining
approval from the Bank;
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Pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020
dan 2019 Perusahaan telah memenuhi
ketentuan pembatasan dari Bank. Tidak ada
ketentuan financial covenant pada perjanjian
pinjaman ini.

Total pembayaran utang bank yang telah
dilakukan oleh Perusahaan untuk periode-
periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan untuk
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In March 31, 2022, December 2021, 2020 and
2019 the Company has complied with the
provisions of the Bank's restrictions. There is
no financial covenant in this loan agreement.

The total payment of bank loans made by the
Company for the 3 (three) months periods
ended March 31, 2022 and 2021 and for the
years ended December 31, 2021, 2020 and

tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 amounted to Rp593,024,149,
2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp535,280,302, Rp2,214,570,645,
Rp593.024.149, Rp535.280.302, Rp2,372,923,413 and Rp2,863,723,063,
Rp2.214.570.645, Rp2.372.923.413 dan respectively.
Rp2.863.723.063.

15. Utang Pembiayaan Konsumen Jangka 15. Short Term Consumer Financing Payables
Pendek
Utang pembiayaan konsumen merupakan Consumer financing payables represent motor
cicilan kendaraan bermotor kepada PT Astra vehicle installments to PT Astra International
International Tbk, pihak ketiga yang dengan Tbk, a third party with a period of 1 year, with
jangka waktu 1 tahun, dengan tingkat bunga an interest rate of 3.50% flat per annum.
tetap 3,50% per tahun.
Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember As of March 31, 2022, December 31, 2021,
2021, 2020 and 2019, saldo utang pembiayaan 2020 and 2019, the consumer financiang
konsumen masing-masing sebesar payables balance balance amounting to
Rp48.433.508, Rp69.040.000, Nihil dan Nihil. Rp48,433,508, Rp69,040,000, Nil and Nil,

respectively.
16. Beban Akrual 16. Accrued Expenses
31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp

Jasa Profesional/ Profesional Fees 1,676,614,519 2,173,290,000 - -
Operasional/ Operation 184,193,390 158,489,846 518,912,325 763,220,501
Service Charge 118,313,427 131,121,657 132,846,725 137,498,912
Gaji dan Tunjangan/

Salaries and Allowances 100,923,667 109,855,700 17,780,000 13,873,100
Bunga/ Interest 4,461,713 2,557,145 - -
Bonus/ Bonusses -- -- 250,000,000 --
Total 2,084,506,716 2,575,314,348 919,539,050 914,592,513
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17.  Pendapatan Ditangguhkan
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17. Deferred Revenue

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk 155,555,553 194,444,445 350,000,001 505,555,556
Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo 1 Tahun/
Less: Current Portion (155,555,553) (155,555,556) (155,555,556) (155,555,556)
Bagian Jangka Panjang/
Long-Term Portion 38,888,889 194,444,445 350,000,000

Perusahaan menyewakan sebidang tanah
kepada PT Selaras Citra Nusantara Perkasa
Tbk, pihak berelasi dengan jangka waktu 5
tahun yang dimulai dari tanggal 1 April 2018
sampai dengan tanggal 1 April 2023.
Pendapatan sewa ini dicatat pada pendapatan
lain-lain (Catatan 27).

18. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

The Company leases a plot of land to
PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk, a
related party for a period of 5 years starting
from April 1, 2018 until April 1, 2023. This
rental income is recorded in other income
(Note 27).

18. Other Current Financial Liabilities

Akun ini merupakan deposit tamu hotel, pihak
ketiga.

Pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember
2021, 2020 dan 2019 saldo liabilitas keuangan
jangka pendek lainnya masing-masing sebesar
Rp1.672.200, Rp6.498.600, Rp5.410.600 dan
Rp400.000.

Semua liabilitas keuangan jangka pendek
lainnya dalam mata uang Rupiah.

19. Liabilitas Imbalan Pascakerja

This account represents deposits of hotel
guests, third parties.

As of March 31, 2022, December 31, 2021,
2020 and 2019, the balance of other current
financial liabilities amounted to Rp1,672,200,
Rp6,498,600, Rp5,410,600 and Rp400,000,
respectively.

All other current financial liabilities are
denominated in Rupiah currency.

19. Post-Employement Benefits Liabilities

Perusahaan menghitung dan membukukan
beban imbalan pascakerja berdasarkan
Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun
2020 tanggal 2 November 2020 pada tahun
2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun
sebelumnya berdasarkan Undang-undang No.
13 tahun 2003. Untuk periode-periode 3 (tiga)
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2022 dan 2021 (tidak diaudit), serta untuk
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2021, 2020 dan 2019 liabilitas diestimasi atas
imbalan pascakerja dihitung oleh Kantor
Konsultan Aktuaria Steven and Mourits
(d/h  PT Dayamandiri Dharmakonsilindo)
masing-masing dengan laporan No. 2293/ST-
NM-PSAK24-K8HO/VIII/2022 tanggal
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The Company calculates and records post-
employment benefits based on Omnibus Law
No. 11 Year 2020 dated November 2, 2020 in
2022 and 2021 and for previous years based
on Law No. 13 year 2003. For 3 (three) months
periods ended March 31, 2022 and 2021
(unaudited), and for the years ended in
December 31, 2021, 2020 and 2019, the
estimated liability for post-employment benefits
is calculated by actuarial consulting Steven
and Mourits (formerly PT Dayamandiri
Dharmakonsilindo), respectively with report
No. 2293/ST-NM-PSAK24-K8HO/VIII 2022
dated August 16, 2022, No. 0617/ST-NM-
PSAK24-K8HO/1l/2022 dated February 24,
2022, No. 1068/ST-NM-PSAK24-
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16 Agustus 2022, No. 0617/ST-NM-PSAK24-
K8HO/11/2022 tanggal 24 Februari 2022, No.
1068/ST-NM-PSAK24-S8HO/111/2021  tanggal
24 Maret 2021, No. 0225/ST-NM-PSAK24-
S8HO/1/2020 tanggal 17 Januari 2020.
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S8HO/NI/2021 dated March 24, 2021, No.
0225/ST-NM-PSAK24-S8HO/I/2020 dated
January 17, 2020.

Asumsi aktuaria yang digunakan adalah The actuarial assumptions used are as follows:
sebagai berikut:
31 Maret/ 31 Maret/ 31D ber/ 31D ber/ 31 Desember/
March 31, March 31, D ber 31, D ber 31, D ber 31,
2022 2021 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp Rp
Tingkat Diskonto/ Discount Rate 7.60% 7.70% 7.40% 6.95% 7.90%
Tingkat Kenaikan Gaji per Tahun/

Salary Increase Rate per Year 4.50% 4.00% 3.00% 4.00% 4.00%
Tabel Mortalita/ Mortality Table TMI 2019 TMI 2019 TMI 2019 TMI 2019 TMI 2011
Tingkat Cacat/ Disability Table 10% X TMI 2019 10% X TMI 2019 10% X TMI 2019 10% X TMI 2019 10% X TMI 2011
Usia Pensiun Normal/ Normal Pension Ages 56 tahun/ years
Metode/ Method Projected Unit Credit

Tingkat Pengunduran Diri/ Resignation Rate

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan
adalah sebagai berikut:

10% per tahun sampai usia 25 dan menurun secara linear
ke 1% di usia 45 tahun dan setelahnya/
10% p.a up to age 25 years old and reducing linearly
to 1% p.a at age 45 years old and thereafter

Amounts recognized in the statement of
financial position are as follows:

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti/
The Present Value of Defined Benefit Liabilities 1,094,860,000 829,505,000 1,259,518,000 1,054,223,000
Nilai Wajar Aset Program/
Fair Value of Asset Program - - - -
Liabilitas Bersih/Net Liabilities 1,094,860,000 829,505,000 1,259,518,000 1,054,223,000

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja bersih di

A movement of post-employee benefit net

laporan posisi keuangan adalah sebagai liabilities in the statements of financial position
berikut: are as follows:
31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
Saldo Awal/ Beginning Balance 829,505,000 1,259,518,000 1,054,223,000 760,705,000
Pembayaran Imbalan oleh Perusahaan/
Benefits Paid by The Company - (228,487,000) (197,359,000) (15,105,000)
Beban (Pendapatan) Tahun Berjalan Diakui di Laba Rugi/
Expenses (Income) for the Year
Recognized in Profit or Loss 37,886,000 (40,422,000) 136,885,000 188,017,000
Beban (Pendapatan) Tahun Berjalan Diakui di
Penghasilan Komprehensif Lain/
Expenses (Income) for the Year Recognized in
Other Comprehensive Income 227,469,000 (161,104,000) 265,769,000 120,606,000

Saldo Akhir/ Ending Balance 1,094,860,000

829,505,000

1,259,518,000

1,054,223,000

Komponen beban (pendapatan) imbalan kerja
jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain adalah
sebagai berikut:
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Component of long term employee benefit
expense (income) recognized in the statement
of profit or loss and other comprehensive
income are as follows:
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31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, D ber 31, D ber 31, D ber 31,
2022 2021 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp Rp
Biaya Jasa Kini/

Current Service Cost 22,680,000 31,437,000 133,712,000 62,167,000 132,856,000
Biaya Bunga/ Interest Cost 15,206,000 19,799,000 79,194,000 74,718,000 55,161,000
Biaya Jasa Lalu/

Past Service Cost (253,328,000) (253,328,000)

Beban (Pendapatan) Tahun Berjalan
Diakui di Laba Rugi/
Expenses (Income) for the Year
Recognized in Profit or Loss 37,886,000 (202,092,000) (40,422,000) 136,885,000 188,017,000
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial yang Diakui/

Recognized Actuarial (Gain) Losses 227,469,000 (40,276,000) (161,104,000) 265,769,000 120,606,000
Beban (Pendapatan) Tahun Berjalan Diakui di

Penghasilan Komprehensif Lain

Expenses (Income) for the Year Recognized in

Other Comprehensive Income 227,469,000 (40,276,000) (161,104,000) 265,769,000 120,606,000

Program imbalan pasti memberikan eksposur
Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga dan
risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti
dihitung menggunakan tingkat diskonto yang
ditetapkan dengan mengacu pada imbalan
hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi.
Penurunan suku bunga obligasi akan
meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung
dengan mengacu pada gaji masa depan
peserta program. Dengan demikian, kenaikan
gaji peserta program akan meningkatkan
liabilitas program itu.

Analisa Sensitivitas terhadap Liabilitas

A defined benefit plan provides the Company's
exposure to interest rate risk and salaries risk.

Interest Rate Risk

The present value of the defined benefit
pension obligation is calculated using a
discount rate determined by referring to yields
on high quality corporate bonds. Lower interest
rates would increase the liability bond program.

Salaries Risk

The present value of the defined benefit
obligation is calculated by referring to the
salary of the future program participants. Thus,
the salary increase program participants will
increase the program's liabilities

Sensitivity Analysis to Liabilities

31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, December 31, D ber 31, D ber 31,
2022 2021 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp Rp
Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto/
Sensitivity Analysis of Discount Rate
Jika Tingkat/ If Rate + 1% 965,366,000 1,132,909,000 733,252,000 1,130,822,000 952,430,000
Jika Tingkat/ If Rate - 1% 1,246,669,000 908,018,000 941,983,000 1,410,895,000 1,173,221,000
Analisa Sensitivitas Tingkat Kenaikan Gaji/
Sensitivity Analysis of Salary Increase
Jika Tingkat/ If Rate + 1% 1,254,618,000 897,745,000 956,999,000 1,427,041,000 1,186,722,000
Jika Tingkat/ If Rate - 1% 958,087,000 1,146,941,000 719,396,000 1,116,987,000 940,207,000

Jatuh Tempo Profil Liabilitas Manfaat Pasti
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Maturity Profile of the Defined Benefit
Obligation
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31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, D ber 31, D ber 31, D ber 31,
2022 2021 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp Rp
Analisis Jatuh Tempo Pembayaran Imbalan/
Maturity Analysis of Benefit Payments:
- Estimasi Nilai Kini Kewajiban Imbalan Tahun Depan/ 16,211,000 240,065,000 15,146,000 240,065,000 216,861,000
Present Value of Benefit Expenses in 1st Year
- Tahun ke 2/ in 2nd Year 15,955,000 12,300,000 14,747,000 12,300,000 11,362,000
- Tahun ke 3/ in 3rd Year 15,619,000 12,555,000 14,292,000 12,555,000 10,885,000
- Tahun ke 4/ in 4th Year 15,525,000 12,645,000 13,967,000 12,645,000 10,677,000
- Tahun ke 5/ in 5th Year 15,360,000 12,917,000 13,690,000 12,917,000 10,480,000
- Tahun ke 6 s.d Tahun ke 10/
in 6 up to 10th Year 324,618,000 70,298,000 251,289,000 70,298,000 54,845,000
- Tahun ke 11 s.d Tahun ke 15/
in 11 up to 15th Year 1,069,037,000 1,287,418,000 827,399,000 1,287,418,000 1,206,309,000
- Tahun ke 15 s.d Tahun ke 20/
in 15 up to 20th Year 469,161,000 636,141,000 380,943,000 636,141,000 510,982,000
- Tahun ke 20 Seterusnya/
in 20th Year Beyond 642,641,000 605,166,000 422,481,000 605,166,000 438,072,000
20. Perpajakan 20. Taxes
a. Beban Pajak Penghasilan a. Income Tax Expenses
31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31D ber/ 31D ber/
March 31, March 31, D ber 31, D ber 31, D ber 31,
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
Pajak Kini/ Current Tax (155,538,036) (169,215,466) (741,376,804) (593,657,712) (1,307,512,029)
Penyesuaian Pajak Kini Tahun Sebelumnya/

Current Tax Adjustment from Prior Year - - (8,423,580) - -
Pajak Tangguhan/ Deferred Tax 24,285,950 (52,311,300) (53,617,636) (50,155,410) 43,228,000
Total (131,252,086) (221,526,766) (803,418,020) (643,813,122) (1,264,284,029)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak The reconciliation between income before tax
penghasilan menurut laporan laba rugi according to the statement of profit or loss and

dan penghasilan komprehensif lain dengan
taksiran penghasilan kena pajak adalah
sebagai berikut:

other comprehensive income with estimated
taxable income as follows:

31 Maret/ 31 Maret/ 31D ber/ 31D ber/ 31 Desember/
March 31, March 31, Dy ber 31, Dy ber 31, Dy ber 31,
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
Laba Sebelum Pajak Penghasilan -
Menurut Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain
Income Before Tax -
Presented in Statement of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income 809,882,192 1,325,933,844 17,360,956,490 2,693,723,863 5,231,859,112
Koreksi Fiskal/ Fiscal Correction :
Beda Waktu/ Timing Differences
Imbalan Pascakerja/ 37,886,000 (202,092,000) (268,909,000) (60,474,000) 172,912,000

Post-employment Benefits
Kompensasi Karyawan Tidak Tetap/ 20,577,767 5,048,300 20,193,200 - -

Non Permanent Employee Compensation
Aset Hak Guna/

Right of Use Assets 4,461,713 - 4,999,275 - -
Beda Tetap/ Permanent Differences
Tunjangan Karyawan/ Employee Allowances 134,423,241 50,329,251 277,258,754 305,325,736 298,435,982
Beban Operasional/ Operating Expenses 132,112,773 146,791,970 267,268,981 326,869,672 245,434,969
Representasi dan Jamuan/

Representation and Entertainment 84,254,954 15,192,100 52,527,223 44,943,271 58,766,358
Laba Penjualan Aset Tetap/

Gain on Disposal of Fixed Assets - - (14,249,209,240) - -
Penghasilan Bunga/ Interest Incomes (19,235,983) (4,304,385) (20,360,869) (29,720,322) (44,052,314)
Penghasilan Sewa/ Rent Income (38,888,890) (38,888,890) (155,555,556) (155,555,556) (155,555,556)
Beban dan Denda Pajak/ Tax Expenses and Penalties 14,904,924 3,136,412 529,136,412 1,905,232 -

Laba Kena Pajak Tahun Berjalan/

Taxable Income for the Year 1,180,378,691
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December 31, 2021, 2020 and 2019
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31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, D ber 31, D ber 31, D ber 31,
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
Pajak Dapat Fasilitas (PP No. 31 E)/
Facilities Tax (PP No. 31 E)
Batas Fasilitas/ Facility Limit 4,800,000,000 4,800,000,000 4,800,000,000 4,800,000,000 4,800,000,000
Pendapatan/ Revenues 5,984,333,946 5,869,997,254 20,436,457,449 17,511,205,960 24,125,770,131
Laba Kena Pajak Tahun Berjalan (Pembulatan)/
Taxable Income for the Year (Rounded) 1,180,379,000 1,301,147,000 3,818,306,000 3,127,018,000 5,807,801,000
Sub - Total 946,775,239 1,063,970,787 896,822,203 857,147,499 1,155,504,867
Pajak Tidak Dapat Fasilitas (PP No. 31 E)/
Non Facilities Tax (PP No. 31 E)
Laba Kena Pajak Tahun Berjalan (Pembulatan)/ 1,180,378,691 1,301,146,602 3,818,305,669 3,127,017,896 5,807,800,551
Taxable Income for the Year (Rounded)
Penghasilan Dapat Fasilitas/
Facilities Income (946,775,239) (1,063,970,787) (896,822,203) (857,147,499) (1,155,504,867)
Sub - Total 233,603,452 237,175,815 2,921,483,466 2,269,870,396 4,652,295,684
Taksiran Beban Pajak Kini/
Estimated Current Tax Expenses
Pajak Dapat Fasilitas/ Facilities Tax
(2022, 2021 dan/ and 2020: 11%; 2019 : 12,5%) 104,145,276 117,036,787 98,650,442 94,286,225 144,438,108
Pajak Tidak Dapat Fasilitas/ Non Facilities Tax
(2022, 2021 dan/ and 2020: 11%; 2019 : 12,5%) 51,392,760 52,178,679 642,726,362 499,371,487 1,163,073,921
Beban Pajak Kini/ Current Tax Expenses 155,538,036 169,215,466 741,376,804 593,657,712 1,307,512,029
Dikurangi/ Less:
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka/
Prepaid Tax
Pasal/ Article 23 - - (1,274,178) (347,260) -
Pasal/ Article 25 (83,320,823) (150,543,559) (342,395,719) (559,869,720) (1,169,703,441)
Taksiran Pajak Penghasilan Kurang Bayar/
Estimated Income Tax Under Payment 72,217,213 18,671,907 397,706,907 33,440,732 137,808,588

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2021
tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian
SPT Tahunan PPh Badan 2021 yang telah
disampaikan melalui Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)
Badan oleh Perusahaan.

Perusahaan telah ~menyampaikan  Surat
Pemberitahuan (SPT)  Tahunan Pajak
Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun pajak
2020 dan 2019 dengan menggunakan laporan
keuangan tidak diaudit. Namun demikian,
taksiran penghasilan kena pajak tersebut di
atas menjadi dasar dalam pengisian SPT
Tahunan PPh Badan 2020 dan 2019
pembetulan.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak
penghasilan yang dikalikan dengan tarif pajak
yang berlaku dengan beban pajak penghasilan
adalah sebagai berikut:

296

The estimated taxable income year 2021
above is the basis for completing the 2021
Corporate Income Tax Annual SPT which has
been submitted through the Company's Annual
Corporate Income Tax Return (SPT).

The Company has submitted an Annual Tax
Return of Corporate Income Tax for fiscal year
2020 and 2019 using unaudited financial
statements. However, the estimated taxable
income mentioned above is the basis for
completing the correction Annual Tax Return of
2020 and 2019 Corporate Income Tax.

The reconciliation between income before tax
multiplied by the applicable tax rate and
income tax expense is as follows:
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Lanjutan) INTERIM (Continued)
Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir For the 3 (Three) Months Periods Ended
Pada Tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit) March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir and for the Years Ended
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 December 31, 2021, 2020 and 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain) (In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated
31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, D ber 31, D« ber 31, D« ber 31,
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp

Laba Sebelum Pajak Penghasilan -
Menurut Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain/
Income Before Tax -
Presented in Statement of Profit or Loss and

Other Comprehensive Income 809,882,192 1,325,933,844 17,360,956,490 2,693,723,863 5,231,859,112

Pajak Dihitung pada Tarif yang Berlaku/ 267,261,123 437,558,169 5,729,115,642 888,928,875 1,961,947,167

Income Tax Computed with Prevailing Tax Rates
Koreksi Fiskal/ Fiscal Correction (111,723,087) (268,342,703) (4,987,738,838) (295,271,163) (654,435,138)
Beban Pajak Kini/ Current Tax Expense 155,538,036 169,215,466 741,376,804 593,657,712 1,307,512,029
Penyesuaian Pajak Kini Tahun Sebelumnya/

Adjustment Income Tax for Prior Year - - 8,423,580 - -
Pajak Tangguhan dari Beda Waktu/

Deferred Tax Arising from Timing Difference (24,285,950) 52,311,300 53,617,636 50,155,410 (43,228,000)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan/

Income Tax Benefits (Expenses) 131,252,086 221,526,766 803,418,020 643,813,122 1,264,284,029
Berdasarkan Undang-undang No.7 tentang Based on Law No. 7 concerning the
Harmonisasi Peraturan Pajak tahun 2021 tarif Hamonization of Tax Regulation year 2021, the
pajak penghasilan wajib pajak badan dalam corporate income tax rate for domestic
negeri sebesar 22% berlaku untuk tahun fiskal taxpayers is 22% applicable in the 2022 fiscal
2022 dan seterusnya. year and so forth.

b. Aset Pajak Tangguhan b. Deferred Tax Assets
31 Maret/ March 31, 2022
Dikreditkan Dikreditkan ke
(Dibebankan) Penghasilan
pada Laba Rugi/ Komrehensif Lain/
31 Desember/ Credited Credited to Other 31 Maret/
December 31 (Charged) Comprehensive March 31
2021 to Profit or Loss Income 2022
Rp Rp Rp Rp
Aset Pajak Tangguhan/
Deferred Tax Assets
Aset Hak Guna/ Right of Use Assets 1,099,840 981,577 - 2,081,417
Imbalan Pascakerja/ Post-employment Benefits 182,491,100 8,334,920 50,043,180 240,869,200
Kompensasi Karyawan Tidak Tetap/
Non Permanent Employee Compensation 4,442,504 14,969,453 - 19,411,957
Total 188,033,444 24,285,950 50,043,180 262,362,574
31 Desember/ December 31, 2021
Dikreditkan Dikreditkan ke
(Dibebankan) Penghasilan
pada Laba Rugi/ Komrehensif Lain/
31 Desember/ Credited Credited to Other 31 Desember/
December 31 (Charged) Comprehensive December 31
2020 to Profit or Loss Income 2021
Rp Rp Rp Rp
Aset Pajak Tangguhan/
Deferred Tax Assets
Aset Hak Guna/ Right of Use Assets - 1,099,840 - 1,099,840
Imbalan Pascakerja/ Post-employment Benefits 277,093,960 (59,159,980) (35,442,880) 182,491,100
Kompensasi Karyawan Tidak Tetap/
Non Permanent Employee Compensation - 4,442 504 - 4,442 504
Total 277,093,960 (53,617,636) (35,442,880) 188,033,444
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March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

31D ber/ D ber 31, 2020
Penyesuaian Tarif Pajak/
Tax Rate Adj
Dikreditkan Dikreditkan ke Dikreditkan Dikreditkan ke
(Dibebankan) Penghasi (Dib ) Penghasilan
pada Laba Rugi/ Komrehensif Lain/ pada Laba Rugi/ Komrehensif Lain/
31 Desember/ Credited Credited to Other Credited Credited to Other 31 Desember/
December 31 (Charged) Comprehensive (Charged) Comprehensive December 31
2019 to Profit or Loss Income to Profit or Loss Income 2020
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Aset Pajak Tangguhan/
Deferred Tax Assets
Imbalan Pascakerja/ Post-employment Benefits 263,555,750 (13,304,280) 58,469,180 (36,851,130) 5,224,440 277,093,960
Total 263,555,750 (13,304,280) 58,469,180 (36,851,130) 5,224,440 277,093,960

31 Desember/ December 31, 2019

Dikreditkan Dikreditkan ke
(Dibebankan) Penghasilan
pada Laba Rugi/ Komrehensif Lain/

31 Desember/ Credited Credited to Other 31 Desember/
December 31 (Charged) Comprehensive December 31
2018 to Profit or Loss Income 2019
Rp Rp Rp Rp
Aset Pajak Tangguhan/
Deferred Tax Assets
Imbalan Pascakerja/ Post-employment Benefits 190,176,250 43,228,000 30,151,500 263,555,750
Total 190,176,250 43,228,000 30,151,500 263,555,750

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak
tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya di
masa yang akan datang.

Management believes that deferred tax
assets will be recovered in the future.

c. Utang Pajak c. Taxes Payable
31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
Pajak Penghasilan/ Income Tax
Pasall Article 21 24,336,917 22,892,417 154,500,168 24,689,333
Pasall Article 23 1,513,243 1,471,186 277,173 2,109,850
Pasall Article 25 24,681,941 24,681,941 17,463,859 98,072,411
Pasall Article 29 - 2022 72,217,213 - - -
Pasall Article 29 - 2021 397,706,907 397,706,907 - -
Pasall Article 29 - 2020 943,879 943,879 33,440,732 -
Pasall Article 29 - 2019 85,157,592 85,157,592 85,157,592 137,808,588
Pasall Article 29 - 2018 32,408 32,408 32,408 32,408
Pasal 4 ayat 2/ Article 4 verse 2 - 3,223,500 - -
Pajak Pembangunan 1/ Development Tax 1 236,885,815 231,559,682 231,200,709 236,252,272
Total 843,475,915 767,669,512 522,072,641 498,964,862
d. Pengampunan Pajak d. Tax Amnesty
Sehubungan dengan diberlakukannya In connection with the enactment of Regulation
Peraturan Menteri Keuangan Nomor of the Minister of Finance Number
118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan 118/PMK.03/2016 concerning Implementation

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 dan
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor
PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan
Dalam Rangka Pengampunan Pajak,
Perusahaan melaksanakan pengampunan
pajak ini.
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of Law Number 11 of 2016 concerning Tax
Amnesty as amended by Regulation of the
Minister of Finance Number 141/PMK.03/2016
and Regulation of the Directorate General of
Taxes Number PER-18 /PJ/2016 concerning
Refund of Excess Redemption Payments in
the Context of Tax Amnesty, the Company
implements this tax amnesty.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir
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dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
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Berdasarkan Surat Keterangan
Pengampunan Pajak diterbitkan oleh
Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. KET-10903/PP/WPJ.33/2016 tanggal
7 Oktober 2016, perincian aset Perusahaan
sehubungan pengampunan pajak berupa
uang tunai sebesar Rp500.000.000.

Perusahaan mengakui selisih antara aset
pengampunan pajak dan liabilitas
pengampunan pajak sebagai bagian dari
tambahan modal disetor.

e. Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat
Ketetapan Pajak (SKP)
Pada tahun 2021, Perusahaan menerima
Surat Tagihan Pajak (STP) berupa sanksi
administrasi bunga atas keterlambatan
pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 dan Pasal 25 dengan rincian
sebagai berikut:

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

Based on the Tax Amnesty Certificate issued
by the Minister of Finance of the Republic of
Indonesia No. KET-10903/PP/WPJ.33/2016
dated October 7, 2016, the details of the
Company's assets related to the tax amnesty
in the form of cash amounting to
Rp500,000,000.

The Company recognizes the difference
between tax amnesty assets and tax amnesty
liabilities as part of additional paid-in capital.

e. Tax Collection Letter and Tax
Assessment Letter

In 2021, the Company received Tax
Collection Letters (STP) in the form of
interest administration sanctions for late
payment of Income Tax (PPh) Article 21

and Article 25 with detail as follows:.

Nilai Nominal/

Tanggal Pajak Nominal Value
Jatuh Tempo/ Penghasilan/ Tahun Pajak/ 2021
No No. STP Due Date Income Tax Fiscal Year Rp
1 00199/106/20/449/21 7 April 2021/ Pasal 25/ Juli 2020/ 272,892
April 7, 2021 Article 25 July, 2020
2 00200/106/20/449/21 7 April 2021/ Pasal 25/ Juni 2020/ 445,784
April 7, 2021 Article 25 June, 2020
3 00201/106/20/449/21 7 April 2021/ Pasal 25/ Mei 2020/ 623,410
April 7, 2021 Article 25 May, 2020
4 00202/106/20/449/21 7 April 2021/ Pasal 25/ April 2020/ 723,410
April 7, 2021 Article 25 April, 2020
5 00203/106/20/449/21 7 April 2021/ Pasal 25/ Maret 2020/ 1,070,916
April 7, 2021 Article 25 March, 2020
Total 3,136,412

Pada tanggal 28 April 2021, Perusahaan telah
menerima Surat Kepala KPP Madya Bogor
No. SP2DK-396/WPJ.33/KP.11/2021 yang
menyatakan bahwa terdapat selisih
perhitungan PPh terutang Fasilitas pasal 31E
sebesar Rp8.423.580 yang telah dicatat pada
“‘Beban Pajak Kini — Penyesuaian Pajak Kini
Tahun Sebelumnya” tahun berjalan.
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On April 28, 2021, the Company received
Letter from the Head of KPP Madya Bogor
No. SP2DK-396/WPJ.33/KP.11/2021 which
states that there is a difference in the
calculation of income tax payable article 31E
Facility amounting to Rp8,423,580 which has
been recorded in “Current Tax Expense —
Current Tax Adjustment from Prior Year” for
the current year.



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

INTERIM (Lanjutan)
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21. Liabilitas Sewa

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

21. Lease Liabilities

Jadwal pembayaran sewa minimum tanah
berdasarkan perjanjian sewa Perusahaan pada
tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021
adalah sebagai berikut:

31 Maret/

The future minimum lease payments of land
required under the Company's outstanding
lease agreements as of March 31, 2022 and
December 31, 2021 are as follows:

31 Desember/

31 Desember/ 31 Desember/

March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp

Kurang dari 1 Tahun/ Less than 1 Year 81,818,182 22,727,273
Diatas 1 Tahun/ Over 1 Years 2,558,352,847 227,272,726
Total 2,640,171,029 249,999,999
Dikurangi: Bunga/ Less: Interest (527,133,889) (102,251,122)
Nilai Kini Pembayaran Sewa Minimum/

Present Value of Minimum Lease Payment 2,113,037,140 147,748,877
Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun/

Less: Current Portion (36,128,692) (5,283,508)
Bagian Jangka Panjang/ Long-Term Portion 2,076,908,448 142,465,369

Pemberi sewa adalah pihak ketiga.

22. Modal Saham

The lessor is a third parties.

22. Capital Stocks

Susunan pemegang saham Perusahaan pada

31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

The

composition  of the  Company's

shareholders as of March 31, 2022 are as
follows:

31 Maret/ March 31, 2022

Modal
Ditempatkan
dan Disetor
Persentase Penuh/
Jumlah Kepemilikan/ Issued and
Saham (Lembar)/ Percentage of Fully Paid-in
Number of Ownership Capital
Pemegang Saham/ Shareholders Shares % Rp
PT Putrasakti Mandiri 400,000,000 40 10,000,000,000
PT Intan Perdana Sukses 300,000,000 30 7,500,000,000
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 300,000,000 30 7,500,000,000
Total 1,000,000,000 100 25,000,000,000

Berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 21

Januari 2022 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di

Jakarta, para pemegang saham setuju untuk:

a. Meningkatkan Modal Dasar dari semula
sebesar Rp20.000.000.000 menjadi
Rp100.000.000.000;
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Based on the Notary Deed No. 35 dated

January 21, 2022 from Rini Yulianti, S.H.,

Notary in Jakarta, the shareholders agreed:

a. Increase the Authorized Capital from
Rp20,000,000,000 to Rp100,000,000,000;
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b. Penambahan Modal Ditempatkan dan
Disetor sebesar Rp14.000.000.000 (14.000
lembar saham) berasal dari dividen saham
yang dibagikan sesuai Keputusan Sirkuler
Para Pemegang Saham Sebagai
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tanggal 19 Januari
2022; dan

c. Meningkatkan Modal Ditempatkan dan
Disetor dari Rp11.000.000.000 menjadi
Rp25.000.000.000.

Akta tersebut telah diterima dan disahkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya
No. AHU-0015370.AH.01.11.Tahun 2022
tanggal 24 Januari 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 23
Maret 2022 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di
Jakarta, para pemegang saham setuju untuk:
a. Perubahan nilai nominal setiap saham dari
sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
menjadi sebesar Rp25 (dua puluh lima

rupiah);
b. Pengeluaran saham dalam simpanan
(portepel) Perusahaan sebanyak-

banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima
puluh juta) saham baru dengan nilai
nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima
rupiah), setiap saham yang mewakili
sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh
persen) dari modal ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perusahaan setelah
Penawaran Umum Perdana, yang disertai
dengan waran yang diberikan secara cuma-
cuma sebanyak-banyaknya 50.000.000
(ima puluh juta) Waran Seri | atau
sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari
modal ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perusahaan pada saat Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran
Umum Perdana disampaikan;

c. Pengeluaran saham dalam simpanan
(portepel) sebanyak-banyaknya 50.000.000
(lima puluh juta) saham baru hasil konversi
Waran Seri | dan memberikan kuasa
kepada Direksi Perusahaan untuk
melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan penerbitan
saham baru hasil konversi Waran Seri |
tersebut;
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b. The Additional Issued and Paid-Up Capital
of Rp14,000,000,000 (14,000 shares)
originating from the share dividends
distributed according to the Circular
Decision of the Shareholders in lieu of the
Company's Annual General Meeting of
Shareholders on January 19, 2022; and

c. Increase the Issued and Paid-Up Capital
from Rp11,000,000,000 to
Rp25,000,000,000.

The deed has been received and ratified by
the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-
0015370.AH.01.11.Tahun 2022 dated January
24, 2022.

Based on the Notary Deed No. 31 dated

March 23, 2022 from Rini Yulianti, S.H., Notary

in Jakarta, the shareholders agreed to:

a. Change in the nominal value of each share
from Rp1,000,000 (one million rupiah) to
Rp25 (twenty five rupiah);

b. Issue of shares in the Company's deposit
(portfolio) of a maximum of 250,000,000
(two hundred and fifty million) new shares
with a nominal value of Rp25 (twenty five
rupiah), each share representing a
maximum of 20% (twenty percent). of the
issued and fully paid-up capital in the
Company after the Initial Public Offering,
which is accompanied by warrants granted
free of charge of a maximum of 50,000,000
(fifty million) Series | Warrants or a
maximum of 5% (five percent) of the capital
placed and fully paid in the Company at the
time the Registration Statement for the
Initial Public Offering is submitted;

c¢. Issuance of shares in the deposit (portfolio)
of a maximum of 50,000,000 (fifty million)
new shares resulting from the conversion of
Series | Warrants and authorizing the
Company's Directors to carry out all
necessary actions in connection with the
issuance of new shares resulting from the
conversion of Series | Warrants;
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d. Pencatatan seluruh saham-saham
Perusahaan yang merupakan saham yang
telah dikeluarkan dan disetor-penuh, Waran
Seri | dan saham-saham hasil pelaksanaan
Waran Seri | setelah dilaksanakannya
Penawaran Umum Perdana atas saham-
saham yang ditawarkan dan dijual kepada
Masyarakat melalui Pasar Modal, serta
saham-saham yang dimiliki oleh Para
Pemegang Saham Perusahaan (selain
pemegang saham Masyarakat), pada Bursa
Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI");

e. Perubahan struktur permodalan dan
susunan pemegang saham  dalam
Perusahaan sesuai dengan hasil
pelaksanaan Penawaran Umum Perdana
dan pencatatan saham-saham Perusahaan
dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum
Perdana serta sesuai dengan hasil
pelaksanaaan konversi Waran Seri [;

f. Menetapkan program Alokasi Saham
Karyawan (Employee Stock Allocation —
ESA) dengan jumlah sebanyak banyaknya
25.000.000 (dua puluh lima juta) saham
atau mewakili sebanyak-banyaknya 10%
(sepuluh persen) dari jumlah saham yang
ditawarkan dalam Penawaran Umum
Perdana; dan

g. Menetapkan program MESOP
(Management Employee Stock Option
Program) yang merupakan hak opsi untuk
membeli saham baru Perusahaan
sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari
modal ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perusahaan setelah Penawaran
Umum Perdana.

Akta tersebut telah diterima dan disahkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya
No. AHU-0020714.AH.01.02 tahun 2022
tanggal 23 Maret 2022.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada

31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah
sebagai berikut:
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d. Listing of all Company shares which are

issued and fully paid shares, Series |
Warrants and shares resulting from the
exercise of Series | Warrants after the Initial
Public Offering of shares offered and sold to
the public through the Capital Market, as
well as shares owned by the Company's
Shareholders (other than Public
shareholders), on the Indonesia Stock
Exchange (hereinafter referred to as "IDX");

e. Changes in the capital structure and

composition of shareholders in the
Company in accordance with the results of
the Initial Public Offering and the listing of
the Company's shares on the IDX in the
context of the Initial Public Offering and in
accordance with the results of the
conversion of Series | Warrants;

f. Establish the Employee Stock Allocation

(ESA) program with a total of 25,000,000
(twenty five million) shares or representing
a maximum of 10% (ten percent) of the
number of shares offered in the Initial Public
Offering; and

g. Establish the MESOP (Management

Employee Stock Option Program) program
which is an option right to purchase new
shares of the Company as much as 3%
(three percent) of the issued and fully paid
capital in the Company after the Initial
Public Offering.

The deed has been received and ratified by
the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-
0020714.AH.01.02. 2022 dated March 23,
2022,

The composition of the  Company's
shareholders as of December 31, 2021, 2020
and 2019 are as follows:
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31 Desember/ December 31, 2021, 2020 dan/ and 2019

Modal
Ditempatkan
dan Disetor
Persentase Penuh/
Jumlah Kepemilikan/ Issued and
Saham (Lembar)/ Percentage of Fully Paid-in
Number of Ownership Capital
Pemegang Saham/ Shareholders Shares % Rp
PT Putrasakti Mandiri 4,400 40 4,400,000,000
PT Intan Perdana Sukses 3,300 30 3,300,000,000
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 3,300 30 3,300,000,000
Total 11,000 100 11,000,000,000

Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal
dan akhir periode adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the number of shares at the
beginning and end of the period are as follows:

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
Lembar Saham Awal/
Beginning Share 11,000 11,000 11,000 11,000
Dividen Saham/
Share Dividends 14,000 - - -
Pemecahan Nilai Nominal/
Par Value Stock Split 999,975,000 - -- -
Lembar Saham Akhir/ Ending Share 1,000,000,000 11,000 11,000 11,000

23. Cash Dividends and Retained Earnings

23. Dividen Kas dan Saldo Laba
a. Berdasarkan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

tanggal 19 Januari 2022, pemegang saham
telah menyetujui menyisihkan saldo laba
sebesar Rp1.000.000.000 dan menyetujui
pembagian dividen saham atas akumulasi
saldo laba tahun buku 2021 sebesar
Rp14.000.000.000.

b. Berdasarkan Risalah
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
tanggal 19 November 2021, disetujui
pembagian dividen kas atas akumulasi
saldo laba tahun buku 2020 sebesar
Rp8.260.262.900.

Rapat Umum

c. Berdasarkan Risalah Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
tanggal 21 Januari 2020, disetujui
pembagian dividen kas atas perolehan laba
bersih tahun buku 2019 sebesar

Rp2.000.000.000.

Rapat
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a. Based on the Minutes of the Annual
General Meeting of Shareholders (GMS)
dated January 19, 2022, the shareholders
have agreed to set aside retained earnings
of Rp1,000,000,000 and approved the
distribution of share dividends for the
accumulated retained earnings for the
2021 fiscal year of Rp14,000,000,000.

b. Based on the Minutes of the Annual
General Meeting of Shareholders (GMS)
on November 19, 2021, it was approved
that cash dividends were distributed on the
accumulated retained earnings for the
2020 financial year amounted to
Rp8,260,262,900.

c. Based on the Minutes of the Annual
General Meeting of Shareholders (GMS)
on January 21, 2020, it was approved that
cash dividends were distributed on the net
profit for the 2019 financial year amounted
fo Rp2,000,000,000.
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d. Berdasarkan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
tanggal 19 Februari 2019, disetujui

pembagian dividen kas atas perolehan laba

bersih tahun buku 2018

Rp1.500.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan

sebesar
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d. Based on the Minutes of the Annual

General Meeting of Shareholders (GMS)
on February 19, 2019, it was approved that
cash dividends were distributed on the net
profit for the 2018 financial year amounted
to Rp1,500,000,000.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the

2019, Perusahaan belum membentuk Company has not yet formed appropriation of
cadangan umum saldo laba yang telah retained earnings for general reverse.
ditentukan penggunaannya.
24. Pendapatan Bersih 24. Net Revenues
31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
Sewa Kamar/ Room Rental 4,904,735,121 5,081,726,054 17,496,611,977 14,972,689,955 21,321,511,951
Makanan dan Minuman/

Food and Beverages 1,077,695,191 786,329,381 2,932,783,656 2,531,439,642 2,797,665,453
Lain-lain/ Others 1,903,634 1,941,819 7,061,816 7,076,363 6,592,727
Total 5,984,333,946 5,869,997,254 20,436,457,449 17,511,205,960 24,125,770,131

Untuk periode-periode 3 (tiga) bulan yang For 3 (three) months periods ended March 31,
berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 2022 and 2021 and for the years ended
serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada December 31, 2021, 2020, and 2019, there is
tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, no revenue to customers that exceeds 10% of
tidak terdapat pendapatan kepada pelanggan the total revenue.
yang melebihi 10% dari total pendapatan.
25. Beban Langsung 25. Direct Cost
31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
Sewa Kamar/ Room Rental

Gaji dan Upah/ Salaries and Wages 885,560,933 856,635,275 3,241,781,167 2,928,626,700 3,078,394,448

Penyusutan Aset Tetap (Catatan 10)/

Depreciation of Fixed Assets (Note 10) 398,039,932 502,388,172 1,712,462,143 1,614,718,670 1,806,228,895
Keamanan/ Security 342,979,070 228,711,500 906,375,659 812,974,081 1,273,141,401
Perlengkapan Hotel/ Hotel Equipments 154,099,259 140,401,560 440,988,477 462,756,226 596,413,853
Laundry 74,953,956 78,939,771 314,790,040 258,561,924 799,991,853
Utilitas/ Utilities 55,118,700 25,141,000 127,522,000 89,477,510 93,406,000
Sub-total 1,910,751,850 1,832,217,278 6,743,919,486 6,167,115,111 7,647,576,450

Makanan dan Minuman/ Food and Beverages

Bahan Minuman/ Beverage Ingredients 254,247,150 97,981,601 382,401,685 346,649,339 302,481,482

Bahan Makanan/ Food Ingredients 248,310,462 198,208,620 836,879,736 386,320,978 748,176,843

Gaiji dan Upah/ Salaries and Wages 242,969,812 235,033,530 889,441,858 803,522,212 844,613,728

Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 11)/

Depreciation of Right of Use Assets (Note 11) 165,000,000 - -- - -
Rokok/ Cigarettes 18,520,040 19,594,800 80,066,980 69,664,140 50,741,900
Perlengkapan Dapur/ Kitchen Equipments 9,393,942 9,452,065 48,923,256 31,433,995 32,014,217
Sub-total 938,441,406 560,270,616 2,237,713,515 1,637,590,664 1,978,028,170

Lain-lain/ Others 1,165,216 901,016 3,591,807 3,464,523 3,000,306
Total 2,850,358,472 2,393,388,910 8,985,224,808 7,808,170,298 9,628,604,926

Untuk periode-periode 3 (tiga) bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021
serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada
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For 3 (three) months periods ended March 31,
2022 and 2021 and for the years ended
December 31, 2021, 2020, and 2019, there is
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tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019,
tidak terdapat pembelian atau beban langsung
yang melebihi 10% dari total pendapatan.
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no purchase and direct cost that exceeds 10%
of the total revenue.

26. Beban Usaha 26. Operating Expenses
31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
Beban Penjualan/ Selling Expenses
Pemasaran, lklan, dan Promosi/

Marketing, Advertising and Promotions 68,911,342 37,383,100 191,779,450 171,901,708 178,750,698
Sub - Total 68,911,342 37,383,100 191,779,450 171,901,708 178,750,698
Beban Umum dan Administrasi/

General and Administrative Expenses
Gaji dan Upah/ Salaries and Wages 947,962,629 971,346,612 3,470,215,632 3,134,994,509 3,295,315,749
Utilitas/ Utility 280,111,713 284,348,239 1,040,348,096 974,783,670 984,920,642
Perbaikan dan Pemeliharaan/

Repair and Maintenances 246,425,103 241,497,835 434,212,331 401,025,721 1,108,556,210
Perpajakan/ Taxation 135,133,473 149,540,670 177,640,962 151,036,290 146,298,010
Komsumsi/ Consumptions 81,590,897 99,219,143 180,912,973 162,131,712 496,883,866
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 10)/

Depreciation of Fixed Assets (Note 10) 72,644,372 84,861,871 320,018,392 334,732,662 336,968,334
Perlengkapan Kantor/ Office Equipments 69,008,266 59,804,627 178,374,995 216,223,969 228,499,377
Transportasi/ Transportation 55,808,500 42,689,099 217,800,262 188,850,812 212,250,518
Imbalan Pascakerja (Catatan 19)/

Post-Employee Benefits (Note 19) 37,886,000 (202,092,000) (40,422,000) 136,885,000 188,017,000
Kompensasi Karyawan Tidak Tetap/

Non Permanent Employee Compensation 20,577,767 5,048,300 89,662,500 - -
Perijinan/ Permits 19,062,220 11,595,917 72,220,600 47,543,575 32,985,835
Asuransi/ Insurance 15,328,560 17,666,695 24,199,348 24,212,908 24,244,669
Donasi/ Donations 8,471,320 15,567,313 80,859,313 85,192,300 337,248,545
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 11)/

Depreciation of Right of Use Assets (Note 11) 7,432,432 7,432,433 87,171,860 29,729,730 -
Representasi dan Jamuan/

Representation and Entertainment 5,787,772 15,192,100 105,054,445 104,487,841 191,964,808
Jasa Profesional/ Profesional Fees - - 110,604,176 85,231,259 34,904,031
Lain-lain/ Others 50,653,751 67,906,141 169,034,956 127,693,333 137,718,235
Sub - Total 2,053,884,775 1,871,624,995 6,717,908,841 6,204,755,291 7,756,775,829
Total 2,122,796,117 1,909,008,095 6,909,688,291 6,376,656,999 7,935,526,527

27. Pendapatan Lain-Lain 27. Other Income

31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
Pendapatan Sewa (Catatan 30)/
Rent Income (Note 30) 38,888,890 38,888,890 155,555,556 155,555,556 155,555,556
Laba Pelepasan Aset Tetap (Catatan 10)/
Gain on Disposal of Fixed Assets (Note 10) 1,000,000 - 14,249,209,240 764,000 -
Dana Hibah Pariwisata/
Tourism Grants - - -- 469,454,847 -
Lain-lain/ Others - - - 23,071,726 39,080,347
Total 39,888,890 38,888,890 14,404,764,796 648,846,129 194,635,903

Berdasarkan surat No. 978.4/533/DISBUDPAR
dan No. 070/SB/LO/XII/2020, pada tahun 2020
Perusahaan menerima dana hibah Covid-19
dari Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar
Rp469.454.847.
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Based on letter No. 978.4/5633/DISBUDPAR
and No. 070/SB/LO/XII/2020, in 2020 the
Company received a Covid-19 grant from the
Bogor Regency Government amounting to
Rp469,454,847.
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28. Beban Lain-Lain 28. Other Expenses
31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
Beban Pajak Final atas Pelepasan Aset Tetap/
Final Tax Expenses from
Disposal of Fixed Assets -- - 526,000,000 - -
Denda Pajak/ Penalties Tax - 3,136,412 3,136,412 1,905,232 -
Lain-lain/ Others -- - 881,530 - -
Total - 3,136,412 530,017,942 1,905,232 -
29. Beban Keuangan - Bersih 29. Finance Charges — Net
31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
Bunga Pinjaman/ Loan Interest (229,809,612) (256,242,306) (951,910,208) (1,202,514,113) (1,498,662,040)
Administrasi Bank/ Bank Charges (25,129,738) (30,839,427) (124,413,856) (105,236,394) (98,797,524)
Bunga Liabilitas Sewa/
Lease Liabilities Interest (4,461,713) - (2,557,145) - -
Pendapatan Bunga/ Interest Income 18,215,008 9,662,851 23,546,495 28,154,810 73,044,095
Total (241,186,055) (277,418,883) (1,055,334,714) (1,279,595,697) (1,524,415,469)
30. Transaksi dan Saldo dengan Pihak 30.Transactions and Balances with Related

Berelasi

Parties

Rincian akun-akun dan transaksi dengan
pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Piutang Lain-lain (Catatan 6)/
Other Receivables (Note 6)

PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk

Total

Persentase Terhadap Total Aset/
Percentage to Total Assets

The details of accounts and transactions with
the related parties are as follows:

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
-- -- 50,000,000 50,000,000
-- -- 50,000,000 50,000,000
-- -- 0.14 0.13
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Biaya Dibayar di Muka - Lancar (Catatan 9)/

Prepaid Expenses - Current (Note 9)
PT Bogorindo Cemerlang

Sub - Total

Biaya Dibayar di Muka -
Tidak Lancar (Catatan 9)/

Prepaid Expenses - Non Current (Note 9)

PT Bogorindo Cemerlang
Sub - Total

Total

Persentase Terhadap Total Aset/
Percentage to Total Assets

Pendapatan Ditangguhkan (Catatan 17)/
Deferred Revenues (Note 17)
PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk

Total

Persentase Terhadap Total Liabilitas/
Percentage to Total Liabilities

Beban Sewal Rent Expenses
PT Bogorindo Cemerlang

Total

Persentase Terhadap Total Beban Usaha/
Percentage to Total Operating Expenses

Kompensasi Komisaris dan Direksi/

Comp tion Board of Ci isi S
and Directors
Total

Persentase Terhadap Total Beban Usaha/
Percentage to Total Operating Expenses

Pendapatan Sewa (Catatan 27)/
Rent Income (Note 27)
PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk

Total

Persentase Terhadap Total Pendapatan Lain-lain/
Percentage to Total Other Income

31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
-- -- -- 59,459,459
-- -- - 59,459,459
- -- -- 1,033,108,108
-- -- -- 1,033,108,108
-- -- == 1,092,567,567
- - - 2.88
31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp
155,555,553 194,444,445 350,000,001 505,555,556
155,555,553 194,444,445 350,000,001 505,555,556
1.01 1.40 2.43 3.00
31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31 March 31 December 31 December 31 December 31
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
- - 7,432,432
- - 7,432,432
- - 0.09
31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31 March 31 December 31 December 31 December 31
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
466,260,000 460,980,000 1,781,230,000 1,730,000,000 2,115,000,000
466,260,000 460,980,000 1,781,230,000 1,730,000,000 2,115,000,000
21.96 2415 27.13 26.65
31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
38,888,890 38,888,890 155,555,556 155,555,556 155,555,556
38,888,890 38,888,890 155,555,556 155,555,556 155,555,556
97.49 100.00 23.97 79.92
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Laba Pelepasan Aset Tetap (Catatan 10)/

Gain on Disposal of Fixed Assets (Note 10)

Uni Pawitrasari
Tan Wellih
Willson Ardian Nursalim

Total

Persentase Terhadap Total Pendapatan Lain-lain/

Percentage to Total Other Income

PT PURI SENTUL PERMAI Thk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
INTERIM (Continued)

For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)

and for the Years Ended

December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31 March 31 December 31 December 31 December 31
2022 2021 2021 2020 2019
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp Rp Rp
- - 4,749,736,414 - -

- 4,749,736,413 - -
- 4,749,736,413 - -

- 14,249,209,240 - -

- 98.92 -- -

Rincian sifat hubungan dengan pihak berelasi

adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi/
Related Parties

Sifat Hubungan/
Nature of Relationship

The detail of nature transactions with
related parties are as follows:

Transaksi/
Transaction

PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
PT Bogorindo Cemerlang

PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk

Uni Pawitrasari
Tan Wellih
Willson Ardian Nursalim

Dewan Komisaris dan Direksi/
Board of Commisioners and Directors

31. Laba per Saham Dasar

Pemegang Saham/ Shareholder

Entitas Anak dari Pemegang Saham/
A subsidiary of Shareholder

Perusahaan Dalam Pengendalian yang Sama.

Piutang Lain-lain/ Other Receivable

Biaya Dibayar di Muka dan Beban Sewa
Prepaid Expenses and Rent Expenses

Pendapatan Ditangguhkan dan Pendapatan Sewa/

Pada 31 Maret 2021, dan 31 Desember 2021,

2020, dan 2019, memiliki manajemen kunci yang
sama pada 31 Maret 2022/

Entity Under Common Control. As of March 31,
2021, and December 31, 2021, 2020, and 2019,
has the same key management as of March 31,
2022

Anggota Keluarga Manajemen Kunci/

Key Management Family Members

Anggota Keluarga Manajemen Kunci/

Key Management Family Members

Anggota Keluarga Manajemen Kunci/

Key Management Family Members

Personel Manajemen Kunci/
Key Management Personel

Deferred Revenues and Rent Income

Laba Pelepasan Aset Tetap/
Gain on Disposal of Fixed Assets

Laba Pelepasan Aset Tetap/
Gain on Disposal of Fixed Assets

Laba Pelepasan Aset Tetap/
Gain on Disposal of Fixed Assets

Kompensasi dan Remunerasi/
Compensation and Remuneration

31. Basic Earnings per Share

Laba Bersih Tahun/ Periode Berjalan/
Income for the Year/ Period

31 Maret/ 31 Maret/
March 31, March 31,
2022 2021
(3 Bulan/ Months) (3 Bulan/ Months)
Rp Rp

31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
December 31, D ber 31, D ber 31,
2021 2020 2019
(12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months) (12 Bulan/ Months)
Rp Rp Rp

678,630,106 1,104,407,078

Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham untuk Perhitungan

Laba per Saham Dasar/

Weighted Average Number of Shares for Calculation

Basic Earnings per Share

Laba per Saham Dasar/
Basic Earnings per Share

32. Segmen Operasi

1,000,000,000 1,000,000,000

16,557,538,470 2,049,910,741 3,967,575,083

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

0.68 1.10

16.56 2.05 3.97

32. Operating Segment

Pembuat
Perusahaan
melakukan
Perusahaan

keputusan

penelaahan
untuk

sebagai berikut:

dalam
adalah para Direksi.
terhadap
menilai
mengalokasikan sumber daya, dengan rincian

operasional
Direksi
internal
kinerja dan
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The chief operating decision-maker of the
Company are the Directors. Directors review
the Company’s internal reporting in order to
assess performance and allocate recources,
with detail as follows:
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31 Maret/ March 31, 2022 (3 Bulan/ Months)

Makanan dan

Minuman/
Sewa Kamar/ Food and Lain-lain/ Total/
Rent Rooms Beverages Others Jumlah
Rp Rp Rp Rp
Pendapatan/ Revenues 4,904,735,121 1,077,695,191 1,903,634 5,984,333,946
Beban Langsung/ Direct Cost 1,910,751,850 938,441,406 1,165,216 2,850,358,472
31 Maret/ March 31, 2021 (3 Bulan/ Months)
Makanan dan
Minuman/
Sewa Kamar/ Food and Lain-lain/ Total/
Rent Rooms Beverages Others Jumlah
Rp Rp Rp Rp
Pendapatan/ Revenues 5,081,726,054 786,329,381 1,941,819 5,869,997,254
Beban Langsung/ Direct Cost 1,832,217,278 560,270,616 901,016 2,393,388,910

31 Desember/ December 31, 2021 (12 Bulan/ Months)

Makanan dan

Minuman/
Sewa Kamar/ Food and Lain-lain/ Total/
Rent Rooms Beverages Others Jumlah
Rp Rp Rp Rp
Pendapatan/ Revenues 17,496,611,977 2,932,783,656 7,061,816 20,436,457,449
Beban Langsung/ Direct Cost 6,743,919,486 2,237,713,515 3,591,807 8,985,224,808

31 Desember/ December 31, 2020 (12 Bulan/ Months)

Makanan dan

Minuman/
Sewa Kamar/ Food and Lain-lain/ Total/
Rent Rooms Beverages Others Jumlah
Rp Rp Rp Rp
Pendapatan/ Revenues 14,972,689,955 2,531,439,642 7,076,363 17,511,205,960

Beban Langsung/ Direct Cost 6,167,115,111

1,637,590,664 3,464,523 7,808,170,298

31 Desember/ December 31, 2019 (12 Bulan/ Months)

Makanan dan

33.

Minuman/
Sewa Kamar/ Food and Lain-lain/ Total/
Rent Rooms Beverages Others Jumlah
Rp Rp Rp Rp
Pendapatan/ Revenues 21,321,511,951 2,797,665,453 6,592,727 24,125,770,131
Beban Langsung/ Direct Cost 7,647,576,450 1,978,028,170 3,000,306 9,628,604,926
31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31 December 31 December 31 December 31
2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp

Aset Segment Dilaporkan/
Reported Segment Assets

Liabilitas Segment Dilaporkan/
Reported Segment Liabilities

Manajemen Risiko Keuangan

45,178,882,300

15,352,761,390

43,261,724,289 35,294,245,060

13,936,807,665 14,392,265,126

37,892,148,212

16,830,571,207

33. Financial Risk Management

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan
investasi

aktivitas
dan pendanaan,

operasi,

Perusahaan

menghadapi risiko keuangan vyaitu risiko
kredit, dan risiko likuiditas. Perusahaan

mendefinisikan
sebagai berikut:

risiko-risiko

tersebut

e Risiko kredit merupakan risiko yang

muncul dikarenakan
membayar semua

debitur
sebagian

tidak

piutang atau tidak membayar secara
tepat waktu dan akan menyebabkan

kerugian Perusahaan.
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a. Financial Risk Manajement Policy
In its operating, investing and financing
activities, the Company is exposed to the
following financial risks: credit risk and
liquidity risk. The Company define those

risks as follows:

o Credit risk is possibility that a customer
will not pay the whole or part of a
receivable or will not pay in timely
manner and hence, the Company will

incur loss.
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¢ Risiko likuiditas merupakan risiko atas
ketidakmampuan Perusahaan
membayar liabilitasnya pada saat jatuh
tempo. Saat ini Perusahaan berharap
dapat membayar semua liabilitas pada
saat jatuh tempo.

e Risiko suku bunga adalah risiko
dimana nilai wajar atau arus kas masa
datang dari suatu instrumen keuangan
akan berfluktuasi akibat perubahan
suku bunga pasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko
tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan
telah menyetujui beberapa strategi untuk
pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan
dengan tujuan  Perusahaan secara
keseluruhan, program manajemen risiko
keuangan berfokus untuk meminimalisasi
potensi kerugian yang berdampak buruk
pada kinerja keuangan Perusahaan.
Pedoman ini menetapkan tujuan dan
tindakan yang harus diambil dalam rangka
mengelola risiko keuangan yang dihadapi
Perusahaan.

i. Risiko Kredit

Risiko kredit Perusahaan terutama
melekat pada kas dan setara kas,
piutang usaha dan piutang lain-lain.
Perusahaan mengelola risiko kredit
terkait penempatan saldo rekening dan
deposito berjangka di bank hanya
dengan menggunakan bank-bank yang
memilikireputasi dan predikat yang baik
untuk mengurangi kemungkinan
kerugian akibat kebangkrutan bank.
Perusahaan mengendalikan eksposur
risiko kredit terkait dengan piutang
dengan menetapkan kebijakan, dimana
persetujuan atau penolakan kontrak
kredit baru dan kepatuhan atas
kebijakan tersebut dipantau oleh
Direksi. Sebagai bagian dari proses
dalam persetujuan atau penolakan
tersebut, reputasi dan jejak rekam
pelanggan menjadi bahan
pertimbangan. Saat ini tidak terdapat
risiko kredit yang terkonsentrasi secara
signifikan. Hal ini dikarenakan seluruh
pendapatan usaha Perusahaan dapat
ditagihkan secara tepat waktu.
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o Liquidity risk is the risk of the
Company’s inability to pay its liabilities
at maturity. Currently, the Company
expects to pay all liabilities at due date.

e Interest rate risk is the risk that fair
value of future cash flow of a financial
instrument will fluctuate because of
changes in market interest rate.

To manage these risks effectively, the
Company’s Directors have approved
several strategies for financial risk
management, which are in line with the
Company’s overall objectives, a financial
risk management program that focuses on
minimizing potential losses that adversely
affect the Company’s financial
performance. This guideline sets out the
objectives and actions that must be taken
in order to manage the financial risks faced
by the Company.

i. Credit Risk

The Company’s credit risk is inherent in
cash and cash equivalents, trade
receivables, other receivables.
The Company manages credit risk
related to placement of bank account
balances and time deposits only in
reputable banks and has good
predicate to reduce the possibility of
losses due to bank bankruptcy. The
Company  manages  credit  risk
exposure related to trade receivables
by implement policies whereby the
approval or rejection of new credit
contracts and compliance with these
policies is monitored by
the Board of Directors. As part of
the process of approval or rejection,
the customer's  reputation  and
track  record are taken  into
consideration. Currently, there are
no significant credit risk. This is
because of all the Company’s revenues
can be collected on time.
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Tabel

berikut

menganalisis

aset

keuangan berdasarkan umur konversi
menjadi kas dan setara kas:
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The following table analyzes the time
of financial assets to convert as cash
and cash equivalent:

31 Maret/ March 31, 2022

0 - 30 Hari/ Days

Kas dan Setara Kas/
Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha/
Trade Receivables
Piutang Lain-lain/
Other Receivables
Total

Kas dan Setara Kas/
Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha/
Trade Receivables
Piutang Lain-lain/
Other Receivables
Total

Kas dan Setara Kas/
Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha/
Trade Receivables
Piutang Lain-lain/
Other Receivables
Total

Kas dan Setara Kas/
Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha/
Trade Receivables
Piutang Lain-lain/
Other Receivables
Total

Risiko Likuiditas

Rp

31 - 90 Hari/ Days > 91 Hari/ Days Total

Rp Rp

Rp

3,209,636,754

3,209,636,754

51,786,795 2,856,393 - 54,643,188
56,200,000 -- -- 56,200,000
3,317,623,549 2,856,393 - 3,320,479,942

31 Desember/ December 31, 2021

0 - 30 Hari/ Days 31 - 90 Hari/ Days > 91 Hari/ Days Total
Rp Rp Rp Rp
5,243,600,875 600,000,000 - 5,843,600,875
39,514,272 49,392,840 - 88,907,112
62,535,756 -- -- 62,535,756
5,345,650,903 649,392,840 - 5,995,043,743

31 Desember/ December 31, 2020

0 - 30 Hari/ Days 31 - 90 Hari/ Days > 91 Hari/ Days Total
Rp Rp Rp Rp
1,486,439,947 -- - 1,486,439,947
30,491,556 38,114,445 - 68,606,001
81,500,000 -- 50,000,000 131,500,000
1,598,431,503 38,114,445 50,000,000 1,686,545,948

31 Desember/ December 31, 2019

0 - 30 Hari/ Days 31 - 90 Hari/ Days > 91 Hari/ Days Total
Rp Rp Rp Rp
2,481,408,509 320,000,000 - 2,801,408,509
12,267,433 6,133,717 - 18,401,150
104,000,000 -- 50,000,000 154,000,000
2,597,675,942 326,133,717 50,000,000 2,973,809,659

ii. Liquidity Risk

Pada saat ini Perusahaan berharap
dapat membayar semua liabilitas pada
saat jatuh tempo. Untuk memenuhi
komitmen kas, Perusahaan berharap
kegiatan operasinya dapat
menghasilkan arus kas masuk yang
cukup. Selain itu, Perusahaan memiliki
kas dan setara kas (Catatan 4) yang
cukup tinggi untuk memenuhi
kebutuhan likuiditas.
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Currently, the Company Expect to pay
all liabilities at due date. To fulfill
commitments on cash, the Company
Expect its operating activities to
generate sufficient cash inflows. In
addition, the Company has cash and
cash equivalents (Note 4) which are
sufficient to meet liquidity
requirements.
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Tabel berikut menganalisis liabilitas The following table analyzes financial

keuangan yang diukur pada biaya liabilities measured at amortized cost

perolehan diamortisasi berdasarkan based on their remaining maturity:

sisa umur jatuh temponya:

31 Maret/ March 31, 2022
<1 Tahun/ 1 -5 Tahun/ > 5 Tahun/
Years Years Years Total
Rp Rp Rp Rp

Utang Usaha/ Trade Payables 329,389,597 - - 329,389,597
Utang Bank/ Bank Loans 2,969,468,635 5,712,362,126 - 8,681,830,761
Utang Pembiayaan Konsumen/

Consumer Financing Payables 48,433,508 -- - 48,433,508
Beban Akrual/ Accrued Expenses 2,084,506,716 -- - 2,084,506,716
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities 36,128,692 1,281,818,186 795,090,262 2,113,037,140
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/

Other Current Financial Liabilities 1,672,200 - - 1,672,200
Total 5,469,599,348 6,994,180,312 795,090,262 13,258,869,922

31 Desember/ December 31, 2021

<1 Tahun/ 1 -5 Tahun/ > 5 Tahun/
Years Years Years Total
Rp Rp Rp Rp
Utang Usahal Trade Payables 373,252,679 -- -- 373,252,679
Utang Bank/ Bank Loans 1,568,296,060 7,405,038,144 - 8,973,334,204
Utang Pembiayaan Konsumen/

Consumer Financing Payables 69,040,000 -- 69,040,000
Beban Akrual/ Accrued Expenses 2,575,314,348 - - 2,575,314,348
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities 5,283,508 53,617,802 88,847,567 147,748,877
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/

Other Current Financial Liabilities 6,498,600 - - 6,498,600
Total 4,597,685,195 7,458,655,946 88,847,567 12,145,188,708

31 Desember/ December 31, 2020

<1 Tahun/ 1 -5 Tahun/ > 5 Tahun/
Years Years Years Total
Rp Rp Rp Rp

Utang Usaha/ Trade Payables 185,078,351 - - 185,078,351
Utang Bank/ Bank Loans 3,911,348,723 7,239,297,760 -- 11,150,646,483
Beban Akrual/ Accrued Expenses 919,539,050 - - 919,539,050
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/

Other Current Financial Liabilities 5,410,600 - - 5,410,600

Total

5,021,376,724

7,239,297,760 -

12,260,674,484

31 Desember/ December 31, 2019

<1 Tahun/ 1 -5 Tahun/ > 5 Tahun/
Years Years Years Total
Rp Rp Rp Rp

Utang Usahal Trade Payables 386,633,390 - - 386,633,390
Utang Bank/ Bank Loans 1,687,871,079 11,782,330,807 -- 13,470,201,886
Beban Akrual/ Accrued Expenses 914,592,513 - - 914,592,513
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/

Other Current Financial Liabilities 400,000 - - 400,000

Total

Risiko Suku Bunga

2,989,496,982

11,782,330,807 -

14,771,827,789

iii. Interest Rate Risk

The Company exposures to interest

Perusahaan terekspos risiko suku
bunga terutama menyangkut liabilitas
keuangan. Perusahaan memiliki
pinjaman jangka pendek dan jangka
panjang kepada bank dengan
menggunakan tingkat bunga pasar
pinjaman dengan  suku bunga

mengambang menimbulkan risiko arus
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rate risk mainly concerning financial
liabilities. The Company holds short-
term and long-term loans to banks
which use market interest rate loans at
variable rates expose cash flows risk.
Currently, the Company has no certain
policy or arrangement to manage its
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kas. Pada saat ini, Perusahaan tidak
memiliki kebijakan atau pengaturan
tertentu untuk mengelola risiko tingkat
bunga.

Perusahaan  akan memonitor secara
ketat pergerakan suku bunga di pasar
dan apabila suku bunga mengalami
kenaikan yang signifikan  maka
Perusahaan akan menegosiasikan
kembali suku bunga tersebut dengan
para pemberi pinjaman dan
mengurangi pinjaman dengan tingkat
bunga yang lebih tinggi ke pinjaman
dengan tingkat bunga yang lebih
rendah. Tidak terdapat aktivitas lindung
nilai tingkat bunga pada tanggal 31
Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020
dan 2019.

Tabel berikut ini menunjukan
sensitivitas kemungkinan perubahan
tingkat pertukaran tingkat bunga
pinjaman. Dengan asumsi variable lain
konstan, laba sebelum beban pajak
dipengaruhi oleh tingkat suku bunga
mengambang sebagai berikut:
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interest rate risk.

The company will strictly monitor the
market interest rate fluctuation and if
the interest  rates significantly
increased, they will renegotiate the
interest rate to the lenders and
changing high interest rate loans to the
lower interest rate loans. There are no
interest rate hedge activities as of
March 31, 2022, December 31, 2021,
2020 and 2019.

The following table demonstrates the
sensitivity to a reasonably possible
change in interest rates on that portion
of loans. With all other variables held
constant, the income before tax
expenses is affected by the impact on
floating rate loans as follows:

31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31D ber/ 31D ber/
March 31, March 31, D ber 31, D ber 31, December 31,
2022 2021 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp Rp

Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak Penghasilan/
Effect on Income Before Income Tax
Kenaikan/ Increase (1%)
Penurunan/ Decrease (-1%)

14,759,112
(14,759,112)

b. Estimasi Nilai Wajar
Tabel di bawah ini menggambarkan nilai
tercatat dan nilai wajar dari aset dan
liabilitas keuangan:

31 Maret/ March 31, 2022

29,297,689
(29,297,689)

18,247,590
(18,247,590)

15,254,668
(15,254,668)

21,297,735
(21,297,735)

b. Fair Value Measurements

The table below illustrates the carrying
values and fair values of financial assets
and liabilities:

31 Desember/ December 31, 2021

Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/
Carrying Amount Fair Value Carrying Amount Fair Value
Rp Rp Rp Rp

Aset Keuangan/
Financial Assets
Kas dan Setara Kas/
Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha/

3,209,636,754

3,209,636,754 5,843,600,875 5,843,600,875

Trade Receivables 54,643,188 54,643,188 88,907,112 88,907,112
Piutang Lain-lain/

Other Receivables 56,200,000 56,200,000 62,535,756 62,535,756

Total 3,320,479,942 3,320,479,942 5,995,043,743 5,995,043,743
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Liabilitas Keuangan/
Financial Liabilities
Utang Usaha/ Trade Payables
Utang Bank/ Bank Loans
Utang Pembiayaan Konsumen/
Consumer Financing Payables
Beban Akrual/ Accrued Expenses
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/
Other Current Financial Liabilities

Total

Aset Keuangan/
Financial Assets
Kas dan Setara Kas/
Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha/
Trade Receivables
Piutang Lain-lain/
Other Receivables
Total

Liabilitas Keuangan/
Financial Liabilities
Utang Usaha/ Trade Payables
Utang Bank/ Bank Loans
Utang Pembiayaan Konsumen/
Consumer Financing Payables
Beban Akrual/ Accrued Expenses
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/
Other Current Financial Liabilities

Total

31 Maret/ March 31, 2022

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

INTERIM (Continued)
For the 3 (Three) Months Periods Ended
March 31, 2022 and 2021 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019

(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated

31 Desember/ December 31, 2021

Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/
Carrying Amount Fair Value Carrying Amount Fair Value
Rp Rp Rp Rp
329,389,597 329,389,597 373,252,679 373,252,679
8,681,830,761 8,681,830,761 8,973,334,204 8,973,334,204
48,433,508 48,433,508 69,040,000 69,040,000
2,084,506,716 2,084,506,716 2,575,314,348 2,575,314,348
2,113,037,140 2,113,037,140 147,748,877 147,748,877
1,672,200 1,672,200 6,498,600 6,498,600
13,258,869,922 13,258,869,922 12,145,188,708 12,145,188,708

31 Desember/ December 31, 2020

31 Desember/ December 31, 2019

Nilai Tercatat/
Carrying Amount
Rp

Nilai Wajar/ Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/
Fair Value Carrying Amount Fair Value
Rp Rp Rp

1,486,439,947

1,486,439,947

2,801,408,509

2,801,408,509

68,606,001 68,606,001 18,401,150 18,401,150
131,500,000 131,500,000 154,000,000 154,000,000
1,686,545,948 1,686,545,948 2,973,809,659 2,973,809,659
185,078,351 185,078,351 386,633,390 386,633,390

11,150,646,483

919,539,050

11,150,646,483

919,539,050

13,470,201,886

914,592,513

13,470,201,886

914,592,513

5,410,600 5,410,600 400,000 400,000
12,260,674,484 12,260,674,484 14,771,827,789 14,771,827,789

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan
liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat
karena dampak pendiskontoan yang tidak
signifikan.

Manajemen Permodalan

Tujuan Perusahaan dalam mengelola
permodalan adalah untuk melindungi
kemampuan Perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan usaha,
sehingga entitas dapat tetap memberikan
imbal hasil bagi pemegang saham dan
manfaat bagi pemangku kepentingan
lainnya dan untuk mengelola struktur modal
yang optimal untuk meminimalisasi biaya
modal yang efektif.
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Fair values of the most financial assets
and liabilities approximate their carrying
values because the effect of discounting is
not significant.

Capital Management

The Company’s objective when managing
capital is to protect the Company’s ability
to maintain business continuity, so the
entity can provide returns for shareholders
and benefits for other stakeholders and to
manage an optimal capital structure to
minimize the cost of capital effectively.
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Dalam rangka mengelola struktur
Perusahaan mungkin menyesuaikan

modal,
jumlah
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In order to manage the capital structure, the
Company may adjust the amount of dividends,

dividen, menerbitkan saham baru atau issue new shares or increase / decrease the
menambah/mengurangi jumlah utang. amount of debt.

34. Informasi Tambahan Arus Kas 34. Additional Information of Cash Flow
Transaksi Non Kas Non Cash Transaction
Informasi pendukung laporan arus kas Supporting information for the cash flow
sehubungan dengan aktivitas arus kas adalah statement in connection with cash flow

sebagai berikut:

activities is as follows:

31 Maret/ 31 Maret/ 31 Desember/ 31 Desember/ 31 Desember/
March 31, March 31, December 31, December 31, December 31,
2022 2022 2021 2020 2019
Rp Rp Rp Rp Rp
Perolehan Aset Tetap -
Melalui Utang Pembiayaan Konsumen/
Acquisition of Fixed Assets -
Through Consumer Financing Liabilities - - 103,560,000 - -

Penambahan Modal -
Melalui Dividen Saham/
Ad(ditional Capital -

Through Share Dividend

14,000,000,000

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas

Reconciliation _of _Liabilities _Arising _from

Pendanaan Financing Activities
Perubahan Non Kas/
Non Cash Ci
Bunga Provisi Perolehan
31 Desember/ Liabilitas Sewa/ Utang Bank/ Aset Hak Guna/ 31 Maret/
December 31 Arus Kas/ Lease Liabilities Bank Loan Acquisition of March 31
2021 Cash Flow Interest Provisions Right of Use Assets 2022
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Utang Bank/ Bank Loans 8,973,334,204 (593,024,149) - 41,578,015 - 8,421,888,070
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities 147,748,877 - (5,283,508) 1,970,571,771 2,113,037,140
Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Pendek/
Short Term Consumer Financing Payables 69,040,000 (20,606,492) - 48,433,508
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan/
Total Liabilities from Financing Activities 9,190,123,081 (613,630,641) (5,283,508) 41,578,015 1,970,571,771 10,583,358,718
Perubahan Non Kas/
Non Cash Changes
Perolehan
31 Desember/ Aset Hak Guna/ 31 Maret/
December 31 Arus Kas/ Acquisition of March 31
2020 Cash Flow Right of Use Assets 2021
Rp Rp Rp Rp
Utang Bank/ Bank Loans 11,131,572,283 (535,280,302) - 10,596,291,981
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan/
Total Liabilities from Financing Activities 11,131,572,283 (535,280,302) - 10,596,291,981
Perubahan Non Kas/
Non Cash Ci
Perolehan Provisi Perolehan
31 Desember/ Aset Tetap/ Utang Bank/ Aset Hak Guna/ 31 Desember/
December 31 Arus Kas/ Acquisition of Bank Loan Acquisition of December 31
2020 Cash Flow Fixed Assets Provisions Right of Use Assets 2021
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Utang Bank/ Bank Loans 11,131,5672,283 (2,214,570,645) - 56,332,566 - 8,973,334,204
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities - - - - 147,748,877 147,748,877
Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Pendek/
Short Term Consumer Financing Payables (34,520,000) 103,560,000 69,040,000
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan/
Total Liabilities from Financing Activities 11,131,572,283 (2,249,090,645) 103,560,000 56,332,566 147,748,877 9,190,123,081
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Perubahan Non Kas/
Non Cash Ch:
Pergerakan Provisi Perubahan
31 Desember/ Valutas Asing/ Utang Bank/ Nilai Wajar/ 31 Desember/
December 31 Arus Kas/ Foreign Exchange Bank Loan Fair Value December 31
2019 Cash Flow Movements Provisi hang 2020
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Utang Bank/ Bank Loans 13,470,201,886 (2,372,923,413) - 34,293,810 - 11,131,572,283
Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan/
Total Liabilities from Financing Activities 13,470,201,886 (2,372,923,413) - 34,293,810 - 11,131,572,283
Perubahan Non Kas/
Non Cash Ch
Pergerakan Provisi Perubahan
Valutas Asing/ Utang Bank/ Nilai Wajar/
(Tidak Diaudit/ Arus Kas/ Foreign Exchange Bank Loan Fair Value
Unaudited) Cash Flow Movements Provisi Ch.

31 Desember/ 31 Desember/
December 31 December 31
2018 2019
Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Utang Bank/ Bank Loans 16,314,107,480 (2,863,723,063) - 19,817,469 - 13,470,201,886

Jumlah Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan/

Total Liabilities from Financing Activities 16,314,107,480 (2,863,723,063) - 19,817,469 - 13,470,201,886
35. Perjanjian-Perjanjian Penting 35. Significant Agreements

a. Perusahaan mengadakan perjanjian terkait a. The Company entered into an agreement
penyewaan lahan dengan PT Bogorindo related to rental land with PT Bogorindo
Cemerlang, pihak berelasi, yang berlokasi Cemerlang, a related party, which is
di Kecamatan Babakan Madang, Desa located in Babakan Madang District,
Sentul seluas 693m2. Perjanjian ini berlaku Sentul Village with an area of 693sqm.
efektif sejak tanggal 20 September 2019 This agreement s effective as of
dengan jangka waktu sesuai jatuh tempo September 20, 2019 with a period
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) according to the maturity of the Building
yaitu sampai dengan 2031 berikut dengan Use Rights Certificate (SHGB), which is
perpanjangannya selama 25 tahun dengan until 2031 with an extension for 25 years
total 37 tahun. for a total of 37 years.

b. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa b. The Company entered into a building
bangunan berlokasi di JI. Surya Raya Kav rental agreement located in JI. Surya
Comercial Area 1, Olympic CBD - Desa Raya Kav Comercial Area 1, Olympic
Sentul Bogor, Jawa Barat seluas 6.285m? CBD - Desa Sentul Bogor, West Java
dengan Ny. Uni Prawitasari, Ny. Tan with an area of 6,285sqm agreement with
Wellih, Tn. Willson Ardian Nursalim, pihak Mrs. Uni Prawitasari, Mrs. Tan Wellih, Mr.
berelasi, yang berlaku efektif sejak Willson Ardian Nursalim, related parties,
29 Desember 2021. Perjanjian tersebut which is effective from December 29,
berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. The agreement is valid until March
2032. 31, 2032.

c. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa c. The Company entered into a land lease
lahan seluas 50m?2 berlokasi di Kecamatan agreement with an area of 50sqm located
Babakan Madang, Desa Sentul dengan in Babakan Madang District, Sentul
PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk, Village with PT Selaras Citra Nusantara
pihak berelasi, yang mana Perusahaan Perkasa Tbk, a related party, which the
sebagai yang menyewakan. Jangka waktu Company as a lessor. The term of the
perjanjian sewa menyewa lahan atas land lease agreement for the placement of
penempatan papan iklan (billboard) berlaku billboards is valid for 5 (five) years from
selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 April April 1, 2018 until April 1, 2023.

2018 sampai dengan 1 April 2023.
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d. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa
tanah yang berlokasi di rest area KM
194200 (A) JI. Tol Jakarta — Cikampek,
Bekasi, dengan PT Samudra Adidaya
Sentosa yang merupakan pihak ketiga,
jangka waktu perjanjian berlaku selama
10 tahun yang berakhir pada tanggal
11 November 2031.

Sewa tanah tersebut akan digunakan untuk
keperluan aktivitas kegiatan usaha hotel
milik Perusahaan.

36. Peristiwa Setelah Tanggal Laporan
Keuangan
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d. The Company entered into a land rental

agreement located in the rest area KM
19+200 (A) JI. The Jakarta — Cikampek,
Bekasi Toll Road with PT Samudra
Adidaya Sentosa which is a third party,
the term of the agreement is valid for
10 years starting from 2022 and ending
on November 11, 2031.

The land leases will be used for the

purposes of the Company's hotel
business activities.

36. Events After Reporting Period

a. Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 8 Agustus
2022 dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti,
S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham ini telah
disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dalam Surat Keputusannya
No. AHU-0153878.AH.01.11 2022 tanggal
8 Agustus 2022, para pemegang saham
menyetujui:

1. Merubah susunan Direksi dan Dewan
Komisaris menjadi sebagai berikut;

Dewan Komisaris

a. Based on Deed No. 4 dated August 8,

2022 drawn up before Notary in Jakarta
Rini Yulianti, S.H., Notary at Jakarta. This
Deed of Shareholders' Decision Statement
has been ratified by the Minister of Justice
of the Republic of Indonesia in his Decree
No. AHU-0153878.AH.01.11 2022 dated
August 8, 2022, the shareholders agreed
to:
1. Changed the composition of Directors
and Board of Commissioners to be as
follows;

Board of Commissioners

Komisaris Utama AU Bintoro President Commissioner
Komisaris Rolf Bakri Pohan Commissioner
Direksi Directors

Direktur Utama

Xaverius Nursalim

President Director

Direktur Aan Rohanah Director

2. Menyetujui perubahan status Perseroan
dari terbuka menjadi Perusahaan
tertutup, sehingga mengubah seluruh
Anggaran Dasar untuk disesuaikan
dengan Anggaran Dasar Perusahaan
tertutup.

b. Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 8 Agustus
2022 dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti,
S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham ini telah
disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dalam Surat Keputusannya No.
AHU-0154253.AH.01.11 2022 tanggal 8
Agustus 2022, para pemegang saham
menyetujui:
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2. Approve the change in the status of the
Company from a public to a private
company, thereby amending all articles
of association to be adjusted to the
Articles of Association of the private
Company.

b. Based on Deed No. 5 dated August 8,
2022 drawn up before Notary Rini Yulianti,
S.H., Notary at Jakarta. This Deed of
Shareholders' Decision Statement has
been ratified by the Minister of Justice of
the Republic of Indonesia in his Decree
No. AHU-0154253.AH.01.11 2022 dated
August 8, 2022, the shareholders agreed
to:
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1. Menyetujui rencana Perseroan untuk
melakukan Penawaran Umum Perdana
atas saham-saham dalam perseroan
kepada masyarakat (“Penawaran Umum
Perdana“) dan mencatatkan saham-
saham perseroan tersebut pada Bursa
Efek Indonesia;

2. Merubah susunan Direksi dan Dewan
Komisaris menjadi sebagai berikut;

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

Komisaris Independen

Direksi
Direktur Utama
Direktur

c. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit

No. 1951/BOG/EXT/22 tanggal 10 Juni
2022, Perusahaan memperoleh
perpanjangan Pinjaman Rekening Koran
(PRK) dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dari
20 April 2022 hingga 20 April 2023 dengan
plafon maksimum sebesar
Rp1.000.000.000 dan bunga 8,5% per
tahun. Pinjaman ini bersifat revolving dan
digunakan untuk modal kerja.

. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit
No. 1951/BOG/EXT/22 tanggal 10 Juni
2022, Perusahaan memperoleh fasilitas
pinjaman dari PT Bank Pan Indonesia Tbk
dengan jumlah plafon sebesar
Rp20.000.000.000 dengan tujuan investasi.
Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga
mengambang (floating) per tahun. Fasilitas
ini berlaku 10 tahun sejak tanggal pencairan
pinjaman yang akan jatuh tempo pada
tanggal 28 April 2025. Pinjaman ini dijamin
dengan beberapa Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB) berupa tanah milik
Perusahaan (Catatan 10) dengan detail
sebagai berikut:
1. SHGB No. 1305 dengan luas tanah
161m2;
2. SHGB No. 85 dengan luas tanah
535m2;
3. SHGB No. 284 dengan luas tanah
1.866m2;
4. SHGB No. 1308 dengan luas tanah
7.988m2;
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Xaverius Nursalim
Aan Rohanah Director
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1. Approve the Company's plan to conduct
an |Initial Public Offering of shares in
the company to the public ("Initial
Public Offering") and list the company'’s
shares on the Indonesia Stock
Exchange;

2. Changed the composition Directors and
Board of Commissioners to be as
follows;

Board of Commissioners

AU Bintoro President Commissioner
Rolf Bakri Pohan
Eka Surya Independent Commissioner

Commissioner

Directors
President Director

c. Based on the Amendment to the Credit

Agreement No. 1951/BOG/EXT/22 dated
10 June 2022, the Company obtained an
extension of Current Account Loan (PRK)
from PT Bank Pan Indonesia Tbk from
April 20, 2022 to April 20, 2023 with a
maximum ceiling of Rp1,000,000,000 and
interest of 8.5% per annum. This facility is a
revolving loan and used for working capital.

d. Based on the Amendment to the Credit
Agreement  No. 1951/BOG/EXT/22
dated June 10, 2022, the Company
obtained a loan facility from PT Bank
Pan Indonesia Tbk with a ceiling
amounting to RpZ20,000,000,000 for
investment purposes. This loan facility
bears floating interest per year. This
facility is valid for 10 years from the date
of disbursement of the loan which will
mature on April 28, 2025. This loan is
secured by several Building Use Rights
Certificates (SHGB) in the form of land
owned by the Company (Note 10) with
details as follows:

1. SHGB No. 1305 with a land area of

161sgm;

2. SHGB No. 85 with a land area of
535sqm;

3. SHGB No. 284 with a land area of
1,866sqm;

4. SHGB No. 1308 with a land area of
7,988sqm;
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5. SHGB No. 1307 dengan luas tanah
1.005m2;

6. SHGB No. 1312 dengan luas tanah
172m2.

e. Berdasarkan surat keputusan No. 001/PSP-
SKKOM/HRD/VIII/22 tanggal 15 Agustus
2022, susunan Komite Audit Perusahaan
adalah sebagai berikut:
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5. SHGB No. 1307 with a land area of
1.005sqm;

6. SHGB No. 1312 with a land area of
172sqm.

e. Based on the decision letter
No. 001/PSP-SKKOM/HRD/VIII/22
dated August 15, 2022, the composition
of the Company's Audit Committee are

as follows:
Komite Audit Audit Committee
Ketua Eka Surya Chairman
Anggota Tita Dwi Utari Members
Anggota Setiyo Bonorowanto Members

f. Berdasarkan surat keputusan No. 011/PSP-
HRD/VII/22 tanggal 15 Agustus 2022,
Kepala Internal Audit Perusahaan adalah
Edwin Taufig Kamil.

g. Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 9
September 2022 dibuat dihadapan Notaris
Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta terkait
Addendum 1 Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham Perusahaan, bahwa
sesuai surat OJK No. S-1457/PM.221/2022
tanggal 1 September 2022 Emiten diminta
untuk menyampaikan perubahan dan/ atau
tambahan informasi atas pernyataan
pendaftaran dalam rangka penawaran
umum perdana saham kepada OJK.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka
Emiten dan Biro Administrasi Efek
bermaksud untuk mengadakan perubahan
atas perjanjian tersebut dengan akta ini,
terutama berhubungan dengan:

-  Premise;
- Definisi; dan
- Ketentuan-ketentuan lain.

h. Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 9
September 2022 dibuat dihadapan Notaris
Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta terkait
Addendum 1 Pernyataan Penerbitan Waran
Seri 1 Perusahaan, bahwa sesuai surat
OJK No. S-1457/PM.221/2022 tanggal 1
September 2022 Emiten diminta untuk
menyampaikan perubahan dan/ atau
tambahan informasi atas pernyataan
pendaftaran dalam rangka penawaran
umum perdana saham kepada OJK.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka
Emiten dan Biro Administrasi Efek
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f. Based on the decision letter
No. 011/PSP-HRD/VIII/22 dated August
15, 2022, the Company's Head of
Internal Audit is Edwin Taufiq Kamil.

g. Based on Deed No. 22 dated
September 9, 2022, made before Notary
Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta
regarding the Addendum 1 of the
Company's Share Administration
Management Agreement, that according
fo OJK letter No. S-1457/PM.221/2022
dated September 1, 2022 Issuers are
requested to submit changes and/ or
additional information on the registration
statement for the initial public offering of
shares to OJK. In connection with these
matters, the Issuer and the Securities
Administration Bureau intend to make
amendments to the agreement with this
deed, especially in relation to:

- Premise;
- Definition; and
- Others term.

h. Based on Deed No. 23 dated
September 9, 2022, made before Notary
Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta
regarding Addendum 1 Statement for
Issuance of Series 1 Company
Warrants, that according to OJK letter
No. S-1457/PM.221/2022 dated
September 1, 2022 |Issuers are
requested to submit changes and/or
additional information on the registration
statement for the initial public offering of
shares to OJK. In connection with these
matters, the Issuer and the Securities
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bermaksud untuk mengadakan perubahan
atas perjanjian tersebut dengan akta ini,
terutama berhubungan dengan:

- Premise;

- Definisi; dan

- Pengubahan.

Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 9
September 2022 dibuat dihadapan Notaris
Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta terkait
Addendum 1 Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Waran Seri 1 Penawaran
Umum Perdana Saham Perusahaan,
bahwa sesuai surat OJK No. S-
1457/PM.221/2022 tanggal 1 September
2022 Emiten diminta untuk menyampaikan
perubahan dan/ atau tambahan informasi
atas pernyataan pendaftaran dalam rangka
penawaran umum perdana saham kepada
OJK. Sehubungan dengan hal-hal tersebut,
maka Emiten dan Biro Administrasi Efek
bermaksud untuk mengadakan perubahan
atas perjanjian tersebut dengan akta ini,
terutama berhubungan dengan:

- Premise; dan

- Definisi.

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 9
September 2022 dibuat dihadapan Notaris
Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta terkait
Addendum 1 Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek Penawaran Umum Perdana Saham
Perusahaan, bahwa sesuai surat OJK No.
S-1457/PM.221/2022 tanggal 1 September
2022 Emiten diminta untuk menyampaikan
perubahan dan/ atau tambahan informasi
atas pernyataan pendaftaran dalam rangka
penawaran umum perdana saham kepada
OJK. Sehubungan dengan hal-hal tersebut,
maka Emiten dan Biro Administrasi Efek
bermaksud untuk mengadakan perubahan
atas perjanjian tersebut dengan akta ini,
terutama berhubungan dengan:

-  Premise;

- Definisi;

- Penunjukan penjaminan pelakasana
emisi efek, penjamin emisi efek,
partisipasi admin, penawaran awal dan
pembentukan sindikasi penjamin;

- Penjamin emisi;
- Pemesanan pembelian saham;
- Penjatahan dan pengembalian uang;
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Administration Bureau intend to make
amendments to the agreement with this
deed, especially in relation to:

- premise;

- Definition; and

- Modification.

Based on Deed No. 24 dated
September 9, 2022, made before Notary
Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta
regarding Addendum 1 Management
Agreement of Warrants Series 1 Initial
Public Offering of the Company, that
according to OJK letter No. S-
1457/PM.221/2022 dated September 1,
2022 Issuers are requested to submit
changes and/or additional information
on the registration statement for the
initial public offering of shares to OJK. In
connection with these matters, the
Issuer and the Securities Administration
Bureau intend to make amendments to
the agreement with this deed, especially
in relation to:

- Premise; and

- Definition.

Based on Deed No. 25 dated

September 9, 2022, made before Notary

Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta

regarding Addendum 1 of the

Underwriting  Agreement  for  the

Company's Initial Public Offering, that

according to OJK letter No. S-

1457/PM.221/2022 dated September 1,

2022 Issuers are requested to submit

changes and/or additional information

on the registration statement for the
initial public offering of shares to OJK. In
connection with these matters, the

Issuer and the Securities Administration

Bureau intend to make amendments to

the agreement with this deed, especially

in relation to:

- Premise;

- Definition;

- Appointment of securities
underwriters,  underwriters, admin
participation, initial offering and
formation of a syndicate  of
underwriters;

- Underwriters;

- Share purchase orders;

- Allotment and refund;
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Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar

yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku
Efektif
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- Payment of the proceeds from the
sale of the shares offered;

- Rewards;
- Statements and guarantees of the
issuer; and
- Prerequisites.
Accounting standard and

interpretation Standard has Issued Not
Yet Effective

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar
baru, amandemen dan penyesuaian atas
standar, serta interpretasi atas standar namun
belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai
pada 1 Januari 2022.

Amendemen dan revisi atas standar yang

berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada

atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan

dini diperkenankan yaitu:

¢ Amendemen PSAK 1:Penyajian Laporan
Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan
Akuntansi;

¢ Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan
Keuangan tentang Kilasifikasi Liabilitas
sebagai Jangka Pendek atau Jangka
Panjang;

o Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Kesalahan tentang Definisi Estimasi
Akuntansi;

e Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan
tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan
Liabilitas yang timbul dari Transaksi
Tunggal; dan

e Revisi PSAK 107: Akuntansi ljarah.

Standar baru dan amendemen atas standar

yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai

pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan

penerapan dini diperkenankan yaitu:

e PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan

e Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi
tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan
PSAK 71 — Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini
diotoriasasi, Perusahaan masih melakukan
evaluasi atas dampak potensial dari penerapan
standar baru, amendemen standar dan
interpretasi standar tersebut.
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DSAK-IAI has issued several new standards,
amendments and improvement to standards,
and interpretations of the standards but not
yet effective for the period beginning on
January 1, 2022.

Amendment and revised to standards which
effective for periods beginning on or after
January 1, 2023, with early adoption is
permitted, are as follows:

e Amendments PSAK 1: Presentation of
Financial Statements regarding Disclosure
of Accounting Policies;

e Amendments PSAK 1: Presentation of
Financial Statements regarding
Classification of Liabilities as a Current or
Non Current;

e Amendments PSAK 25: Accounting
Policies, Changes in  Accounting
Estimates and Errors regarding Definition
of Accounting Estimates;

e Amendments PSAK 46: Income Tax
regarding Deferred Tax related to Assets
and Liabilities arising from a Single
Transaction; and

e Revised PSAK 107: Accounting for ljara.

New standard and amendment to standard

which effective for periods beginning on or

after January 1, 2025, with early adoption is

permitted are as follows:

e PSAK 74: Insurance Contract; and

e Amendments PSAK 74: Insurance
Contract regarding Initial Application of
PSAK 74 and PSAK 71 — Comparative
Information.

Until the date of the financial statements is
authorized, the Company is still evaluating
the potential impact of the adoption of new
standards, amendments to standards and
interpretations of these standards.
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38. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan 38. Reissued the Financial Statements
Laporan keuangan ini diterbitkan kembali This financial report is reissued for the
dengan tujuan untuk dicantumkan dalam purpose of being included in the prospectus
prospektus sehubungan dengan rencana in connection with the proposed Initial Public
Penawaran Umum Perdana saham Perusahaan. Offering of the Company's shares.

Sesuai dengan hasil penelaahan dari Otoritas In accordance with the results of a review
Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana from the Financial Services Authority in
Penawaran Umum Perdana saham Perusahaan, relation to the proposed Initial Public Offering
tambahan dan perubahan penyajian dan of the Company's shares, additional and
pengungkapan dalam laporan keuangan changes presentation and disclosures in the
diungkapkan pada Laporan Arus Kas, Catatan financial statements are disclosed in
1.a, 1.b, 9 dan 36. Statements of Cash Flows, Notes 1.a, 1.b, 9
and 36.
39. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan 39. Management  Responbility @ on the

Keuangan

Financial Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab
atas penyusunan dan penyajian laporan
keuangan yang diotorisasi Dewan Direksi untuk
diterbitkan pada tanggal 9 September 2022.
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The Company’s management is responsible
for the preparation and presentation of the
financial statements which were authorized
for issuance by the Board of Directors on
September 9, 2022.
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